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"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, 
(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia 
menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) 
agama yang lurus: tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui", 
dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwalah kepada- 
Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah kamu termasuk orang- 
orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang 
memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa 
golongan, tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada 
pada golongan mereka". (@.S. 30: 30-32) 


Buku dengan judul Pemikiran Politik Islam: Perspektif Tokoh Politik 
Islam, merupakan agregasi tulisan yang dikembangkan dari materi 
kuliah pemikiran politik Islam dan hasil-hasil penelitian penulis sendiri, 
yang telah disiapkan untuk diterbitkan. Beberapa bagian dari isi buku 
tersebut telah diterbitkan dalam jurnal" Theologi Dialektika" Fakultas 
Ushuluddin-Dakwah IAIN Ambon. 
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Tujuan dari penulisan buku ini adalah sebagai handbook bagi 
mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Ambon dalam mata kuliah 
pemikiran politik Islam, dan juga diperuntukkan bagi mahasiswa secara 
umum yang mempelajari politik Islam. Untuk itu, format penyajian 
dikhususkan pada implementasi kurikulum dan silabus pemikiran 
politik Islam. 


Adapun tujuan umum dari materi penulisan buku secara umum 
adalah agar mahasiswa memahami konteks politik Islam, pemikiran 
politik Islam dari para tokoh, dan beberapa tematik politik Islam 
seperti periodisasi perkembangan politik Islam, dan aliran atau tipologi 
pemikiran politik Islam. Secara spesifik, materi yang dikaji dalam buku 
ini terdiri dari empat bagian. 

Bagian pertama, dengan tema “Universalitas Politik Islam", meliputi 
penjelasan tentang kedudukan politik dalam Islam, definisi dan 
makna politik Islam atau derivasi siyasah syari'ah, dan ideologi politik 
Islam. Perspektif sejarah politik Islam berupa politik pada masa Nabi 
Muhammad SAW, dengan pokok bahasan: "paradigma politik Nabi, 
manifesto politik yang dituangkan dalam Piagam Madinah", Politik pada 
masa Khulafaurrasyidun dengan pokok bahasan “kisruh kepemimpinan 
antara sumber Sunni dan Syi'ah, kedudukan lembaga Ahlul Halli Wal 
Agdi, Musyawarah dan Bai'at”. 

Bagian kedua, Tema yang diusung adalah "Spektrum Pemikiran 
Politik Islam", dengan sub tema "pemi n politik Islam pada masa 
klasik dan pertengahan", dengan fokus kajian pada teori dan gagasan 
politik kenegaraan oleh intelektual dan filosof Muslim, generasi 
awal seperti: Ibnu Abi Rabi', Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu 
'Taimiyyah, dan Ibnu Khaldun. Sub tema berikutnya, “Pemikiran politik 
Islam Kontemporer”, dengan fokus kajian pada teori dan gagasan politik 
kenegaraan oleh intelektual Muslim: Jamaluddin Al-Afgani, Muhammad 
Abduh, Muhammad Rasyid Ridho, Hasan Al-Banna, Abul A'la Al-Maududi, 
Yusuf Oardhawi. 

Bagian ketiga, Tema yang diusung adalah "Tipologi Pemikiran Politik 
Islam". Kajian pada bagian ini diorientasikan pada konfigurasi pemikiran 
politik Islam yang sering diartikan sebagai aliran pemikiran politik. 
Misalnya, jika pemikiran politik Islam yang berkesimpulan bahwa politik 
adalah bagian dari ajaran Islam yang melahirkan Islam Din ad-Daulah, 
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maka disebut aliran Islam ideologis. Jika kelompok yang berpandangan 
bahwa Islam dan politik adalah dua institusi yang berbeda, dan tidak 
saling berhubungan, maka dinamakan paham sekularis. Sementara ada 
kelompok yang berusaha mencari jalan tengah, yaitu antara Islam dan 
politik saling mengisi, dan yang terpenting adalah penerapan nilai Islam, 
kelompok ini dinamakan dengan Islam substantif. 

Bagian keempat: Pada bagian ini, secara khusus menyoroti 
“Perkembangan Politik Islam di Indonesia". Materi Pembahasan meliputi 
sejarah kekuasaan Islam di Nusantara sebelum Indonesia merdeka, 
peran politik Islam dalam perjuanan kemerdekaan, pertarungan ideologi 
Islam versus Pancasila, pemi n ideologi kenegaraan Sukarno dan 
Muhammad Natsir, yang masing-masing merepresentasikan golongan 
nasionalis sekuler dan Islamis. 


Ambon, Desember 2013 
Zainal Abidin Rahawarin 
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BAB I 
UNIVERSALITAS POLITIK ISLAM 


A. ISLAM DAN POLITIK 
gaya 2 5 .. aj - ATA - 

Ea Gam 3 HD TELI WS HA 

Islam adalah agama dengan misi yang universal. Nabi-pun adalah 
Nabi akhir zaman. Islam hadir sebagai rahmat sekalian alam. Tidak 
pada tempatnya jika ada yang beranggapan bahwa Islam itu parsial, 
tribalisme, nation state, atau local faith. Islam, sebagaimana ayat di atas 
adalah sebagai hudan bagi para muttagin. Mahdi Pishva'i, dalam bukunya 


“History of Islam: Up to the Demis of the Prophet”, ketika menjelaskan 
keuniversalan Islam, menulis sebagai berikut: ag, 


aa 


"Although the faith of Islam appeared in the Arabian peninsula 
among the Arab Nation and the Holy Prophet was an Arab, Islam 
was nota local faith the is restricted to the Arab nation. To prove, 
the Holy Gur'an addressed neither Guraysh nor the Arab nation, 
rather, it addressed all people. In some verses that order Muslims to 
perform certain taks and responsibilities, the Holy Gur'an addressed 
them as believers. From the very beginning of his mission through 
out his invitation to Islam in Mecca, the Holy Prophet declared that 
his mission was a universal issues on many occasions, such as the 
following” 


Pandangan Mahdi Pishva'i di atas menunjukkan bahwa Islam 
bukan suatu keyakinan lokal yang diturunkan kepada bangsa Arab 


1 Mahdi Pishva'i, History of Islam: Up to the Demis of the Prophet, tt, The Ahl al-Bayt, 
2007, hlm. 297. 


2 Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si 


saja, melainkan ditujukan kepada umat manusia secara keseluruhan. 
Islam itu identik dengan institusi politik dan kenegaraan. Sebagai 
sebuah institusi politik dan kenegaraan, Islam tidak terbatas hanya 
untuk kepentingan nasional bangsa Arab, melainkan mempunyai misi 
universal, yakni sebagai rahmat bagi alam. Beberapa ayat Gur'an yang 
dijadikan dasar pijakan bahwa misi kehadiran Islam yang universal itu 
adalah sebagaimana dinukilkan dalam Al-Gur'an surat Al-A'raf ayat 158, 
sebagai berikut: 


“Katakanlah: Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah 
kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan 
bumi: tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang 
menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada 
Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Ariah 
dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah 
dia, supaya kamu mendapat petunjuk" 


Jika Islam itu sebagai agama universal dan menjadi rahmat bagi 
alam, maka tentu saja telah menyiapkan perangkat sistem yang akan 
dilaksanakan oleh umat manusia tanpa kecuali, apakah dia itu Muslim 
atau kafir, untuk mengurus dan mengelola dunia, termasuk di dalamnya 
urusan dalam sistem politik. Namun dalam konteks Pemikiran Politik 
dalam Islam atau Theologi politik dan atau Siyasah Islamiah, seringkali 
memunculkan dua kutub pandangan yang berbeda dan bersifat ekstrim, 
karena adanya kontradiksi yang menjurus pada perbedaan dan dikotomi. 

Pertama: kelompok yang berpendirian bahwa politik atau siyasah 
merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Kedua, kelompok yang 
menolak politik bukan bagian dari ajaran Islam, dan menyatakan 
bahwa “Islam adalah Islam, Politik adalah politik". Pandangan kelompok 
pertama melahirkan gagasan Islam adalah Agama Negara “Islam Din Ad- 
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daulah". Sementara kelompok kedua yang memisahkan Islam dan politik, 
melahirkan pemikiran tentang "Negara Sekuler"? 

Walau demikian, ada juga pandangan lain yang berusaha mencari 
jalan tengah dengan mengkompromikan kedua pandangan itu yakni 
antara agama dan politik saling melengkapi. Paham atau aliran demikian 
itu biasanya diidentifikasi sebagai paham substantif atau paham keadilan. 
Paradigma yang dikembangkan adalah agama sengaja dirasionalisasi 
dalam konteks praktis sesuai perkembangan zaman. 

Pandangan substantif ini bersifat moderat yakni mencari jalan 
tengah antara Islam idealis dan sekularis. Gagasan yang dikemukakan 
adalah mengadopsi nilai-nilai ajaran Islam, yang dapat melahirkan suatu 
masyarakat Islam atau “Islamic Society", dan tidak mesti mendirikan 
negara berdasarkan agama. Orang-orang yang beraliran moderat 
identik dengan paham substantif, biasanya disebut dengan “Islam 
Liberal". Perdebatan ini boleh jadi merupakan sebuah konsep ikhtilaf 
atau keniscayaan, sebagaimana dipahami bahwa dalam Islam, “Ikhtilafu 
ummati rahmah". 


“Ikhtildfu ummati rahmah"? Ungkapan Nabi tersebut sering digunakan 
sebagai tesis furuiyah, terutama terkait dengan argumen-argumen 
ilmiah atau juga termasuk hal yang bersifat ushul seperti kepemimpinan. 
Adanya konsep ikhtilaf (perbedaan dan keragaman), bila digunakan 
dalam kajian pe ran politik Islam, memberikan legitimasi kuat 
terhadap aksesibilitas untuk berbeda pendapat. Dalam perspektif ini, 
perbedaan pandangan tergolong cukup radikal, yaitu antara penyatuan 
atau pemisahan agama dengan politik dan atau saling melengkapi. 

Diakui pula bahwa di dalam pemikiran politik pada masa klasik 
maupun mutakhir terkait dengan "tesis politik dan agama", masih 


3 Sirajuddin, Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasimi, Yogyakarta, 
Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 20-21 

? Ikhtilaf, (perbedaan dan keragaman) merupakan sebuah konsep dalam pemikiran 
Islam yang dikembangkan dari Hadits Nabi Muhammad SAW. Pengertian Ikhtilaf, adalah 
penggunaan penalaran mandiri dan kreatif dan rasional untuk dapat memecahkan 
persoalan hukum atau lazim disebut dengan perbedaan dan keragaman. Konsep Ikhtilaf 
dalam beberapa riwayat, dapat dijumpai pada Hadits Bukhari, Muslim, Abu Dawid, al- 
Nasa'i, Ibnu Majjah, Ahmad ibn Hanbal.: Lihat, Khaled Abu M. Abou El Fadil, Atas Nama 
Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, (penerjemah: R. Cecep Lukman Yasin), Jakarta, 
Serambi Ilmu Semesta, 2004, hlm 22-23. Khaled merujuk pada sumber, Asyaukani, al-Gawl 
al-Mufid fi Adillat, hlm. 89-91. 
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terpengaruh dengan doktrin eskatologis (the doctrine of the last things), 
yaitu pemahaman agama dalam konteks urusan dunia dan akhirat. 
Agama (wahyu) melingkupi urusan akhirat, dan politik merupakan 
urusan dunia. Wilayah keduanya diletakkan secara diametral, namun 
terkadang dicari pembenaran hubungan atau titik temu dengan jalan 
kompromi. Perlu ditegaskan bahwa pemikiran demikian bukan suatu 
asumsi melainkan didasarkan pada indikator kedua institusi (Politik dan 
Agama) yang dipahami secara berbeda yaitu “diniyah" dan “la-diniyah", 
sebagai suatu realitasyang terus diperdebatkan. 

Atas dasar itu sehingga kajian tentang Islam dan politik harusnya 
didasarkan kepada stereotip struktur masyarakat yang dilahirkan Nabi 
Muhammad SAW, Karena dengan demikian akan muncul kesimpulan, 
apakah Islam merupakan suatu kesatuan ajaran dengan politik yang 
mengatur urusan dunia dan akhirat. Untuk itu, dalam konteks Islam dan 
politik atau siyasah Islam, yang dijadikan dasar rujukan dalam kajian 
pemikiran politik Islam adalah bersumber pada Al-Gur'an, Sunnah dan 
Konstitusi Madinah, serta Ijma Sahabat Nabi dan para ulama. 

Dalam konteks politik kenegaraan, Al-Gur'an maupun Konstitusi 
Madinah yang menjadi rujukan di kalangan pemikir politik, melahirkan 
tesis yang berbeda. Pandangan yang ekstrim menolak politik sebagai 
bagian dari Islam yang ditunjukkan oleh pemikir sekuler seperti Ali Abdul 
Razig, Thaha Husein, Gamaruddin Khan, Nazih Ayubi ataupun Antony 
Black. Dengan demikian, kedudukan Gur'an, Sunnah dan Konstitusi 
Madinah dalam konteks politik kenegaraan, telah merekonstruksi dan 
melegitimasi teori ikhtilaf untuk melahirkan konsep pemikiran politik 
yang berbeda dengan pandangan terhadap penganut paham kesatuan 
Islam dan politik atau Negara Islam. 

Ali Abdul Razig,adalah seorang ilmuwan sekuler asal Mesir yang 
gagasannya selalu bertentangan dan bahkan menghujat jumhur Ulama 
Mesir menyatakan bahwa Gur'an dan Hadits tidak memberikan dasar- 
dasar yang jelas tentang negara. Karena ketidakjelasan itulah, Razig 
mengusulkan agar sebaiknya didirikan negara sekuler." Pandangannya 
yang dianggap menghujat kelompok Islamis dan ulama Mesir, ditulis 
dalam bukunya “al-Islam wa Ushul al-Hukum". Di kalangan Islam 


“Zuly Godir, Syariah Demokratik Pemberlakuan Syariah Islam di Indonesia, Yogyakarta, 
Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 73 
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sekularis dan Islam liberal Mesir, Abdul Razig dianggap sebagai Mujtahid 
atau pembaharu dan seorang pahlawan nasionalis Mesir. Banyak pujian 
dan komentar mereka terhadap Abdul Razig, antara lain sebagai berikut: 

Pertama, Ali Abdul Razig merupakan pahlawan nasional, karena 
dianggap sebgai penentang Inggris atau Britania Raya, yang bermaksud 
menyokongan Raja Fu'ud untuk mendirikan Khilafah Islamiyah di 
Mesir dan dengan dukungan Britania Raya. Karena disinyalir ada 
persekongkolan antara Raja Fu'ud dan Kerajaan Inggris yang akan 
menjadikannya sebagai Khalifah atas dunia Islam. 

Kedua, Ali Abdul Razig merupakan pahlawan kemerdekaan, 
pahlawan konstitusi dan demokrasi, karena telah menentang Raja Fu'ud, 
yang dianggap sebagai seorang diktator. Kediktatorannya menurut 
Razig adalah karena memobilisasi para ulama Mesir untuk berusaha 
membangun kembali sistem ke-Khalifahan Islami di Mesir dan di dunia, 
sebagai pengganti dari sistem ke-Khalifahan Utsmany di Turki yang 
telah runtuh. Razig menyatakan bahwa Islam tidak mengenal sistem 
kekhalifahan atau tidak ada khalifah dalam Islam. 

Ketiga: Ali Abdul Razig adalah seorang imam mujtahid atau 
pembaharu dalam agama, ahli pikir, reformis. Penisbatan mujtahid, ahli 
pikir, dan reformis, kepada Razig, karena pendapatnya yang bertentangan 
dengan paham yang telah disepakati menjadi suatu konsensus atau ijma 
ulama yang berlaku di Mesir. 

Keempat: Ali Abdul Razig, merupakan seorang pemikir yang telah 
membuka kotak pandora tentang kejumudan berpikir, terutama dalam 
masalah agama, sehingga pendapatnya dianggap benar dan pendapat 
para ulama Al-Azhar salah. Para ulama Mesir yang telah mendukung Raja 
Fu'ud, dituduh sebagai orang munafik, saling bersekongkol, reaksioner, 
dan memperjualbelikan agama." 

Pendapat yang sama, dikemukakan juga oleh Nazih Ayubi. Menurut 
Ayubi, bahwa Al-Gur'an secara spesifik tidak menetapkan suatu bentuk 
negaraatau sistem pemerintahan.” Sementara Antony Black beranggapan 
bahwa stereotipe masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad 


$ Muhammad Dhiauddin ar-Rais, Islam dan Khalifah di Zaman Modern, (penerjemah: 
Alwi As), Jakarta, Lentera Basritama, 2002, hlm. 34-35. 

' Nazih Ayubi, Political Islam Religion and Politics in the Arab World, London, Biddles 
Ltd, Guildford and King's Lynn, 1991, p.6 
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SAW, di Madinah belum dianggap cukup representasi untuk membangun 
struktur negara atau konstitusi negara yang formal? Namun dalam 
kajian Black tentang refleksi sejarah peradaban kekuasaan di dunia 
Islam yang diuraikan secara panjang lebar menunjukkan bahwa Islam 
merupakan bagian dari institusi politik. Sekiranya jika merujuk pada 
pengertian konstitusi sebagaimana yang dirumuskan oleh James Brayce, 
seperti dikutip C. F Strong, maka Negara Madinah yang dibangun oleh 
Nabi SAW, telah memenuhi unsur negara. Definisi konstitusi oleh James 
Brayce, seperti dikutip C. F. Strong sebagai berikut: 


“Konstitusi adalah suatu kerangka masyarakat politik (negara) 
yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Konstitusi dapat juga 
diartikan kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan 
pemerintahan. Konstitusi juga berarti catatan tertulis, dokumen, 
kumpulan hukum, bersifat fleksibel sesuai kebutuhan zaman" 


Sejalan dengan pandangan Ali Abdul Razig, Nazih Ayubi dan Antony 
Black, intelektual muslim Indonesia, Nurcholish Madjid yang terkenal 
dengan semboyan “Islam yes partai Islam No”, dan juga beberapa 
intelektual muslim yang beraliran moderat atau liberal (baca: Islam 
liberal”) seperti Muhammad Hatta, yang secara tegas menyatakan 
bahwa tidak ada formalisasi dalam Islam, terkait terminologi konsep 
Negara Islam. Sehingga yang terpenting adalah prinsip keadilan dalam 
ruh Islam dilaksanakan di dalam bernegara. 


7 Antony Black, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini, (penerjemah: 
Abdullah Ali), Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006, hlm. 43. 


"GC, E Trong, Konstitusi Politik Modern, (penerjemah: Derta Sri Widowatie), Bandung, 
Nuansa dan Nusamedia, 2004,hlm. 15 


" Laksmi Pamuntjak (penyunting), Surat-Surat Politik Nurcholish Madjid-Mohammad 
Roem, Tidak Ada Negara Islam, Jakarta, Djambatan Anggota IKAPI, cet III (edisi revisi) 
2004, hlm. 95 


4 Istilah Islam Liberal telah diperkenalkan oleh Leonard Binder pada tahun 1988, 
dalam bukunya “Islamic Liberalism". Menurut Binder, prinsip pemikiran Islam Liberal 
adalah adanya keterbukaan dalam menafsirkan Al-Gur'an, yang tidak dapat dipahami 
sebagai sesuatu yang sudah final, apa adanya, melainkan membutuhkan penafsiran secara 
terus menerus sesuai perkembangan zaman, sehingga Islam tidak berhenti merespon 
masalah sosial: Lihat, Zuly Oodir, Syariah Demokratik, hlm. 74. Tesis yang dikemukakan 
Binder adalah bahwa Guran harus ditafsirkan sesuai dengan tingkat perkembangan dan 
perubahan zaman. Karena perubahan zaman merupakan produk akal dan kebudayaan 
manusia, sehingga kesimpulannya adalah Gur'an mengikuti akal. 
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Dalam terminologi “Negara Islam", kelompok intelektual Islam 
di Indonesia seperti Muhammad Roem, Djohan Effendy, Amin Rais, 
Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Munawir Sadzali, Ahmad 
Wahib, secara eksplisit menolak ide negara Islam atau Islamic State. 
Menurut mereka, Nabi Muhammad SAW, hanya membangun suatu 
tatanan masyarakat Islam atau Islamic Society berlandaskan konsep 
syariah. Tidak dalam kerangka institusi formal yang secara khusus berupa 
negara. Bisa saja intitusi formal atau negara nasionalis dapat dibangun 
dengan mengaplikasikan syariat dalam kehidupan bermasyarakat. 
Abdurahman Wahid beralasan bahwa dalam Gur'an, tidak ada doktrin 
yang jelas tentang konsep negara. Nabi SAW hanya memperlihatkan 
watak moral bukan watak politik. Nabi juga tidak merumuskan secara 
definitif mekanisme penggantian jabatan atau kepala negara/kepala 
pemerintahan. 

Menurut Munawir Sadzali, Islam tidak mempunyai pilihan terhadap 
sistem politik apapun, melainkan suatu ajaran agama yang berkaitan 
dengan negara."' Sementara argumen Amin Rais adalah "/ believe in 
democracy 100 percent. Because, democracy runs parallel with basic 
Islamic teaching”? Bahwa secara meyakinkan, Amin Rais menyatakan 
bahwa demokrasi relevan dengan dasar-dasar ajaran Islam. 

Berbeda dengan pandangan yang menihilkan Islam dari politik, 
masih terdapat banyak pandangan yang mengakui dan menempatkan 
politik adalah bagian dari ajaran dan misi Nabi Muhammadd SAW. 
Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah merupakan sebuah konsep 
tentang dasar-dasar politik pemerintahan (Islam ideologis, formalis, 
Skripturalis), dan menjadi bagian dari misi atau ajaran Nabi Muhammad 
SAW, karena Piagam Madinah adalah suatu konstitusi telah memberi 
legitimasi hukum dan politik terhadap Nabi Muhammad SAW, untuk 
mengukuhkan otoritasnya sebagai khalifah atau kepala negara. 

Sosiolog ternama Robert N. Bellah, menyatakan bahwa masyarakat 
madinah atau masyarakat beradab (civil society) yang dibangun oleh 
Nabi Muhammad SAW, sebagai suatu masyarakat untuk zaman dan 


1 Munawir Sjadzali, Islam Realita Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa, Jakarta, 
UIP, 1993, hlm 40. Lihat, Laksmi Pamuntjak, op cit, hlm, 1. Lihat, Listiono Santoso, Teologi 
Politik Gus Dur, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2004, hlm, 227, 242 

"3 Arif Afandi, (penyunting) Islam Demokrasi Atas Bawah, Polemik Strategi Perjuangan 
Umat Model Gus Dur dan Amin Rais, Yogyakarta, PT. Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 124. 
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tempat yang modern. Imam Khomeini, pendiri Republik Islam Iran, 
menegaskan bahwa karakter syariat Islam mencakup bermacam-macam 
badan hukum dan peraturan yang membentuk sebuah sistem sosial yang 
lengkap." Sistem sosial yang dimaksud mencakup sistem politik. 

Abul A'la Al-Maududi, dengan judul bukunya “Khilafah dan Kerajaan”, 
menyatakan bahwa prinsip politik Islam sangat berbeda dengan dengan 
teori demokrasi. Kekuasaan dalam Islam adalah bahwa otoritas dan 
souverenitas tertinggi ada pada Tuhan, dan bahwa Tuhan berhak 
menciptakan hukum,menrujuk pada (Gur'an 12:40, 3:154). Dengan 
demikian maka rakyat memiliki kedaulatan terbatas, atau dengan kata 
lain kedaulatan rakyat terbatas di bawah pengawasan atau kedaulatan 
Tuhan, (a limited popular sovereignty under suzerainty of God). Teorinya 
ini dikenal dengan sebutan Theodemokrasi. 

Yusuf Gardhawy, di dalam bukunya “Legalitas Politik Dinamika 
Perspektif Nash dan Asy-Syariah, dan Figih Negara", menyatakan bahwa 
dalam konsep Islam, mendirikan negara adalah sesuatu yang wajib.'" 
ardhawi mengkategorikan masalah kepemimpinan atau hukum syariat 
yang menjadi bagian dari pendirian negara, dinyatakan sebagai bagian 
dari hal yang bersifat furu', akan tetapi harus diyakini statusnya sebagai 
sesuatu yang wajib dan mutlak. Kedudukannya bila dibanding dengan 
shalat dan zakat adalah sama. Meskipun shalat dan zakat merupakan 
sesuatu yang dasarnya wajib, tetapi menjadi bagian dari furu', bukan 
ushul, karena kefarduannya adalah amal perbuatan, bukan keyakinan." 

Para pemikir politik Islam kontemporer seperti Abul A'la Maududi, 
Sayyid Gutub, Yusuf Gardhawy, Fazlur Rahman, Hasan Al-Banna, Imam 
Khumaini, dan di Indonesia, Muhammad Natsir, mereka termasuk 
kelompok beraliran Islam ideologis konstitusional." 


» Imam Khomeini, Sistem Pemerintahan Islam, (penerjemah: Muhammad Anis 
Maulachela), Jakarta, Pustaka Zahra, 2002, hlm, 39. 

4 Abul A'la Al Maududi, Khilafah dan Kerajaan, (terjemahan), Bandung, Mizan, 2007, 
hlm. 18-20 

1 M. Yusuf Musa, Politik dan Negara dalam Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1963), hlm, 23- 
33. 

' Yusuf Gardhawi, Legalitas Politik Dinamika Perspektif Nash dan Asy-Syariah, Bandung, 
Pustaka Setia, 2008), hlm. 30-31. 

» Abul Ala Al-Maududi, Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam, (terjemahan), 
Bandung, Mizan, 1990, hlm, 159, 166. Lihat: Yusuf Gardhawy, Pedoman Bernegara Dalam 
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Paham politik Islam ideologis, berpendapat bahwa ciri utama 
teori politik Islam tetap bersifat Theokrasi atau Kingdom of God, yang 
diselenggarakan oleh komunitas Muslim. Namun demikian, Kingdom of 
God dalam Islam berbeda dengan sistem Theokrasi kependetaan Kristen, 
yang dilaksanakan oleh kelompok keagamaan atas nama atau derivasi 
Tuhan. Maududi menyebut sistem ini dengan Theodemokrasi atau sistem 
pemerintahan demokrasi Ilahi, dan merupakan negara ideologis.'" 
Theodemokrasi adalah sistem politik yang melaksanakan syariah. 


Argumen tentang Islam sebagai sistem hidup yang juga dijadikan 
legitimasi dalam pemikiran politik adalah berpandangan bahwa Islam 
itu komprehensif, holistik dan kaffah atau lengkap, sebagaimana yang 
disampaikan oleh Harry J. Benda. Di dalam bukunya The Crescentand the 
Rising Sun, J. Benda menyatakan bahwa memisahkan Islam dan politik 
merupakan sesuatu yang sangat tidak realistik, karena Islam dan politik 
adalah suatu kesatuan,sebagaimana pernyataannya berikut ini: 


“The separation of religion and politics in Islam, at the very least can 
be described as unrealistic' He continued to say: “the separation of 
religion and politics, in other words, simply represents a temporary 
phenomenon seen when Islam experiencing a period politics can no 
longer be maintained, whether in independent Islamic nations or in 
Islamic regions that are governed by non Muslims'” 


Selain itu ada juga kelompok pemikir dan filosof Islam, seperti Ibnu 
Abi Rabi', Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyyah, dan Ibnu 
Khaldun. Mereka adalah pemikir atau filosof generasi awal, atau generasi 
pada masa klasik dan pertengahan, yang lahir dari pergolakan pemikiran 
filsafat Yunani. Kelompok ini berusaha mengkonsepsikan politik dalam 
alam pikiran Yunani, namun tetap pada prinsip Islam. 


Kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan oleh Khuda 


Perspektif Islam, (terjemahan), Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1999, hlm. 39. 

4 Ibid, 

'" Harry ). Benda, The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam Under the Japanese 
Occupation, 9142-1945, (The Hague) 1958, hlm 180 

2 Ibnu Taimiyyah, Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam (penerjemah: Rofi Munawwar), 
Surabaya, Risalah Gusti, 1999, hlm. 154. Lihat: Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam 
Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah Tentang Pemerintahan Islam, Surabaya, Risalah Gusti, 1995, 
hlm. 36. 
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Bakhsha adalah "Muhammad notonly found a new religion but established 
a new polity”2' Bahwa Nabi SAW, tidak hanya mendirikan suatu agama 
baru, melainkan membangun suatu tatanan politik baru. Yusuf Gardhawi 
bahkan menegaskan bahwa argumen tentang Islam adalah suatu hal 
dan politik adalah hal lain, sesungguhnya bukan bersumber dari ajaran 
Islam, melainkan akibat pengaruh politik penjajah dan kolonialisme. 

Gardhawi menjustifikasi pendapatnya di atas dengan mengutip 
beberapa pandangan orientalis. Di antara orientalis yang dikutip 
pendapatnya adalah: Dr. F. Fitzgerald, yang menyatakan “Islam bukanlah 
semata agama (a religion), namun juga merupakan sebuah sistem 
politik". Prof. C.A. Nallino, menyatakan bahwa “Nabi Muhammad telah 
membangun dalam waktu yang bersamaan antara agama (a religion) 
dan negara (a state)". Dr. Schacht, menyatakan bahwa “Islam lebih dari 
sekedar agama: ia juga mencerminkan teori perundang-undangan dan 
politik, merupakan sisitem peradaban yang lengkap dan integral". Prof. 
Strothman, menyatakan bahwa “Islam adalah suatu fenomena agama 
dan politik, karena Nabi juga politikus yang bijaksana, atau negarawan". 
Prof. D.B. Macdonald, menyatakan bahwa “Disini (di Madinah) telah 
dibangun negara Islam yang pertama dan diletakkan prinsip-prinsip 
utama undang-undang Islam". Sir T. Arnold, menyatakan bahwa "adalah 
Nabi pada waktu yang sama, seorang kepala agama dan kepala negara”. 
Prof. Gibb, menyatakan bahwa “Islam bukanlah sekedar kepercayaan 
agama individu, namun ia meniscayakan berdirinya suatu bangunan 
masyarakat yang independen. Islam mempunyai metode tersendiri dalam 
sistem kepemerintahan, perundang-undangan dan institusi" 

Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Badri Yatim, bahwa 
mundurnya politik Islam yang ditandai dengan runtuhnya kekuasaan 
kekhalifahan Utsmany dan Abbasiah karena faktor kolonialisme Barat 
pada abad 18-20, dengan birokrasi kolonialnya. 

Kajian Farid Abdul Khalig, didalam bukunya “Figih Politik Islam", 
dengan beberapa tema pokok dalam kajiannya antara lain: “Prinsip 


2 $, Khuda Bakhsha, Politic In Islam, Idarah-1 Adibiyat-l, New Delli, 1920, hlm. 1 

2 Yusuf Gardhawy, Figih Negara, (penerjemah: Syafril Halim), Rabbani Press, Jakarta, 
1997, hlm 24. Lihat: M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, (penerjemah, Abdul Hayyie al- 
Kattani at all), Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 5-6. 

2 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta, Rajawali Prees, 1997, hlm. 176-183., 
Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1975, hlm 142, 
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musyawarah, Ahlul Halli Wal Agdi, Hak-Hak politik nonmuslim di negara 
Islam, Persamaan hak, Prinsip Keadilan”, menunjukkan bahwa Islam 
memiliki konsep politik yang jelas dan memadai dalam urusan politik 
kenegaraan dan pemerintahan. 

Berbagai dalil atau nash syar'i, digunakan sebagai acuan dalam 
mengkaji politik Islam. Misalnya: aspek kepemimpinan tentang adanya 
larangan orang-orang Muslim yang mengambil pimpinan selain Islam 
dapat diperoleh dalam Al-Guran surat Al-Maidah ayat 51-52, dan 
surat An-Nisa ayat 144. Prinsip Musyawarah, (0.5. Ali Imran ayat 159). 
Kedudukan Ahlul Halli Wal Agdi, (OS. An-Nisa ayat 8 dan 59). Hak 
nonmuslim, (O.S. An-Nisa ayat 141), serta prinsip hukum dan keadilan 
(5. An-Nisa ayat 58). 

Farid Abdul Khalig mengutip dari tafsir Al-Manar, tentang surat 
An-Nisa ayat 144,7 yang menjelaskan bahwa orang-orang kafir, karena 
mereka kafir, tidak ada wewenang atas orang-orang mukmin.” Ayat 
tersebut menjelaskan tentang kedudukan seorang pemimpin Muslim 
di tengah hegemoni orang beriman dalam hubungannya dengan 
sosial kemasyarakatan atau institusi negara. Esensi dari ayat tersebut 
menjelaskan bahwa, masalah pemimpin sangat sentral dan fundamental 
dalam ajaran Islam, kedudukannya sudah masuk dalam wilayah agidah. 
Firman Allah: 


os ah 2 sat pia S iga all et 
are) Kahakan nale dh iglal ol osdai AI 


“Wahai agan yang beriman! Janganlah kamu menjadikan 
orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang 
mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah 
(untuk menghukummu". (@.5. Annisa ayat 144) 


# Lihat, Departemen Agama RI, Al-Gur'an dan Terjemah, Jakarta, PT. Sygma Exa Grafika, 
2007, hlm. 101 


3 Farid Abdul Khalig, Figih Politik Islam, Jakarta, Amzah , 2005, hlm. 35, 82, 202, dan 
228. 
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RANGKUMAN 


Berdasarkan argumen yang telah disampaikan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa tesis “Islam dan Politik", merupakan suatu kesatuan 
ajaran yang menjadi tugas utama Nabi Muhammad SAW. Tesis tersebut 
menuntut adanya suatu kesadaran bahwa Islam mewajibkan pada 
umatnya untuk tidak sekedar berpolitik, melainkan untuk mendirikan 
negara. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apa dan bagaimana 
prinsip pemerintahan atau negara menurut Islam. Untuk menjawab 
pertanyaan seperti ini, akan diajukan beberapa argumentasi: 

Pertama: Konteks politik Islam mewajibkan adanya suatu institusi 
berupa negara. Karena substansi ajaran Islam adalah bersifat mengatur 
manusia. Prinsip utama pemerintahan Islam adalah kepemimpinan dan 
ideologi. Merujuk kepada ciri masyarakat Madinah pada zaman Nabi 
Muhammad SAW, adalah masyarakat Tauhid. Artinya kepemimpinan 
yang dibangun Nabi tidak didasarkan atas pilihan-pilihan suara rakyat, 
melainkan atas doktrin Ilahiyah (Piagam Madinah). 

Kedua: Adanya aspek kepemimpinan sebagai prinsip utama dari 
konsep ummah atau umat. Prinsip kepemimpinan pasca Nabi SAW, 
adalah menjadikan Tauhid sebagai prinsip utama yangdiwajibkan 
sebagai fardhu 'ain. Adapun bentuk legitimasi terhadap pengangkatan 
seorang pemimpin adalah mencontoh Nabi SAW, dan Ijma Sahabat 
berdasarkan Gur'an dan Sunnah yakni konsep kekhalifahan, menurut 
Sunni dan konsep Imamah menurut Syi'ah. 

Ketiga: Kedaulatan Negara terletak pada Islam sebagai doktrin ajaran 
yang mengatur masyarakatnya. Dengan kata lain Islam merupakan 
konstitusi negara atau ideologi negara. Implementasi dari hukum dan 
perundang-undangan adalah Gur'an dan Sunnah (Syariat Islam). 

Keempat: Sistem pemerintahan Islam adalah suatu bentuk totalitas 
kehidupan masyarakat atau negara (holistik atau dalam bahasa Islam 
disebut kaffah) yang tersusun atas dasar prinsip Agidah dan Syariat. 
Dengan demikian, jika politik dipahami sebagai suatu perwujudan 
institusi negara, maka substansi Islam adalah suatu perwujudan institusi 
kelembagaan berupa negara juga. 

Kelima: Islam agidah dan syariah, mengandung hukum-hukum yang 
membutuhkan kehadiran lembaga atau institusi penegakan hukum, 
yang tugasnya melaksanakan aturan hukum, yang tidak mungkin 
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dilakukan oleh ormas-ormas keagamaan, atau institusi sosial seperti NU, 
Muhammadiyah dan sejenis. 


B. MAKNA POLITIK DAN POLITIK ISLAM 
1. Makna Politik 
Politik, dalam terminologi latin (Yunani) disebut polis, artinya 
“kota”? Seiring dengan perubahan dan kemajuan zaman, Politik 
berkembang menjadi sebuah disiplin keilmuan yakni ilmu politik. 
Dalam perkembangan ilmu politik, maknanya menjadi luas. Dalam 
kamus Internasional, politik dimaknai dengan “proses menentukan 
dan melaksanakan tujuan-tujuan dari sistem politik dengan melakukan 
seleksi antara beberapa pilihan dari tujuan yang ditetapkan" 
Beberapa pengertian politik dalam terminologi umum yang dapat 
dijadikan acuan dalam memahami makna politik modern sebagaimana 
dikutip oleh Miriam Budiardjo,?" sebagai berikut: 


Menurut Rod Hague: "Politics is the activity by which group 
reach binding collective decisions through attempting to reconcile 
differences among their members". (Politik adalah suatu kegiatan 
menyangkut bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan 
bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan 
perbedaan di antara anggotanya). 

Menurut Andrew Heywood, "Politics is the activity through which d 
people make, preserve and amend the general rules under which the 
liveand as such is inextricaly linked to the phenomenon of conflictand 
cooperations”. (Politik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 
manusia untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen 
peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang 
tidak lepas dari suatu fenomena konflik dan kerjasama). 


Politik identik dengan kekuasaan atau power, kewenangan atau 
outority, dan kebijakan umum atau public policy. Menurut Kartini 
Kartono, politik dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang terkait 


? Sukarna, Sistem Politik, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 13 
7 Didi Krisna, Kamus Politik Internasional, Jakarta, PT. Grasindo, 1993, hlm. 129. 


? Miriam Budiadjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013, 
hlm. 16 
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dengan peraturan atau regulasi, undang-undang, hukum, kebijakan, 
kekuasaan, organisasi, taktik, strategi, mengendalikan wilayah secara 
yuridis dan konstitusional. 

Dari pengertian di atas, Miriam Budiardjo menyatakan bahwa 
konsep-konsep pokok politik meliputi: "Negara atau State, Kekuasaan 
atau Power, Pengambilan Keputusan atau Decision Making, Kebijakan 
atau Policy, Beleid, Pembagian-Alokasi atau Distribution-Allocation"" 

Negara sebagai entitas politik formal, paling tidak memiliki lima 
bagian atau komponen utama, sebagaimana disebutkan oleh Riant 
Nugroho,"'di antaranya: 

Pertama: Institusi atau kelembagaan. Dalam pemerintahan modern, 
kelembagaan politik mengacu pada teori pembagian kekuasaan atau 
yang dikenal dengan nama Trias Politica. Teori Trias Politica digagas 
oleh filosof Perancis yakni Montesguieu, dengan membagi dan atau 
memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga pilar yakni lembaga 
Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Masing-masing lembaga punya peran 
dan fungsi yang berbeda. 

Kedua, Warga negara atau citizen. Rakyat sebagai warga negara 
berbeda dengan rakyat bukan sebagai warga negara. Sebagai warga 
negara, rakyat memiliki hak asasi atau hak kewarganegaraan yang 
dijamin negara, meliputi semua aspek hidup yaitu hak politik, hukum, 
ekonomi, sosial politik, kultural, individu, intelektual, biologis dan 
komunitarian. 

Ketiga: Wilayah atau Kedaulatan. Perkembangan sains dan teknologi, 
khususnya informasi dan komunikasi tampaknya cukup mempengaruhi 
pemahaman batas wilayah atau kedaulatan suatu negara. Pada zaman 
dahulu pemahaman tentang batas wilayah dimaknai sebagai sebuah 
kawasan fisikal yang kasat mata, seperti batas geografi dan teritorial 
yang telah diakui oleh United Nations Organization (UNO). Namun pasca 
abad ke-19, telah berkembang institusi lintas batas non fisikal yakni 
virtual nation atau “Wilayah Maya" atau “Negara Maya”? Negara maya 
tidak lagi dibatasi oleh batas teritorial. 


2 Dr, Kartini Kartono, Pendidikan Politik, Bandung, Mandar Maju, 1996, hlm. 9 

“ Miriam Budiadjo, Dasar-Dasar, hlm. 17 

" Riant Nugroho, Public Policy, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2009, hlm. 10-12 
3 Jbid, hlm. 11 
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Negara Maya dalam bentuk embrionik telah muncul dan bahkan 
keberadaannya telah melembaga sejak lama, terutama dalam bentuk 
transformasi ideologi dan struktur kelembagaan dan kepemimpinan. 
Beberapa bentuk negara maya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

# Bentuk pertama,dari negara maya adalah perusahaan multi 
nasional. Mereka beroperasi di banyak negara, dan para 
karyawannya mempunyai loyalitas lebih tinggi kepada perusahaan 
dari pada negara yang mereka menjadi bagiannya. 

« Bentuk kedua, adalah LSM internasional yang mempunyai jaringan 
kerja seluruh dunia. Seperti halnya perusahaan multi nasional, 
anggota jaringan ini lebih loyal kepada ideologi yang dibawa oleh 
LSM ini daripada ideologi negara yang mereka tercatat menjadi 
warganya. 

« Bentuk ketiga, adalah munculnya sebuah negara mayapada situs 
internet yang telah mengakomudasikan orang dari berbagai 
belahan dunia menjadi warganya. Pada tahun 1998, pernah 
muncul situs seperti ini, tetapi barangkali karena tidak mampu 
memberikan manfaat bagi warganya, situs-situs seperti ini lenyap 
begitu saja. 

« Bentuk keempat adalah jaringan terorisme dan kejahatan global 
dan atau cyber crime. Tidak ada yang menyangka jaringan 
terorisme dan kejahatan cyber crime yang muncul di berbagai 
negara termasuk Indonesia mempunyai jaringan luas, mulai dari 
Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, hingga Asia Tenggara. 
Jaringan perdagangan narkotika dan obat-obat psikotropika sulit 
dihentikan, terutama karena mempunyai jaringan internasional, 
dan menjadi identitas baru atau “negara baru" yang tidak 
tersentuh oleh negara lama atau negara asal." 

« Bentuk kelima, adalah paham keagamaan. Misalnya Agama 
Katolik. Agama Katolik dapat saja diasumsikan sebagai "Agama 
Transnegara" Karenakeanggotaandalamkelembagaankeagamaan 
tersebar di berbagai belahan dunia. Dalam aspek kepemimpinan, 
bersifat hirarki demokratis, sehingga bagi warganya yang 
ingin menjadi pemimpin tertinggi umat Katolik dunia yang 
berkedudukan di Roma, dapat berhak menjadi pemimpin tertinggi 
di Roma. Secara ideologi dan hirarki kelembagaan, dan komunitas 


3 Ibid, 
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umat Katolik di seluruh dunia, tunduk dan patuh kepada institusi 
tertinggi di Roma Italia. Kehadiran agama Katolik telah mereduksi 
kekuasaan dan kewarganegaraan dalam suatu negara tertentu, 
seperti yang terjadi di negara di Timor Leste sebelum negara 
tersebut menyatakan keluar dari Indonesia. 

Keempat: Kebijakan Publik. Ciri negara pada zaman modern adalah 
mempunyai konstitusi, ideologi dan peraturan perundang-undangan, 
yang menjadi aturan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Kebijakan 
publik meliputi tata kelola negara, mengatur interaksi negara dan rakyat. 
Bahwa setiap negara atau pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan, 
berkehendak untuk dapat mengendalikan rakyatnya. Bentuk faktual dari 
kebijakan publik adalah negara, atau pemerintah berupaya mewujudkan 
kepentingan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Caranya dengan 
merumuskan kebijakan yang unggul. 

Kelima, Manajemen Negara. Manajemen negara adalah suatu cara 
mengendalikan negara. Dalam manajemen modern, mengendalikan 
dapat dimaknai dengan “mengendalikan dengan menjadikannya lebih 
bernilai” atau upaya untuk melakukan “value creation". Esensi dari 
manajemen negara terletak pada aspek pemimpin dan kepemimpinan, 
yakni figur dan gaya memimpin. 

2. Makna Politik Islam 

Pembahasan tentang politik, negara dan pemerintah dalam perspektif 
makna politik Islam menggunakan dua pendekatan: yakni pendekatan 
terhadap sumber ajaran Islam (@ur'an dan Sunnah) dan perspektif 
sejarah peradaban Islam. Oleh karena Islam sebagai suatu ideologi 
sekaligus doktrin agama dalam konteks berbangsa dan bernegara, telah 
menguasai dunia selama beberapa abad lamanya. Sebelum membahas 
lebih dalam kedua aspek diatas, akan diawali dengan penjelasan singkat 
tentang akar dan makna politik secara umum. 

Dalam pengertian terminologi politik, padanan makna politik secara 
spesifik sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dijumpai dalam Al- 
Our'an dan Hadist. Adapun terminologi yang sepadan dengan pemimpin, 
kepemimpinan atau power, kewenangan atau autority adalah Khalifah, 
Imamah, Ulil Amri, Al-Hakimiyah, Imam, al-Mulk, ya'mur. Sedangkan 
public policy atau urusan kemaslahatan publik sepadan dengan konstitusi 
Madinah, syaawirhum fil amr, al-amanah, al-hukumiyah. 
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Pengertian power, outority dan public policy, kesemuanya terdapat 
pada Al-0ur'an: Surat Al-Bagarah ayat 30, Ali Imran ayat 26 dan159, Al- 
Syura ayat 38, An-Nisa ayat 58-59, Al-An'aam ayat 165, Al-Mumtahanah 
ayat 8-9, Faatir ayat 39, Ar-Rum ayat 9, dan An-Naml ayat 23-24." Di 
dalam kitab-kitab hadits, makna politik secara umum dapat dijumpai 
dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Bab Al-Jihad, Bab Al-Ju'mah 
dan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitab Al-Imarah, Bab 
Al-Jamia'ah" 

Dari berbagai ayat Our'an dan hadits yang memberikan pemahaman 
dan pengertian politik atau siyasah, sebagaimana telah disebutkan 
sebelumnya, akan dinukilkan beberapa terjemahan ayat tanpa 
bermaksud mengesampingkan yang lain. Penukilan secara acak ini tidak 
dalam konteks pembahasan hukum Islam secara kaffah, melainkan 
hanya digunakan untuk menunjukkan makna politik secara umum yang 
terdapat dalam Gur'an maupun hadits, yaitu: 9.S. An-Naml ayat 32-34", 
O,S. Ali Imran ayat, 64, OS.An-Nisa ayat 59. 


Politik dalam terminologi Islam, diambil dari bahasa Arab disebut 
yang disebut dengan "as-siyasah", masdar dari kata "siisa yasilsu 
siyasatun". Pelakunya disebut “sa'isun". Secara bahasa, arti kata sasa 
dan derivasinya, mempunyai pengertian mengemudi, mengendalikan, 
pengendali, metode pengendalian, mengatur, dan mengurus serta 
memerintah. Siyasah, juga dapat diartikan dengan pemerintah, membuat 


“ Departemen Agama RI, A-ur'an dan Terjemahannya, Semarang, Karya Toha Putra, 
1995, hlm 79, 103, 128, 217, 597, 642, 702, 924. 


'5 Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Bab Al-Jihad, Bab 
Al-Ju'mah Juz 1, III, Cet. I, Bairut, Dar Al-Kutub Al-llmiyah, 1992, 267-268, 328. Lihat, Al- 
Imam Abi Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Gusyairi Al-Naisaburi, Shahih Muslim, Kitab 
Al-Imarah, Bab Al-Jamia'ah, Juz INI, Cet.l, Bairut, Dar Al-Ihya Al-Turais Al-Arabii', 1955, hlm 
1478. 


“ Terjemahan Surat An-Namal, (ayat 32), “Berkata dia (Balgis): "Hai para pembesar 
berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu 
persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)" (ayat 33), artinya: "Mereka menjawab: 
“kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang 
sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu: maka pertimbangkanlah 
apa yang akan kamu perintahkan". (ayat 34), artinya: “Dia berkata: Sesungguhnya raja- 
raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan 
penduduknya yang mulia jadi hina: dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat”: 
Lihat: (Departemen Agama RI, Al-Gur'an dan, hlm. 924) 
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kebijaksanaan atau policy, administrasi dan manajemen atau al-idarah.” 


Menurut Yusuf Gardhawy, kosakata politik atau siyasah berasal 
dari bahasa Arab asli. Seterusnya, Gardhawy menukil penggalan 
kata siyasah dari kamus Lisanul Arab, karangan Ibnu Manzur, bahwa 
kosakata tersebut merupakan derivasi dari “sawasa',-"As-sus", artinya 
kepemimpinan." Dengan demikian, jika dikatakan “sasuhum susan", 
yakni mereka mengangkat seorang menjadi pemimpin, maka formulasi 
dari kata tersebut mengandung arti, bahwa seseorang telah mengatur 
urusan politik atau “sasa! amru siyasatan". Dan seseorang yang berpolitik 
dari suatu kaum disebut “sawasun wa sasatun". 

Jadi, pengertian politik Islam atau "as-siyasah al-Islamiyah" 
mempunyai makna berupa, “kewajiban menangani sesuatu yang 
mendatangkan kemaslahatan" Sehingga politik atau siyasah dalam Islam, 
mempunyai konotasi mengurus, memimpin, memerintah, menyuruh, 
mengelola kepentingan umum, al-hakimiyah, dan al-mulk, di dalam 
kerangka menegakkan syari'at.” 

Substansi syariat Islam adalah suatu sistem hidup yang mengatur 
manusia dalam beraktifitas. Menjadi suatu sistem hidup, syariat Islam 
itu mempunyai hukum dan aturan. Tidak akan terjadi suatu kejadian, 
atau terjadinya suatu masalah pasti ada hukumnya. Seluruh kejadian 
pada masa lalu, sekarang dan akan datang bukan merupakan sesuatu 
yang disengaja dan kebetulan, seperti dipahami para rasionalis sekuler, 
melainkan suatu desain yang memiliki tatanan hukum (sunnatullah) 
yang telah terstruktur. 


Samih Athif az-Zain menjelaskan kesempurnaan kedudukan 
syari'at dengan merujuk pada Al-Our'an surat An-Nahl ayat 89," Dan 
Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-9ur'an) untuk menjelaskan 
segala sesuatu..." dan pada surat Al-Maidah ayat 3 "Pada hari ini telah 
Kusempurnakan untuk kamu agamamu..', dengan argumen yang 
menyatakan bahwa, syari'at telah mengatur secara sempurna dan tidak 


" Ridwan HR, Figih Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan, Yogyakarta, FH UII Press, 
2007, hlm. 75. 

Yusuf @ardhawy, Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam, (penerjemah: Kathur 
Suhardi), Pustaka Kautsar, Jakarta, 1999, hlm. 34-35 

" Syaikh Abdul Malik Al-Jaziri, Haramkah Partai, Pemilu, Parlemen, Fatwa Syaikh 
Nashiruddin Al-Albani, Media Hidayat, Yogyakarta, 1419 H, hlm 12-13. Lihat, Rifyal Ka'bah, 
Politik dan Hukum Dalam Al-Gur'an, Khairul Bayan, Jakarta, 2005, hlm. 8, 11. 
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melupakan satu-pun perbuatan manusia bagaimanapun apa adanya. Jadi, 
adakalanya syari'at menegakkan dalil dengan nash (teks) Al-Gur'an dan 
Hadits: dan adakalanya syari'at meletakkan "tanda" di dalam Al-9ur'an 
dan Hadits yang memperingatkan orang “mukallaf" akan maksudnya, 
dan supaya pelakunya menyesuaikan diri dengan setiap tanda-tanda 
itu." 

Dengan demikian, konotasi "siyasah syariah" sebagaimana dinyatakan 
oleh Rifyal Ka'bah, adalah sebagai suatu sistem yang berhubungan dengan 
politik hukum dalam negara. Dengan demikian siyasah syariah adalah 
kebijakan yang berorientasi kepada syariah Islam, atau suatu sistem 
pemerintahan yang berjalan sesuai dengan syariah Islam." Beberapa 
pengertian politik Islam atau siyasah syariah secara komprehensif dan 
dipandang memenuhi persyaratan teks akademis politik secara umum, 
bahkan lebih luas dari peore politic seperti pendapat Ibnu Agil, Ibn 'Abid 
al-Din yang dikutip oleh Djazuli sebagai berikut: 


“Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih 
dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, 
sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah 
SWT tidak menentukannya". 

“Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjuk- 
kannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun 
di akhirat. Siyasah berasal daripada Nabi baik secara khusus 
maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. 
Segi lahir siyasah berasal dari para pemegang kekuasaan (para 
sultan dan raja) bukan dari ulama: sedangkan secara batin 
siyasah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang 
kekuasaan"? 


Dari kedua pengertian di atas, menurut Ali Syariati, politik Islam 
selain menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), juga dalam waktu yang 
sama dapat menjalankan fungsi pengarahan (ishlah). Sebaliknya politik 


4" Samih Athif az-Zain, Syari'at Islam Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial 
sebagai Studi Perbandingan, Bandung, Husaini, 1988, hlm. 17 

“ Rifyal Ka'bah, Politik dan Hukum Dalam Al-Gur'an, Jakarta, Khairul Bayan, 2005, hlm, 
111 

“ HA. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu 
Syariah, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 25-27. 
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(politigue) dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, 
bukan pengarahan." Makna ishlah atau pengarahan disini adalah suatu 
bimbingan pembinaan sebagai suatu pertanggungjawaban ke-khalifahan 
terhadap Sang Pencipta. 

Merujuk pada pemaknaan siyasah Islamiah atau politik dalam Islam 
sebagaimana penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa cakupan 
politik Islam memiliki dimensi vertikal (ketuhanan) dan dimensi 
horizontal (kemanusiaan), baik dalam aspek yuridis legislasi maupun 
praksis pemerintahan. Konsekuensi hukumnya pun memiliki dimensi 
vertikal dalam arti sanksi hukumnya akan diterima di akhirat dan 
horizontal dalam arti sanksi hukum diterima juga di dunia. 

Di dalam aspek pertanggungjawaban atau sanksi hukum-pun 
berbeda dengan ideologi politik profan-diniyah (kapitalis, sosialis 
dan ideologi duniawi lainnya). Cakupan politik Islam memiliki sistem 
politik bidimensional dalam pertanggungjawaban hukumnya, yakni 
dimensi pertanggungjawaban kepada Tuhan dengan sanksi hukum yang 
dijatuhkan di alam akhirat, dan pertanggungjawaban kepada manusia 
dengan sanksi hukum di dunia. Hal ini berbeda dengan ideologi politik 
diniyah, di mana aturan dan konsekuensi hukum hanya diperuntukkan 
dalam mengatur kehidupan manusia secara terbatas pada aspek 
keduniaan. 

Konklusi ini relevan dengan pandangan Asy-Syatibi tentang tujuan 
syariat, sebagaimana dikutip oleh Farid Abdul Khalig yang menyatakan 
bahwa tujuan syariat adalah menegakkan kemaslahatan dunia dan 
akhirat. Lantas bagaimana dengan konsep syariat Islam itu sendiri, 
karena terkadang makna syariat Islam telah mengalami diferensiasi 
dengan pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah bagian dari Syariat 
Islam, sementara syariat'Islam mencakup semua aspek kehidupan yang 
mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan 
manusia, baik secara individu, kelompok maupun bermasyarakat dan 
bernegara. Di dalamnya tercakup ibadah mahdhah, seperti shalat, puasa, 
zakat, haji, termasuk akhlak moral dan etika. 

Syariat Islam secara umum adalah keseluruhan teks Our'an dan 
Sunnah, sebagai ketentuan Allah dan Nabi Muhammad SAW, yang 


“ Ibid, hlm. 28 
# Farid, Abdul Khalig, Fikih Politik, hlm. 31 
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seharusnya menjadi pegangan hidup manusia. Rifyal Ka'bah mengutip 
pendapat Abdullah Yusuf Ali, menyatakan bahwa syari'at adalah the right 
way of religion." Pendapat ini jika diformulasikan dengan hukum dan 
konstitusi atau politik, maka telah menjelma sebagai hukum Islam atau 
hukum negara. Rifyal Ka'bah mengutip pendapat seorang ahli hukum 
Sudan, yang kemudian hijrah ke Amerika Utara, yakni Abdullahi Ahmed 
An-Na'im, menyatakan: 


“The Muslim peoples of the world are entitled to exercise their 
legitimate collective right to self-determinationin terms of an 
Islamic identity, including the application of the Islamic law, if they 
wish to do s0... Umat Islam di dunia berhak melaksanakan hak 
kolektif mereka yang sah untuk menentukan nasib sendiri dalam 
hal identitas Islam, termasuk pelaksanaan hukum Islam, bila 
mereka menginginkan demikian. 


Jadi syari'at Islam merupakan jalan hidup umat Islam, dan oleh 
karena itu syari'at Islam dapat menjadi hukum negara. Akan tetapi 
sangat disayangkan bahwa syari'at Islam telah mengalami disorientasi 
dan distorsi, yakni syari'at Islam yang diharapkan menjadi hukum 
publik di dunia Islam, bukan merupakan syari'at Islam dalam konteks 
sebagaimana dipahami oleh fugaha dan ahli hukum Islam selama ini, 
melainkan syari'at yang telah mengalami reformasi total supaya dapat 
sejalan dengan konstitusi modern. Misi besarnya dari reformasi itu 
adalah bahwa syari'at Islam perlu diubah, disesuaikan dengan konstitusi 
Barat, dengan alibi disesuaikan dengan keperluan dan perkembangan 
zaman. 


Rifyal Ka'bah, mengutip dari Encyclopaedia Britannica 1994-2000, 
menyatakan bahwa ada perbedaan mendasar antara syariat Islam 
dengan sistem politik Barat: Pertama: cakupan syariat lebih luas, karena 
mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan 
manusia, tidak dalam batasan hukum formil. Sementara sistem Barat 


“s Rifyal Ka'bah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia, Jakarta, Khairul Bayan, 2004, 
hlm, 4 Lihat, Abdullah Yusuf Ali, The Holy Gur'an: Text, Translation and Commentary, 
Brendwood Maryland, Amana Corporation, 1409.H 1989.M, hlm. 1297, 

“ Ibid, hlm. 5. Lihat juga, Abdullahi Ahmed An-Na'im, Toward Islamic Reformation: Civil 
Liberties, Human Rights, and International Law, New York, Syracuse University Press, 1996, 
hlm. 1. 
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hanya mengenal satu dimensi yakni dimensi hubungan manusianya 
saja, dan dalam batasan aktivitas pelaksanaan hukum formil. Kedua, 
muamalat, berhubungan dengan hidup berumah tangga, bertetangga, 
bermasyarakat dan bernegara. Muamalat secara bahasa artinya interaksi 
yang melibatkan kepentingan orang banyak.” Sementara sistem politik 
Barat tidak mengatur urusan kehidupan keluarga, dan rumah tangga. 


RANGKUMAN 

Merujuk pada pemaknaan “Siyasah Islamiyah" atau politik dalam 
Islam, sebagaimana penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
cakupan politik Islam memiliki dimensi vertikal (ketuhanan) dan dimensi 
horizontal (kemanusiaan), baik dalam aspek yuridis legislasi maupun 
praksis pemerintahan. Konsekuensi hukumnyapun memiliki dimensi 
vertikal dan horizontal. Secara teoritik, esensi dari siyasah Islamiyah 
adalah implementasi ajaran Islam dan atau syariat Islam itu sendiri, yang 
meliputi aspek ibadah dan syariat. Syariat merupakan pegangan hidup 
manusia. Seperti dinyatakan oleh Abdullah Yusuf Ali bahwa Syariat 
adalah “The Right Way of Religion", jalan agama yang benar. Jadi siyasah 
syariat meliputi hubungan tiap manusia dengan Tuhan dan sesama 
manusia dalam bermasyarakat, menghendaki kekuasaan negara untuk 
menjamin pelaksanaannya. 


Di dalam aspek pertanggungjawaban atau sanksi hukum-pun 
berbeda dengan ideologi politik profan-diniyah (kapitalis, sosialis 
dan ideologi duniawi lainya). Cakupan politik Islam memiliki sistem 
politik bidimensional di dalam pertanggungjawaban hukum, yakni 
dimensi pertanggungjawaban kepada Tuhan dengan sanksi hukum yang 
dijatuhkan di dunia dan di alam akhirat. Selain pertanggungjawaban 
kepada Tuhan, ada juga pertanggungjawaban kepada manusia dengan 
sanksi hukum yang akan dialami di dunia, termasuk dalam kategori 
sanksi moral. Hal ini berbeda dengan ideologi politik diniyah, di mana 
aturan dan konsekuensi hukum hanya diperuntukkan dalam mengatur 
kehidupan manusia secara terbatas pada aspek keduniaan saja, dan 
tidak memiliki konsekuensi hukum dengan kehidupan sesudah mati. 


“' Rifyal Ka'bah, Politik dan.., hlm. 103-104. 


“ Abdullah Yusuf Ali, The Holy Guran: Text, Translation and Commentary, Brendwood, 
Maryland: Amana Corporation, 1989, hlm. 1297. 
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Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 89 sebagai berikut: 
Ta na GEA Sant Apa MEN MN We eta 
JA Tana Th A3 mail 33 mela Ani S Ge 3 


SP 1353 ea sep HI CD SI aka Ih Aga 


Dan (ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap 
umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami 
datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat 
manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Guran) untuk 
menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar 
gembira bagi orang-orang yang berserah diri. 


C. ISLAM SEBAGAI IDEOLOGI POLITIK 

Kehadiran ideologi dalam konsep politik penuh dengan perdebatan, 
terlebih bila dipersepsikan dalam konteks agama. Jika orang mendengar 
istilah ideologi, maka kebanyakan orang mempersepsikan dengan ide 
atau gagasan yang identik dengan hasil kerja akal manusia. Perdebatan 
selalu berujung pada pandangan positif dan negatif. Memang disadari 
bahwa paham tentang ideologi begitu kompleks. Terlebih lagi jika 
ideologi dikaitkan dengan doktrin agama, maka timbul berbagai 
pandangan, bahkan tidak jarang menimbulkan friksi dalam pemahaman 
ideologi itu sendiri. 

Friksi dimaksud adalah apakah ideologi merupakan hasil kreasi dan 
pemikiran manusia, lepas dari doktrin agama terutama agama Islam, 
ataukah doktrin agama dapat dinyatakan sebagai bagian dari suatu 
ideologi. Walaupun masih ada pandangan yang kontradiksi, namun pada 
kenyataannya bahwa penggunaan istilah ideologi telah berkembang luas 
dalam politik, hukum, ekonomi, dan institusi sosial keagamaan. 

Perlu disadari bahwa dalam perkembangan politik modern, dunia 
Islam telah mengadopsi terminologi istilah ideologi sebagai bagian 
dari institusi politik Islam. Untuk itu, sebelum menguraikan berbagai 
pandangan dan atau argumen yang menjembatani beragam pemahaman 


Ya 


tentang ideologi dimaksud, terlebih dahulu akan dinukilkan asal dam 
latar belakang munculnya istilah ideologi. TN $ 
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Teori ideologi atau istilah idologi pertama kali muncul pasca revolusi 
Perancis. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Destutt de Tracy, dengan 
arti terbatas yakni ilmu tentang ide.” Makna lain dari ideologi adalah 
keseluruhan pandangan atau cita-cita, nilai-nilai dasar dan keyakinan 
yang dijadikan pedoman normatif dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara,” atau sistem yang berlaku dalam suatu 
negara. 


Sedangkan pengertian yang lebih luas lagi adalah ideologi sebagai 
sebuah sistem kepercayaan atau keyakinan yang dapat menjelaskan dan 
membenarkan tatanan politik untuk menjadi pedoman bagi kehidupan 
masyarakat mencakup proses, strategi, pengaturan kelembagaan, dan 
program, untuk sampai pada tujuan yang akan dicapai. Sebagaimana 
pengertian berikut ini: 


“Political ideology is a belief system that explains and justifies a 
preferred political order for society, either existing or proposed, and 
offers a strategy (processes, institutional arrangemens, programs) 
for its attainment'”' 


Firmanzah mengutip pendapat Steger dalam “Globalism the new 
market ideology”, mendefinisikan ideologi sebagai sistem sebaran ide, 
kepercayaan atau beliefs, yang membentuk sistem nilai dan norma serta 
sistem peraturan atau regulation ideal yang diterima sebagai fakta 
dan kebenaran oleh kelompok tertentu.” Pandangan Steger tersebut 
telah menjawab eksistensi ideologi yang selama ini diperdebatkan 
sebagai gagasan akal semata. Bahwa adanya beliefs sebagai sistem nilai 
dan norma memberi ruang bagi institusi agama menjadi bagian dari 
ideologi. 


“ Arief Mudatsir Mandan, Krisis Ideologi Catatan tentang Ideologi Politik Kaum Santri 
Studi Kasus Penerapan Ideologi Islam PPP, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2009, hlm. 21. 

80 Efriza, Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan (Bandung: Alfabet, 
2008), hlm. 82-87.: Lihat, A.M. Fatwa, Satu Islam Multi Partai Membangun Integritas Di 
Tengah Pluralitas (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 94-95. 

St Anthony Donws, An Economic Theory of Democracy, New York: Harper, 1957, hlm, 
96. Lihat juga Reo M. Christenson, Ideologies and Modern Politics, New York: Dodd, Mead & 
Company, Inc, 1971, hlm. 5. 

52 Firmanzah, Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di 
Era Demokrasi, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 91. 
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Martin Selinger, mengakui tentang kompleksitas ideologi. 
Kompleksitas itu karena di dalam perkembangannya, tafsir ideologi 
meliputi sistem kepercayaan, sistem pemikiran, gagasan, komitmen, nilai 
dan fakta.” Alvin Gouldner memandang ideologi merupakan proyeksi 
rasional." Althusser, Paul Hirst dan Anthony Donws, menyebut dengan 
istilah relasi sosial." Ini tentu saja mengundang tafsir yang memadai 
untuk mengakomodasi penggunaan ideologi, terutama dalam konteks 
pemahaman keagamaan. 

Karena masih ada juga yang memisahkan ideologi dari unsur agama, 
atau sekedar pempersepsikan ideologi secara negatif. Bagi sebagian 
kalangan yang berpandangan negatif seperti Karl Marx, beranggapan 
bahwa ideologi dipandang sebagai suatu sistem gagasan yang 
mengandung kesadaran palsu atau semu, bermuka dua atau ambiguitas. 
Sebab menurut Marx, kehadiran ideologi hanya untuk merepresentasikan 
kepentingan kelas penguasa, atau yang disebut dengan represent the 
interests of the rulling class." 

Di dalam memahami kompleksitas kedudukan dan penggunaan 
ideologi sebagai sistem kepercayaan, proyeksi rasional dan relasi sosial 
yang dikemukakan Martin Selinger, Alvin Gouldner, dan Althusser, 
diperlukan gambaran komprehensif untuk menjelaskan item apa 
saja dari ideologi yang telah dirumuskan itu. Dan atas jasa John B. 
Thompson, sehingga teori ideologi makin diperjelas wilayah otoritasnya. 
Dengan demikian, teori Thompson ini bukan saja digunakan untuk 
melegitimasi penggunaan ideologi oleh unsur-unsur institusi sosial 
politik dan kemasyarakatan, terutama penggunaan ideologi dalam 
konteks agama, tetapi harus mampu menjawab keraguan orang-orang 
yang berpandangan negatif yang menganggap ideologi sebagai pemecah 
belah. 

Menurut John B. Thompson, sebagaimana dikutip Mahyuddin, untuk 
menggambarkan makna terminologi ideologi, dia menggunakan analisis 
wacana untuk mengelompokkan teori-teori ideologi ke dalam tiga 


8 John B. Thompson, Analisis Ideologi: Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia 
(Yogyakarta: IRCisod, 2003), hlm. 139. 

 Ibid, hlm, 138. 

38 Ibid, hlm. 151. 

“ George Ritzer, Sociological Theory, (New York: McGraw-Hil Inc, 1992), hlm. 72. 
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kelompok, dan mencoba untuk memberikan penjelasan yang memadai 
sebagai indikator dari masing-masing kelompok, yang selanjutnya 
dinamakan “Perspektif Ideologi versi Thompson”, 

Elaborasi teori Thompson oleh Martin Selinger, Alvin Gouldner, dan 
Althusser yaitu: (1) Ideologi sebagai sistem kepercayaan, dielaborasi 
oleh Martin Seligner: (2) Ideologi sebagai proyeksi rasional, dielaborasi 
oleh Alvin Gouldner: (3) Ideologi sebagai relasi sosial, dielaborasi oleh 
Althusser, Paul Hirst dan Anthony Donws. Ringkasan dari tiga perspektif 
ideologi tersebut tergambar pada tabel berikut.” 


PERSPEKTIF IDEOLOGI VERSI THOMPSON 


Sistem Kepercayaan Proyeksi Rasional Relasi Sosial 
Tengedlogromentasrtmdakan yang bensi 1“ Tdedlogi membutuhkan wacana |» Ideologi adalah sistem | 
kepercayaan yang dorganisir dalam suatu | poli yang baru, wacana yang. | ide-ide politik yang 
sistem yang koheren menuntut tindakan tetapi tidak. | dapat diterapkan dengan 
& Ideolog: kumpulan kepercayaan dan sekedar menuntut melalui kalkulasi politik. 
ketidakpercayaan yang diekspresikan penggunaan otoritas atau —— |“ Ideologi terkait dengan 
dalam kalimat yang bernilai kalimat tradisi, atau melalui retorika — | kompleksitas praktek 
permohonan dan eksplanatois. emoti. sosial yang tidak menyatu 
«Ideologi: untuk memberikan basis « Ideologi adalah wacanayang | dalam sistem representasi 
permanen yang relatif bagi suatu kelompok| didasarkan pada ide yang yang memiliki signifikansi 
untuk membenarkan kepercayaan pada | mendasari tindakan politik dan konsekuensi politik. 


norma moral dan sedikit bukti faktual, dalam teori sekuler dan rasional. 
rasionalisasi berbasis kesadaran diri, "Ideologi terpisah dari 

legitimasi implementasi dan preskripsi kesadaran mistis dan agama, 
teknis untuk menjamin tindakan yang ia menjustifikasi tindakan yang. 
ditampilkan demi perlindungan, reformasi, | — diinginkan melalui logika dan 
destruksi atau rekonstruksi dan tatanan bukti. 

yang ada. » Ideologi: sistem simbol, 

Sebagai sistem kepercayaan, ideologi. varian bahasa, dan kode 
terbagi ke dalam ideologi fundamental dan) — yang dielaborasi, yang dapat 
ideologi operatif. melaksanakan tugasnya 
Ideologi tundamental ialah prinsip yang — | memobilisasi proyek publik 
meyakini tujuan akhir dan pandanan besar) — hanya ketika diekspresikan 

yang akan dicapai. melalui bahasa tulis, yang kritis, 
Ideologi operatif adalah prinsip-prinsip rasional dan dapat dimengerti 
mendasari kebijakan yang dimaksudkan “secara empirik. 

sebagai pembenaran. 


» Muhammad Alfan Alfian Mahyuddin, Menjadi Pemimpin Politik Perbincangan 
Kepemimpinan dan Kekuasaan, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 245: Lihat 
juga Haedar Nashir, Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiah Ideologi di Indonesia 
(Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007), hlm. 148. 
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Teologi politik Islam, dalam kajian ini akan diorientasikan pada 
teori ideologi berdasarkan Gur'an, dan Sunnah yang menjadi pijakan 
dalam rekontruksi politik dalam Islam. Sebagaimana telah dijelaskan 
di atas bahwa aspek ideologi Islam dan makna politik dalam Gur'an 
dan Sunnah, telah memperoleh suatu legitimasi, sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan baik secara akademis maupun syar'i, menjadi 
suatu sistem politik dalam bernegara. 

Elaborasi Ideologi dalam Perspektif versi Thompson dapat 
menempatkan makna ideologi dalam Islam sebagai bagian integral 
dari ajaran Islam itu sendiri. Jika berpijak pada ideologi sebagai sistem 
kepercayaan, maka tindakan Islam politik adalah orientasi tindakan yang 
berisi kepercayaan yang diorganisir dalam suatu sistem yang kohern. 
Selain itu ideologi dibuat untuk memberikan basis permanen yang relatif 
bagi suatu kelompok masyarakat untuk membenarkan kepercayaan 
pada norma moral dan sedikit bukti faktual serta rasionalisasi berbasis 
kesadaran diri yang bertalian dengan legitimasi, dan implementasi. 

Dengan demikian teori Thomsson dapat menjawab ideologi sebagai 
bagian dari usaha rasionalitas, relasi sosial, sekaligus dapat dipahami 
menjadi doktrin agama (Islam), sehingga mengembangkan sistem 
politik Islam yang mungkin saja berhaluan fundamental sekalipun, dan 
juga operatif.”" 

Fundamentalisme yang dipersepsikan oleh Barat, merupakan 
paham yang memperjuangkan pelaksanaan ajaran sesuatu agama 
yang sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci, tanpa mau 
menerima penafsiran ulang untuk konteks suatu masa, tanpa mau 
ada perubahan-perubahan. Pada awalnya, fundamentalisme dipakai 
untuk menyebut gerakan kelompok Protestan Konservatif yang 
mempertahankan kebenaran dari Bibel yang berkembang di Amerika 
akhir abad ke- 19. Tokohnya William Jenings Bryan (1860), seseorang 
yang sangat menentang teori evolusi yang diajarkan di sekolah umum. 
Istilah fundamentalisme ini, kemudian dinisbatkan juga kepada 
gerakan-gerakan Islam yang berbasis Ideologi seperti Ikhawanul 
Muslimin.” 


“ Imam Hidajat, Teori-Teori Politik, Malang, Setara Press, 2009, hlm. 71 


'" Ian Adams, Ideologi Politik Mutakhir Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depannya, 
(penerjemah: Ali Noerzaman), Yogyakarta, CV. Galam, 2004, hlm. 433-436. 
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Perjuanganuntukmenegakkan Islamdalamkehidupan bermasyarakat 
dan bernegara apakah melalui organisasi sosial Islam, terlebih institusi 
politik, telah menggunakan term ideologi pergerakan. Ideologi dalam 
gerakan Islam merupakan refleksi dari ajaran Islam. Gerakan Islam 
seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, Jama'at el-Islami di Pakistan, dan 
Masyumi di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari perjuangan ideologi.” 
Sama halnya dengan konstitusi modern yang pada umumnya memaksa 
lembaga politik seperti partai politik untuk selalu menjadikan ideologi 
sebagai asas. 

Intinya, semua gerakan dalam Islam, apakah itu bersifat sosial 
seperti NU dan Muhammadiyah, semi politik seperti Hizbut Tahrir 
terlebih gerakan politik seperti Hamas di Palestina dan Hizbullah 
di Lebanon, Partai Politik Islam, menggunakan ideologi sebagai 
identitas diri. Sumber ideologi dari gerakan ini adalah Islam, sehingga 
menjadikan istilah ini menjadi baku, yakni ideologi Islam atau Islamic 
Ideology."" 

Tagiyuddin An-Nabhani memberikan definisi tentang ideologi 
yang dalam bahasa Arab dinamakan “mabda" adalah "agidah agliyah 
yanbatsigu 'anha nizham", artinya agidah agliyah yang melahirkan 
peraturan kehidupan atau an-nizham." Peraturan kehidupan atau "an- 
nizham'-ideologi di dalam Islam dinamakan dengan "Syari'at Islam", 
sehingga ideologi dalam pengertian Islam adalah pemikiran yang 
mengikatkan diri pada nash atau sumber hukum Islam yakni Al-Gur'an 
dan Sunnah. Jadi pendapat apapun harus dipastikan sumbernya adalah 
Al-Gur'an dan Sunnah dan tidak kontraproduktif. 


Berdasarkan pandangan di atas, maka ideologi dalam term politik, 
khususnya politik Islam menjadi bagian dari ajaran Islam itu sendiri. 
Dengan demikian Ideologi Islam dapat dirumuskan oleh beberapa 
intelektual Islam sebagai berikut. Menurut Anshari, ideologi Islam 
adalah ideologi yang Islam-oriented, ideologi yang berorientasi pada al- 
Our'an dan Sunnah." 


# Haedar Nashir, Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiah Ideologi di Indonesia, 
(Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007), hlm. 149. 


“ Ibid. 
# Tagiyuddin An-Nabhani, Nizhamul Islam, ttp, Al Guds, 1953, hlm. 22 
“' Endang Saifuddin Anshari, Wawasan Islam, hlm. 171. 
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Menurut Mukhotim El Moekry, Ideologi Islam adalah suatu ideologi 
yang didasarkan kepada wahyu dan Sunnah, baik operasionalnya 
maupun sistemnya. Suatu ideologi dinyatakan baik atau tidak, harus 
mampu menjawab tiga kriteria. Moekry, mengutip pendapat Tagiyuddin 
An-Nabhani dalam kitabnya “Nizhamul Islam", memberikan tiga pokok 
sebagai landasan untuk menguji sebuah ideologi. Ketiga pokok tersebut 
sebagai berikut: 


“(1) Harus memuaskan akal pikiran manusia. (2) Harus 
menentramkan hati. (3) Harus sesuai dengan fitrah. Alam 
manusia dan ekosistem kehidupan adalah ciptaan Allah. 
Layakkah jika manusia mengatur ketiganya dengan aturan buatan 
sendiri, sementara ada Penciptanya? Jawabannya tidak layak, 
maka jika diatur dengan akal pikirannya, tidak dengan Aturan 
Penciptanya, pasti rusak dan hancur. Adakah Kitab selain Al- 
@ur'an memuat hukum yang mengatur masalah sosial, ekonomi, 
politik dan pemerintahan termasuk mengatur pasal peradilan? 
Jika dibuktikan dan dibandingkan dengan Al-9ur'an, mana yang 
paling komprehensif” 


Ideologi Islam menekankan tentang adanya prinsip mutlak ketuhanan 
dalam politik. Prinsip ketuhanan disini adalah prinsip tauhid. Tauhid, 
bukan hanya sebagai suatu pernyataan syahadah ketika seseorang akan 
masuk Islam, akan tetapi menjadi sentral dalam perilaku kehidupan 
pemikiran seorang muslim dalam semua dimensi hidup, apakah itu 
dalam urusan muamalah ataukah urusan siyasah. Jika merujuk pada 
pandangan Maududi tentang teori politik Islam, maka ideologi politik 
Islam mengandung dua prinsip utama, yaitu prinsip the Unity of Godhead 
and the Unity of Law. Kedua prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 

e Prinsip pertama yakni The Unity of Godhead adalah prinsip 
kedaulatan mutlak yang berada dalam kekuasaan Allah. Manusia 
adalah Khalifah yang ditugaskan untuk mengelola, dan memenej 
alam ciptaan-Nya. Jadi kedudukan keduanya berbeda, yang satu 
sebagai pencipta sekaligus pemelihara yaitu Allah, dan yang lain 


# Mukhotim El Moekry, Pemikiran Ideologi Islam Kumpulan Rujukan Jurnal Islam 
(Jakarta: Wahyu Press, 2002), 30. 
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sebagai yang dicipta dan pengelola (manusia). 

Prinsip kedua yakni The Unity of Law, atau suatu kesatuan hukum. 
Prinsip ini merupakan suatu konsekuensi kontrak atau perjanjian 
antara pencipta dan yang dicipta. Sumber hukum dan kedaulatan 
tertinggi, atau al-hakimiyah ada pada Tuhan. Pemerintahan Islam 
adalah suatu bentuk pemerintahan perwakilan, yakni manusia 
sebagai wakil Tuhan, berkewajiban melaksanakan aturan atau 
hukum Tuhan. 


Apabila merujuk pada nash Gur'an yang menjadi dasar atau landasan 


politik sebagaimana dijelaskan di atas, dan juga merujuk pada pandangan 
teori Maududi, “Theodemokrasi", yakni suatu tatanan politik sebagai 
suatu misi agung Tuhan yang akan dijalankan oleh hamba-hambanya 
yang beriman, maka esensinya adalah untuk menegakkan kedaulatan 
Tuhan, sebagaimana firman Allah surat An-Nur ayat 55 sebagai berikut: 


Lan pan ai Di ae agan & 
AI las setalah Kal Aang 


H3 Lali HS KAN G HAL 


"Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang 
beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh 
akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah 
menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh 
Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia 
ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah 
berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) 
menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan 
sesuatupun. Tetapi barang siapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, 
maka mereka itulah orang-orang yang fasik."(@.S. 24: 55) 


$ (MS, 2: 30), Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: 
Sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Pada ayat lain (OS 
7:10), yang artinya "Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi 
dan Kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan". 
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Dengan demikian, produk politik dan atau kekuasaan pemerintahan 
adalah untuk menjalankan dan melaksanakan hukum Tuhan. Hakikat 
demokrasi menurut Maududi, adalah para khalifah atau pemimpin 
dan yang dipimpin atau rakyat, keduanya tunduk untuk melaksanakan 
hukum Tuhan tanpa diskriminasi. Untuk melegitimasi teorinya itu, 
Maududi mengutip khutbah jum'at Umar bin Khattab sebagai berikut: 


“Barangsiapa yang hendak kawin, janganlah Ia membayar mahar 
lebih dari 400 dirham": Seorang wanita memotong ucapannya itu 
dan mendebatnya dengan menyatakan bahwa Al-Gur'an telah 
membolehkan pembayaran sejumlah besar uang atau ginthar"'. 
Mendengar itu, Umar segera menarik kembali pendapatnya dan 
berkata: "Umar telah tersalah dan seorang wanita telah berkata 
benar". 


Jadi Law making, atau pembuat hukum tertinggi adalah Tuhan”. 
Manusia sifatnya menjalankan atau melaksanakan aturan tersebut. 
Dalam pemerintahan Islam, seorang kepala negara tidak berhak 
membatalkan hukum-hukum yang telah jelas menjadi bagian dari nash 
baik Gur'an maupun Hadits. 

Menurut Peter L. Berger”, konflik ideologi besar yang menjadi 
bagian dari perang dingin hanya berhenti sementara waktu, dan tidak 
dapat dijamin berhenti selamanya, seperti adanya tesis The End of 
Ideology. Indikator itu dapat dilihat dari fenomena munculnya suatu 
format politik baru di akhir abad XX, di mana struktur negara bangsa 
(nation-state), telah ditempatkan pada proses pembahasan konstitusi 
secara formal antara ideologi nasionalisme religius dan nasionalisme 
sekuler, menjadi dua mazhab pandangan dunia (world view), yang 
terus bersaing. 

Fenomena kebangkitan yang terjadi di berbagai negara pasca perang 
dingin lama, telah menggunakan pendekatan agama sebagai corak 


' Ginthar mengisyaratkan kepada ayat Our'an: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu 
dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka 
harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit 
pun” (0,5. 4:20) 

4 Abul Ala Al-Maududi, Hukum Dan Konstitusi, hlm. 8S 

““ Peter L. Berger, Kebangkitan Agama Menentang Politik Dunia, (penerjemah: Hasibul 
Khoir), Yogyakarta, Arruzz, 2003, hlm 30. 
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kebangsaan atau nationhood. Mark Juergensmeyer, dalam mengkaji 
hubungan agama dan politik menyebutkan bahwa kebangkitan agama 
dalam bidang politik merupakan suatu fenomena masa kini, dengan 
bahasa “nasionalisme religius atau nasionalisme baru” 

Nasionalisme religius atau nasionalisme baru, adalah sebuah ideologi 
politik yang mengartikulasikan dirinya pada nilai-nilai moral dan 
spiritual, serta nilai-nilai sosial (kolektivitas). Studi yang dilakukan oleh 
Juergensmeyer di berbagai negara terutama Asia, Afrika, Timur Tengah 
dan pecahan Uni Sovyet ini bersifat linier. Berawal dari sebuah gerakan 
keagamaan menuju pada pembentukan negara. Namun demikian, paham 
ini tidak mendudukkan negara pada paham teokrasi. Bahkan seperti 
terungkap dari hasil wawancaranya dengan pemimpin Hamas, Syaikh 
Yassin yang “menerima ide umum demokrasi". Gerakan ini terdapat pada 
hampir semua paham keagamaan.” 

Fenomena lahirnya multi partai pasca Indonesia merdeka memberi 
ruang yang cukup terbuka bagi akselerasi partai politik ke arah paham 
nasionalisme religius yang melahirkan ideologi Islam versus nasionalis 
sekularis. Seperti yang diperlihatkan oleh beberapa partai politik Islam 
yakni Masyumi, PSII, PNU, PERTI, PKS, PAN, PKB, PBB, PPP. Pendapat ini 
sekaligus mengoreksi pandangan Francis Fukuyama, yang menyatakan 
bahwa akhir perang dingin lama telah mengantarkan dunia pada 
sebuah konsensus ideologi global, yang menjadi tatanan berbangsa dan 
bernegara yakni demokrasi liberal. Asumsi ini lebih bersifat interpretasi 
pragmatis atas melemahnya ideologi sosialis setelah blok Uni Soviet 
runtuh. 

Tesis Juergensmeyer di atas merupakan tesis pemikiran teori politik 
mutakhir tentang relasi agama dan negara pada abad modern, dapat 
bergerak ke arah paham teori politik Islam sebagai Din ad-Daulah dan 
menjadi simbol identitas suatu bangsa atau nation identity. Bahwa 
agama yang selalu diperdebatkan sebagai ritualisme ansich atau sistem 
peribadatan murni, jauh dari urusan dunia terlebih berhubungan dengan 
urusan negara, politik dan pemerintahan, makin terkoreksi secara ilmiah 
dan akademik. 


" Mark Juergensmeyer, Religious Nationalism Confronts the Secular State, California, 
University of California Pres, Berkeley, 1993, hlm. 14. 


7 Ibid, hlm. 25 
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Refleksi agama menentang ideologi politik keduniaan, dikarenakan 
kegagalan ideologi sekuler dalam merajut tatanan dunia yang adil dan 
beradab. Contohnya Iran, lahir dari kalangan ulama (Mullah). Khomeini, 
sang arsitek Republik Islam Iran, mengatakan “Amrika hich galati nami 
tuni bekunad" (Amerika tak bisa berbuat apa-apa), artinya kapitalisme 
tidak akan berdaya." 


Pendapat Benda dan Berger di atas, bila dikaji dari aspek ajaran Islam 
dan alur sejarah (the march of history) memang tidak realistik apabila 
Islam dipisahkan dari politik. Dalam masa kebangkitan Islam, agama 
dalam konteks politik syariat Islam, akan diberlakukan oleh umat Islam 
sebagai hukum negara. 


Belajar dari sejarah peradaban dunia, bahwa perjuangan dengan 
mengatasnamakan suatu ideologi, terlebih terkait aspek keyakinan selalu 
berevolusi dari suatu generasi ke generasi berikut secara linier. Asumsi 
Islam sebagai sebuah institusi peribadatan dan lebih merefleksikan nilai- 
nilai moral jauh dari urusan politik, karena politik merupakan sebuah 
konsensus demokrasi, hanya menutup katup sejarah dinasti-dinasti 
Islam yang terbentang dari Timur sampai Barat. 


Ali E. Hillel Desouki, sebagaimana dikutip Huntington, bahwa esensi 
kebangkitan dunia Islam merupakan suatu upaya penggantian hukum 
Barat ke hukum Islam. Menurut Hasan Atturabi, kebangkitan Islam 
bersifat komprehensif, integral dan holistik, kesalehan individu, kultural, 
politik dan hukum. Semuanya merupakan sebuah rekonstruksi sosial 
secara simultan dari atas sampai bawah.? 


Samuel P. Huntington menyatakan bahwa adanya kemajuan ekonomi 
yang dialami oleh negara-negara Asia khususnya dunia Islam, merupakan 
wujud penegasan umat Islam bahwa ajaran Islam merupakan sumber 
identitas, makna, stabilitas, legitimasi, kekuatan dan kemajuan. Islam 
bukan hanya sebagai sebuah institusi peribadatan atau ritus belaka, 
melainkan menjadi pandangan hidup (way of life)? Tanpa bermaksud 


? Musa Khazim dan Alfian Hamzah, Perang Dunia III di Pelupuk Mata, Iran Skenario 
Penghabisan, Jakarta, Ufuk Press, 2007, hlm, 55. 

72 Ibid, hlm. 186 

" Samuel P. Huntington, Benturan Antara Perbedaan dan Masa Depan Politik Dunia, 
(Penerjemah: M. Sadat Ismail), Oalam, Yogyakarta hlm 185-199. John L. Esposito, seperti 
dikutip oleh Hantington, menyatakan "adalah: meningkatnya perhatian terhadap ajaran - 
ajaran agama (menghadiri masjid, sembahyang, puasa), pengembangan berbagai program 
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menafikan pengakuan dan legitimasi pendapat yang disampaikan 
Huntington di atas. Bahwa sesungguhnya Islam telah merepresentasikan 
dirinya merupakan “Hudan" atau petunjuk bagi umat manusia dan alam 
semesta. 


Apabila dicermati pertentangan Islam dan Barat, sebenarnya 
tidak semata-mata urusan ideologi atau perebutan sumberdaya 
alam, melainkan masalah hegemoni kekuasaan. Kekuasaan Islam, 
dalam pandangan Barat adalah bentuk ancaman atas eksistensi 
Negara-negara Barat. Selain itu juga, negara-negara Islam ingin 
menunjukkan identitas dan jati dirinya sebagai sebuah kebangkitan 
dari keterbelakangan, kembali mengulang sukses seperti pada zaman 
keemasannya dulu. 


Penegasan identitas Islam tampak pada komunitas Islam yang 
ada pada wilayah pemerintahan Islam, apakah dalam bentuk "Islamic 
State" ataupun sifatnya masyarakat Islam “Islamic Society”. Penegasan 
tersebut tampak pada keinginan para pemimpin Islam maupun halagah 
atau organisasi Islam: misalnya Hizbut Tahrir dan masyarakat, yang 
menghendaki suatu pranata sosial penerapan hukum (Syariat Islam) 
sacara formil dalam sistem kenegaraan. 


Huntington dalam bukunya “Tertib Politik", menyatakan bahwa 
Dalam pranata kehidupan sosial politik, tanpa adanya kehadiran politik 
yang berwibawa, suatu masyarakat akan kehilangan sarana dalam 
menentukan dan merealisasikan kepentingan umum mereka.” Proses 
politik sedang terjadi di dunia Islam." 


dan publikasi-publikasi keagamaan, meningkatnya penerapan nilai-nilai serta pemakaian 
busana Muslim, revitalisasi Sufisme (mistisisme). Pembaruan yang memiliki pijakan 
luas ini juga diikuti dengan penegasan kembali (ajaran) Islam dalam berbagai aspek 
kehidupan: berkembangnya pemerintahan organisasi-organisasi, hukum, perbankan, 
pelayanan-pelayanan sosial, dan lembaga-lembaga pendidikan yang islami. Pemerintah 
maupun gerakan-gerakan oposisi menjadikan Islam sebagai pijakan untuk memperkuat 
poisis mereka dan memperoleh dukungan masyarakat. Sebagian besar pengusaha dan 
kalangan pemerintah, termasuk didalamnya negara-negara sekular seperti Turki dan 
Tunisia, menyadari akan kekuatan Islam. Mereka semakin menunjukkan sensitivitas dan 
kepedulian terhadap persoalan-persoalan (umat) Islam”. 


" Samuel P. Huntington, Tertib Politik Pada Masyarakat yang sedang berubah, 
(penerjemah: Sahat Simamora), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 30. 


1 John L. Esposito, Langkah Barat Menghadang Islam, (penerjemah: Dina Maediya), 
Jendela, Yogyakarta, 2004, hlm 113, 209-214. 
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Perkembangan politik di dunia Islam, terus berupaya ke arah proses 
legitimasi hukum Islam “Syari'ah” menjadi hukum negara. Sebenarnya, 
revitalisasi Islam di dunia global merupakan visi ajaran Islam. Dunia 
Barat sekuler menyadari itu. Para ilmuan Barat secara rasional mengakui 
legalisasi politik sebagai bagian dari ajaran Islam. Bagi pihak Barat, 
gerakan kebangkitan Islam dipahami sebagai perwujudan ancaman 
Islam bagi ideologi kapitalis dan pemerintahan Barat. 

Langkah Barat menghadang Islam yang tadinya terbatas pada agitasi 
politik, belakangan ini sudah menunjukkan aneksasi dan kolonialisme 
kedaulatan atas wilayah-wilayah Islam. Negara-negara seperti Irak, 
Palestina, Afrika Utara, Libya, Afganistan, Palestina, dan tentu masih 
berlanjut di dunia Islam lainnya, menjadi saksi sejarah atas bentuk 
penjajahan tersebut. Apapun argumentasi yang digunakan sebagi dalil 
untuk menyerang Irak, Afganistan, Palestina, sangat tidak dibenarkan 
secara hukum internasional dan hak asasi manusia (HAM). Terbukti 
bahwa Amerika dan sekutunya, tidak dapat membuktikan tuduhan 
kepemilikan proyek nuklir Irak, yang menjadi dalil serangan. 


RANGKUMAN 


Kesimpulan dari uraian tentang politik dan ideologi dalam term Islam 
adalah bahwa politik yang dibangun pada masa awal Islam adalah politik 
Islam ideologis. Tidak ada pemisahan antara Islam dan politik. Politik 
Islam yang sesungguhnya adalah “Islam din ad-Daulah". Seperti dinyatakan 
oleh Abdul Rashid Moten, “Islam Din ad-Daulah', sejak awal diyakini kaum 
Muslim sebagai sistem hidup yang lengkap, holistik dan komprehensif. 
Ciri dari politik idelogi Islam adalah seluruh produk pemikiran manusia 
dilandasi oleh kebenaran hakiki dan penyerahan diri pada Allah SWT. 

Islam adalah way of life. Untuk itu, Islam dalam term politik adalah 
sebuah ideologi politik yang memiliki suatu pandangan hidup, memiliki 
dasar-dasar, metodologi, aturan, dan tujuan hidup sendiri?“ Adapun 
muncul beragam pendapat yang berkembang, khususnya yang berkaitan 
dengan penafian Islam dan politik, dapat dipahami sebagai berikut: 

Pertama, Terjadi interaksi pemikiran, kebudayaan dan ideologi, 
khususnya antara Barat dan Timur (Islam dan nonislam), sebagai 


7 Fajlurrahman Jurdi, Aib Politik Islam: Perselingkuhan Binal Partai-partai Islam 
Memenuhi Hasrat Kekuasaan (Yogyakarta: AntonyLLib-Indonesia, 2009), hlm. 5. 
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akibat dari ekspansi dangan tujuan imperialisme dan kolonialisme, 
sehingga dapat mengganti kedudukan syari'at Islam. Selain itu, terdapat 
pengaruh perebutan kekuasaan antara sesama penguasa Muslim yang 
pada akhirnya menyebabkan ilmuan Muslim merekonstruksi kejadian 
temporal atau kasuistis dalam situasi penafsiran yang berbeda, yang 
terkadang hanya untuk tujuan penguasa dan keselamatan individu. 

Kedua, Kebebasan dan kemenangan paham rasionalis modernis, 
telah berhasil mempengaruhi watak dan pemikiran umat Islam sehingga 
terjadi polarisasi dalam pemikiran politik. Sebagai akibat dari itu semua 
adalah terjadi perang ideologi, yang menjadikan umat Islam terkooptasi 
ke dalam kehidupan individualistik, hedonistik, pragmatisme dan 
westernisasi atau kebarat-baratan. 

Ketiga: Ideologi Islam bukan saja menghadirkan dirinya dalam 
bentuk simbolisasi formalistik, tetapi merupakan dasar bagi berdirinya 
suatu Negara secara formal dan konstitusional. 


D. PERSPEKTIF SEJARAH POLITIK ISLAM 


1. Politik Pada Masa Nabi Muhammad SAW 

a, Paradigma Tentang Politik Nabi 

Fragmentasi politik yang yang terjadi di kalangan intelektual Islam 
dalam menafsirkan dan memahami nash-nash Islam, (baca: Gur'an dan 
Sunnah) memberikan kesimpulan yang berbeda pula tentang aktivitas 
politik Nabi Muhammad SAW, di Madinah. Sebagaimana pembahasan 
sebelumnya, yakni aliran ideologis dan non ideologis. 

Aliran Islam ideologis berpandangan bahwa Nabi SAW, telah 
mendirikan “imperium" atau pemerintahan Islam pertama sebagai 
model bagi umat Islam di mana pun, sehingga umat Islam wajib 
memperjuangkan berdirinya suatu pemerintahan Islam di setiap 
wilayah seperti dicontohkan oleh Nabi dengan mengadakan misi 
ekspansi keluar wilayah Aran seperti Habasyah, dan sebagainya. Negara 
yang dibangun Nabi bersifat universal, dengan ideologi internasional, 
sehingga menjadi hujjah atau petunjuk bagi berdirinya negara Islam 
lainnya di mana pun.” 


7 Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru, Jakarta, Gema Insani 
Press, 1996, hlm. 95 
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Aliran non ideologis beranggapan bahwa Nabi SAW, tidak mendirikan 
pemerintahan Islam, melainkan suatu negara terbatas yang eksis di atas 
pluralitas masyarakat Madinah, yang dikenal dengan nama “Madinatun 
Nabi atau City State"? Istilah City State dalam term politik Yunani 
Kuno, disebut “Negara Kota”. Suatu bentuk institusi politik yang bersifat 
terbatas hanya untuk mengurus kepentingan warga kota atau komunitas 
penduduk setempat. Montgomerry Watt, dalam buku "Politik Islam 
Dalam Lintas Sejarah" pada salah satu bagian dengan tema “Negara Islam 
di Bawah Muhammad” dengan sub judul “Tujuan Politik Muhammad”, 
menulis sebagai berikut: 


Selama periode awal Nabi SAW melaksanakan misi kenabiannya 
di Makkah, sudah ada potensi politik namun belum terlaksana. 
Potensi politik dimaksud adalah menjadi bagian dari ajaran 
Islam yang merupakan gagasan-gagasan yang diperintahkan 
dalam Al-Gur'an. Dan tentu saja periode awal di Mekkah belum 
memungkinkan untuk membangun kekuatan politik. Namun pada 
periode Madinah pada tahun 622 M, gagasan Al-Gur'an tentang 
politik dapat diimplementasikannya sebagai awal dari kegiatan 
politik kenabian atau politik Islam. 

Dikatakan bahwa di Madinah, Nabi SAW, telah mewujudkan 
potensi politik tersebut menjadi suatu badan politik yang baru 
yang termuat dalam sebuah dokumen penting yakni konstitusi 
Madinah atau Piagam Madinah. Hingga Nabi Wafat pada bulan 
Juni 632, walau masih dalam tahap penegakan konsolidasi negara, 
namun Nabi SAW telah menguasai seluruh Jazirah Arab.” 


Misi inilah yang telah dilaksanakan oleh Nabi pada paruh kedua 
periode kenabian di Madinah. Di dalam periode Madinah, ekspansi Islam 
tidak lagi terbatas secara geopolitik tetapi telah merekontruksi tatanan 
politik bangsa Arab dan dunia luar. Rekonstruksi ini meliputi aspek 
ideologi politik untuk membangun kekuasaan atau imperium Islam. 
Peristiwa Fathul Makkah, merupakan rekonstruksi jazirah Arab oleh Nabi 
dalam suatu kesatuan kekuasaan Islam. Untuk itu patut dikatakan bahwa 


" Syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara, Khilafah, 
Masyarakat Madani dan Demokrasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 5 

? W. Montgomerry Watt, Politik Islam Dalam Lintas Sejarah, (Pnerjmh), Helmy Ali), 
P3M, Jakarta, 1988, hlm. 3-5. 
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Madinah merupakan Ibu Kota Negara Islam pertama yang dibangun oleh 
Nabi Muhammad SAW.” 


Untuk menjawab pertanyaan tentang sejarah politik Islam pada masa 
Nabi, tidak cukup didasarkan atas aktivitas praktis kemasyarakatan yang 
dibangun oleh Nabi di Madinah. Merujuk pada makna Our'an dan Hadits 
di atas, dengan tegas dikatakan bahwa asas politik Islam adalah Gur'an 
dan Hadits. Menurut Maududi, kedaulatan hukum dan politik adalah 
hak Allah." Maududi merujuk pada Gur'an surat An-Nisa ayat 65 dan 
105.2 Pendapat Maududi tersebut dapat diperkuat dengan beberapa 
pandangan lain yang esensinya adalah peristiwa hijrah Nabi Muhammad 
SAW, ke Madinah dan berhasil membangun imperium atau kekuasaan 
menjadi bagian dari asas Islam. 


Menurut Prof. Muhammad Yusuf Musa, bahwa embrio negara 
Madinah telah terbentuk sejak Nabi di Makkah." Dengan kata lain misi 
Nabi yang bersifat rahmat bagi alam semesta, bukan saja mengemban 
tugas agama dalan arti ritual keakhiratan semata sebagaimana persepsi 
Barat dan sekularis. Jika ada yang beranggapan bahwa Nabi hanya 
seorang da'i dan tugasnya menyampaikan risalah agama semata, maka 
dia adalah pengingkar. Selanjutnya Musa menyatakan: 


“Dengan demikian, masalahnya sama sekali tidak seperti yang 
dikatakan sebagian orang-orang yang ingkar bahwa Rasul SAW, 
semasa di Makkah hanyalah seorang da'i yang menyerukan risalah 
keagamaannya dan selama masa kehidupannya di Makkah tidak 
pernah memikirkan untuk membentuk sebuah negara bagi kaum 
muslimin yang beliau akan menjadi pimpinannya, tetapi yang 
ada adalah pemikirannya tentang kehidupan yang Islami, namun 


“ Muhammad Syahrur, Tirani Islam:Genealogi Masyarakat dan Negara, (penerjemah: 
Saifuddin Zuhri), Yogyakarta, LKIS, 2003, hlm, 93 

" Sali Azzam, Beberapa Pandangan Tentang merintahan Islam, (penerjemah: Maliku 
Awwal), Bandung, Mizan, 1990, hlm, 91,93. Lihat juga, Abul Ala al-Maududi. Khilafah dan 
Kerajaan, Konsep Pemerintahan Islam Serta Studi Kritis Terhadap Bani Umayyah dan Bani 
“Abbas, (penerjemah: Muhammad al-Bagir), Bandung, Mizan, 2007, hlm. 80-84. 

" Departemen Agama RI, Al-Gur'an dan Terjemahnya, Semarang, Karya Toha Putra, 
1995, hlm. 88, 95. 

" M. Yusuf Musa, Politik dan Negara Dalam Islam, (penerjemah: M. Talib), Al-Ikhlas, 
Surabaya, tt, hlm 29. Lihat juga, Ahmad A. Sofyan dan M. Roychan Madjid, Gagasan Cak Nur 
tentang Negara dan Islam, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 2003, hlm 23. 
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mengapa sesudah hijrah terjadi suatu perubahan, lalu beliau 
berusaha untuk meraih kepemimpinan dan berjuang membentuk 
sebuah negara yang bersifat keagamaan dan politik sekaligus". 


Pendapat di atas tentu saja merujuk pada misi dan ajaran yang 
disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Esposito, dalam bukunya 
“Islam Aktual", menulis di bawah sub judul “Apa peran Nabi Muhammad 
dalam Muslim?'. Dalam ulasannya dinyatakan: bagi Islam, tak ada aspek 
kehidupan yang berada di luar kenyataan agama. Apa yang dikatakan dan 
dilakukan Nabi SAW, baik secara lisan maupun tertulis melalui tradisi 
(hadits), merupakan aplikasi ajaran agama. Hadits membahas semua 
aspek kahidupan Nabi Muhammad, masyarakat secara individu dan 
publik, sosial ekonomi, dan politik." Argumen Esposito maupun Yusuf 
Musa, menolak dengan tegas asumsi-asumsi yang ingin memisahkan tugas 
Nabi SAW, dari urusan negara. Jadi tidak benar ada yang beranggapan 
bahwa tugas Nabi SAW, hanya untuk tujuan ibadah dalam arti sempit. 

Dalam konsep Our'an, dan Hadits, esensi ajaran politik banyak sekali. 
Melalui Al-Gur'an, Allah mengenalkan keberadaan-Nya sebagai Pencipta 
dan pengatur. Suatu keniscayaan tanpa ada hukum untuk mengatur 
setelah mencipta alam semesta. Niscaya mengutus para Nabi dan Rasul 
sebagai pemimpin, tanpa syari'at atau hukum untuk dilaksanakan. 
Abdul Wahab Khallaf, dalam kajian Figih secara rinci mengklasifikasikan 
ayat-ayat Gur'an yang membahas figih siyasah meliputi: Hukum Tata 
Negara 25 ayat, Hukum Pidana 30 ayat, Hukum Acara 13 ayat, Hukum 
Perundangan 10 ayat, Hukum Ekonomi 10 ayat." 

Dalam perspektif sejarah, Madinah sebagai peradaban Islam pertama, 
dilihat dari aspek geopolitik merupakan peradaban pemerintahan yang 
dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, berasaskan Our'an dan Sunnah itu 
sendiri. Selanjutnya, ekspansi dan ekspedisi yang dilakukan Nabi SAW 
bersifat terbuka antara wilayah dan kekuasaan, seperti mengirimkan 
delegasi pada Raja Kisra. Sungguh pun surat yang disampaikan kepada 
Raja Kisrah adalah sebuah ajakan untuk memeluk Islam, tetapi ditinjau 
dari aspek komunikasi publik (public relation), telah menunjukkan 
derajat hubungan antar suatu negara dan pemerintahan. 


# John L. Esposito, Islam Aktual, (penerjemah: Norma Arbi'a), Jakarta, Inisiasi Press, 
2002, hlm. 11 


"5 Abdul Wahab Khallaf, /lm al-Figh, Kairo, Dar al-Galam, 1978, hlm. 32-33. 
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Menurut Hamim Thohari, prinsip dasar terbentuknya negara di 
Madinah, mempunyai ciri dan watak tersendiri. Dia bukan negara kota 
atau city state seperti di Yunani dan Sparta di masa purba di mana 
kedaulatan wilayah yang menjadi tujuan city state. Negara yang dibangun 
oleh Nabi selain memiliki kedaulatan wilayah, juga memberi ruang pada 
kedaulatan agidah (ideologi) dan fikrah (paradigma). Dengan begitu, 
dapat dikatakan bahwa Madinah merupakan negara Islam pertama 
dan menjadi hujjah dari negara Islam berikutnya”“ Dhiauddin Rais, 
mengemukakan bahwa sistem politik yang dibangun oleh Nabi SAW 
dan kaum Muslimin di Madinah, jika ditinjau dari segi praktis dan 
diukur dengan variabel politik di zaman modern, yaitu bahwa sistem 
yang dibangun adalah sistem politik yang unggul dan mulia atau par 
excellence." 

Berbagai kajian dengan pendekatan sejarah telah dilakukan oleh 
sejarawan. Kajian tentang politik Islam atau pemikiran politik Islam 
dalam perspektif sejarah yang dianggap cukup representatif adalah 
karya Antony Black “The History of Islamic Political Thought: From the 
Prophet to the Present”, diterjemahkan oleh Abdullah Ali dan Mariana 
Ariestiawati dengan judul, “Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi Hingga 
Kini" Apabila ditinjau dari perspektif sejarah, maka hijrah Nabi SAW. dari 
Makkah ke Madinah merupakan tonggak berdirinya pemerintahan Islam 
secara umum sebagai bagian dari realisasi dari ajaran Islam. Firman Allah 
surat An-Nisa ayat 65 dan 105, surat Ar-Rum ayat1-5, sebagai berikut: 

tx EA RA AA 3 Pn Bea PK IR Ana 
(PMA pm Ne Han ga Layak N A3 M3 

sa # , Ea eradna - .. 5 . RA 

S3 KAS AL EA US 3 yi 3 AN 
"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman 
hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang 
mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati 
mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, 
dan mereka menerima dengan sepenuhnya." 


" Ahmad A. Sofyan dan Roychan Madjid, Gagasan Cak Nur, hlm. 19-20. 

" M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, Jakarta, Gema Insani Press, hlm 4, Lihat, 
Ahmad A. Sofyan, ibid, hlm 22.: Lihat, Robert N, Bellah, Beyond Belief, New York, Harper 
and Row, 1970, hlm 150, Lihat, Ernest Gelner, Muslim Society, Cambridge, Cambridge 
University Prees, 1981, hlm 7. 
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wi Mn ee ar 


"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab 5 Tepadamu dengan 
membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia 
dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah 
kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena 
(membela) orang-orang yang khianat". 


AA AN S3 Oto OA 
Hen 


Ta) 


2 8, 
9 Sapa Ieer An 2g G3 
IP da ya AA 


"Alif laam Miim." Telah dikalahkan bangsa Romawi,” di negeri yang 
terdekat, ”0 dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang,” dalam 


# Ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat-surat 
Al-Guran seperti: Alif laam miim, Alif laam raa, Alif laam miim shaad dan sebagainya, 
Di antara Ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah karena 
dipandang termasuk ayat-ayat mutasyaabihaat, dan ada pula yang menafsirkannya. 
Golongan yang menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai nama surat, dan ada pula 
yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian Para 
Pendengar supaya memperhatikan Al-uran itu, dan untuk mengisyaratkan bahwa Al- 
Ouran itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. 
Kalau mereka tidak percaya bahwa Al-Guran diturunkan dari Allah dan hanya buatan 
Muhammad s.a.w. semata-mata, maka cobalah mereka buat semacam Al-Guran itu, 


" Maksudnya: Romawi timur yang berpusat di Konstantinopel. 
" Maksudnya: Romawi timur yang berpusat di Konstantinopel. 


" Bangsa Romawi adalah satu bangsa yang beragama Nasrani yang mempunyai kitab 
suci sedang bangsa Persia adalah beragama Majusi, menyembah api dan berhala (musyrik). 
Kedua bangsa itu saling perang memerangi. Ketika tersiar berita kekalahan bangsa Romawi 
oleh bangsa Persia, Maka kaum musyrik Mekah menyambutnya dengan gembira karena 
berpihak kepada orang musyrikin Persia. Sedang kaum muslimin berduka cita karenanya. 
Kemudian turunlah ayat ini dan ayat yang berikutnya menerangkan bahwa bangsa Romawi 
sesudah kalah itu akan mendapat kemenangan dalam masa beberapa tahun saja, Hal itu 
benar-benar terjadi. Beberapa tahun sesudah itu menanglah bangsa Romawi dan kalahlah 
bangsa Persia. Dengan kejadian yang demikian nyatalah kebenaran Nabi Muhammad s.a.w. 
sebagai Nabi dan Rasul dan kebenaran Al Guran sebagai firman Allah. 
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beberapa tahun lagi.” Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah 
(mereka menang). Dan di hari (kemenangan bangsa Romawi) itu 
bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan 
Allah. Dia menolong siapa yang dikehendakiNya. Dan Dialah Maha 
Perkasa lagi Penyayang" (@.5. 30: 1-5) 


Dari ketiga ayat di atas, terkandung ayat-ayat hukum dan politik, 
di mana hukum dan politik merupakan pilar terpenting dari Negara. 
Legitimasi ayat hukum dan politik tersebut ditujukan kepada Nabi SAW, 
dalam konteks kekuasaan, baik sebagai Nabi maupun kepala negara. 
Khusus pada surat Ar-Rum di atas, selain membenarkan tesis Nubuwat 
Nabi SAW, dan kebenaran Al-Gur'an, juga menunjukkan peristiwa politik 
kekuasaan antara bangsa Romawi dan Persia, menjadi bagian dari tugas 
Nabi SAW untuk membangun sebuah Negara berdaulat. Bahwa setelah 
kemenangan bangsa Romawi, akan muncul umat baru dengan kerajaan 
baru yang akan mengalahkan bangsa Romawi dan Persia. Umat baru 
itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Hal ini ditegaskan oleh Nabi 
SAW pada peristiwa “Perang Ahzab" atau "Perang Khandag”. Pada saat 
Nabi SAW bersama penduduk Muslim Madinah menggali parit sebagai 
benteng pertahanan dari serangan musuh, terpancar tiga kali cahaya. 
Nabi SAW menyampaikan kabar berita tentang makna tiga cahaya itu 
sebagai berikut: 


“Pada cahaya pertama, diperlihatkan kepada saya (Nabi 
Muhammad SAW) gambaran kemenangan, kunci-kunci kebesaran 
Romawi di Syiria diserahkan kepada (umat) saya. 


Pada cahaya kedua, saya diperlihatkan bahwa mahkota kerajaan 
Persia dianugerahkan kepada (umat) saya. 


Pada cahaya ketiga, saya diperlihatkan bahwa kemakmuran tanah 
subur Yaman yang melimpah ruah diberikan kepada (umat) 
saya, 


9" Ialah antara tiga sampai sembilan tahun. Waktu antara kekalahan bangsa Romawi 
(tahun 614-615) dengan kemenangannya (tahun 622 M)) bangsa Romawi adalah kira-kira 
tujuh tahun. 

" Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam, Yogyakarta, Pustaka Igra, 2001, 
hlm. 143 
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Sudah pasti bahwa untuk mengalahkan kedua kekuatan adidaya 
atau super power itu (kerajaan Romawi dan Persia), harus pula dengan 
suatu kekuatan dan kekuasaan Negara. Jadi nubuwat Nabi SAW ini 
menjadi bukti otentik atas perintah Allah SWT kepada Nabi SAW untuk 
membangun kekuasaan di muka bumi. 

b. Manifesto Politik Nabi SAW: Piagam Madinah 

Piagam Madinah menjadi lembaran negara Madinah dan dokumen 
sejarah di mana Nabi Muhammad SAW, mengadakan perjanjian (bai'at) 
dengan penduduk Madinah yang beragam kabilah, dan agama atau 
masyarakat pluralistik.”" Piagam Madinah sebagai sebuah konstitusi, 
merupakan manifesto politik pertama dalam sejarah Islam.” Piagam 
Madinah terdiri dari 46 pasal. Piagam Madinah, juga disebut dengan Ad- 
Dustur Al-Madinah atau dapat dikatakan sebagai konstitusi Madinah dan 
menjadi risalah konstitusi negara Islam atau masyarakat Islam.” Berikut 
ini akan dikutip isi terjemahan Piagam Madinah: 


“Bismillahirrahmanirrahim" 


Ini adalah naskah perjanjian dari Muhammad, Nabi dan Rasulullah, 
mewakili pihak kaum muslimin yang terdiri dari warga Guraisy dan 
warga Yatsrib serta para pengikutnya yaitu mereka yang beriman dan 
ikut serta berjuang bersama mereka. 


1. Kaum muslimin adalah umat yang bersatu utuh, yakni Ummatan 
wahidah, walau berlainan suku bangsa dan ras, mereka hidup 
berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain, 

2. Kelompok muhajirin yang berasal dari warga Ouraisy, dengan tetap 
memegang teguh prinsip agidah, mereka bahu-membahu membayar 
denda yang perlu dibayarnya. Mereka membayar dengan baik tebusan 
bagi pembebasan anggota yang ditawan. 

3. Bani Auf dengan tetap memegang teguh prinsip agidah, mereka 
bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok 


" Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Maknah, (penerjemah: Wahib 
Wahab), Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999, hlm 317-322 

”3W. Montgomerry Watt, Muhammad Prophet and Statesman, London Oxford University 
Press, 1961, hlm 225.3 Lihat, Abdul Karim Zaidan, Politik Islam, Konsepsi dan Dokumentasi, 
Jakarta, Bina Ilmu, hlm 71-75. 


”€ Abdul Aziz Thaba, Islam Dan Negara, hlm. 98 
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dengan baik dan adil membayar tebusan bagi pembebasan warganya 
yang ditawan. 

4. Bani al-Harits (dari warga al-khazraj) dengan teguh memegang 
prinsip agidah, mereka bahu-membahu membayar denda pertama 
mereka. Setiap kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan 
bagi pembebasan warganya yang ditawan. 

5. Bani Sa'adah dengan teguh memegang prinsip agidah, mereka bahu- 
membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok 
membayar denda dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan 
warganya yang tertawan. 

6. Bani Jusyam dengan teguh memegang prinsip agidah, mereka bahu- 
membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok 
membayar denda dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan 
warganya yang tertawan. 

7. Bani an-Najr Bani Jusyam dengan teguh memegang prinsip agidah, 
mereka bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap 
kelompok membayar denda dengan baik dan adil tebusan bagi 
pembebasan warganya yang tertawan. 

8. Bani Amr bin Auf dengan teguh memegang prinsip agidah, mereka 
bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok 
membayar denda dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan 
warganya yang tertawan. 

9. Bani an-Nabit dengan teguh memegang prinsip agidah, mereka 
bahu-membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok 
membayar denda dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan 
warganya yang tertawan. 

10, Bani al-Aus dengan teguh memegang prinsip agidah, mereka bahu- 
membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok 
membayar denda dengan baik dan adil tebusan bagi pembebasan 
warganya yang tertawan. 

1l.a). kaum muslimin tidak membiarkan seorang muslim terbebani 
dengan utang atau beban keluarga. Mereka memberi bantuan dengan 
baik untuk keperluan membayar tebusan atau denda. b). seorang 
Muslim tidak akan bertindak tidak senonoh terhadap sekutu (tuan 
atau hamba sahaya) Muslim yang lain. 
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12.Kaum Muslimin yang taat (bertakwa) memiliki wewenang 
sepenuhnya untuk mengambil tindakan terhadap seorang Muslim 
yang menyimpang dari kebenaran atau berusaha menyebarkan 
dosa, permusuhan dan kerusakan di kalangan kaum Muslimin. Kaum 
Muslimin berwenang untuk bertindak terhadap yang bersangkutan 
sungguh pun ia anak seorang muslim sendiri. 

13.Seorang Muslim tidak diperbolehkan membunuh orang Muslim lain 
demi kepentingan orang kafir dan tidak dibolehkan pula menolong 
orang kafir dengan merugikan orang Muslim. 

14.Jaminan (perlindungan) Allah hanya satu. Allah berada di pihak 
yang lemah dalam menghadapi yang kuat. Seorang Muslim, dalam 
pergaulannya dengan pihak lain adalah pelindung bagi orang Muslim 
yang lain. 

15.Kaum Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh pertolongan 
dan hak persamaan serta akan terhindar dari perbuatan aniaya dan 
perbuatan makar yang merugikan. 

16.Perdamaian bagi kaum Muslimin adalah satu. Seorang Muslim 
tidak akan mengadakan perdamaian dengan pihak luar Muslim 
dalam perjuangannya menegakkan agama Allah kecuali atas dasar 
persamaan dan keadilan. 

17.Keikutsertaan wanita dalam berperang bersama kami dilakukan 
secara bergiliran. 

18.Seorang Muslim, dalam rangka menegakkan agama Allah menjadi 
pelindung bagi Muslim yang lain di saat menghadapi hal-hal yang 
mengancam keselamatan jiwanya. 

19.a) Kaum Muslimin yang taat berada dalam petunjuk yang paling baik 
dan benar. b) seorang Musyrik tidak diperbolehkan melindungi harta 
dan jiwa orang Ouraisy dan tidak diperbolehkan mencegahnya untuk 
berbuat sesuatu yang merugikan seorang Muslim. 

20.Seorang berdasarkan bukti-bukti yang jelas ternyata membunuh 
seorang Muslim, wajib diambil tindakan balasan/digishas (dibunuh), 
kecuali wali terbunuh memaafkannya atau dengan diyat dan, semua 
kaum Muslimin mengindahkan pendapat wali terbunuh. Mereka tidak 
diperkenankan mengambil keputusan kecuali dengan mengindahkan 
pendapatnya. 
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21.Setiap Muslim yang mengakui perjanjian yang tercantum dalam 
naskah perjanjian ini dan ia beriman kepada Allah dan Hari Akhir, 
tidak diperkenankan membela atau melindungi pelaku kejahatan 
(kriminal), dan barang siapa yang membela atau melindungi orang 
tersebut, maka ia akan mendapat laknat dan murka Allah pada hari 
kebangkitan nanti. Mereka tidak akan mendapatkan pertolongan, 
dan tebusannya tidak dianggap sah. 

22.Bila kami sekalian (semua penduduk atau warga negara), berbeda 
pendapat dalam sesuatu hal kapan saja, maka hendaklah perkaranya 
diserahkan kepada (ketentuan) Allah dan Muhammad, untuk 
diselesaikan. 

23. Kedua pihak, kaum Muslimin dan Kaum Yahudi, bekerja sama dalam 
menanggung pembiayaan di saat melakukan perang bersama. 

24.Sebagai satu kelompok, kaum Yahudi dari Bani Auf hidup 
berdampingan dengan kaum Muslimin. Kedua belah pihak memiliki 
agama masing-masing serta sekutunya sendiri-sendiri. Bila di antara 
mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa dalam hubungan ini, 
maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri. 

25.Bagi kaum Yahudi dari Bani an-Najr berlaku ketentuan sebagaimana 
yang diberlakukan juga kepada kaum Yahudi Bani Auf. 

26. Bagi kaum Yahudi dari Bani al-Harits berlaku ketentuan sebagaimana 
yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani Auf. 

27.Bagi kaum Yahudi dari Bani Sa'idah berlaku ketentuan sebagaimana 
yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani Auf. 

28. Bagi kaum Yahudi dari Bani Jusyam berlaku ketentuan sebagaimana 
yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani Auf. 

29. Bagi kaum Yahudi dari Bani al-Aus berlaku ketentuan sebagaimana 
yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani Auf. 

30. Bagi kaum Yahudi dari Bani Tsa' labah berlaku ketentuan sebagaimana 
yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani Auf. Barang siapa yang 
melakukan aniaya atau dosa dalam hubungan ini maka akibatnya 
akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri. 

31.Bagi warga Jafnah, sebagai anggota warga Bani Tsa'labah berlaku 
ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi Bani Tsa'labah. 

32. Bagi kaum Yahudi Bani Syuthaibah berlaku ketentuan sebagaimana 
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yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani Auf. Dan bahwa kebajikan itu 
berbeda dengan perbuatan dosa. 

33.Sekutu (hamba sahaya) Bani Tsa'labah tidak berbeda dengan Bani 
Tsa'labah itu sendiri. 

34. Kelompok-kelompok keturunan Yahudi tidak berbeda dengan Yahudi 
itu sendiri. 

35.Tidak dibenarkan seorang menyatakan keluar dari kelompoknya 
kecuali mendapat izin dari Muhammad. Tidak diperbolehkan 
melukai (membalas) orang lain yang melebihi kadar perbuatan jahat 
yang diperbuatnya. Barangsiapa yang membunuh orang lain sama 
dengan membunuh diri dan keluaganya sendiri, kecuali bila orang itu 
melakukan aniaya. Sesungguhnya Allah memperhatikan ketentuan 
yang paling baik dalam hal ini. 

36.Kaum Yahudi dan kaum Muslimin membiayai pihaknya masing- 
masing. Kedua belah pihak akan membela satu sama lain dalam 
menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat 
yang menyetujui piagam perjanjian ini. Kedua belah pihak juga 
saling memberikan saran dan nasihat dalam kebaikan, tidak dalam 
perbuatan dosa. 

37.Seseorang tidak dipandang dosa karena dosa sekutunya dan, orang 
yang teraniaya akan mendapat pembelaan. 

38.Daerah-daerah Yatsrib yang terlarang, perlu dilindungi dari setiap 
ancaman untuk kepentingan penduduknya. 

39. Tetangga itu seperti halnya diri sendiri selama tidak merugikan dan 
tidak berbuat dosa. 

40. Suatu kehormatan tidak dilindungi kecuali atas izin yang berhak atas 
kehormatan itu. 

41.Suatu peristiwa atau perselisihan yang tejadi antara pihak-pihak 
yang menyetujui piagam ini dan dikhawatirkan akan membahayakan 
kehidupan bersama, harus diselesaikan atas dasar ajaran Allah 
dan Muhammad sebagai utusannya. Allah akan memperhatikan 
isi perjanjian yang paling dapat memberikan perlindungan dan 
kebajikan. 

42. Dalam hubungan ini warga berasal dari Guraisy dan warga lain yang 
mendukungnya tidak akan mendapat pembelaan. 
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43.Semua warga akan bahu-membahu dalam menghadapi pihak lain 
yang melancarkan serangan terhadap Yatsrib. 

44.a) bila mereka (penyerang) diajak berdamai dan memenuhi ajakan 
itu serta melaksanakan perdamaian tersebut, maka perdamaian ini 
dianggap sah. Bila mereka diajak berdamai seperti itu, maka kaum 
Muslimin wajib memenuhi ajakan serta melaksanakan perdamaian 
tersebut selama serangan yang dilakukan tidak menyangkut masalah 
agama. b) setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing- 
masing sesuai dengan fungsi dan tugasnya. 

45.Kaum Yahudi Bani Aus, sekutu (hamba sahaya) dan dirinya masing- 
masing memiliki hak sebagaimana kelompok-kelompok lainnya yang 
menyetujui perjanjian ini, dengan perlakuan yang baik dan sesuai 
dengan apa yang semestinya dari kelompok-kelompok tersebut. 
Sesungguhnya kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa. Setiap 
orang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. 
Dan, Allah menperhatikan isi perjanjian yang paling murni dan paling 
baik. 

46.Surat perjanjian ini tidak membela orang yang berbuat aniaya dan 
dosa. Setiap orang dijamin keamanannya, baik sedang berada di 
Madinah maupun sedangan berada di luar Madinah, kecuali orang 
yang berbuat dosa. Allah melindungi orang yang berbuat kebajikan 
dan menghindari keburukan. 


“Muhammad Rasulullah SAW." 


Pengutipan terjemahan Piagam Madinah di atas pada dasarnya 
merupakan saduran secara substantif dari teks terjemahan yang ditulis 
oleh Nourouzzaman Shiddigi.” Karena ada berbagai versi terjemahan 
yang berbeda dalam redaksi bahasa maupun kata-kata, akan tetapi 
secara prinsip tidak mengurangi isi dan substansi Piagam Madinah. 

Piagam Madinah merupakan manifesto politik atau proklamasi 
berdirinya negara Islam oleh Nabi SAW." Jadi Piagam Madinah bukan 


" Nourouzzaman Shiddigi, Jeram-Jeram Peradaban Muslim, Yogyakarta, Pustaka 
Pelajar, 1996, hlm. 87-92 


“ Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam, hlm. 74. 
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semata-mata sebagai suatu kontrak politik antar para kabilah-kabilah 
Arab nonmuslim dengan kaum Muslimin, dan atau untuk menjawab 
realitas sosial masyarakat Madinah yang pluralis. Lebih daripada itu, 
Piagam Madinah telah melegitimasi hak-hak politik kewarnanegaraan 
seluruh penduduk Madinah, dan menjadi dokumen atau lembaran negara 
yang mengikat seluruh penduduk Madinah dalam konteks berbangsa 
dan bernegara, dengan dan atas nama Muhammad SAW. 


Zainal Abidin Ahmad dalam bukunya “Membangun Negara Islam", 
mengutip pandangan para ahli yang menyatakan legalitas Piagam 
Madinah sebagai suatu konstitusi kenegaraan, dengan lima macam 
sebutan. Kelima sebutan itu adalah: (1). Declaration of birth right, atau 
deklarasi kelahiran negara. (2). Proclamation of independence, atau 
proklamasi kemerdekaan negara. (3). Declaration of rigth, atau deklarasi 
hak asasi warga negara. (4). Verdrag, atau perjanjian persahabatan 
antara seluruh penduduk negara. (5). The constitution of Islamic State, 
atau undang-undang dasar negara.” Piagam Madinah memiliki legitimasi 
politik dan kekuasaan layaknya di dalam suatu negara modern. Legitimasi 
politik kekuasaan dari Piagam Madinah sebagaimana dinyatakan juga 
oleh Nourouzzaman Shiddigi sebagai berikut: 

1). Piagam Madinah mengatur kepentingan bersama dalam 
kemajemukan atau pluralitas suatu masyarakat sekalipun, baik 
dari aspek etnis, budaya maupun agama dalam karangka suatu 
negara bangsa (nation state)maupun masyarakat global atau dunia 
internasional (perserikatan bangsa-bangsa). 

2). Piagam Madinah merupakan tali pengikat yang mengatur antar 
persaudaraan seagama (sesama Muslim) dan hubungan antar 
agama yang berbeda (Islam dan non Islam). 

3). Piagam Madinah mengakui dan melindungi kebebasan setiap orang 
untuk beribadah sesuai kayakinannya. 

4). Piagam Madinah mengatur tiap orang memiliki kedudukan yang 
sama, saling membantu, tidak diperlakukan secara buruk, dan 
memberikan perlindungan terhadap orang atau kelompok yang 
lemah. 

5). Piagam Madinah mengakui semua warga negara mempunyai hak 
dan kewajiban yang sama terhadap negara. 


” Ibid, hlm. 79-80 
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6). Piagam Madinah mengakui setiap warga negara mempunyai 
kedudukan yang sama di mata hukum. 

7). Piagam Madinah mengakui hukum adat dengan menjunjung tinggi 
keadilan dan kebenaran. 

8). Piagam Madinah menjamin hukum ditegakkan kepada siapa saja 
yang melakukan kejahatan tanpa pandang bulu. 

9). Piagam Madinah menjunjung tinggi perdamaian sebagai tujuan 
utama, akan tetapi tetap memegang teguh prinsip keadilan dan 
kebenaran. 

. Piagam Madinah menjamin dan menghormati hak-hak setiap 
individu dan kelompok secara berimbang. 

11). Piagam Madinah memberikan legitimasi atas pelaksanaan sistem 
pemerintahan, baik yang bersifat sentralistik mapun desentralisasi 
secara seimbang. 

12). Piagam Madinah melegitimasi kedudukan Nabi Muhammad sebagai 
pimpinan negara bagi seluruh warga. Jadi bukan hanya pemimpin 
umat Islam melainkan pluralitas masyarakat yang menjadi bagian 
dari negara. 

13). Piagam Madinah, menekankan prinsip kemerdekaan individu dan 
kemerdekaan berserikat, termasuk di dalamnya kemerdekaan 
suatu bangsa. 

Menurut ahli sejarah, Piagam Madinah merupakan sebuah naskah 
otentik revolusioner, karena substansi dan misinya adalah membangun 
suatu peradaban baru dan modern dalam tatanan politik kenegaraanyang 
memiliki ciri tersendiri, yaitu bersifat sosio-religius, dan budaya yang 
beradab, jauh dari sistem kesukuan, primordialisme dan nasionalisme 
sempit. Suatu peradaban yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, 
yang di dalam term politik modern dikenal dengan nama peradaban sipil 
atau civil society." 


10 


Sayid Muhammad Bagir ash-Shadr menegaskan bahwa seorang 
muslim harus berpandangan jernih tentang pemerintahan Islam pada 
masa Nabi suci Muhammad SAW, dan sahabat-sahabat pilihan Nabi SAW 
yang terkemuka, dimisalkan di sini Ali bin Abi Thalib. Bahwa sistem yang 
dibangun oleh Nabi SAW, telah memenuhi bumi dengan keadilan, karena 


19 Abdul Aziz Thaba, Islam Dan Negara, him. 99 
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ruh ajarannya merupakan rahmat." 

Jadi, Civil society yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, 
merupakan sistem politik yang memiliki ciri dan karakter sendiri. Ciri 
utamanya adalah merangkum urusan materi dan rohani (dunia dan 
akhirat) dalam suatu tatanan kehidupan yang satu." Tidak ada pilihan 
pemisahan atau dikotomi antara urusan dunia dan akhirat. 


RANGKUMAN 


Dari kedua pendekatan di atas, yakni pengkajian terhadap nash-nash 
Our'an dan Sunnah maupun manifesto politik berupa Ad-Dustur Al- 
Madinah, dapat disimpulkan bahwa ada dua otoritas yang dimiliki oleh 
sosok Nabi Muhammad SAW, yang menjadi dasar berdirinya negara atau 
pemerinahan Islam. 

Pertama, Nabi SAW sebagai utusan Allah (Nabi dan Rasul) adalah 
untuk menyampaikan risalah atau syaria'at, sebagaimana para Nabi dan 
Rasul lainnya. Khusus kepada Muhammad SAW, beliau diutus kepada 
seluruh alam semesta. Jadi kenabiannya adalah universal dan misinya 
juga adalah universal, global dan tidak terbatas waktu dan tempat. 

Kedua, Kedudukan Nabi Muhammad SAW, adalah sebagai pemegang 
otoritas kekuasaan dalam suatu masyarakat hukum (pemimpin umat/ 
kepala negara), untuk membentuk pemerintahan. Karena dengan kedua 
fungsi ini, menunjukkan identitas Syari'at Islam sebagai sebuah misi 
keilahian yang didalamnya terkandung perintah dan larangan untuk 
diberlakukan pada manusia. Untuk itu dituntut adanya badan-badan 
pelaksana hukum, atau otoritas kekuasaan untuk dapat melaksanakan 
hukum syariat.Petikan beberapa ayat Our'an berikut ini menjadi dasar 
bagi berdirinya sistem politik Islam, terutama dalam aspek pemberian 
mandat kekuasaan oleh Allah kepada manusia, dan kehadiran manusia 
sebagai pelaksana tugas di bumi. Syariat Islam bukan hanya suatu ajaran 
moral dan akhlak, tetapi suatu aturan untuk mengatur kehidupan alam 
secara keseluruhan." 


1" Sayid Muhammad Bagir ash-Shadr, Sistem Politik Islam, (terjemahan), Jakarta, 
Lentera, 2001, hlm. 43 

18 Phiauddin Rais, Teori Politik, hlm. 4 

1" M. Yusuf Musa, Politik dan Negara, hlm. 23 
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(1) Pemberian Mandat Kekuasaan 


Tentang pendelegasian wewenang dan atau pemberian mandat 
kekuasaan dari Allah kepada manusia sebagai khalifah, Imamah atau 
pemimpin. Al-Gur'an surat An-Nur ayat 55, surat Ali Imran ayat 26 dan 


189, menjelaskan sebagai berikut: 
Saba Iglat3 Ke Iga Gali B1 ag 
0 Ia ul AN gain 
4 
ag 2 AIA EN SA ap Se 


2 ga0 


Ha 03 CU SBI gala Si ea 


"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di 
antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia 
sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka 
bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum 
mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka 
agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar- 
benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam 
ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku 
dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan 
barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka 
itulah orang-orang yang fasik" (0.5. 24:55) 


DI 33 3 Aoa DI IP AN Ni 
BE) FE Bag Pan Den 


ap 3 


“Katakanlah (Muhammad), wahai Tuhan pemik kekuasaan. 
Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau 
kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang 


19 Departemen Agama RI, Al Our'an, hlm. 357, 53, 75. 
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Engkau kehendaki, Engkau muliakan siapa pun yang Engkau 
kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. 
Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sunggguh Engkau Maha 
kuasa atas segala sesuatu" (OS. 3:26) 


SPM EM Me ee ANA aa 
ea Ss A9 P3 VI yes SI dg 
“Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha 
kuasa atas segala sesuatu” (O.S. 3:189) 


(2) Manusia Pengemban Misi Tuhan. 

Salah satu rahasia penciptaan manusia dalam konteks politik 
adalahuntuk mengemban misi utama Allah,yaitu pendelegasian 
"amanah" untuk memimpin dan mengelola serta memakmurkan 
alam ciptaan-Nya. Sudah barang tentu sistem yang digunakan 
untukmemimpin dan mengelolanya berdasarkan hukum-hukum 
yang telah ditetapkan berupa Sunnatullah, tersirat maupun tersurat. 
Kepemimpinan berupa Khalifah, Imamah, Imarah atau apapun 
namanya, dalam konteks Al-Our'an sebaimana dinyatakan dalam surat 
Al-Bagarah ayat 30: 


Tes, 


Works Yu defjy o ad eenits Dana 


"Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 
Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 
padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa 
bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan 
berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui". (OS. 2:30) 
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2. POLITIK PADA MASA KHULAFAURRASYIDUN 

a. Kisruh Kepemimpinan Pasca Nabi SAW Wafat 

Setelah Nabi SAW wafat, peran kepala negara digantikan secara 
berkala oleh keempat sahabat Nabi, yakni Abu Bakar Asshiddig, Umar 
bin khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi-Thalib. Perdebatan- 
pun terjadi pasca Nabi SAW,wafat. Substansinya adalah siapa yang 
mengganti Nabi SAW sebagai kepala negara. Inilah menjadi awal ikhtilaf 
yang berkembang menjadi kisruh politik dan aliran keagamaan yang 
berkepanjangan dalam sejarah peradaban umatlslam. Imam Abu Hasan 
Al-Asya'ari dalam kitabnya “Magalat al-Islamiyyin", juz 1, halaman 2, 
sebagaimana dikutip oleh Muhammad Dhiauddin Rais dalam bukunya 
“An-Nazhariyatu as-Siyasatul Islamiyah", menyatakan: 


“. Manusia (umat Islam), setelah wafanya Nabi SAW, berbeda 
pendapat dalam hal... sehingga mereka berubah menjadi banyak 
sekte yang berbeda-beda. Namun, semuanya masih berada dalam 
naungan bingkai Islam. Perbedaan pendapat yang pertama terjadi 
di kalangan kaum muslimin setelah wafatnya Nabi mereka adalah 
perbedaan pendapat dalam masalah imamah (kepemimpinan 
negara" 


Terdapat beberapa argumen spekulatif yang mencoba mencari 
legitimasi atas kisruh kepemimpinan yang terjadi pasca Nabi SAW 
wafat, yang datang dari kalangan orientalis. Dari kalangan orientalis 
yang berusaha mencari sebab atas latar belakang masalah kisruh 
kepemimpinan ini sebagai berikut. Prof. Thomas Arnold di dalam 
bukunya “The Caliphate”, halaman 8 sebagaimana dikutip Dhiauddin 
Rais menyatakan bahwa Nabi SAW, tidak menetapkan siapa pengganti 
kedudukannya dalam masalah kepemimpinan karena Nabi SAW tidak 
mau melanggar adat istiadat kabilah-kabilah Arab yang berlaku pada 
masa itu. Di antara adat istiadat itu adalah tiap suku dibiarkan bebas 
memilih siapa yang akan jadi pemimpin mereka. Orientalis lainnya lagi 
berpendapat bahwa barangkali karena sakitnya Nabi SAW, sehingga 
menyebabkan tidak sempat untuk menetapkan siapa yang menjadi 
pemimpin.Terhadap argumen orientalis tersebut di atas, Dhiauddin 


18 Muhammad Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, (trjmh), Jakarta, Gema Insani Press, 
2001, hlm. 10 
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Rais memberikan sanggahan sebagai berikut: Pertama, di tengah bangsa 
atau kabilah Arab, tidak ada adat istiadat yang berlaku membiarkan 
tampuk kepemimpinan menjadi kosong. Sementara syariat Islam itu 
universal, dan dibangun di atas ikatan agama, bukan suku atau kabilah. 
Islam datang untuk membangun masyarakat politik baru di atas sistem 
baru. Kedua, jika karena alasan sakit sehingga Nabi SAW tidak sempat 
mengangkat penggantinya, maka itu tidak benar. Karena sebelum Nabi 
wafat, dapat saja Nabi SAW sudah pasti menunjuk penggatinya,"" 
Menanggapi argumen orientalis di atas Dhiauddin Rais menyampaikan 
tesisnya sebagai berikut: 


Menurut Dhiauddin Rais, faktor yang menjadi sebab mengapa Nabi 
SAW tidak menunjuk penggantinya, jika ditinjau berdasarkan dalil 
rasional, analogi atas apa yang terjadi dalam sejarah Islam, dan 
kecenderungan syariat dan sistem Islam itu sendiri, yaitu karena 
adanya hikmah yang besar dari syariat Islam itu sendiri yang tidak 
menghendaki penjelasan secara terperinci dengan aturan-aturan 
baku dan kaku, yang kemudian dalam perkembangannya tidak 
relevan dengan situasi dan kondisi zamannya. Sementara undang- 
undang Islam itu bersifat lentur dan memberikan kesempatan 
kepada umat Islam untuk menciptakan sendiri sistem politik. 
Secara implisit, syariat Islam memberikan legalitas kepada umat 
Islam untuk menyampaikan aspirasinya.'” 


b. Pertemuan Sagifah 

Sagifah merupakan pertemuan yang dilakukan oleh kaum Anshar 
di Madinah menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Substansi 
dari pertemuan Sagifah adalah membicarakan siapa pengganti Nabi 
SAW sebagai pemimpin umat. Kaum Anshar merasa lebih berhak atas 
kepemimpinan pasca Nabi SAW, karena lebih baik atas kaum Muhajirin 
(Ouraisy), dan merekalah yang telah memenangkan Islam. Sesungguhnya 
di dalam peristiwa Sagifah yang telah mendikotomikan umat Islam 


10 Jbid, hlm. 11 


 Sagifah Bani Sa'idah adalah nama sebuah tempat yang berasal dari nenek moyang 
Kabilah Khazraj, berfungsi seperti Darun Nadwah di Mekah. Biasanya kalangan Anshar 
mengadakan pertemuan di tempat itu untuk memusyawarakan masalah-masalah umum 
mereka, seperti hanya dilakukan oleh kaum Ouraisy di tempat pertemuan mereka Mukah. 
Lihat, Muhammad Dhiauddin Rais, Teori Politik, hlm. 12 
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Anshar dan Muhajirin dalam perebutan kekuasaan, justru berujung 
pada persaingan internal Ouraisy dan Bani Hasyim, yakni antara Abu 
Bakar dan Umar, di satu sisi dan Ahlulbait (Ali dan Fatimah) di sisi lain. 
Pendapat At-Thabari dan Ibnu Katsir, sebagaimana dikutip oleh Rasul 
Ja'farian menyatakan bahwa, “kaum Anshar atau sejumlah dari mereka 
bersumpah setia hanya kepada Ali". Ya'kubi menyatakan bahwa kaum 
'Anshar dan Muhajirin memilih Ali. Sementara Bara' bin Azib, menjumpai 
Bani Hasyim dan berkata “mereka bersumpah setia pada Abu Bakar"! 
Berbagai versi riwayat yang berbeda dalam menjelaskan konteks 
pertemuan Sagifah, yang pada prinsipnya membicarakan tentang 
ada atau tidaknya petunjuk Nabi SAW dan siapa yang berhak sebagai 
pemimpin umat pasca wafat Nabi SAW. 

c. Teori Kepemimpinanersi Syiah Pasca Nabi SAW 

Mazhab Syiah dalam menjelaskan kedudukan kepemimpinan umat 
setelah Nabi SAW, wafat sangat rigid dan bahkan cenderung menjadi 
bagian dari bentuk keimanan dalam paham Syi'ah. Ini bukan semata- 
mata karena kultus, melainkan kedudukan kepemimpinan pengganti 
Nabi SAW, bukan hanya dipahami dalam konteks pemimpin keduniaan, 
melainkan berkedudukan menjadi pemimpin agama. Bahasa yang 
digunakan adalah Imam atau Imamah. 

Imamah, sebagaimana dijelaskan dalam literatur Syi'ah, adalah suatu 
konsep kepemimpinan yang paripurna dan disandang oleh orang yang 
ma'sum, atau bersih dari dosa. Seorang Imam harus mampu memahami 
semua permasalahan agama, baik menyangkut pokok-pokoknya (ushuul 
ad-din) ataupun yang menyangkut cabang-cabangnya (furuu' ad-din)."" 
Adapun landasan teologi konsep Imamah yang memberikan legitimasi 
kepada imam Ali karramallahu wajha, sebagai pemimpin atau pewaris 
Nabi SAW, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

« Berdasarkan Hadits Nabi SAW. 

Sumber Syi'ah meriwayatkan petunjuk dan penjelasan Nabi SAW, 
tentang kedudukan siapa penggantinya, sebagai pemegang kekuasaan 
dan pelindung kaum muslimin, yaitu dengan merujuk pada hadits Nabi 


1 Rasul Ja'fariyan, Sejarah Khilafah 11-35 H, (terjemahan), Jakarta, Al-Huda, 2006, 
hlm.7 

1" H.M, Attamimy, Syia'ah: Sejarah, Doktrin, dan Perkembangan di Indonesia, Yogyakarta, 
Grha Guru, 2009, hlm. 61. 
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SAW. Sumber hadits yang dijuruk oleh kalangan Syi'ah adalah hadits 

tentang al-Manzila, peristiwa yang terjadi di Ghadir al-Khum dan wasiat 

Nabi SAW. Berbagai sumber yang mengutip peristiwa-peristiwa tersebut 

termasuk sumber-sumber hadits yang diriwayatkan oleh kalangan Sunni 

yang dijadikan argumen oleh kalangan Syiah, dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 

Pertama: Tentang Hadits Al-Manzila. Para ulama hadits dari 
semua mazhab dan aliran tanpa kecuali, secara ijma' menyatakan bahwa 
kedudukan hadits al-Manzila tidak ada keraguan sedikit pun padanya. 
Lantas apa isi dari hadits al-Manzila itu: Al-Manzila adalah hadits-hadits 
Nabi SAW, yang menjelaskan keutamaan, dan ke-Khalifahan Ali serta 
kedudukannya di sisi Muhammad SAW, seperti Harun di sisi Musa, Di 
dalam buku Dialog Sunnah Syi'ah, terdapat nash yang menjelaskan 
keistimewaan Ali dengan sepuluh keutamaan sebagai derivasi dari Al- 
Manzila, yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi lainnya. Sepuluh 
keutamaan itu dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya 
pada jilid I halaman 330, dan Imam an-Nasa'i dalam kitabnya al- 
Khashaisul Alawiyya halaman 6, dan al-Hakim dalam kitabnya al- 
Mustadrak jilid III, halaman 123, dan ad-Dzahabi dalam kitabnya 
at-Talkhis, serta para ahli hadits lainnya dengan riwayat yang telah 
disepakati keshahihannya, dari Umar bin Maimun berkata: “Pada 
suatu hari aku sedang duduk di rumah Abdullah bin Abbas, kemudian 
datang sekelompok yang terdiri dari sembilan orang. Mereka berkata 
kepada Abdullah bin Abbas: Kami ingin menannyakan sesuatu. 
Dapatkah anda pergi bersama kami, atau meminta orang-orang ini 
keluar dari tempat ini, sehingga kita berbicara tanpa didengar oleh 
mereka. Ibnu Abbas yang pada saat itu masih sehat (sebelum ia jadi 
buta), pergi bersama orang-orang itu, dan kami tidak mengetahui apa 
yang dibicarakan. Beberapa waktu kemudian Ibnu Abbas kembali ke 
tempat kami sambil mengibaskan bajunya dan berkata: Sungguh 
celaka mereka itu, mempergunjingkan seorang yang memiliki 
sepuluh keutamaan yang tidak dimiliki orang selain dia. Seorang 
yang baginya Rasulullah SAW pernah bersabda. "Aku akan mengutus 
seorang yang takkan pernah dihinakan Allah selama-lamanya. 
Seorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan dicintai pula oleh 
Allah dan Rasul-Nya" Kemudian Rasul SAW, bertanya dimana Ali. 
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Ali yang ketika itu menderita sakit mata sehingga hampir saja tidak 
dapat melihat, datang menghadap. Nabi SAW, sambil meniupkan 
mata Ali, dan seketika itu juga sembuh, kemudian menyerahkan 
bendera perang kepada Ali untuk memimpin peperangan Khaibar, 
dan kembali dalam keadaan menang, sambil membawa Safiyyah binti 
Huyai." 

2. Abdullah bin Abbas menyatakan bahwa Rasul SAW, mengutus Abu 
Bakar sebagai pemimpin rombongan haji satelah Fathul Makkah untuk 
membacakan surat at-Taubah. Beberapa saat kemudian Nabi SAW 
mengutus Ali untuk menyusul dan mengambilnya kembali, seraya 
berkata: "Tidak seorang-pun akan membawa dan membacakannya 
atas namaku kecuali seorang keluargaku yang amat dekat kepadaku, 
dan diriku-pun amat dekat kepadanya”. 

3. Rasul SAW, di hadapan keluarga dari pihak ayahnya, menyampaikan: 
“Siapa di antara kalian yang menjadi pendukung dan pembantuku di 
dunia dan di akhirat” Semuanya diam, kecuali Ali yang berkata: “Aku 
yang jadi pendukung dan pembantumu di dunia dan akhirat" Nabi 
SAW kemudian bersabda: “Engkau adalah Waliku” 

4. Abdullah bin Abbas berkata: "Ali adalah orang pertama beriman 
setelah Khadijah". 

5. Rasulullah SAW, membentangkan jubahnya untuk menyelimuti Ali, 
Fathimah, Hasan dan Husain (ahlul Baith), kemudian membacakan 
Surat Al-Ahzab ayat 33. 


Beban Jai SE Perak Zi 
"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu 
berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang 


10 Kata Wali di dalam bahasa Arab artinya: pendukung, pelindung, penguasa, teman, 
pengikut, pelaksana bagi kepentingan orang lain. Dalam Al-Gur'an, kata al-Wali atau al- 
Wilayah, dapat dilihat pada surat Al-Maidah ayat 55. Yang artinya: "Sesungguhnya penolong 
kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat 
dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)". 
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dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah 
Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak 
menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan 
kamu sebersih-bersihnya". 


6. Pada saat Nabi SAW hijrah Ke Madinah, Ali diperintahkan untuk 
memakai baju Rasululllah SAW, dan tidur di tempat tidur beliau. Ali 
telah menggadaikan nyawanya untuk menyelamatkan Nabi SAW. 

7. Ketika Nabi SAW bersama angkatan perangnya pergi melaksanakan 
perang Tabuk, Nabi SAW tidak mengajak Ali, sehingga Ali merasa 
kecewa dan menangis. Rasulullah SAW kemudian bersabda: "Apakah 
engkau tidak merasa puas dengan kedudukanmu di sisiku yang sama 
seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada lagi Nabi 
setelah aku. Sungguh tidak sepatutnya aku pergi melainkan engkau 
sebagai khalifahku"'"' Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa kepada 
Allah SAW, agar menjadikan saudaranya Harun sebagai pembantunya 
terdapat pada Al-Gur'an surat Thaha ayat 29-32, dan surat Al'A'raf 
ayat 142, sebagai berikut: 


“Dan Jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, 
(yaitu) Harun, saudaraku, teguhkanlah dengan Dia kekuatanku, 
dan jadikankanlah Dia sekutu dalam urusanku. (@.5. 20: 29-32). 


La 4 0. Era 
ika 3) bay pt ye bip 
ka 


GE Da KEY aga Lag D. aa: a) 


an AN AR ah s3 


"Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah 
berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah 


"1 Kedudukan Harun di sisi Musa, adalah sebagai wazir (semacam menteri atau 
pembantu utama), dan dalam hal ini juga dapat menggantikan kedudukan Musa As, sebagai 
pemimpin yang wajib ditaati oleh umat Nabi Musa. 
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malam itu dengan sepuluh (malam lagi), Maka sempurnalah waktu 
yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. dan berkata 
Musa kepada saudaranya Yaitu Harun: “Gantikanlah aku dalam 
(memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti 
jalan orang-orang yang membuat kerusakan". (O.S. 7: 142) 


8. Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda kepada Ali: 
“Engkau adalah wali setiap mu'min dan mu'minah, setelah aku”. 

9. Rasulullah SAW, memerintahkan agar semua pintu rumah yang 
berhubungan langsung dengan Masjid beliau ditutup, kecuali pintu 
rumah Ali. 

10. Rasulullah SAW, bersabda: Barang siapa yang mengakui aku sebagai 
maulanya, maka Ali adalah maulanya juga."'? 

Kedua, Hadits Ghadir Khum. Ya'kubi, dalam kitab sejarahnya 
sebagaimana dikutip oleh George Jordac, menyatakan bahwa setelah 
Nabi SAW, melaksanakan Haji Wada pada tanggal 18 Djulhijjah (Haji 
perpisahan atau haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi SAW), dan 
di dalam perjalanannya kembali ke Madinah, beliau berhenti di 
Ghadir Khum dekat Juhfa. Di tempat pemberhentian itulah, beliau 
menyampaikan berkhutbah dan kemudian memegang tangan Ali bin Abi 
Thalib dan berkata, “Barangsiapa yang menganggap aku pemimpinnya 
(maula), maka ia harus menganggap Ali pemimpinnya juga. Ya Allah! 
Cintailah orang yang mencintai Ali dan musuhilah orang yang memusuhi 
Ali" Fakhruddin al-Razi, dalam kitab tafsirnya "Al-Kabir”, menyatakan 
bahwa setelah peristiwa itu, Umar bin Khattab memberi selamat pada 
Ali sambil berkata “Wahai Ali, engkau telah menjadi pemimpinku, juga 
pemimpin seluruh Muslimin dan Muslimat" 

Peristiwa Ghadir Khum, telah banyak diriwayatkan oleh perawi hadits 
termasuk perawi dari sunni, seperti Tirmizi, Nasa'i, Ahmad bin Hanbal. 
Hasan bin Tsabit Anshari, menyatakan bahwa pada hari Ghadir, Nabi 
SAW memanggil orang-orang dengan teriakan yang nyaring dan berkata 


"3 Sayyid A. Syarafuddin al-Musawi al-Amili, Dialog Sunnah Syi'ah, (terjemahan), 
Bandung, Mizan, 2009, hlm. 145-149. 

13 George Jordac, Suara Keadilah Sosok Agung Ali Bin Abi Thalib RA, (terjemahan), 
Jakarta, Lentera, 2005, hlm. 28. 

“ Safiyyah binti Huyai adalah putri seorang pemimpin Yahudi yang menjadi tawanan 
pada perang Khaibar, dan kemudian menjadi istri Rasul SAW. 
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“Siapa pemimpin kalian?, serentak para jamaah menjawab dengan jujur, 
Tuhan-mu adalah Tuhan kami, dan eangkau adalah Nabi kami. Kami taat 
kepadamu, Nabi SAW, berkata pada Ali, bangkitlah! Aku telah memilihmu 
menjadi Imam. Barangsiapa yang merasa aku sebagai pemimpinnya, 
maka Ali adalah pemimpinnya juga". Abu Tamam Tai, dan Kumait Asadi 
adalah dua orang penyair yang meriwayatkan panjang lebar peristiwa 
Ghadir Khum, yang menyatakan bahwa di tanah Ghadir Khum, Nabi SAW 
telah memproklamirkan kekhalifahan Ali." 


Riwayat tentang peristiwa Ghadir Khum yang diriwayatkan dari oleh 
ulama Sunni, memiliki derajat keabsahan yang representatif, dan selama 
ini dapat dijadikan sebagai hujjah oleh Syi'ah, sebagaimana tercatat 
dalam buku dialog “Sunnah Syi'ah", antara Syaikh Salim al-Bisyri al-Maliki 
(Rektor Universitas Al-Azhar-Mesir), dan Sayyid Syarafuddin al-Musawi 
al-Amili (Ulama besar Syi'ah).Berikut ini adalah lafazh hadits yang telah 
dinukilkan oleh Syaikh Salim al-Bisyri al-Maliki dari ahli hadits perawi 
Sunnah sebagai berikut: 


“Telah diberitakan oleh ath-Thabarani dan yang lainnya dengan 
sanad yang disepakati kesahihannya, dari Zaid bin Argam, ia 
berkata: “Rasul SAW, telah berpidato di (suatu tempat bernama) 
Ghadir Khum, di bawah beberapa batang pohon. Beliau berkata: 
Wahai manusia, hampir tiba saatnya aku akan dipanggil 
kembali. Dan aku pasti memenuhi panggilan itu, dan aku akan 
dimintai pertanggungjawaban, dan kamu pun akan dimintai 
pertanggungjawaban. Maka apa yang kamu katakan?" Mereka 
(yang hadir) menjawab: “Kami bersaksi bahwa engkau telah 
menyampaikan, telah berjuang serta memimpin kami dengan 
setulus-tulusnya. Semoga Allah memberi balasan yang sebaik- 
baiknya... Lalu Rasul SAW melanjutkan: “Bukankah kalian bersaksi 
bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad 
adalah hamba dan utusan-Nya, dan bahwa surga-Nya adalah 
suatu yang hagg, kebangkitan setelah mati hagg, dan bahwa hari 
kiamat pasti datang - tiada keraguan tentang itu - dan bahwa 
Allah akan membangkitkan kembali semua yang telah berada di 
liang kubur?” Jawab mereka: “Ya Allah, saksikanlah!” Kemudian 
beliau berkata: “Wahai manusia sekalian, sesungguhnya Allah 
adalah maulaku, dan aku adalah maula kaum mu'minin. Dan aku 


“4 Ibid, hlm. 29 
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lebih berhak menjadi wali mereka, lebih dari diri mereka sendiri. 
Barang siapa yang (mengakui) aku sebagai maulanya, maka dia 
ini (dan beliau menunjuk kepada Ali) adalah maulanya juga! Ya 
Allah cintailah siapa yang mencintainya, dan musuhilah siapa 
yang memusuhinya!" 

“Kemudian beliau melanjutkan lagi: “Wahai manusia sekalian, 
(ketahuilah) bahwasanya aku akan menjadi pendahulumu 
(meninggalkan dunia ini), dan kamu akan menghadap aku di 
telaga al-Haudh (suatu tempat atau kedudukan mulia di surga 
yang telah disediakan untuk beliau-pent). Haudh yang lebih luas 
dari Busrah ke Sana'a, di sana tersedia gelas-gelas perak sebanyak 
bintang-bintang di langit. Dan aku akan bertanya kepadamu - bila 
datang ke tempat itu - tentang ast-Tsagalain, bagaimana kamu 
memperlakukannya sepeninggalku. Ats-Tsagal yang terbesar 
yaitu kitab Allah 'Azza wa jalla, ujungnya yang satu di tangan Allah, 
dan yang lainnnya di tanganmu. Maka berpeganglah erat-erat 
padanya, niscaya kamu tidak akan sesat dan tidak akan berubah 
(arah). Dan (ats-Tsagal yang kedua ialah) 'itrahku, Ahlu Baitku, 
sebab Allah yang Maha Meliputi dan Maha Mengatahui telah 
memberitahukan bahwa kedua-duanya takkan terputus sampai 
menemui aku di al-Haudh""'" 


Allamah Sayyid Muhammad Husayn Thabattaba'i, di dalam bukunya 


edisi bahasa Inggris “Islam and Syi'ah", menukilkan hadits Ghadir Khum 
dari sahabat Bara' menyatakan sebagai berikut: 


“Iwas in the company of the Prophet during the farewell pilgrimage. 
When we reached Ghadir Khum, he ordered that place to be cleaned. 
Then he took Ali's hand and placed him on his right side. The he said, 
Am I the authority whom you obey? The answered, we obey your 
direction. Than he said, 'For whomever I am his master (mawla) 
and the authority whom he obeys, Ali will be his master!" 


"8 Ibid, hlm. 238-240.: Lafazh hadits di atas menurut ath-Thabarani, Ibnu Jarir, al- 


Hakim at-Turmuzi (dalam kitabnya al-Mustadrak bab Managib Ali hlm. 109), dari Zaid 
bin Argam. Sementara dalam teks yang berbeda, hadits ini juga diriwayatkan oleh imam 
Muslim, dan imam Ahmad bi Hanbal. 


“6 Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabataba'i, A Series of Islam and Shi'ah (Shia - 


@ur'an in Islam — A Shi'ite Anthology, Islamic Republic of Iran, Ansariyan Publications, 2007, 
hlm. 198. 
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Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAW menyatakan kepada para 
sahabatnya, jika kalian ingin mengetahui pengetahuan Adam, keteguhan 
Nuh, kebiasaan Ibrahim, doa Musa, ketakwaan Isa, dan petunjuk 
Muhammad di dalam diri satu orang, maka lihatlah pada orang yang 
sedang menuju ke arah kalian. Para sahabat mengangkat kepala dan 
yang terlihat adalah Ali." 

Ketiga: Wasiat Nabi SAW. Di dalam literatur Sunni tidak banyak 
yang meriwayatkan masalah kedudukan wasiat Nabi SAW, terlebih jika 
dihubungkan dengan riwayat yang selalu menghubungkan Ali sebagai 
wasiat atau warisan Nabi SAW. Wasiat dalam literature Syi'ah adalah: 

Dinyatakan oleh kalangan Syi'ah bahwa, Ali adalah warisan Nabi 
SAW. Demikian hujjah yang selalu disampaikan oleh mazhab Syia'ah. 
Nash-nash yang disampaikan terkait dengan Ali sebagai washiy-nya 
Nabi SAW, dan wasiat Nabi SAW, pada saat menjelang wafatnya. Di 
dalam buku Dialog Sunnah Syi'ah, Salim al-Bisyri al-Maliki (tokoh ulama 
Sunni yang sangat termasyhur dan sebagai rektor Al-Azhar) itu, banyak 
sekali mempertanyakan sumber-sumber yang terkait dengan warisan 
dan wasiat. Sebagai jawaban atas pertanyaantersebut, Syarafuddin al- 
Musawi al-Amili, menyampaikan berbagai sumber nash sebagai berikut: 

Jika anda mempertanyakan nash-nash tentang siapa penerima dan 
pengemban wasiat Nabi SAW, maka secara kronologi petunjuk tersebut 
dimualai sejak masa permulaan dakwah Rasul sampai akhir hidupnya. 
Peristiwa yang terjadi pada permualaan timbulnya dakwah Islamiyah 
di Makkah, sebelum disiarkannya untuk umum, yaitu ketika Allah SWT, 
mewahyukan atas beliau surat Asyu'araa ayat 214, yang artinya: “Dan 
berilah peringatan pada keluargamu yang terdekat ..""" 

Perintah ayat tersebut dilaksanakan oleh Nabi SAW, dengan 
mengumpulkan anggota keluarga terdekat sekitar 40 orang di rumah 
pamannya yakni Abu Thalib. Hadir dalam pertemuan itu selain Abu 
Thalib, yaitu Hamzah, Abbas, dan Abu Lahab. Nabi SAW, menyampaikan 
wahyu dari Allah tersebut dengan bersabda: 


“Wahai putera-putera Abdul Muththalib! Demi Allah, tidak seorang 
pun pemuda bangsa Arab yang telah membawa untuk kaumnya 
1" Ibid, hlm. 29 4 

“" Sayyid A. Syarafuddin al-Musawi al-Amili, Dialog Sunnah Syi'ah, hlm. 135 
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sesuatu yang lebih berharga dan lebih utama dari apa yang 
kubawa untuk kalian! Aku datang membawa kebaikan dunia dan 
akhirat. Dan Allah telah memerintahkan aku menyeru kepada 
kalian agar menerimanya. Maka siapakah di antara kalian yang 
bersedia memberikan dukungannya bagiku dalam urusan ini: dan 
sebagai imbalannya, ia akan menjadi saudaraku yang terdekat, 
aatau washi (penerima dan pengemban wasiatku), serta menjadi 
khalifah (pengganti) ku di antara kalian?” 


Semua yang hadir diam seribu bahasa, kecuali Ali berdiri dan berkata 
dengan lantang: Aku wahai Nabiyullah yang akan menjadi pembantumu. 
Kemudian Nabi SAW berkata “Inilah saudaraku, washiku dan klaifahku 
di antara kalian! Dengar kata-katanya, dan taatlah padanya!” Maka 
bangkitlah mereka itu sambil tertawa dan berkata pada Abu Thalib: 
Lihatlah betapa ia telah memerintahkan anda agar mendengarkan kata- 
kata anakmu dan taat kepadanya." 


Termasuk dalam hadits yang diriwayatkan oleh kalangan Syi'ah dalam 
kitab hadits yang terkenal adalah Kanzul Ummal. Hadits-hadits tersebut 
banyak sekali meriwayatkan sabda Nabi SAW, tentang kedudukan washiy 
dan waris, yang membenarkan adanya hak Ali. Begitu penting masalah 
imamah ini, sehingga menjadi bagian dari agidah Syi'ah. Di antara hadits- 
hadits tersebut adalah, 


“Telah diriwayatkan oleh Muhammad bin Humaid ar-Razi, dari 
Salman al-Abrasy, dari ayahnya: Buraidah, bahwa Rasulullah 
SAW telah bersabda: “Setiap Nabi mempunyai seorang washiy dan 
waris" Dan washiy serta warisku adalah Ali bin Abi Thalib" 


1 Ibid, hlm. 135 

11 bid, hlm. 136: Konteks hadits di atas banyak sekali diriwayatkan oleh para huffazh 
hadits Nabi SAW, seperti Ibnu Ishag, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, Abu 
Nu'aim, al-Baihagi, an-Nasai, Ahmad bin Hanbal, dan Abdullah bin Abbas. 

33 Ipid, hlm. 304 Hadits ini diberitakan oleh adz-Dzahabi dalam riwayat hidup: Syuraik. 
Dania telah berdusta dengan menyatakan bahwa Syuraik tidak mengakuinya. Dan katanya: 
“Muhammad bin Humaid ar-Razi bukan orang yang dipercaya. Jawabannya ialah: bahwa 
Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abul Gasim al-Baghawi Imam Ibnu Jarir ath-Thabari dan 
Ibnu Ma'in (pemuka para ahli penilai perawi-perawi hadits) yang lainnya yang setingkat 
dengan mereka, semuanya mempercayai Muhammad bin Humaid, dan meriwayatkan 
daripadanya. Dengan demikian, maka ia adalah Syaikh mereka yang dipercaya, seperti yang 
diakui sendiri oleh adz-Dzahabi dalam bukunya: al-Mizan. Dan sebetulnya Muhammad 
bin Humaid tidak dituduh terlibat dalam paham Syi'ah atau Rafidhi. Bahkan ia termasuk 
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“Dan telah diriwayatkan oleh at-Thabarani dalam al-Kabir dengan 
sanad sampai ke Salman al-Farisi, bahwasanya telah bersabda 
Rasululllah SAW: “Sesungguhnya washiyku, pemegang rahasiaku, 
yang paling utama di antara orang-orang yang kutinggalkan 
setelah aku (wafat) yang memenuhi janjiku, yang melunasi 
hutangku ialah Ali bin Abi Thalib"? 


Penegasan Nabi SAW, bahwa “washiy dan warisku adalah Ali bin 
Abi Thalib" untuk menjadikannya sebagai khalifah pemimpin umat 
Islam sepeninggal Nabi SAW, yang kemudian memperoleh legitimasi 
terakhir yang tidak mungkin dapat dibantah dengan argumen apapun 
dan dari kalangan siapapun serta dari mazhab apapun, adalah pada saat 
wasiat Nabi SAW, menjelang ajal. Hadits yang banyak diriwayatkan dari 
berbagai kalangan termasuk Bukhari dan Muslim, membenarkan dan 
menjelaskan wasiat Nabi itu. Hanya saja dalam periwayatan versi Sunni 
yang diwakili oleh Bukhari dan Muslim, seakan akan tidak jujur dalam 
mengungkapkan fakta sebenarnya. Berikut ini perbandingan riwayat 
versi Sunni dan Syi'ah, tentang wasiat tersebut: 

« Riwayat versi Syi'ah Tentang Wasiat Nabi SAW: Pada saat-saat 
menjelangajal, Nabi SAW akan menuliskan wasiat kepada Ali sebagai 
pesan terakhir. Nabi SAW meminta kertas dan galam agar dituliskan 
bagimu apa yang akan menghindarkan kamu dari kesesatan 
selama-lamanya. Akan tetapi orang-orang yang hadir saling 
bertengkar, ada yang setuju dan lainnya menolak, bahkan sebagian 
berkata bahwa “Rasulullah mengigau". Mendengar pertengkaran 
dan ucapan mereka, Nabi SAW memerintahkan orang-orang untuk 
pergi dengan perintahnya “Pergilah kamu sekalian”, Kemudian Nabi 
SAW, mewasiatkan secara lisan tiga hal: (1). Agar memperwakilkan 
Ali. (2). Agar mereka mengusir kaum musyrikin keluar dari jazirah 
Arab. (3). Agar mereka meneruskan kebiasaannya memberikan 
hadiah kepada para utusan yang datang.' 


pendahulu adz-Dzahabi yang diikutinya. Maka tidak ada alasan melemahkannya dalam 
riwayat hadits ini. 

13 (bid, hlm. 304. Hadits ini dengan lafazh dan sanad seperti tersebut di atas adalah 
hadits ke 2570 di antara hadits-hadits kitab Kanzul Ummal jilid VI, halaman 155. Juga 
dikutip dalam kitab: Muntakhabul Kanz, halaman 32 yang dicetak di samping kitab Musnad 
Ahmad, jilid V. 

13 (bid, hlm. 338 
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«  Riwayatversi Sunni Tentang Wasiat Nabi SAW: Dinyatakan bahwa 
adanya rekayasa politik oleh penguasa dan ahli politik, sehingga 
tidak memperkenankan ahli-ahli hadits untuk menyampaikan 
pesan Nabi SAW, secara utuh dan lengkap. Misalnya, Imam Bukhari 
dalam meriwayatkan hadits wasiat itu dengan teks sbagai berikut: 
Rasulullah SAW pada akhir hidupnya telah berpesan mengenai tiga 
hal: (1). Keluarkanlah kaum musyrikin dari jazirah Arab. (2). Berilah 
hadiah untuk para utusan sebagaimana aku biasa melakukannya, 
Kemudian Bukhari melanjutkan dengan mengatakan bahwa yang 
ke (3). Saya lupa. Bahkan menurut Imam Bukhari, bahwa Nabi SAW, 
ketika menyampaikan wasiat itu dalam keadaan mengigau.Hadits 
ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslim, 
dengan redaksi yang sama dengan Imam Bukhari, yakni Imam 
Muslim menyatakan bahwa yang ketiga, (maksudnya wasiat dari 
poin yang ketiga), “saya lupa" 

Berdasarkan Al-Gur'an. 

Kalangan Syi'ah tidak saja menjadikan hadits-hadits dari sumber 


Syi'ah dan Sunni sebagai sumber rujukan atau petunjuk dalam masalah 
pengangkatan Imam Ali, melainkan hal itu merupakan perintah Al-Gur'an 
yang menyatakan secara terang dan jelas, karena ayat-ayat Our'an yang 
berkenaan dengan perintah Al-Wilayah Imam Ali, bersifat muhkamat 
(terang dan jelas), yang tidak perlu ditafsirkan. Bukti muhkamatnya 
ayat Al-Gur'an yang akan dinukilkan berikut ini, adalah bahwa asbabun- 
nuzul ayat tersebut berkenaan langsung dengan Ali ra. Hampir semua 
mufassir besar dari kalangan Sunni bersepakat bahwa surat Al-Maidah 
ayat 55-56 diturunkan berkenaan dengan Ali bin Abi Thalib. Penukilan 
surat Al-Maidah ayat 55-56, dan Hanan ng berikut: 


seperti di atas, dalam ki 


PARA 2 ya 
n 


Kang TEA 


sad yang Ml 


2 Os An Sp DS ala salt, 


18 Ibid, hlm. 338-339: Imam Bukhari meriwayatkan hadits tersebut, dengan lafazh 
b Shahih-nya, pasal: Hadiah para utusan, jilid II halaman 118. Dan 


juga Muslim meriwayatkannya dalam Shahih-nya, Ahmad bin Hambal dalam Musnad-nya 
dari Abdullah bin Abba, dan lain-lain ahli hadits. 
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"Sesungguhnya wali kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang- 
orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan 
zakat seraya mereka ruku! Dan barang siapa yang menjadikan 
Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman menjadi walinya, maka 
sesungguhnya hizib (kelompok) Allah itulah yang pasti menang” 
(M5. 5: 55-56) 


Asbabun nuzulnya ayat di atas berkaitan langsung dengan Ali bin 
Abi Thalib. Hadits-hadits shahih dan mutawatir yang diriwayatkan 
dari kalangan imam al-'Itrah (keluarga suci Nabi SAW, yang terdiri dari 
kedua belas imam) dengan sumber utamanya dari ahlul bait maupun 
dari mufassir sunni, semuanya bersepakat bahwa turunya ayat tersebut 
berkenaan dengan al-Mutawwali sebagai petunjuk bahwa kelak 
dikemudian hari,imam Ali ra akan diangkat jadi pemimpin menggantikan 
Nabi SAW. Jika merujuk pada semua sumber-sumber yang telah diuraikan 
di atas, baik dari kalangan Sunni, terlebih Syiah, maka kiranya tidak ada 
alasan untuk menolak ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dan 
Rasul Muhammad SAW, atas keimaman Ali pasca Nabi SAW. Dan kaum 
Syi'ah mengimani secara agidah Islamiyah, sehingga menjadikannya 
sebagai rukun Islam. Jika sekiranya merujuk pada Firman Allah dalam 
surat Al-Ahzab ayat 36berikut ini, dimana Allah dan Rasul SAW, telah 
menetapkanya, maka wajib bagi umat Islam mengikuti. 


d Tani Arsa S3 BI zen Ke 56 3 
Aas Adya BI yang oa KP Pa 5 an so 
Da Ws IS 


“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) 
bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah 
menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang 
lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai 
Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat, dalam 
kesesatan yang nyata": (0.5. 33:36) 


c. Imamah Sebagai Pokok Agidah 


Bagi kaum Syi'ah, Imamah merupakan bagian inti dari agidah. 
Kaum Syi'ah berkeyakinan bahwa ada legitimasi dalam Gur'an dan 
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Hadits sebagai petunjuk, khususnya tentang pengangkatan dan adanya 
pembatasan jumlah pemimpin yang kelak akan memimpin umat ini yaitu 
sebanyak 12 orang imam. Kedua belas imam itu adalah:(1). Ali bin Abi 
Thalib. (2). Hasan bin Ali. (3(. Husain bin Ali). (4). Ali bin Husain. (5). 
Muhammad bin Ali. (6). Ja'far bin Muhammad. (7). Musa bin Ja'far. (8). Ali 
bin Musa. (9). Muhammad bin Ali. (10). Ali bin Muhammad. (11). Hasan 
bin Ali. (12). Muhammad bin al-Hasan (al-Mahdi al-Muntazar)." 

Rukun Islam dalam kaum Syi'ah, adalah memasukkan Imamah 
sebagai salah satu syarat keimanan. Imamah dalam konteks ini adalah 
mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai bagian dari perintah 
Allah dan Rasul, serta menjadi hak dari dua belas imam di atas. Doktrin 
rukun Islam itu, sebagaimana diriwayatkan oleh imam ke-6 yakni Ja'far 
bin Muhammad ahs-Shadig, yang artinya sebagai berikut: 


"Islam itu dibangun atas lima penyangga, (yaitu): shalat, zakat, puasa, 
dan haji serta (mengakui) wilayah/pemerintahan Amir al-Mukminin 
(Ali bin Abi Thalib) dan para imam dari keturunannya (As)""" 


d. Teori KepemimpinanVersi Sunni Pasca Nabi SAW. 

Ibnu Hisyam dalam kitabnya “As-Sirah" sebagaimana dikutip oleh 
Dhiauddin Rais,lbnu Hisyam menyitir pendapat Abdullah bin Abbas 
yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, keluar 
dari rumah Rasulullah SAW, ketika Nabi SAW sedang menghadapi 
wafatnya. Pada saat itu, penduduk Madinah yang ada di sekitar itu 
bertanya kepada Ali, “Wahai Abu Hasan, bagaimana kondisi Rasulullah 
SAW.? Ali menjawab, Rasulullah SAW dalam keadaan tenang". Abdullah 
bin Abbas memegang tangan Ali dan berkata “Wahai Ali, demi Allah, 
menurutku Rasululllah SAW, akan wafat dari sakitnya ini. Karena aku 
mengetahui betul bagaimana wajah-wajah keturunan Abdul Muthalib 
saat menjelang kematian. Untuk itu, sebaiknya kita temui Rasulullah 
SAW, dan menanyakan perihal estafet kepemimpinan setelah beliau. 
Apakah kepemimpinan itu milik kita (keluarga Nabi Muhammad SAW), 
atau bukan. Ali menjawab, “Demi Allah, aku tidak akan melakukan 
hal itu, karena jika beliau melarang kita untuk memegang tampuk 
kepemimpinan negaranya, niscaya tidak ada seorang pun yang akan 

1:8 H.M, Attamimy, Syia'ah: Sejarah, Doktrin, hlm. 60-61 

128 Ibid, hlm. 62 
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memberikannya kepada kita setelah beliau”? 


Beberapa riwayat Sunni yang dikutip oleh Dhiauddin, di antaranya 
dari Ibnu Sa'ad dalam kitabnya “Thabagat”, Imam Bukhari dalam Shahih 
Bukhari, dan Al-Syahrastani, dalam kitabnya “Nihayatul Igdam fi Ilmi 
al-Kalam" dan kitab “Al-Milal wan-Nihal", bahwa ketiga narasumber 
tersebut menyadur dari Abdullah bin Abbas, bahwa pada saat Nabi SAW 
sakit menjelang wafat, beliau bersabda: "Berikanlah padaku pena dan 
lembaran alat tulis, sehingga aku dapat menulis bagi kalian satu wasiat 
yang dengannya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya"? 


Menurut riwayat Sunni, bahwa Nabi SAW kemudian tidak dapat 
menulis wasiat tersebutkarena beberapaalasan: Pertama, pada saat Nabi 
SAW menyatakan secara lisan akan menuliskan wasiat, terjadi keributan. 
Ada yang menghendaki agar wasiat itu ditulis, tetapi ada lagi yang tidak 
menghendaki wasiat itu ditulis. Kedua, bahwa gagasan penulisan wasiat 
itu hanya berdasarkan permintaan beberapa orang sahabat, yang telah 
memikirkan hal ini sebelumnya.'” 


Ibnu Taimiyyah menulis masalah pergantian kepemimpinan 
ini setelah Nabi SAW wafat, disandarkan atas peristiwa Sagifah 
sebagaimana dikutip oleh Dhiauddin Rais. Ibnu Taimiyyah menyatakan 
bahwa sesaat setelah Nabi SAW wafat, para sahabat berkumpul di 
Sagifah Bani Sa'idah, kemudian Abu Bakar menyampaikan khutbah 
“Wahai manusia! Barangsiapa yang menyembah Muhammad, maka 
sesungguhnya dia telah wafat. Dan barangsiapa yang menyembah Allah, 
maka sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak pernah mati. Agama ini 
harus ada pemimpin yang mengurusnya". Orang-orang yang hadir saat 
itu menyeru membenarkan khutbah Abu Bakar." Dan pada saat itu 
juga Abu Bakar dibai'at oleh orang-orang yang ada di Sagifah, menjadi 
Khalifah." 

'? Muhammad Dhiauddin Rais, Teori Politik, hlm. 13 

3" Muhammad Dhiauddin Rais, Teori Politik, hlm. 13. Dasar rujukan kutipan dari 
Dhiauddin Rais, yakni : Ibnu Sa'ad, At-Thabagat, Juz 4, Kairo, Lajnah Nasyr ats-Tsagafah, 
1358, hlm. 56: Shahih Bukhari, juz 3, hlm. 60: Asyahrastani, Nihayatul Igdam fi Ilmi al- 
Kalam, hlm. 404: Dan kitab “Al-Milal wan-Nihal, Al-Azhar, Asy-Syarif, hlm. 18-10. 

329 (bid, hlm. 13 

"0 Muhammad Dhiauddin Rais, Islam dan Khalifah di Zaman Modern, (trimh), Jakarta, 
Lentera, 2002, hlm. 167 

"18 Muhammad Dhiauddin Rais, Teori Politik, hlm.15. 
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Riwayat-riwayat dari Sunni di atas telah menolak atau bertolak 
belakang secara diametral dengan riwayat dari Syi'ah. Masing-masing 
mazhab (Sunni-Syia'ah) menunjukkan keabsahannya sendiri-sendiri. 
Atas dasar perbedaan itulah sehingga kelompok Sunni, sebagaimana 
juga Syi'ah menyusun sendiri teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan 
versi Syi'ah telah dijelaskan panjang lebar di atas. Adapun teori -teori 
kepemimpinan versi Sunni, akan dijelaskan dengan menggunakan dua 
konsep atau teori, yakni teori Bai'at dan Musyawarah serta teori Ahlul 
Halli Wal-Agdi. Penjelasan kedua teori tersebut sebagai berikut: 

e Bai'at dan Musyawarah 

Bai'at dan musyawarah dalam konteks politik adalah dua istilah yang 
berbeda di dalam pemaknaan, akan tetapi merupakan suatu kesatuan 
sistem politik dalam pemerintahan Islam. Bai'at berbeda dengan 
sumpah jabatan di dalam praktek pemerintahan modern. Makna Bai'at 
dan Musyawarah, didefinisikan dan dijelaskan sebagai berikut. 

Pertama, Definisi bai'atatau mubaya'ah, adalah suatu perjanjian, agad 
atau pengakuan kepatuhan dan ketaatan terhadap seseorang atau imam 
atau pemimpin. Menurut Ibu Khaldun, bai'at adalah “seseorang atau 
sekelompok orang yang mengingatkan perjanjian pada seorang amir, 
mereka meletakkan tangan mereka di tangannya untuk menguatkan 
perjanjian”? 

Dalam konteks kepemimpinan kenegaraan atau keumatan, bai'at 
adalah bentuk legitimasi rakyat terhadap pemimpin dalam suatu 
pemberian amanah. Di dalam Al-Gur'an, kata bai'at dapat dijumpai 
dalam beberapa ayat, misalnya dalam surat Al-Fath ayat 10, surat at- 
Taubah ayat 111, serta surat Al-Mumtahanah ayat 12. Petikan ayat-ayat 
tersebut sebagai berikut: 


"Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu 
(Muhammad), sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. 


"8 HLA. Djazuli, Figh Siyasah, hlm. 65 
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Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barangsiapa yang 
melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan 
menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya 
kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar" 
(0.5. 48: 10) 


ep Sa Tp GAN Mojo 
2 Pia Pad 


3 Oo 4 AJ Hei di Ad 
Sis 0G YEN aa SUS ce 3, 


2» Sal (Kap Iyaria En) Si sn 


"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri 
dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka 
berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. 
(itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil 
dan Al Guran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) 
daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah 
kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar." (0.5. 9: 111) 


1 Pada bulan Zulgaidah tahun keenam Hijriyyah Nabi Muhammad s.aw. beserta 
pengikut-pengikutnya hendak mengunjungi Mekkah untuk melakukan 'umrah dan melihat 
keluarga-keluarga mereka yang telah lama ditinggalkan. Sesampai di Hudaibiyah beliau 
berhenti dan mengutus Utsman bin Affan lebih dahulu ke Mekah untuk menyampaikan 
maksud kedatangan beliau dan kamu muslimin. Mereka menanti-nanti kembalinya Utsman, 
tetapi tidak juga datang karena Utsman ditahan oleh kaum musyrikin kemudian tersiar lagi 
kabar bahwa Utsman telah dibunuh. Karena itu Nabi menganjurkan agar kamu muslimin 
melakukan bai'ah (janji setia) kepada beliau, Mereka pun mengadakan janji setia kepada 
Nabi dan mereka akan memerangi kamu Ouraisy bersama Nabi sampai kemenangan 
tercapai, Perjanjian setia ini telah diridhai Allah sebagaimana tersebut dalam ayat 19 surat 
ini, karena itu disebut Bai'atur Ridwan. Baf'atur Ridwan ini menggetarkan kaum musyrikin, 
sehingga mereka melepaskan Utsman dan mengirim utusan untuk mengadakan perjanjian 
damai dengan kaum muslimin. Perjanjian ini terkenal dengan Shulhul Hudaibiyah. Orang 
yang berjanji setia biasanya berjabatan tangan. Caranya berjanji setia dengan Rasul ialah 
meletakkan tangan Rasul di atas tangan orang yang berjanji itu. Jadi maksud tangan Allah 
di atas mereka ialah untuk menyatakan bahwa berjanji dengan Rasulullah sama dengan 
berjanji dengan Allah. Jadi seakan-akan Allah di atas tangan orang-orang yang berjanji itu. 
Hendaklah diperhatikan bahwa Allah Maha suci dari segala sifat-sifat yang menyerupai 
makhluknya. 
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“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang 
beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan 
menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak 
akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang 
mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka ('“), dan tidak 
akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah 
janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah 
untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang” (OS. 60: 12) 


Bai'at dalam konteks ayat-ayat Our'an di atas, adalah janji setia orang- 
orang mu'min kepada Allah SWT, dan Rasul Muhammad SAW, Substansi 
bai'at adalah janji setia yang memiliki dimensi vertikal dan horizontal, 
atau “Hablumminallah dan Hablumminannas". Dalam catatan sejarah, 
selama masa hidup, Rasululllah SAW melaksanakan bai'at sebanyak dua 
kali, yaitu “Bai'at Agabah pertama" dan “Bai'at Agabah kedua" 

Bai'at Agabah pertama, terjadi tahun 621 M, di bukit Agabah, antara 
beliau dengan kabilah Khajraj dan bani Aus. Isi perjanjian adalah, 
kabilah Khajraj dan bani Aus, berjanji setia (mem-bai'at-kan diri 
mereka) kepada Nabi untuk tidak mensyarikatkan atau menyekutukan 
Allah, tidak akan mencuri, berzina, membunuh anak-anak, menuduh 
dengan tuduhan palsu, dan tidak akan mendurhakai Nabi SAW, di dalam 
kebaikan. Peristiwa ini kemudian diabadikan dalam Al-Gur'an surat Al- 
Mumtahanat ayat 12, sebagaimana telah dikutip di atas. 

Bai'at Agabah kedua, terjadi tahun 622 M, antara Nabi dengan 75 


1" Maksud ayat di atas, bahwa perbuatan yang mereka ada-adakan antara tangan dan 
kaki mereka itu. Maksudnya ialah mengadakan pengakuan-pengakuan palsu mengenai 
hubungan antara pria dan wanita seperti tuduhan berzina, tuduhan bahwa anak si Fulan 
bukan anak suaminya dan sebagainya. 


V5 H.A. Djazuli, Figh Siyasah, hlm. 67 
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orang Yastrib, terdiri dari 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. 
Bai'at ini disebut dengan bai'at kubro. Isi perjanjian sebagai berikut: 


“Kami berbai'at (janji setia) untuk taat dan selalu mengikuti baik 
pada waktu kesulitan maupun pada waktu dalam kemudahan, 
pada waktu senang dan pada waktu susah dan tetap berbicara 
benar di manapun kami berada, tidak takut celaan orang di dalam 
membela kalimat Allah" 


Bai'at dalam kepemimpinan pasca Nabi SAW wafat, dilaksanakan 
pertama kali pada peristiwa Sagifah, yakni pengangkatan Abu Bakar as- 
Shiddig sebagai Khalifah, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dalam 
riwayat Ibnu Gutaibah Ad-Dainuri, sebagaimana dikutip oleh H.A. Djazuli 
sebagai berikut: 


“Kemudian Abu Bakar menghadap kepada orang-orang Anshor 
memuji Allah dan mengajak mereka untuk bersatu serta melarang 
berpecah belah selanjutnya Abu Bakar berkata, “Saya nasihatkan 
kepadamu untuk mem-bai'at salah seorang di antara dua orang ini, 
yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah atau Umar”, kemudian Umar berkata, 
“Demi Allah, akan terjadilah itu? Padahal, tuan (Abu Bakar), ada di 
antara kita, tuanlah yang paling berhak memegang persoalan ini, 
tuan adalah lebih dahulu jadi sahabat Rasulullah daripada kami, 
tuanlah muhajirin yang paling utama, tuanlah yang menggantikan 
Rasulullah mengimami shalat, dan shalat adalah rukun Islam yang 
palingutama.Makasiapakah yanglebih pantas mengurusi persoalan 
ini daripada tuan? Ulurkanlah tangan tuan, saya membai'at tuan"! 


Kedua: Musyawarah atau Syura, merupakan perintah Allah dan 
Rasul, yakni Gur'an dan Hadits. Prinsip dan pilar utama musyawarah 
sebagaimana diamanatkan dalam Al-9ur'an terdapat pada surat Asy- 
Syuura ayat 38, surat Ali Imran ayat 159, dan 104. 


"' Ibid, hlm. 69 


17 Ibid, hlm. 66-67, Lihat, Inbu Gutaibah Ad-Dainuri, Al-Imamah wa al-Siyasah, Mesir, 
Muassasah al-Halabi Gahirah, 1967, hlm. 16. 
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“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 
(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka: dan mereka 
menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada 
mereka" (@.S. 42: 38) 


Ine SP BN pa us 
Ganas (yaa pke EU IS Ip Iya 
WA IS Ae Bg Ai 


“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 
Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 
dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian 
apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertawakkal kepada-Nya" (OS. 3: 159) 


Dr OyAL Gres dik opal as ia kari 
P LA 38. 
Ti UJ, Ap 13 AI » 
“Dan hendaklah ada diantara kamusegolongan umatyang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah 


dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung". (0.5. 
3: 104). 


FAN Ga en 


Dari ketiga ayat di atas, pengertian Musyawarah atau Syura adalah 
"Perundingan, atau pertemuan yang dilakukan dalam membahas dan 
memutuskan suatu urusan dengan adil dan atau untuk memperoleh 
permufakatan terhadap penetapan atau pengangkatan seorang pemimpin 
berdasarkan petunjuk Allah dan Rasul Muhammad Swa, istigamah dan 
bertawakkal pada Allah". 

Definisi ini didasarkan atas Firman Allah tersebut di atas, juga 
didasarkan pada firman Allah yang dikutip dari beberapa ayat Al-0ur'an 
yaitu, dalam surat Yusuf ayat 40, dan surat Al-Maidah ayat 42 berikut ini. 
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“yaa 


2 st 


“Apa yang kamu sembah selain Dia, hanyalah nama-nama yang 
kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek 
moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang 
hal (nama-nama) itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah, Dia telah 
memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah 
agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". 
(@5. 12:40) 


Pa Il ob ke oi, yu Menyala 


6 CA Bere HE Cp os bandara s3 aa 


nama SI al Tag an SG BE Dp 
naa pepe ah ani Ui kena 
banyak memakan yang haram." Jika mereka (orang Yahudi) datang 
kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara 
itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka: jika kamu 
berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat 
kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, 
Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil" (@.S. 5:42) 


Prinsip musyawarah berbeda dengan demokrasi.” Prinsip 
musyawarah adalah perundingan dengan orang-orang ahli di bidangnya 


'm Keterangan dari memakan makanan yang haram di dalam ayat di atas atau 
“Akkaaluura lissuhthi", adalah seperti uang sogokan dan sebagainya. 

"" Musyawarah berbeda dengan demokrasi, kerena demokrasi adalah permufakatan 
untuk mengikuti pendapat mayoritas manusia secara umum, tanpa diklasifikasi kepada 
pintar atau bodoh. Hakikat demokrasi adalah bukan permufakatan yang didasarkan pada 
suatu kebenaran apalagi jika dihubungkan dengan penyerahan diri pada Allah, melainkan 
permufakatan mengikuti pendapat mayoritas dan menyerahkan sepenuhnya pada manusia, 


76 Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si 


untuk mencapai permufakatan. Jadi esensi musyawarah adalah 
bermufakat untuk memperoleh suatu kebenaran, dan kebenaran 
tersebut sebagai sebuah pernyataan penyerahan diri pada Allah SWT. 

Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, menukil dari Ibnu Mardawiah, dari 
Ali bin Abi Thalib ra, bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya 
tentang makna “al-azm" dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 
159, Nabi SAW, menjawab yang artinya “Bermusyawarah dengan ahli 
pendapat kemudian mengikuti mereka"” Sementara Muhammad Abduh, 
dalam menjelaskan makna ayat 104 surat Ali Imran, bahwa “Syura atau 
musyawarah" merupakan salah satu sifat khas orang-orang mu'min dan 
dalil yang tegas menunjukkan prinsip musyawarah dalam melaksanakan 
pemerintahan. Ketegasan itu ada pada perintah Our'an yaitu “amar 
ma'ruf dan nahi munkar""' 

« Lembaga Ahlul Halli Wal-Agdi 

Ahlul Halli Wal-Agdi, adalah suatu lembaga atau badan musyawarah 
yang lahir pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ahlul Halli Wal- 
'Agdi sering dikonotasikan dalam kelembagaan negara-negara modern 
dengan nama “Parlemen, Dewan Legislatif atau DPR/MPR". Pada saat 
pergantian kepemimpinan atau khalifah dari Umar Bin Khattab kepada 
Utsman Bin Affan, dibentuklah Badan tersebut. Pembentukan dewan 
terdiri dari, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, 
Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidah, dan Saad bin Abi Waggas. 
Dewan ini diketuai oleh Abdurrahman bin Auf. Tugas Dewan adalah 
memilih salah satu dari anggota Dewan itu sendiri yang akan menjadi 
khalifah dengan ketentuan sebagai berikut: 

Pertama: apabila dalam pemilihan terjadi suara berimbang, maka 
harus meminta fatwa Abdullah bin Umar. Jika orang yang disetujui 
Abdullah bin Umar tidak didukung oleh dewan, maka hendaknya dewan 
memilih orang yang dipilih oleh Abdurrahman bin Auf. Kedua, Jika ada 
calon yang memperoleh suara minoritas tetapi tetap membangkang, 
maka dia memperoleh hukuman berupa dipenggal lehernya.""? 


“8 Yusuf Gardhawy, Pedoman Bernegara, hlm.105 
11 M, Yusuf Musa, Politik dan Negara, hlm. 182 


1 M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, Yogyakarta, UII 
Press, 2000, hlm. 64.: Lihat juga, Farid Abdul Khalig, Fikih Politik Islam, hlm. 78-79.4 Lihat, 
M. Yusuf Musa, Politik Dan Negara, hlm. 85 


BAB II 


SPEKTRUM PEMIKIRAN 
POLITIK ISLAM 


A. PEMIKIRAN POLITIK ISLAM KLASIK-KONTEMPORER 

Perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam mencapai zaman 
keemasan pada masa pemerintahan Umayyah dan Abbasiah. Berbagai 
disiplin ilmu keislaman dihasilkan oleh ilmuan muslim, seperti sastra 
arab, nahwu-sharaf, kodifikasi hadits, figh, lahirnya empat mazhab dalam 
Sunni, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, serta dalam mazhab 
Syi'ah, bahkan di dalam aliran pemikiran seperti Mu'tazilah, mempunyai 
pengaruh besar terhadap penemuan dan perkembangan cabang-cabang 
ilmu pengetahuan secara multidisiplin. 

Beragam multidisiplin keilmuan itu seperti filsafat, tasawuf, 
astronomi, matematika, fisika-kimia, kedokteran, politik, sosiologi politik, 
sastra, sejarah,ilmu-ilmu agama dan sosial. Dukungan terbesar terhadap 
perkembangan ilmu pengetahuan, diberikan oleh dinasti Abbasiah 
tepatnya pada masa pemerintahan Al-Makmun-khalifah ketujuh, dengan 
mendirikan perpustakaan negara “Bait Al-Hikmah"' Dan disinyalir Bait 
Al-Hikmah merupakan perpustakaan tertua di dunia. Sejarah kemajuan 
ilmu pengetahuan tidak lepas dari pengaruh dinasti Abbasiah di Bagdad- 
Irak, dan dinasti Umayyah yang wilayah kekuasaanya sampai Spanyol.' 

Kajian tentang pemikiran politik Islam pada zaman klasik dan 
pertengahan, dipersepsikan sebagai suatu bentuk pemikiran generasi 


1 Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara, ajaran, sejarah dan pemikiran, Jakarta, 
UI-Press, 1993, hlm. 41 


? Ira M. Lapidus, Sejarah Soasial Umat Islam, Bagian Kedua, hlm. 593. 
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awal yang dilakukan oleh sejumlah pemikir dan filosof Islam pada 
abad IV-X H atau IX-XIV M. Sementara kajian tentang politik pada 
zaman kontemporer atau memasuki abad modern dilakukan ilmuan 
muslim pada abad XVI. Secara umum, berkembangnya kajian ilmiah 
dalam konteks pemikiran politik dan pemerintahan pada saat itu yang 
dilakukan oleh para ilmuan dan filosof Muslim, dilatarbelakangi oleh 
beberapa faktor. Di antara faktor dimaksud adalah: 

Pertama, Faktor ekspansi wilayah kekuasaan Islam atas nama ideologi 
yang makin luas, terbentang dari Asia, Afrika sampai Eropa. Secara 
geopolitik dan sosiologis, wilayah dan masyarakat yang ditaklukkan 
memiliki kultur kehidupan yang dapat diadaptasikan ke dalam sistem 
baru. Sehingga terjadi polarisasi pemikiran dan transformasi ideologi, 
khususnya antara Barat dan Timur (Islam, kapitalis dan sosialis). 
Transformasi ideologi dapat dimungkinkan karena prakondisi pemikiran 
di kalangan intelektual Islam yang menginginkan transformasi ajaran- 
ajaran Islam ke dalam filsafat klasik Yunani dan atau sebaliknya, yang 
kemudian melahirkan berbagai disiplin ilmu, seperti tampak pada 
pemikiran filosof Muslim Al-Farabi. 

Kedua, Konsekuensi dariekspansi wilayah, menyebabkan kekuasaan 
Islam semakin besar dan kompleks. Masalah ini mengundang 
benturan kekuasaan dan peradaban, khususnya antara Barat-Kristen 
dan Timur-Islam. Masing-masing dapat mereprentasikan perbedaan 
ajaran keagamaan dan politik kekuasaan yang setiap saat menjadi 
potensi konflik sepert istilah Perang Salib sebagai suatu realitas 
pergolakan ideologi politik, dan benturan peradaban dan budaya atau 
cross culture. 

Ketiga: Faktor tranformasi Filsafat klasik zaman Yunani ke dunia 
Islam. Akibat ekspansi kekuasaan inilah, para pemikir Islam bersentuhan 
dengan pemikiran filsafat Yunani khususnya pemikiran Plato dan 
Aristoteles. Ditegaskan oleh Nourouzzaman Shiddigi, bahwa manusia 
tidak dapat membebaskan diri dari pengaruh lingkungan. Karena itu, 
untuk melacak hasil pemikiran seseorang dapat ditelusuri melalui sikap 
hidup, pandangan politik, termasuk urusan keagamaan. Dalam teori ilmu 
sosial, antara ide teologi dan filosofi selalu ada kaitannya dengan politik 


? Yamani, Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam, Bandung, Mizan, 2002, 
hlm. 43. 
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dan kemasyarakatan." Hal ini memungkinkan pemikiran politik Islam 
generasi awal dapat mengadopsi filsafat Yunani, menjadi khazanah ilmu 
generasi berikutnya, dan tidak jarang menimbulkan dikotomi pemikiran 
ilmu-ilmu agama dan umum. 


Ciri umum pemikiran politik pada generasi awal, cenderung terikat 
pada doktrin agama dengan mengintegrasikan pemikiran filsafat 
Yunani. Konsep tentang negara yang menjadi domain pemikiran mereka, 
merupakan gagasan yang berakar pada manusia sebagai makhluk 
sosial. Di dalam pemikiran politik yang dihasilkan pada generasi ini, 
merupakan integrasi doktrin agama dan filsafat Yunani, sebagai ciri 
kebebasan intelektual, namun tidak lepas dari pengaruh status guo. 
Konsep Islam tentang negara yang dihasilkan pemikir generasi awal 
atau generasi klasik maupun pertengahan, berkorelasi positif dengan 
konsep Yunani, karena memiliki paralelisme atau kesamaan pandangan. 
Paralelisme dimaksud dapat dijumpai dalam pandangan Al-Farabi, 
Ibnu Abi Rabi', tentang konsep organik negara maupun Ibnu Taimiyyah, 
sebagai berikut: 


Konsep organik negara dan masyarakat yang dihasilkan generasi 
Islam klasik, dilatarbelakangi oleh filsafat Yunani tentang 
perkembangan alamiah asosiasi politik. Di dalam sebuah negara 
organik, pandangan Plato dan Aristoteles mempunyai kesamaan 
dengan teori klasik Islam yang sama-sama mengutamakan 
pendekatan solidaritas kelompok, atau ashabiyah-group feeling. 
Seperti ungkapan Aristoteles, “Keseluruhan memang lebih 
diutamakan daripada sebagian", atau ungkapan Plato, “Sebuah 
masyarakat yang stabil, berimbang dan adil, harus berpijak 
pada pembagian kerja yang jelas". Pandangan kedua filosof 
Yunani tersebut, mirip dengan teori ashabiyah Ibnu Taimiyyah 
yang menyatakan “Tidak ada manusia yang mampu meraih 
kesejahteraan sempurna baik di dunia maupun di akhirat, kecuali 
Jika ia tergabung dalam sebuah perkumpulan untuk mewujudkan 
kerjasama dan tolong menolong" Walapun secara substantif ada 
perbedaan sistem antara sistem politik Yunani dan Islam di dalam 


# Nourouzzaman Shiddigi, Jeram-Jeram Peradaban Muslim, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 
1996, hlm. 12. 
halid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang 
Pemerintahan Islam, Ctrimh), Surabaya, Risalah Gusti, 1995, hlm. 40 
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kelembagaan politik, tetapi ada kesamaan teori Yunani dan Islam 
tentang asal usul negara atau proses lahirnya negara. 


Keempat: Pasca runtuhnya dinasti Umayyah dan Abbasiah, dan 
menguatnya kekuasaan politik di Barat serta pesatnya perkembangan 
ilmu pengetahuan dan industrialisasi atau dikenal dengan zaman 
aufklarung, renaissance, menjadikan inferiority di dunia Islam. Dominasi 
kekuasaan politik Barat dan kemajuan ilmu pengetahuan mendorong 
ekploitasi dan kolonialisme atas dunia Islam. Hal inilah sebagai penyebab 
munculnya ragam pemikiran di kalangan intelektual Muslim, yang 
seakan-akan telah terjadi dikotomi di dalam pemikiran politik dan atau 
ilmu secara umum, seperti politik berbasis agama dan politik penafian 
agama atau ilmu agama di satu sisi dan ilmu umum di sisi yang lain. 

Asumsi atau katakanlah suatu tesis yang melatarbelakangi terjadinya 
dikotomi pemikiran politik yang menjadi ciri utama para pemikir abad 
kontemporer atau modern adalah: 1). Rasa rendah diri umat Islam 
melihat Barat maju dan modern, sehingga mempengaruhi sebagian 
pemikir muslim untuk berusaha memodernisasikan, meliberalisasi dan 
atau mewesternisasi ajaran Islam agar relevan dengan perkembangan 
dan kemajuan di dunia Barat. 2). Akibat tekanan politik Barat, dan refleksi 
sejarah zaman keemasan peradaban Muslim dulu, sehingga mendorong 
sebahagian muslim ingin mewujudkan identitasnya seperti zaman 
keemasannya dengan membangun kembali sistem politik. 3). Adanya 
pemahaman yang berbeda terhadap teks Gur'an dan Sunnah Nabi SAW, 
serta praktek-praktek yang dianggap telah jauh dari ajaran dasar Islam 
yang sesungguhnya, seperi praktek syirik, bid'ah. 4). Adanya perang 
ideologi dan sistem politik antara Islam dan Kristen atau Barat dan 
Timur, menjadi pemicu benturan peradaban. Islam menganggap sistem 
Barat sebagai penyebab keterbelakangan dan kehancuran umat Islam, 
sehingga perlu kebangkitan komunal atau Pan Islamisme. Sementara 
Barat menganggap Islam sebagai musuh yang harus dilenyapkan. 


B. PEMIKIR POLITIK ISLAM KLASIK-PERTENGAHAN 

Beberapa tokoh berikut ini yang mewakili pemikir politik Islam 
klasik dan pertengahan yang dimaksud adalah identifikasi para ilmuan 
Muslim generawi awal dan yang pertama kali menjelaskan masalah 
politik kenegaraan pada masa kekuasaan Abbasiah, khususnya pada 
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masa kekuasaan Khalifah Al-Makmun, dan juga Bani Umayyah. Para 
pemikir politik gererasi awal dimaksud adalah Ibnu Abi Rabi', Al-Farabi, 
Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyyah, dan Ibnu Khaldun: Berikut ini 
akan dijelaskan gagasan para tokoh tersebut. 


1. IBNU ABI RABI" 


Nama lengkap, Syihab al-Din Ahmad Ibnu Abi Rabi'. Dia merupakan 
ilmuan Muslim pertama yang menjelaskan pemikiran politik kenegaraan. 
Abi Rabi' adalah seorang politikus yang hidup masa dinasti Abbasiah dan 
menjadi pendukung bentuk pemerintahan monarki Abbasiah," Abi Rabi' 
menulis sebuah buku berjudul “Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik" 
(Perilaku Raja dalam pengelolaan Kerajaan). Buku tersebut menjadi 
handbook atau buku pintar bagi Mu'tashim, Khalifah Abbasiah ke-8. 
Tesis atau argumen yang disampaikan Abi Rabi' untuk melandasi pokok- 
pokok pikiran politiknya sebagai berikut: 


“Adalah suatu kebahagiaan bagi umat pada zaman ini bahwa 
pemimpin mereka, pengemban kekuasaan politik mereka dan 
raja mereka adalah seorang yang pada dirinya berkumpul 
segala kualitas yang baik, tambang dari segala watak luhur dan 
pengumpul dari segala yang terpuji, panutan mereka, pemimpin 
dan raja mereka, Khalifah Allah bagi hamba-hamba-Nya dan 
yang berjalan di atas jalan yang benar, Mu'tashim Billah, Amir al- 
Mu'minin, keturunan Al-Khulafa al-Rasyidin, yang melaksanakan 
hukum secara benar dan adil, yang memiliki semua persyaratan 
bagi jabatan khalifah dan imamah, dan yang karena meratanya 
keadilan dan keamanan maka semua bangsa tunduk kepadanya, 
semua kerajaan takluk kepadanya, dan baik lawan maupun kawan 
dari kalangan bangsawan hormat dan segan kepadanya"? 


Dari tesis atau argumen yang melandasi pemikiran politiknya 
sebagaimana disebut di atas, maka pokok-pokok pikiran yang dituangkan 
dalam bukunya itu dapat dijelaskan sebagai berikut: 

« Asal Mula Negara. 


Tumbuhnya Kota atau Negara "City state” atau negara kota, berawal 


« Kamaruzzaman, Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamentalis, 
Magelang, Indonesia Tera, 2001, hlm. 40, 


7 Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara, hlm. 43, 
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dari esensi manusia sebagai makhluk sosial ciptaan Allah. Dan Allah 
meletakkan hukum atau aturan untuk mengatur hak dan kewajiban 
tiap individu dan masyarakat, merupakan rujukan yang harus dipatuhi. 
Pandangannya hampir sama dengan Plato dan Aristoteles. Menurut 
Plato, asal mula timbulnya negara merupakan bentuk asosiasi politik 
yang lahir sebagai suatu kebutuhan manusia. 

Negara merupakan sebuah institusi alamiah, di mana setiap individu 
dalam keterbatasanya, tidak mampu memenuhi kebutuhan dan 
keinginannya sendiri, sehingga melahirkan suatu komunitas. Tujuan 
negara adalah mewujudkan kebaikan untuk kesejahteraan umum, bukan 
kesejahteraan individu dan kelompok." Demikian juga dengan Aristoteles 
yang menyatakan bahwa kita harus memikirkan bukan saja bentuk 
pemerintahan apa yang terbaik, namun juga apa yang mungkin dan paling 
mudah dicapai oleh semua.” 

Hanya saja, Abi Rabi' menformulasikan pengaruh agidah Islam 
dalam pendapatnya itu, yakni: Pertama, kecenderungan manusia untuk 
berkumpul dan bermasyarakat adalah watak yang diciptakan oleh Tuhan 
pada diri manusia. Kedua: Tuhan telah meletakkan peraturan-peraturan 
tentang hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat untuk 
dipatuhi dan sebagai rujukannya (Al-0ur'an). Ketiga: Allah juga telah 
menjadikan manusia sebagai penguasa yang bertugas melaksanakan 
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. 

« Teori Kepemimpinan 

Dalam menjelaskan teori kepemimpinan, Abi Rabi" menganut 
kekuasaan berdasarkan monarki-kerajaan atau sistem pemerintahan 
monarki sebagai penguasa tunggal, yang sama dengan Aristoteles. 
Alasan yang dikemukakan adalah, jika suatu negara dipimpin oleh 
banyak kepala, maka politik negara akan terus kacau dan sukar membina 
persatuan dan stabilitas suatu negara makin goyah.'” 

Esensi dari pemikiran Abi Rabi' dalam menjelaskan asas politik 
pemerintahan bersifat theologi sentris. Misalnya, dalam hal sistem 


" Henry J. Schmandt, Filsafat Politik Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai 
Zaman Modern, (terjemahan), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 61-63 


“ Ibid, hlm. 83 


10 Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara, hlm. 46. Lihat, Kamaruzzaman, Relasi 
Islam dan, hlm. 40. 
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politik, Abi Rabi" menganut paham theokrasi murni, bahwa tujuan 
penciptaan manusia adalah untuk melaksanakan aturan Ilahi. Sistem 
kekuasaan yang dianutadalah monarki absolut, karena lebih menekankan 
pada aspek keturunan. Monarki absolut berbeda dengan monarki 
konstitusional. Perbedaanya adalah jika monarki absolut menekankan 
adanya sentralisasi kekuasaan, dan regulasi ada pada kehendak raja, 
maka Monarki Konstitusional menekankan pada aspek kehendak rakyat. 
2. AL-FARABI 

Nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Nashar bin Muhammad 
bin Tharkhan bin Unzalagh. Lahir tahun 257 H, atau 870 M, dan 
berkebangsaan Turkestan-lran."' Al-Farabi merupakan sosok filosof 
muslim yang mampu mengintegrasikan ajaran Islam dan filsafat klasik, 
sehingga pemikirannya dianggap sebagai titik temu antara akal dan 
wahyu. Al-Farabi menulis tiga buah buku yang terkait dengan teori 
politik, yaitu “Ara'"Ahl Al-Madinah"atau Pandangan Para Penghuni Negara 
yang Utama. “Tahshil al-Sa'adah"atau Jalan Mencapai Kebahagiaan. "AI- 
Siyasah Al-Madaniyah" atau Politik Kenegaraan. Pokok-pokok pikiran 
politik kenegaraan sebagai berikut:'? 
« Asal Mula Adanya Negara 


Terbentuknya suatu negara berawal dari akumulasi kepentingan 
manusia sebagai makhluk sosial. Adapun tujuan bermasyarakat bukan 
semata-mata memenuhi kebutuhan pokok hidup, tetapi harus mencapai 
kebahagiaan, yakni kebahagiaan material dan spiritual (dunia dan 
akhirat). Setiap manusia secara alami membutuhkan banyak hal yang 
tidak semuanya dapat dipenuhi sendiri, sehingga dibutuhkan suatu 
kerjasama untuk mewujudkan kepentingan individunya maupun 
kelompoknya. 

“ Masyarakat Sempurna dan Tidak Sempurna 

Farabi membagi masyarakat menjadi dua unsur, yaitu masyarakat 
sempurna dan tidak sempurna. Masyarakat sempurna terdiri dari 
masyarakat sempurna besar, sempurna sedang dan sempurna kecil. 
Masyarakat sempurna besar adalah gabungan banyak bangsa, (misalnya 


“' Atang Abdul Hakim dan Beni Ahmad Saebani, Filsafat Umum Dari Mitologi Sampai 
Teofilosofi, Bandung, Pustaka Setia, 2008, hlm. 447 


13 Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara, hlm. 49-56 
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dalam negara modern seperti sekarang adalah UNI Eropa/ PBB). 
Masyarakat sempurna Sedang, adalah suatu bangsa yang menghuni suatu 
wilayah tertentu seperti negara nasional atau nation state. Masyarakat 
sempurna kecil, adalah masyarakat yang terdiri dari para penghuni kota- 
negara kota atau city state. Adapun masyarakat tidak sempurna adalah 
masyarakat kampung atau desa. 


« Negara Utama atau Al-Madinah Al-Fadhilah 


Al-Farabi mengembangkan sebuah pemikiran politik yang tergolong 
idealis dan dianggap rumit atau bahkan utopia oleh sebagian kalangan. 
Tesis tentang negara utama atau biasanya disebut juga dengan kota 
utama, dirumuskan Al-Farabi sebagai berikut: 


“Kota utama adalah kota yang diperintah oleh penguasa tertinggi 
yang...benar-benar memiliki berbagai ilmu dan setiap jenis 
ilmu pengetahuan...la mampu memahami dengan baik segala 
yang harus dilakukannya. Ia mampu membimbing dengan 
baik sehingga orang melakukan apa yang diperintahkannya. Ia 
mampu memanfaatkan orang-orang yang memiliki kemampuan. 
la mampu menentukan, mendefinisikan, dan mengarahkan 
tindakan-tindakan ini ke arah kebahagiaan. Hal ini hanya 
terdapat pada orang yang memiliki kecenderungan alami yang 
besar lagi unggul, bila jiwanya bersatu dengan akal aktif. ...Orang 
seperti ini adalah pangeran sejati, menurut para leluhur, dialah 
orang yang tentangnya dikatakan bahwa dia menerima wahyu. 
..Pemerintahan orang seperti ini merupakan pemerintahan 
tertinggi pemerintahan yang lainnya berkedudukan di bawahnya, 
dan berasal darinya”. 


Komposisi negara utama digambarkan seperti organ tubuh 
manusia yang sempuna, utuh dan sehat. Semua bagian organ manusia 
memiliki tugas dan fungsi masing-masing, tetapi dapat bekerjasama. 
Sungguhpun demikian, tiap organ tubuh menduduki derajat yang 
berbeda. Organ pokoknya adalah jantung, dan beberapa bagian yang 
tingkat kepentingannya hampir sama dengan jantung dan atau yang 
dapat membantu jantung, dikelompokkan pada peringkat pertama. 
Demikian peringkat-peringkat lain sesuai kedudukan dan derajatnya 


" Yamani, Antara Al-Farabi dan Khomeini, hlm. 161-162. 
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harus membantu peringkat pertama. Bila diterapkan pada sistem negara, 
maka di antara warga negara mempunyai kemampuan atau potensi dan 
bakat yang berbeda, sehingga peringkatnya pun berbeda. Peringkat 
di bawahnya harus membantu peringkat di atas. Peringkat di bawah 
bekerja sesuai kemampuan dirinya. 

Kebalikan dari Negara Utama, adalah negara bodoh dan rusak. Negara 
bodoh adalah negara yang rakyatnya tidak tahu tentang kebahagiaan. 
Negara bodoh dapat saja dinisbatkan sebagai negara primitif atau 
terbelakang dan juga negara maju atau modern. Konteks kebodohannya 
adalah negara hanya dapat memproyeksikan kebutuhan makan, 
minum, tempat tinggal, hiburan, urusan keturunan dan pemenuhan 
materi. Tujuan dari negara model ini adalah menjadikan hawa nafsu 
sebagai bagian dari pengelolaan negara, sehingga terjadi kolonialisme 
atas negara lain. Di dalam negara modern term negara bodoh dapat 
disamakan dengan imperialisme. 

Sementara negara rusak adalah negara yang rakyatnya tahu tentang 
makna kebahagiaan, akan tetapi rakyatnya berperilaku dan hidup 
seperti negara bodoh. Negara model ini tahu tentang makna kebaikan, 
tetapi tidak melaksanakannya dan rakyatnya melakukan perbuatan hina, 
seperti korupsi dan ketidakadilan. 

« Pimpinan Negara 

Orang yang berhak menduduki jabatan kepala negara adalah anggota 
masyarakat atau manusia yang paling sempura dari kelas yang tertinggi. 
Struktur kelas yang dimaksud adalah yaitu seorang Nabi, filosof atau 
ilmuan. Al-Farabi mengajukan dua belas kriteria seseorang menjadi 
kepala negara, yaitu: (1). Sehat Jasmani-lengkap anggota badannya. 
(2). Sehat rohani-baik daya pemahamannya. (3). Memiliki kemampuan 
intelektual. (4). Pandai menyampaikan pendapat dan mudah dipahami. 
(5). Cinta pendidikan dan suka mengajar. (6). Tidak tamak, rakus 
dalam hal makanan, minuman dan wanita. (7). Mencintai kejujuran 
dan membenci kebohongan. (8). Berjiwa besar dan berbudi luhur. (9). 
Tidak materialistis, terutama dalam urusan kesenangan duniawi. (10). 
Mencintai keadilan dan membenci kezaliman. (11). Responsif dalam 
urusan penegakan keadilan dan meninggalkan kekejian. (12). Istigamah 
terhadap keputusannya, perduli, pemberani dan tidak penakut, serta 
tidak berjiwa lemah atau kerdil. 


86 Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si 


Secara umumn pendapat Al-Farabi di atas identik dengan teori 
“kelas” Plato. Keduanya bukan seorang demokrat, karena teori mereka 
dapat melahirkan sistem dan bentuk pemerintahan oligarki, bukan 
pemerintahan demokratik atau demokrasi. Dalam bukunya yang 
terkenal, “Republic”, Plato menyatakan sebagai berikut: 


“«Kalian adalah bersaudara, namun Tuhan membentuk kalian 
secara berbeda. Beberapa di antara kamu memiliki kekuasaan 
untuk memerintah, dan dalam kelompok ini ada yang membuat 
emas, karenanya mereka juga memiliki kehormatan terbesar, yang 
lain membuat perak, menjadi pelengkap: yang lain lagi menjadi 
petani atau tukang yang membuat kuningan dan besi" 


Negara sebagai institusi alamiah. Istilah yang digunakan Plato adalah 
negara organik, yaitu negara ada karena kebutuhan manusia. Tidak ada 
individu yang mampu memenuhi hajat hidupnya sendiri. Untuk itu unsur 
pokok negara terdiri dari rakyat, wilayah dan keadilan. Keadilan yang 
dimaksud adalah proyeksi keinginan bersama untuk saling menolong, 
berkumpul dalam suatu wilayah, sehingga kumpulan orang-orang ini 
disebut negara. Suatu negara dikatakan adil, apabila mengutamakan 
kepentingan umum. 

Al-Farabi dapat dikatakan Neoplatonisme dari kalangan ilmuan 
Muslim. Dia lebih berpikir idealis, mirip pemikiran Plato dan Aristoteles, 
yakni mengelompokkan masyarakat dalam beberapa kelas, khususnya 
dalam hal kepemimpinan politik, sesuai blueprint atau cetak biru-nya. 

Kritik sebagian kalangan terhadap Al-Farabi sebagaimana juga 
Plato, bahwa keduanya tidak dapat menjelaskan teorinya sehingga 
sulit diwujudkan. Mengapa, karena hanya mereka yang baik dan bijak 
yang memiliki kekuasaan politik di negara. Sebenarnya pemikiran 
idealis Al-Farabi tentang pemimpin atau kepala negara cukup realistis. 
Bahwa menjadi seorang pemimpin dibutuhkan kemampuan lebih 
di atas masyarakat yang dipimpin, dan hal itu sudah sesuai dengan 
esensi manusia, yakni manusia sebagai makhluk rasional. Tingkatan 
kemampuan manusia memang berbeda. Perbedaan ini merupakan suatu 
keniscayaan kompetensi fitrah manusia dalam mewujudkan tatanan 
yang baik bagi kemajuan suatu bangsa. Sebenarnya pandangan Al- 


1" Henry J. Sehmandt, Filsafat Politik, hlm. 60 
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Farabi sangat realistis dan sesuai dengan sunnatullah. Misalnya, dalam 
pencitaan alam terdapat suatu keteraturan, yang saling melengkapi. Ada 
malam, siang, bulan, matahari, perempuan, laki-laki, kaya, miskin, dan 
seterusnya. Semua ini mendukung gagasan Al-Farabi. 


3. AL-MAWARDI 


Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi al- 
Bashri Asy-Syafi'i. Lahir di Basrah, tahun 364 H, atau 974 M. Al-Mawardi 
menulis dua buah buku yang terkait dengan teori politik, yakni “Al- 
Ahkam As-Sulthaniyyah" atau Peraturan-peraturan Kerajaan dan atau 
Pemerintahan. “Gawanin al-Wuzarah, Siyasah al-Malik" atau Ketentuan- 
ketentuan Kewaziran, Politik Raja.” Kedua buku tersebut menjelaskan 
pokok-pokok pikiran politik kenegaraan sebagai berikut: 

« Asal Mula Negara 

Pendapat Al-Mawardi mirip dengan Al-Farabi, yakni manusia adalah 
makhluk sosial yang diciptakan Allah seperti itu adanya. Ini mungkin 
berbeda dengan teori kontrak sosial yang dipahami sebagai wujud 
keterbatasan indivudu, memungkinkan saling mengikat janji. Jadi 
“makhluk sosial” merupakan salah satu esensi penciptaan manusia, 
karena sifat kemakhlukannya yang “lemah, tidak seperti binatang yang 
desainnya fisiknya bisa untuk hidup mandiri. 

«Landasan Berdirinya Negara 

Dalam teori politik, Ija Suntana menyebut dasar berdirinya negara 
yang ditulis oleh Al-Mawardi sebagai teori tujuan negara. Selanjutnya 
Suntana mengutip pendapat Al-Mawardi tentang tujuan negara adalah, 
"negara didirikan dengan tujuan untuk menggantikan tugas kenabian 
dalam memelihara agama dan mengelola dunia"'" 

Formulasi dari tujuan negara membutuhkan enam sendi utama, 
sebagaimana disadur oleh Sjadzali dan Suntana dari buku Al-Ahkam 
As-Sulthaniyyah, sebagai berikut. (1). Kedudukan agama, yaitu sebagai 
pengendali hawa nafsu dan untuk mengawasi hati nurani manusia. Agama 
sebagai penyedia kesejahteraan dan ketenangan negara. Jadi peran dan 
kedudukan agama sebagai pasak negara. (2). Penguasa yang berwibawa. 


'$ Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara, hlm.59., Lihat juga, Ija Suntana, Pemikiran 
Ketatanegaraan Islam, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlm. 130-132 
1 Ija Suntana, Pemikiran Ketatanegaraan, hlm. 131 
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Imam yang berwibawa, diarapkan sebagai pemersatu, penjaga agama, 
pelindung jiwa warganya, menjaga kekayaan dan kehormatan warga 
negara, dan menjamin lapangan kerja. (3). Keadilan yang menyeluruh, 
Dengan keadilan yang merata, akan tercipta keharmonisan antar sesama 
warga negara, yang dapat melahirkan ketaatan dan rasa hormat kepada 
pemimpin. 

Keadilan memiliki empat aspek: Pertama, keadilan pada diri sendiri, 
yaitu sikap dan perbutan harus mencerminkan kebaikan, tidak berlebihan 
dalam bertindak, dan tidak kurang dari yang seharusnya. Kedua, keadilan 
pada orang lain, yaitu adilnya seorang pemimpin kepada rakyat, dan 
pengikutnya. Misalnya, melakukan kebijakan yang dapat memudahkan 
rakyat dangan tidak membebani rakyat dengan beban yang berat, 
menggunakan cara-cara persuasif dalam menjalankan kebijakan, dan 
selalu bepegang pada kebenaran. Ketiga: keadilan rakyat dan pengikut 
terhadap kepala negara, yaitu sikap taat yang tulus, loyalitas dan selalu 
membantu. Keempat, keadilan dalam mempermudah semua urusan, 
menghindari tindakan yang tidak terpuji dan menyakitkan. (4). Sistem 
hukum dan perundangan yang tertib menghasilkan rasa aman. (5). 
Terjamin Sumberdaya dan pendapatan negara yang stabil. (6). Jaminan 
keamanan dalam aktivitas ekonomi sebagai harapan kelangsungan 
hidup.” 

« Imamah atau Kepala Negara 

Al-Mawardi, dalam bukunya Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, seperti 
dikutip Dhiauddin Rais mengatakan, Imamah adalah kepemimpinan 
yang menggantikan posisi kenabian dalam memelihara agama dan 
politik kekuasaan." Ada dua konsep utama tentang pemimpin dan 
kepemimpinan yang dajukan oleh Al-Mawardi, yaitu “syarat menjadi 
kepala negara, dan fungsi kepala negara”. Keduanya dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 

Pertama, Syarat kepala negara. Sjadzali dan Muhammad Yusuf Musa 
dalam mengkonstruksikan pendapat Al-Mawardi tentang kepala negara 
tidak berbeda. Sjadzali maupun Musa, keduanya membagi masalah 
Imamah kedalam dua aspek, yaitu, “Ah al-Ikhtiar" atau orang yang 
berwenang memilih kepala negara, dan “Ahl al-Imamah" atau syarat 

9 Ibid, hlm. 132: Lihat, Munawir Sjadzali, Islam Dan, hlm. 62 

" Dhiauddin Rais, Teori Politik, hlm. 85: 
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menjadi Imamah." Syarat seseorang menjadi "Ahl al-Ikhtiar” atau dalam 
bahasa Yusuf Musa “Ah! al-hall wa al-'agd” adalah: (1). Memiliki sikap adil. 
(2). Memiliki ilmu pengetahuan yang luas sehingga dapat mengetahui 
siapa yang memenuhi syarat menjadi kepala negara. Jika ditinjau dari 
aspek kelembagaan, maka “Ahl al-Ikhtiar"sama dengan “Ahl al-hall wa 
al-'agd”, atau di dalam sistem politik demokrasi identik dengan DPR. 

Syarat “Ahl al-Imamah" atau syarat menjadi Imamah yakni (4). Adil 
dalam arti luas. (2). Berilmu dan berwawasan luas sehingga mampu 
melakukan ijtihad di dalam menghadap persoalan dan hukum. (3). 
Sehat jasmani, terutama penglihatan, pendengaran, dan lisannya. “4. 
Sempurna dan utuh anggota badan. (5). Mampu melaksanakan, mengatur 
dan mengelola kemaslahatan umum. (6). Berani, tegas membela rakyat 
dan menghadapi musuh. (7). Turunan Guraisy. 

Kedua, Fungsi Kepala Negara adalah (1). Mempertahankan dan 
menjaga, agama sesuai prinsip-prinsipnya, dan apa yang menjadi 
konsensus di kalangan ulama. (2). Menjamin hak-hak rakyat dan 
memelihara hukum-hukum Allah. (3). Menegakkan keadilan dan 
kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa, penganiaya dan 
yang teraniaya. (4). Melindungi wilayah kekuasaan dan menjamin 
keamanan warganya. (5). Memerangi orang-orang yang merusak 
ideologi Islam, setelah terlebih dahulu dilakukan pendekatan persuasif. 
(6). Mengkoordinir kekuatan dalam menghadapi musuh negara. (7. 
Mengelola hasil-hasil pungutan dari rakyat untuk kepentingan dan 
kemakmuran rakyat. (8). Mengelola Baitul Mal secara efektif. (9). 
Menjadikan ulama dan ahli hukum sebagai referensi formal bagi negara 
dan masyarakat. (10). Menjamin kebutuhan masyarakat yang tidak 
mungkin dapat dipenuhi oleh mereka sendiri. 

« Kelembagaan Negara 

Prinsip dasar dari kelembagaan negara adalah khilafah atau khalifah. 
Khalifah dibutuhkan untuk menegakkan syariah dan juga menerapkan 
prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam." Adapun susunan 


'" Muhammad Yusuf Musa, Politik dan Negara Dalam Islam, (terjemahan), Surabaya, Al- 
Ikhlas, 1990, hlm. 59-60: Lihat, Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara, hlm. 63 

2 Dale F Eickelman dan James Piscatori, Politik Muslim: Wacana Kekuasaan dan 
Hegemoni Dalam Masyarakat Islam, (terjemahan), Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, 1998, 
hlm. 35. 
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kelembagaan dalam sistem pemerintahan yang diajukan sebagai institusi 
negara yang menyerupai kelembagaan eksekutif selain "Ah! al-hall wa al- 
'agd" adalah “wilayah al-gadha", atau lembaga kehakiman, “wilayah al- 
hisab" atau lembaga pengawas dan aktivitas kontrak kerja masyarakat, 
“wilayah al-mazhalim" atau lembaga pengaduan publik, “diwan" atau 
lembaga pencatat keuangan dari daerah ke pemerintah pusat, dan “baitul 
mal" atau lembaga penyimpan kekayaan dan pendapatan negara, yang 
tugasnya mengelola dan mendistribusikan. Distribusi kekayaan yang ada 
pada baitul mal, dialokasikan pada tiga urusan yakni: Pertama, sebagai 
simpanan yang dialokasi untuk masyarakat yang tidak dapat memenuhi 
kebutuhannya secara mandiri. Kedua, memiliki sumber dana tetap untuk 
gaji pegawai pemerintah. Ketiga: sebagai cadangan kekayaan negara 
yang dikeluarkan oleh pemerintah ketika terjadi kelangkaan barang atau 
krisis di pasaran.” 


4. AL-GHAZALI 

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, lahir di 
Thus-Khurasan Parsi atau Persia, tahun 450 H atau 1058 M. Al-Ghazali 
merupakan tokoh Islam terkemuka dan seorang teolog besar dalam 
sejarah Islam, sehingga memperoleh gelar atau julukan “Hujjatul Islam". 
Adapun tulisan yang terkait dengan teori negara, dapat dikaji dalam 
bukunya “Ihya Ulum al-Din", kitab “Asy-Sya'ab, Al-Igtishad fi al-I'tigad" 
atau Moderasi dalam Kepercayaan, dan “Al-Tibr al-Masbuk fi Nashihah 
al-Muluk" atau Batang Logam Mulia tentang Nasehat untuk Raja-raja.?? 
Pokok-pokok pikiran tentang politik kenegaraan dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 

« Asal Mula Adanya Negara. 

Pendapat Ghazali mirip dengan Al-Mawardi dan Al-Farabi, yaitu 
manusia sebagai makhluk sosial. Keberadaan manusia sebagai makhluk 
sosial karena dua faktor: Pertama: faktor keturunan, -atau keluarga 
dan kelangsungan hidup yang merupakan suatu kebutuhan asasi. 
Perkembangbiakan manusia hanya dapat dilakukan dengan pergaulan 
antara laki-laki dan perempuan. Kedua, saling membantu untuk 
memenuhi hajat hidup berupa kebutuhan makan, pakaian dan pendidikan 


2 Ija Suntana, Pemikiran Ketatanegaraan, hlm. 134-136. 


2 Lihat, Munawir Sjadzali, Islam Dan, hlm.74: Lihat Ija Suntana, Pemikiran 
Ketatanegaraan, hlm.179. 
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anak. Secara individu, manusia tidak akan sanggup mengerjakan sendiri 
urusannya. Misalnya seorang petani jika menggarap ladang perlu alat- 
alat pertanian, di mana alat tersebut harus dipesan dari tukang besi 
atau kayu. Manusia juga berbeda dengan binatang, dia tidak bisa hidup 
di alam liar seperti binatang. Manusia memerlukan tempat tinggal, 
mempertahankan kesehatan, keamanan dari ancaman dan gangguan. 

Atas dasar itu, diperlukan kerjasama dan saling membantu antar 
sesama manusia. Karena didorong oleh akumulasi kebutuhan bersama 
itulah sehingga kemudian berkembang membentuk suatu institusi 
formal yang disebut negara. 

« Pembagian Tugas Dalam Masyarakat 

Di dalam negara yang telah terbentuk, diperlukan institusi untuk 
mengisi pembagian tugas dari masyarakat (division of labour). Ada empat 
institusi yang dipandang penting bagi tegaknya negara, yaitu: Pertama, 
Pertanian, untuk kebutuhan makanan: kedua, pemintalan, untuk 
pengadaan pakaian ketiga, pembangunan untuk pengadaan perumahan, 
dan keempat, politik sebagai lembaga yang mengatur dan mengelola 
negara. Dari empat bidang ini, institusi politik merupakan lembaga yang 
paling penting dan mulia, karena memiliki tingkat kesempurnaan yang 
lebih tinggi. 

Di dalam kelembagaan politik terdapat empat lembaga subordinasi: 
(1). Lembaga pengukuran tanah yang menjamin kepastian hak milik 
tanah warga negara. (2). Lembaga Ketentaraan, yang memberi jaminan 
keamanan dan melindungi negara dari ancaman luar maupun dalam. (3). 
Lembaga Kehakiman, untuk penyelesaian sengketa antar warga, dan (4). 
Lembaga hukum dan perundang-undangan, untuk menjamin keserasian 
hubungan antarwarga negara, dan melindungi setiap warga negara dari 
pelanggaran hak, baik oleh sesama warga negara atau oleh negara." 

« Teori Pemimpin Negara 

Dunia adalah tempat mengumpulkan bekal untuk kehidupan di 
akhirat. Dunia hanya dikelola secara tertib, aman, sejahtera dan terjamin, 
kecuali ada kepala negara yang ditaati. Untuk itu, wajib mengangkat 


2 Lihat, Munawir Sjadzali, Islam Dan, hlm. 74: Lihat, Ija Suntana, Pemikiran 
Ketatanegaraan, hlm. 179. 

@ Lihat Ija Suntana, Pemikiran Ketatanegaraan, hlm. 179-180: Munawir Sjadzali, Islam 
Dan, hlm. 75 
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kepala negara, dan pengangkatan kepala negara tidak didasarkan 
kepada rasio, melainkan berdasarkan keharusan agama. Agama adalah 
fondasi, dan penguasa adalah pelindungnnya. Dengan demikian, tidak 
ada pemisahan antara agama dan negara. Agama dan negara bukan dua 
institusi yang berbeda, melainkan suatu kesatuan. Jika tugas penguasa 
atau pemimpin untuk melindungi agama, maka syarat kepala negara 
sesuai dengan perintah agama. 
« Syarat Kepala Negara 

Bahwa menentukan seseorang untuk menjadi imam atau pemimpin 
bukan berdasarkan selera atau like and dislike. Pemikiran Al-Ghazali 
dalam hal kepala negara didasarkan pada Al-9ur'an surat An-Nisa ayat 
59,7 dan surat Ali Imran ayat 26.” 


“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah Gan taatilah 
Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di 
antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Gur'an) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" 


(05. 4:59). 

Kara es Ho DL IP sha A3 

S5) Pan Bag A3 uya 9533 AS oa 33 H3 aa 
Dia A3 


28 Muhammad Azhar, Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam Dan Barat, Jakarta, 
Grafindo Persada, 1997, hlm. 89: Lihat: Al-Ghazali, Al-Igtishad fi al-/'tigad, Kairo, tp. 1320 
H, hlm. 125 

“ Departemen Agama RI, Al-Gur'an dan Terjemah, Jakarta, PT. Sygma Exa Grafika, 2007, 
hlm.87 
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“Katakanlah (Muhammad), Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, 
Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau 
kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang 
Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau 
kehendaki, dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. 
Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha 
Kuasa atas segala sesuatu" (OS. 3:26) 


Dariayattersebut diatas, dijelaskan bahwa Allah telah mengklasifikasi 
dua kelompok manusia pilihan dari hamba-Nya sebagai kepala negara 
yang merupakan "bayangan" Allah di bumi. Dengan menyandang 
predikat “bayangan Allah", maka status kepala negara adalah Mugaddas 
atau suci, sehingga kekuasaannya tidak diperoleh dari rakyat. Pendapat 
ini apabila dinisbatkan pada sistem politik kekuasaan, maka sama 
dengan sistem theokrasi. 

Adapun syarat kepala negara yang diajukan oleh Al-Ghazali, sama 
dengan syarat seseorang menjadi hakim dengan memiliki kualifikasi 
sebagai berikut: (1). Merdeka dan bukan budak, (2). Laki-laki, (3). 
Mujtahid (4). Berwawasan luas (5). Adil (6). Baligh, dan (7). Tidak 
dibenarkan kepala negara wanita, orang buta, anak-anak, orang fasik, 
orang jahil dan pembeo. Sebagai tambahan dari syarat kepala negara, Al- 
Ghazali mencantumkan keturunan “Ouraisy”. 

Sekiranya syarat di atas tidak terpenuhi, dan yang jadi penguasa 
adalah seorang yang fasik, tetap berlaku hukum atas rakyat seperti 
berlakunya suatu pemerintahan yang diperoleh dengan jalan kudeta. 


5. IBNU TAIMIYYAH 


Nama lengkapnya adalah Tagi al-Din Abu Abbas Ahmad bin Abd al- 
Halim bin Abd al-Salam Abdullah bin Muhammad bin Taimiyyah. Lahir 
di Haran dekat Damaskus-Suriah, tahun 661 H. atau 1263 M. Ibnu 
Taimiyyah merupakan sosok ilmuan Muslim yang terkenal, seorang 
rasional yang intuitif, setia pada kebenaran, dan konsisten dalam 
pendirian. Kepakarannya dalam bidang kajian keislaman, meliputi tafsir, 
hadits, theologi dan figih, dengan berpedoman pada Mazhab Hanbali. 
Adapun tulisan yang terkait pemikiran politik kenegaraan, hukum dan 
kemasyarakatan, dapat dikaji dalam beberapa buku berikut: 


? Muhammad Azhar, Filsafat Politik, hlm. 90-91, Lihat, Al-Ghazali, al-Wajiz, Juz 2, 
Beirut, Dar al-Fikri, tt, hlm. 237. 
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Pertama, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah Fii Ishlahir Raa'i war Ra'iyyah: 
atau Sistem Politik Syari'ah atau Pemerintahan Syari'ah. Materi yang 
dibahas dalam buku ini meliputi: teori politik, peraturan administrasi 
pemerintahan Islam, wilayah atau kekuasaan/pertanggungjawaban 
berupa fungsi organisasi negara, serta kedaulatan. Kedaulatan yang 
dimaksud oleh Ibnu Taimiyyah di sini adalah otoritas kekuasaan negara 
berupa pimpinan negara, yang merupakan wewenang ulama dan umara. 
Secara umum, buku tersebut mengusung dua pokok persoalan sebagai 
tema utamanya, yaitu tentang amanat negara atau wilayah pemerintahan 
dan pelaksanaan hukum. 

Kedua, Al-Hisbah fil-Islam: atau Pengamatan Terhadap Kesusilaan 
Dalam Islam. Aspek yang dibahas dalam buku tersebut meliputi 
administrasi negara, fungsi dan hakikat negara, yang pada prinsipnya 
adalah seruan dalam melaksanakan amar makruf dan nahi munkar atau 
menegakkan kebaikan dan mencegah kemunkaran. 

Ketiga, Al-Ikhtiyar al-Ilmiyah: atau peraturan-peraturan yuridis 
dalam bidang pengadilan, dan sedikit sekali tentang teori politik dan 
pemerintahan. Buku tersebut lebih banyak membahas proses dan 
prosedur pengadilan, sehingga lebih bersifat teknis dalam pelaksanaan 
dan implementasi hukum. 

Pemikiran politik Ibnu Taimiyyah tergolong sangat teologis, karena 
menjadikan Islam (Guran dan Sunnah) sebagai dasar pijakan. Jadi 
pemikirannya bukan bersifat substantif, melainkan implementasi syariat. 
Ungkapan berikut ini mencerminkan hubungan yang tak terpisahkan antara 
perilaku pemimpin, kekuasaan politik, keimanan dan kesempurnaan agama, 
menjadi suatu kesatuan yang utuh. Hal itu tercermin dari ungkapannya, 
“Ketika banyak pemimpin (waliyyul-amr) berkeinginan untuk mendapatkan 
harta dan kedudukan dan mereka menjauh dari hakikat keimanan dalam 
pemerintahan mereka, maka banyak orang melihat bahwa kekuasaan 
politik bertentangan dengan keimanan dan kesempurnaan agama"?” 

Pada mugaddimah buku As-Siyasah Asy-Syar'iyyah Fii Ishlahir Raa'i 
war Ra'iyyah, tampak pada tema risalah dari keseluruhan isi buku 
tersebut diawali dengan mengutip Al-Gur'an surat An-Nisa ayat 58-59,” 


2? Sha'ib Abdul Hamid, Ibnu Taimiyyah Rekam Jejak Sang Pembaharu, (terjemahan), 
Jakarta, Citra, 2009, hlm. 96. 
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sebagai dasar pijakan. Esensi ayat 58, diperuntukkan bagi pemimpin 
negara atau kepala negara, dan esensi ayat 59 diperuntukkan bagi warga 


negara. 
aa S5 uaat ji at 
ol “ag Kas Uas S3) Jd 


Len) basa kan le 
“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum 
di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. 
Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. 
Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha melihat" (0S. 4:58) 


Ni eat 


Ai das Oo LA 4 & ips ira 
22 "3 5 
2g 


Sabah orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Kaallah Rasul 
(Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah (Al-Gura'an) dan Rasul (sunnahnya), 
Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian 
itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (0S. 4:59) 


Berdasarkan landasan teologis di atas, Ibnu Taimiyyah membangun 
teori kenegaraan. Hanya saja teori negara yang dikembangkan oleh Ibnu 
Taimiyyah cukup membingungkan, dan pernyataan tentang keberadaan 
negara tidak konsisten sebagaimana akan dijelaskan pada pokok-pokok 
pikirannya. Pokok-pokok pemikiran politik kenegaraan Ibnu Taimiyyah 


dapat dijelaskan sebagai berikut: 
“ Teori Negara 


Negara merupakan suatu keharusan, sebab setiap individu tidak 
dapat meraih kesejahteraan sempurna, baik di dunia maupun di akhirat. 
Untuk itu harusnya setiap individu bergabung dalam sebuah ijtima' 
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atau kelompok, sehingga terwujud kerjasama dan tolong-menolong. 
Penegasan tentang negara merupakan tugas suci yang diperintahkan 
oleh agama, dan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah 
SWT?! Pandangan tentang negara yang menjadi suatu keharusan, 
dikonstruksi oleh banyak kalangan dengan ulasan yang berbeda. 
Misalnya, Khalid Ibrahim Jindan penulis buku “Teori Politik Islam Telaah 
Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam", Abdullah Al-Munifi 
dalam bukunya “The Islamic Constitusional Theory”, menyatakan bahwa 
menurut Ibnu Khaldun, konstitusi Islam tidak menetapkan suatu bentuk 
pemerintahan Islam secara parsial. Syariat Islam tidak memberikan 
skema khusus tentang organisasi politik negara Islam. Akan tetapi 
syariat mencakup garis besar konstitusi Islam, dan urgensi kekuasaan 
adalah untuk menerapkan syariat, serta kewajiban umat untuk patuh 
dan mengikuti ketentuan syariat.” 


Keberadaan negara merupakan akulturasi antara hakikat agama 
dan argumen sosiologis. Kesejahteraan manusia hanya bisa terwujud 
dalam suatu tata sosial sebagai makhluk yang saling berantung satu 
sama lain. Atas dasar itulah diperlukan pemimpin untuk dapat mengatur 
manusia dalam tata hubungan tersebut." Argumen Ibnu Taimiyyah 
yang menjelaskan lebih detail tentang asal usul negara dalam konteks 
kemasyarakatan atau hubungan sosial demi terwujudnya kehidupan 
lahir batin secara seimbang, sebagaimana dinyatakan oleh Gamaruddin 
Khan sebagai berikut: 


“Kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan di dunia 
maupun di akhirat kecuali mereka bergabung menjadi sebuah 
masyarakat, bekerjasama, dan saling tolong menolong. Kerjasama 
dan tolong menolong tersebut perlu untuk menciptakan 
kesejahteraan dan- mencegah kesengsaraan. Karena alasan 
inilah dikatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk 
sosial. Apabila umat manusia telah diorganisir maka sudah pasti 
banyak hal-hal yang harus mereka lakukan untuk mewujudkan 
kesejahteraan mereka dan banyak pula hal-hal yang tidak boleh 
mereka lakukan karena akibat-akibatnya yang buruk. Dan mereka 


3 Muhammad Azhar, Filsafat Politik, hlm. 59. 
22 Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam, hlm. 67 
” Ibnu Taimiyyah, Siyasah Syariyah, hlm. 73 
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harus mematuhi pemimpin yang menjunjung tinggi cita-cita 
tersebut dan orang-orang yang mencegah perbuatan-perbuatan 
yang berakibat buruk itu. Jadi seluruh umat manusia harus tunduk 
kepada pemimpin atau orang-orang yang mencegah kejahatan 
tersebut" 


“ Wilayah Pelaksanaan Amanat Negara 

Substansi amanat yang dimaksudkan di sini bersifat umum, terutama 
dalam pemberian jabatan dan atau tugas kepada seseorang termasuk 
tugas tertinggi adalah sebagai kepala negara. Di dalam pelaksanaan 
amanat atau wilayat, terdapat empat aspek penting yang menjadi syarat 
ditegakkannya amanat." Keempat aspek dimaksud dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 

Pertama: Amanat diberikan kepada orang yang ashlah atau paling 
layak dan sesuai. Aspek ini didasarkan pada peristiwa Fathul Makkah, 
pada waktu penyerahaan kunci Ka'bah dari bani Syaibah kepada 
Rasulullah SAW. Pada saat kunci diserahkan kepada Nabi Muhammad 
SAW, Abbas bin Abdil Muththalib bermohon kepada Nabi SAW, agar dia 
diserahi amanat sebagai pemegang kunci untuk melengkapi tugasnya 
sebagai pelayan Ka'bah dan pemberi minum jamaah haji. Peristiwa 
ini menjadi asbab nuzulnya surat An-Nisa ayat 58-59. Ayat tersebut 
memberi legitimasi kepada Nabi Muhammad SAW, agar mempercayakan 
kunci tersebut kepada bani Syaibah. 

Kedua: Amanat atau jabatan kepala negara diberikan kepada orang 
yang terbaik secara berjenjang. Terdapat dua prinsip yang menjadi 
standar di dalam masalah ini: (1). Prinsip seleksi dengan kehati-hatian 
dan selektif sampai menemukan kualifikasi yang terbaik di antara 
semua orang yang akan dipilih. (2). Jika tidak ada lagi orang yang sebaik 
berdasarkan kriteria yang ditentukan baru akan diambil orang di 
bawahnya. Prinsip ini merujuk pada Gur'an surat At-Taghabun ayat 16, 
dan surat Al-Bagarah ayat 286." 


“ Gamaruddin Khan, Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah, (terjemahan), BandungPustaka, 
1983, hlm. 59. 


3s Ibnu Taimiyyah, Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam, (terjemahan), Surabaya, Risalah 
Gusti, 1999, hlm. 3-19. 
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“Maka Pernah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu 
dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik 
untuk dirimu, dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran 
dirinya, Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung." (At- 
Taghabun ayat 16) 


Leg sud en 


S5 & Bi ji LS Oo) Gis I Ep EL 
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"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya. (mereka berdoa): “Ya Tuhan Kami, janganlah 
Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan 
Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat 
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum 
kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami 
apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami: 
ampunilah kami: dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, 
Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir" 


Ketiga: Memiliki sifat Guwwah atau otoritas dan amanah. Kedua 


sifat ini menjadi suatu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Walapun 
demikian, kedua sifat ini dapat relatif diberlakukan dengan syarat 
situasional. Maksud situasional adalah antara sifat otoritas dan amanah 
dapat saja saling didahulukan atau diprioritas sesuai dengan kondisi dan 
kebutuhan daerah serta posisi atau jabatan yang akan dijabat. Misalnya, 
di daerah Afganistan, yang dibutuhkan adalah pemimpin militer 
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yang kuat, karena tingkat keamanan negara merupakan faktor utama 
dalam menjamin stabilitas negara, sehingga yang diprioritaskan atau 
didahulukan adalah orang yang memiliki sifat duwwah baru amanah. Jika 
di Negara yang lain, yang dibutuhkan adalah orang yang amanah, maka 
posisi yang akan dijabat, harus sesuai dengan tingkat kemampuan dan 
pengetahuan dalam jabatan tersebut. Misalnya, dalam posisi keuangan, 
maka yang dibutuhkan atau prioritas yang didahulukan adalah sifat 
amanah, baru Guwwah. 

Keempat, Sistem kelayakan dalam penetapan seorang pemimpin. 
Prinsip yang digunakan adalah mencontoh Sunnah Rasul Muhammad 
SAW, di dalam mengangkat pejabat pada jabatan tertentu, misalnya 
menjadi seorang gubernur. Pejabat tersebut sebelumnya pernah 
ditunjuk oleh Nabi SAW, sebagai imam shalat. Alasan yang digunakan 
Ibnu Taimiyyah didasarkan pada petunjuk Sunnah dan Gur'an, sebagai 
hujjah. Di dalam hadits, Rasulullah SAW,bersabda yang artinya “Shalat 
itu adalah tiang agama”. Implementasi hadits tersebut dipraktekkan 
oleh Nabi SAW, dan sebagai i'tibar dan atau petunjuk. Misalnya, Nabi 
SAW akan mengutus beberapa sahabat yang akan menjabat Gubernur, 
seperti Uttab bin Ussaid sebagai gubernur Mekkah, Utsman bin Abil 
Ash sebagai gubernur Thaif, Ali dan Muadz sebagai gubernur Yaman, 
dan Abu Musa sebagai gubernur Najran. Para gubernur tersebut 
sebelum menjabat, mereka ini merupakan imam shalat di antara para 
sahabat. Sementara petunjuk Al-Our'an, didasarkan atas beberapa ayat 
berikut ini, misalnya pada surat Thaha ayat 132, dan surat Adz-Zariat 
ayat 56-58.” 


s5 Gates Y kata, toe sai 45 


“Dan perintahkanlah kepada Pa Mendirikan shalat dan 
bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta 
rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. dan 
akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa". (OS. 
Thaha ayat 132) 


" Lihat, Departemen Agama RI, Al-Gur'an, hlm. 523 
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"Aku tidak ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka 
beribadah kepada-Ku' "Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari 
mereka dan Aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan 
kepada-Ku" “Sungguh Allah Dialah pemberi rezeki yang mempunyai 
kekuatan lagi sangat kokoh" (9.5. Adz-Zariat ayat 56-58). 


« Harta Kekayaan 

Ibnu Taimiyyah mengklasifikasi harta kekayaan, ke dalam empat 
kategori, yaitu harta sebagai suatu amanah, jenis harta negara, 
pemerataan, dan pendistribusian." Keempat kategori tersebut dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 

Pertama: Harta sebagai amanah. Ibnu Taimiyyah mengklasifikasi 
harta ke dalam kategori amanat, meliputi harta tunai. Harta tunai adalah 
harta wadi'ah atau harta titipan, harta muwakkal yaitu harta persekutuan 
dalam dagang yang terdiri dari atau berupa harta yang diwakilkan 
kepengurusannya, harta bagi hasil, harta penanggungjawab anak yatim, 
harta wakaf dan sejenis. Alasan yang dijadikan dasar pijakan adalah Al- 
Our'an surat Al-Ma'aarij ayat 19-28.” 


D ea AKN 03 Pena 


akad 2 
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Kh 


ms 


“ Ibnu Taimiyyah, Siyasah Syar'iyah, hlm. 25-47 
“ Lihat, Departemen Agama RI, Al-Gur'an, hlm. 569, 
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“Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh", "dan 
apabila mendapat kebaikan (harta) dia jadi kikir? “Kecuali 
orang-orang yang melaksanakan shalat" “Mereka yang tetap 
setia melaksanakan shalatnya", “dan orang-orang yang dalam 
hartanya disiapkan bagian tertentu", “bagi orang (miskin) yang 
meminta dan yang tidak meminta', “dan orang-orang yang percaya 
hari pembalasan', "dan orang-orang yang takut terhadap azab 
Tuhannya", “sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka, tidak 
ada seseorang yang merasa aman (dari kedatangannya)"(G.S. Al- 
Ma'aarij ayat 19-28). 


Kedua, Harta Negara. Sumber rujukan adalah Gur'an dan Sunnah. 
Klasifikasi harta negara meliputi, Ghanimah, Sedekah (zakat), dan Fa'i. 
(1). Ghanimah, atau dalam Gur'an disebut dengan anfal. Firman Allah 
dalam surat Al-Anfal ayat 1, yang artinya: "Mereka bertanya kepadamu 
tentang anfal (harta rampasan perang). Katakanlah, anfal itu bagi Allah 
dan Rasul-Nya”. (2). Sedekah, termasuk zakat, adalah harta yang diperoleh 
dari kaum muslimin dan dikelola oleh negara, dan untuk didistribusikan 
kepada yang berhak menerima, yaitu kaum fakir miskin, amil, muallaf, 
para budak termasuk orang yang berhutang, sabilillah atau orang yang 
berjihad fisabilillah, dan ibnu sabil atau para imigran. (3). Fa'i, adalah 
harta yang diperoleh tanpa melalui peperangan. 

“ Teori politik kekuasaan 

Konstruksi teori politik kekuasaan yang dituangkan dalam bukunya 
dengan Judul “As-Siyasah Asy-Syar'iyyah Fii Ishlahir Raa'i war Ra'iyyah", 
berbeda dengan para penulis buku tentang Ibnu Taimiyah, khususnya 
Khalid Ibrahim Jindan dengan judul bukunya “Teori Politik Islam Telaah 
Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam", dan Gamaruddin 
Khan dengan buku" Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah ". 

Menurut Khalid Ibrahim Jindan dan Gamaruddin Khan, teori politik 
kekuasaan yang dianut oleh Ibnu Taimiyyah berbeda dengan teori politik 
khilafah dalam mazhab Sunni, dan teori imamah dalam mazhab Syi'ah. 
Ibnu Taimiyyah mengkritik keras kedua mazhab politik tersebut, dan 
menyatakan sebagai aliran politik yang tidak berdasar pada Gur'an, 
Sunnah dan akal sehat. Keduanya hanya didasarkan pada refleksi sejarah, 
sementara refleksi sejarah tidak dapat dijadikan dasar berdirinya suatu 
bentuk kekuasaan politik. 
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Di dalam menelaah pemikiran Ibnu Taimiyyah, Ibrahim Jindan dan 
Khan menyatakan bahwa Ibnu Taimiyyah berkesimpulan bahwa Nabi 
Muhammad SAW, tidak pernah menegakkan negara. Madinah yang 
dibangunoleh Nabi SAW, merupakan tata sosial yang mirip sebuahnegara, 
sehingga pendapat Ibnu Taimiyyah dianggap cukup membingungkan, 
karena di satu sisi, dia memutlakkan berdirinya suatu negara, di sisi yang 
lain, menyatakan bahwa Nabi SAW, tidak mendirikan negara, dan negara 
bukan tujuan kenabian (nubuwwah). Apakah ini kesalahan kontruksi 
Jindan dan Khan, atau Ibnu Taimiyyah sengaja berpendapat demikian, 
tetapi agama membutuhkan kekuasaan politik. 

Berbeda dengan kontruksi Khalid Ibrahim Jindan dan @amaruddin 
Khan, teori kepemimpinan yang ditulis Ibnu Taimiyyah dalam buku 
As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, khusus pada bagian kepemimpinan atau 
istilah yang digunakan Ibnu Taimiyyah, adalah “Imarah", menyatakan 
bahwa kepemimpinan merupakan suatu kewajiban. Memimpin dan 
mengendalikan rakyat adalah kewajiban yang asasi dalam agama. Bahkan 
“igamatuddin" tidak mungkin dapat direalisasikan, kecuali dengan adanya 
kepemimpinan.” Pendapatnya ini didasarkan kepada Al-9uran dan 
Hadits. Ayat Al-ur'an dan Hadits yang dijadikan dasar pijakannya sebagai 
berikut: Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 165, berbunyi: 


pem tag ata 

Se Saba san 

“Dia-lah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi 

dan Dia mengangkat (derajat) sebagiam kamu di atas yang lain, 

untuk mengujimu atas (karunia) yang dberikan-Nya kepadamu. 

Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan 
sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang" (0S. 6:165)." 


“Sesungguhnya Allah rela kepadamu sekalian dalam tiga perkara: 
Hendaklah kamu beribadat kepada-Nya dan tidak menyekutukan- 
Nya dengan sesuatu. Hendaklah kamu semuanya berpegang teguh 


“ Ibnu Taimiyyah, Siyasah Syar'iyah, hlm. 156-158 
“ Departemen Agama RI, Al-Gur'an, hlm. 150 
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denan tali Allah dan janganlah bercerai berai, dan hendaklah kamu 
sekalian saling menasehati kepada orang yang dijadikan Allah 
pemimpin atas perkaramu'. (HR. Muslim).? 


Konstruksi pemikiran Khalid Ibrahim Jindan dan Gamaruddin Khan 
atas pemikiran Ibnu Taimiyyah masih perlu diuji ulang, karena tidak 
sejalan dengan konteks hadits di atas, yang dijadikan hujjah oleh Ibnu 
Taimiyyah untuk mengakui bahwa Nabi SAW, sangat memutlakkan 
adanya pemimpin, dan seharusnya Piagam Madinah merupakan bukti 
kongkrit negara Nabi SAW. 

6. IBNU KHALDUN 

Nama lengkapnya adalah Abd al-Rahman bin Muhammad bin 
Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Zaid 
Waliuddin Ibnu Khaldun. Lahir di Tunisia-Afrika Utara tahun 732 
H, atau 1332 M, dan wafat di Kairo pada tanggal 25 Ramadhan 808 
H, atau 19 Maret 1406 M. Asal silsilahnya dari Hadramaut-Yaman 
Selatan. Sebelum bermukim di Tunisia dan wafat di Kairo, keluarganya 
bermukim di Andalusia-Spanyol, sebagai pendatang yang mengemban 
misi penaklukan wilayah bagian selatan Spanyol. Nama Ibnu Khaldun 
diambil dari nama kakeknya generasi kesembilan, yaitu Khalid bin 
Utsman yang pertama kali datang di Andalusia sebagai pasukan perang 
Arab. Hasil karya berupa buku yang sangat fenomenal, terkait dengan 
sejarah, sosiologi dan politik adalah “Mugaddimah"' 

Ibnu Khaldun merupakan pemikir Islam terkemuka dalam bidang 
sosiologi politik. Dia dinyatakan sebagai peletak dasar ilmu sosiologi 
politik. Pendekatan yang dikembangkan dalam pemikiran sosiologi 
politik adalah pemetaan masyarakat ke dalam lingkup interaksi 
sosial, politik, ekonomi, dan geografi. Formasi masyarakat dan negara 
yang terbentuk dari solidaritas, mendorong manusia untuk bersaing 
memperebutkan kepemimpinan." 

Pemikiran politik Khaldun bertumpu pada teori siklus perubahan 
atau teori gerak sejarah. Bahwa kategori yang paling umum dalam 


“Ibnu Taimiyyah, Siyasah Syar'iyah, hlm. 157. 

# RA Gunadi dan M. Shoelhi, Khazanah Orang Besar Islam Dari Penakluk Jerusalem 
Hingga Angka Nol, Jakarta, Republika, 2003, hlm. 119 

# Ibid, hlm. 121 


104 Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si 


teorinya ini adalah asosiasi manusia atau “al-ijtima” dan peradaban atau 
“al-'umran". Peradaban merupakan suatu keniscayaan atau “dharuriy”, 
karena manusia adalah makluk politik. Ia tidak dapat bertahan hidup 
tanpa organisasi sosial, yang oleh para filosof, secara teknis disebut 
dengan kota atau polis dan atau negara. Bahwa syariat sejalan dengan 
daulah, walaupun daulah sendiri merupakan bentuk apresiasi alamiah, 
akan tetapi pemikiran Khaldun bersifat Allah-sentris."" Adapun Pokok- 
pokok pikiran tentang politik dapat dijelaskan sebagai berikut: 

« Asal Usul Negara 


Negara," dalam pandangan Ibnu Khaldun terbentuk secara evolusi, 
mengikuti tingkat perkembangan dan peradaban manusia. Teori tentang 
asal usul negara dikemukakan oleh Khaldun, mengandung dua prinsip 
umum. 

Pertama, dikenal dengan teori ashabiyah. Ashabiyah mengandung arti 
kesukuan dan solidaritas. Makna ashabiyah, diterjemahkan oleh Frans 
Rosenthal, dalam bahasa Inggris menjadi group feeling. Secara harfiah, 
ashabiyah dimaknai dengan “solidaritas kelompok". Negara tidak dapat 
berdiri tanpa didukung oleh persatuan dan solidaritas. 

Kedua, untuk mendirikan negara dibutuhkan suatu perjuangan 
maksimal, atau suatu pertarungan hidup mati. Manusia diberikan 
kemampuan oleh Allah SWT, berupa potensi berpikir atau akal untuk 
mengorganisasikan dirinya menjadi suatu komunitas masyarakat, 
sehingga dapat terbentuk peradaban.” 

'Ashabiyah adalah sistem kekerabatan, mulai dari hubungan pertalian 
darah atau keluarga, sampai dengan hubungan antar relasi sosial. 
Hubungan darah dan kekerabatan atau keluarga, merupakan bentuk 
ashabiyah yang paling murni. 

“ Antony Black, Pemikiran Politik, hlm. 320 dan 330. 


“ Istilah yang digunakan Ibnu Khaldun tentang kata “Negara” adalah “Dawlah". 
Kepastian tentang kapan kata Dawlah digunakan oleh orang Arab dengan pengertian 
negara tidak dikeahui secara pasti. Kata Dawlah dengan pengertian negara, hanya dapat 
ditemukan pertama kali di dalam buku Mugaddimah Ibnu Khaldun, tercantum pada bab 
“fi ma'na al-khilafah wa al-imamah', halaman 170. (lihat, Abu Fathan, Nasionalisme, Jurnal 
Politik dan Dakwah “al-wa'ie', No.08 Tahun 1, 1-30 April, Bogor, Hizbuttahrir, 2001, hlm. 23, 

" Munawir Sjadzali, Islam Dan, him. 90-101: Lihat, Biyanto, Teori Siklus Peradaban: 
Perspektif Ibnu Khaldun, Surabaya, Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM), 
2004, hlm. 101-108 
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Menurut Abd al-Razzag al-Makki, ashabiyah memiliki kesamaan 
makna dengan kata ashab dan ishabah. Ashab mengandung makna 
hubungan, sedangkan ishabah bermakna ikatan. Kesimpulan yang buat 
oleh al-Makki, dalam mengkaji pemikiran Ibnu Khaldun, khususnya 
tentang istilah ashabiyah atau group feeling, memiliki lima macam atau 
bentuk." 

Pertama, ashabiyah kekerabatan dan keturunan, merupakan bentuk 
ashabiyah yang paling kuat dan murni. Kedua, ashabiyah persekutuan, 
yaitu ashabiyah yang terjadi karena keluarnya seseorang dari garis 
keturunannya semula, ke garis keturunan yang lain. Ketiga, ashabiyah 
kesetiaan, yaitu peralihan seseorang dari satu garis keturunan ke 
keturunan yang lain akibat kondisi sosial. Ashabiyah ini lebih bersifat 
hubungan persahabatan dan pergaulan atau hubungan sosial. Keempat, 
ashabiyah penggabungan, yaitu keluarnya seseorang dari keluarga dan 
kaumnya untuk bergabung pada keluarga atau kaum lainnya. Kelima, 
ashabiyah perbudakan, yaitu hubungan antara budak dan kaum mawali 
dengan tuan mereka. 

« Tahap Perkembangan Negara 

Jika mengikuti alur atau metode berpikir Ibnu Khaldun tentang 
tahapan perkembangan negara yang akan dijelaskan nanti, maka 
dapat diperoleh asumsi bahwa Ibnu Khaldun telah mengembangkan 
metode berpikir evolusioner sesuai kecenderungan watak dan 
perilaku kekuasaan. Menurut Ibnu Khaldun, orientasi perkembangan 
negara dapat dibagi menjadi lima tahap yaitu: Awal berdirinya Negara, 
Pemusatan kekuasaaan atau tirani, Kekosongan dan Santai, Ketundukan 
dan Kemalasan, Pembubaran dan Keruntuhan Negara.” Kelima tahap 
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tahap pertama, Awal berdirinya negara. Negara hanya dapatdibangun 
dengan bantuan ashabiyah. Otoritas kekuasaan hanya dapat ditegakkan 
bilamana memperoleh dukungan rakyat. Tahap ini disebut dengan tahap 
konsolidasi untuk mencapai tujuan. Kekuasaan dimiliki bersama antara 
pemimpin dan rakyat, akan tetapi model ini tidak ideal, karena makin 
banyak orang berkuasa, makin terjadi kekisruhan disebabkan masing- 
masing orang cenderung memaksakan kehendak, saling intervensi 


“ Biyanto, Teori Siklus Peradaban, hlm. 108-109. 
“" Ibid, hlm. 111-114.: Lihat, Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara, hlm. 104-106. 
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dan mendominasi. Jika dibiarkan terus berlanjut, maka akan muncul 
persaingan dan dualisme kekuasaan. Sebagai landasan teologis Ibnu 
Khaldun mengutip Firman Allah dalam Al-Gur'an. “Dan kalau saja di 
alam ini ada Tuhan selain Allah, maka pasti akan terjadi kekacauan". 
Pada tahap pertama, pola kehidupan masih bersifat sederhana, karena 
sang penguasa masih relatif baru dan belum mengenal kemewahan, 
akan tetapi jika dibiarkan berlanjut, maka terjadi proses delegitimasi 
kekuasaan. 

Tahap kedua: Pemusatan kekuasaaan atau tirani. Ketika pengusa 
telah memiliki kekuasaan yang mapan, maka timbul keinginan untuk 
memonopoli kekuasaan dengan cara menghancurkan ashabiyah dari 
sistem pemerintahan. Ciri dari sistem tirani ini adalah penguasa 
bertindak zalim atau despotisme, monopoli, kemegahan, kemewahan, 
dan mendiskreditkan kawan. Cenderung meminta bantuan pada orang 
asing. 

Tahap ketiga: Kekosongan dan Santai. Pada tahap ini, penguasa 
mengendalikan kekuasaan dengan menumpuk kekayaan, kehidupan 
serba mewah secara material, demi untuk membangun citranya sebagai 
penguasa berwibawa, terhormat dan saling bersaing antara penguasa. 
Pada tahap ini, rakyat diberi akses untuk ikut menikmati kekayaan dan 
kesejahteraan. 

Tahap keempat, Ketundukan dan kemalasan. Kekuasaan dibangun 
atas dasar pewarisan dan tradisi-tradisi pendahulu, tanpa berusaha 
untuk berusaha mengadakan perubahan dan perbaikan lagi. Kekuasaan 
bersifat statis. Pada tahap ini terjadi kejumudan sehingga tidak ada 
upaya untuk meningkatkan kemajuan, dan sebagai awal permulaan 
proses negara menuju kemunduran. 

Tahap kelima: Pembubaran dan Keruntuhan Negara. Tahap kelima 
merupakan puncak dari hancurnya suatu negara, karena hilangnya sifat 
amanah, orang jahat dipercaya, dan orang jujur didustakan. Negara tidak 
lagi menegakkan keadilan, berbagai penyakit kronis merajalela, seperti 
pola hidup boros, nepotisme, korupsi, dan semua bentuk kezaliman 
bermunculan. 

« Jabatan Raja, Khalifah, dan Imam 

Terdapat beberapa argumen yang disampaikan Ibnu Khaldun terkait 

jabatan raja, khalifah dan imam sebagai suatu lembaga yang alami 
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atau telah menjadi sunnatullah yang menjadi bagian yang inheren bagi 
terciptanya kehidupan bernegara. Argumen itu antara lain, Pertama, 
manusia tidak mungkin dapat hidup secara manusiawi atau beradab, 
tanpa suatu organisasi kemasyarakatan. Kedua, Manusia sebagai 
makhluk Allah, merupakan bagian dari alamdan atas kehendak Allah 
juga, semua ciptaannya dapat dilestarikan. Ketiga, pada dasarnya 
manusia mempunyai sifat agresivitas dan destruktif, sehingga perlu 
dikendalikan dan diatur. 

Adapun bentuk atau sistem pemerintahan menempatkan kedudukan 
raja, khalifah dan imam, dapat dijelaskan sbagai berikut: (1). Bentuk 
kepemimpinan atau kekuasaan berupa kerajaan atau monarki. Bagi 
pemerintahan monarki, seorang raja harus memiliki sejumlah atribut, 
dan dengan atribut itu, dia dapat memerintah dengan adil atau juga 
sebaliknya. Atribut dimaksud adalah sebagai manusia pilihan-unggulan 
atau superioritas, terutama dalam hal kekuatan fisik, sehingga dapat 
memaksakan ketaatan rakyatnya atas keputusan dan kebijakan yang 
dibuatnya. Untuk menghidari praktek kekuasaan bersifat tirani, 
dibutuhkan dua bentuk regulasi. Pertama, peraturan atau regulasi yang 
dibuat oleh para cendikiawan negara. Kedua, peraturan atau regulasi 
yang bersumber dari ajaran agama yang diturunkan oleh Allah SWT, 
melalui Nabi SAW. 

Di antara kedua macam regulasi atau peraturan tersebut, Ibnu 
Khaldun mendahulukan regulasi yang kedua, karena ajaran agama 
dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. 
Nilai-nilai agama sebagai alat untuk menetralkan ketidakharmonisan 
dan mencegah kemerosotan dalam perjalanan suatu kerajaan.” (2). 
Bentuk kepemimpinan atau kekuasaan berupa khalifah dan imam. 
Kedudukan khalifah dan imam adalah sebagai ndib atau pengganti 
Nabi, atau pengganti kedudukan Nabi dalam konteks kekuasaan negara. 
Adapun khalifah hanya semata-mata sebagai pelaksana ajaran agama, 
dan mengatur urusan duniawi bagi rakyat, dan imam dia bertindak 
memimpin shalat yang diikuti oleh rakyatnya atau makmum. 

Syarat menduduki jabatan kepala negara, khalifah atau imam adalah 
berpengetahuan luas, adil, mampu, sehat badan, utuh semua panca 
indera, dan dari keturunan Ouraisy. Adapun mekanisme yang digunakan 


“ Antony Black, Pemikiran Politik, hlm. 330. 
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untuk pengangkatan khlaifah atau imam, dilaksanakan oleh lembaga 
atau badan yang disebut dengan “Ah! al-Halli Wa al-Agdhi", atau dalam 
pemerintahan sekarang dapat disamakan dengan parlemen atau PDR, 
yang memilih bersasarkan musyawarah." 


G. PEMIKIR POLITIK ISLAM KONTEMPORER 

Pemikir politik Islam kontemporer atau zaman modern yang 
dimaksud adalah mereka yang diidentifikasi sebagai ilmuan Muslim 
generasi pelanjut dari generasi klasik dan zaman pertengahan. Di antara 
para pemikir politik gererasi pelanjut dimaksud adalah Jamaluddin 
Al-Afgani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Abul A'la Al- 
Maududi, Sayyid Gutub, Hasan Al-Banna, Muhammad Husain Haikal, 
Yusuf Gardhawi, dan Imam Khumaini, dan lain-lain. Berikut ini akan 
dijelaskan gagasan beberapa para tokoh tersebut. 

1. JAMALUDDIN AL-AFGHANI 

Nama lengkapnya adalah Jamal al-Din al-Afgani. Catatan asal usulnya 
dan tahun kelahirannya pun tidak jelas. Di dalam buku yang ditulis 
Munawir Sjadzali, Al-Afgani lahir di As'adabad dekat Kanar-wilayah 
Kabul Afganistan, atau di As'adabad dekat Hamadan Persia, pada tahun 
1838.52 Di dalam buku Philip K Hitti, Al-Afgani lahir di Afganistan 
pada tahun 1839. Hasil karya berupa buku, tidak dapat diidentifikasi 
atau mungkin juga Al-Afgani tidak sempat menulis buku. Gagasan dan 
pemikiran politiknya hanya dapat diketahui dari majalah “Al-Urwah al- 
Wutsga”. Majalah ini menjadi media yang mentranformasikan gagasan 
dan perjuangan politiknya. 

Jamaluddin Al-Afgani, Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid 
Ridha merupakan tokoh modernis pada kebangkitan Islam atau Pan 
Islamisme. Ketiga tokoh tersebut, mempunyai mazhab politik yang sama, 
karena selain hubungan guru murid, yakni Abduh berguru pada Afgani, 
dan Ridha berguru pada Abduh, ketiganya juga menganut paham atau 
aliran keagamaan Islam yang sama yaitu salafiah atau “baru”. Sebagai 
pembaharu, Al-Afgani tampil dengan semangat Pan Islamisme yang 
meliputi dunia Islam denganmengusung gagasan “Re-establishment of 
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social order and its tranformation", "The Struggle for political reform", dan 
“The development of the Islamic movement" 


Pokok-pokok pikiran Politik Al-Afgani yang tertuang dalam majalah 
Al-Urwah al-Wutsga, yang kemudian menjadi panutan bagi Muhammad 
Abduh dan Rasyid Ridha, sebagaimana dikutip oleh Dedi Supriyadi,” 
dapat dijelaskan sebagai berikut: 

(1). Khalifah atau pemimpin adalah suatu kewajiban agama. Atas dasar 
itu kaum muslimin diwajibkan untuk menguasai kembali semua 
wilayah yang telah direbut oleh bangsa penjajah. Jika sekiranya 
umat Islam tidak mampu merebut kembali daerah-daerah yang 
telah dijajah, maka harus hijrah ke daerah atau wilayah Islam 
atau darul Islam, karena wilayah yang telah diduduki oleh bangsa 
penjajah dinyatakan sebagai darul harbi. 

(2). Menentang agresi dari kaum nonmuslim dan merebut kembali 
daerah yang telah dikuasai oleh nonmuslim bukan saja merupakan 
kewajiban umat Islam di wilayah dimana dia tinggal, melainkan 
menjadi kewajiban umat Islam di seluruh dunia. 

(3). Kemunduran umat Islam disebabkan karena Islam tidak lagi 
terintegrasi dengan politik sebagai suatu kesatuan. Kekhalifahan atau 
khilafah telah dipisahkan dari pemikiran keagamaan, sehingga terjadi 
firgah-firgah dalam paham keagamaan dan pemikiran politik. 

(4). Islam adalah agama kemajuan dan perubahan, agama nalar dan 
pengetahuan, agama yang memiliki etika dan etos kerja yang kuat. 
Sebagai bukti dari argumen ini, kita dapat menelusuri kejayaan 
Islam di masa lalu melalui refleksi sejarah. Islam telah melahirkan 
suatu civil society atau kehidupan yang beradab dalam semua aspek, 
mulai dari kemajuan ilmu pengetahuan, politik dan budaya. 

(5). Kebangkitan suatu umat, adalah dengan mentransformasi kemajuan 
sains dan teknologi, bukan suatu konfrontasi. Berbagai cara dapat 
digunakan untuk mentransformasi ilmu pengetahuan, mengadopsi 
kemajuan Ilmu pengetahuan, sungguhpun itu datang dari Barat, 
dengan tujuan membangun nasionalime dan transnasionalisme 
Islam atau Pan Islamisme. Sebagai solusi atas problem yang dihadapi 
umat Islam, perlu dibangun pusat-pusat kajian di berbagai negara 
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dan umat harus dibimbing dengan jalan ijtihad berdasarkan Gur'an 
dan Hadits, untuk mencapai kejayaan umat Islam. 
2. MUHAMMAD ABDUH 

Nama lengkapnya, Syekh Muhammad Abduh. Lahir di Mesir pada 
tahun 1849, dan meninggal tahun 1905 di Alexandria Mesir. Abduh 
memperoleh kesarjanaan pada Al-Azhar (Universitas) dengan gelar Alim 
atau al-Alim. Dalam bidang pemikiran politik dan keagamaan, Abduh 
sejalan dengan gurunya (Al-Afgani). Latar belakang kehidupannya 
penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Tahun 1879 dia diangkat 
menjadi pengajar di Al-Azhar dan Darul Ulum (Universitas), namun pada 
tahun itu juga diberhentikan. Tahun 1882, Abduh diangkat lagi untuk 
memimpin majalah pemerintah “Al-Waga'i al-Misriyah". Tahun 1884, 
dia diusir dari Mesir atas tuduhan terlibat dalam pemberontakan "Urabi 
Pasha" 

Di saat terusir itulah, Abduh berpindah dari satu tempat ke tempat 
lain, mulai dari Beirut, Libanon, Tunisia, sampai Paris Perancis. Tahun 
1889, Abduh diampuni dan diizinkan kembali ke Mesir, kemudian 
diangkat menjadi hakim pada Tribunauux Indigine atau pengadilan 
untuk pribumi. Dua tahun kemudian diangkat menjadi penasehat pada 
Cour d'Appel atau mahkamah banding. Tahun 1899, diangkat dalam 
jabatan tertinggi di Mesir yakni mufti Negara. 

Beberapa pemikiran penting tentang politik dan pemerintahan, 
tertuang dalam karyanya antara lain: “Al-Islam Din Al-Ilm wa Al- 
Madaniyah, Ar-Rad Badi" Ad-Dahriyah", “Al-Islam wa Al-Nasraniyyah 
ma'al al-Ilm wa al-Madaniyyah". Pokok pikiran tentang politik dan 
pemerintahan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

« Bentuk Negara 

Bahwa Islam tidak menghususkan suatu bentuk pemerintahan 
tertentu. Untuk itu pemerintahan Islam atau khilafah Islamiyah harus 
bersifat fleksibel dan dinamis, mengikuti perkembangan masyarakat 
dalam kehidupan materi dan kebebasan berpikir. Kekuasaan Negara 
harus dibatasi oleh konstitusi, sehingga khalifah tidak memiliki 
kekuasaan mutlak. Esensi pemerintahan tidak didasarkan atas sistem 
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syariat yang kaku melainkan pemerintahan yang adil, demokratis yang 
didasarkan atas musyawarah.” 

Muhammad Abduh diklaim oleh banyak pemikir sebagai tokoh 
modernism Islam, karena pendapatnya dianggap berbeda dengan 
banyak pemikir politik Islam lainnya, khususnya Islam ideologis. Abduh 
berkeyakinan bahwa Islam dan akal, serta Islam dan ilmu pengetahuan 
modern tidak bertentangan. Untuk itu, transformasi umat Islam harus 
didasarkan pada rasionalisasi dan integrasi Islam ke dalam institusi dan 
gagasan modern. Dengan kata lain, politik Barat modern dengan ideologi 
demokrasinya dan sistem konstitusional, merupakangagasan yang 
menarik dan rasional untuk diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara.Hal ini dapat dimungkinkan karena Islam tidak mengakui 
segala bentuk kedaulatan agama atau al-sultah al-diniyyah, sehingga 
hakikat pemerintahan Islam tidak bersifat keagamaan, melainkan 
bersifat duniawi. Jadi bentuk pemerintahan sesungguhnya adalah 
kedaulatan rakyat yang dibangun atas prinsip kebebasan atau hurriyah, 
integral dan konsultatif atau syura, serta konstutusional atau ganun." 

« Khalifah 


Penggunaan istilah Khalifah yang ada semenjak Khulafaurrasyidun 
sampai dengan masa dinasti-dinasti Islam merupakan kekhalifahan 
historis, bukan dalam konteks rezim politik Theokrasi dalam arti 
bahwa Khalifah telah memperoleh mandat langsung dari Tuhan. Bahwa 
kepatuhan dan ketundukan rakyat pada Khalifah karena keyakinan 
keagamaan mereka. Di dalam kitabnya, al-Islam wa Al-Nasraniyyah ma'al 
al-Ilm wa al-Madaniyyah, Abduh menulis sebagai berikut: 


“Khalifah...dipatuhi oleh rakyat bukan karena bai'at dengan 
keadilan dan perlindungan sebagai prasyaratnya, tapi karena 
keyakinan keagamaan, sehingga orang yang beriman tidak pernah 
bias menentangnya, kalaupun khalifah tersebut musuh agama 
Tuhan...karena perbuatan-perbuatan penguasa dengan otoritas 
keagamaannya, bagaimana pun manifestasinya, adalah agama dan 
hukum” 

" Dedi Supriyadi, Perbandingan Figh Siayasah, hlm. 136-137 
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3. RASYID RIDHA 


Nama lengkap, Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Muhammad 
Syamsuddin bin Muhammad Baharuddin bin Munla Ali Khalifah. Lahir di 
daerah Tripoli-Syiria pada tanggal 23 September 1865. Ridha keturunan 
Husein bin Ali bin Abu Thalib. Pendidikan formalnya dimulai dari 
Madrasah Ibtidaiyah Rasyidiyah di Tripoli dan kemudian melanjutkan 
pendidikan pada Madrasah Wathaniyah Islamiyah di Beirut." Pasca lulus 
dari pendidikan formal, dia bergelut dalam bidang Dakwah dan tarikat, 
khususnya tarikat Nagsabandiyah. Rasyid Ridha meninggalkan dunia 
tarikat karena merasa tidak cocok dengan praktek mereka, dan kemudian 
tertarik pada pemikiran Jamaluddin Al-Afgani dan Muhammad Abduh. 

Persentuhannya dengan pemikiran keduanya berwal dari Majalah 
“Al-Urwah Al-Wustga", di mana majalah tersebut menjadi media bagi 
tulisan-tulisan Afgani dan Abduh, membuat dia berubah dalam orientasi 
pemahaman keagamaan. Rasyid Ridha sangat berkeinginan bertemu 
Afgani, dan melalui jasa sahabatnya Abdul Kadir Maribi, dia mengirim 
surat kepada Afgani untuk bertemu dan berguru padanya. Akan tetapi 
keinginannya itu tidak dapat terlaksana lantaran tembok penjara sebagai 
hijab baginya, kerena kehidupan Afgani selalu dalam penjara.Walaupun 
tidak bertemu secara fisik dengan Afgani, namun kebenaran gerakan 
salafiyah Afgani dapat diterima, di samping bertemu langsung dengan 
murid Afgani yang menjadi gurunya yakni Muhammad Abduh. Dari 
pertemuan itulah, gagasan dan pemikiran Afgani ikut memperkukuh 
keyakinannya tentang kebenaran gerakan salafiyah. Tahun 1898, Rasyid 
Ridha hijrah ke Mesir dan bergabung dibawah asuhan dan bimbingan 
Abduh. Hubungan keduanya dapat terbina dengan baik dan makin 
kompak. Untuk mendukung gerakan mereka, keduanya menerbitkan 
majalah Al-Manar sebagai corong propaganda paham salafiyah. Loyalitas 
dan konsistensinya kepada Abduh tetap terjalin hingga Abduh wafat 
pada tahun 1905. 

Esensi dari hasil karya dan pokok-pokok pikiran Rasyid Ridha 
tidak lain adalah melanjutkan gerakan dan gagasan gurunya, yakni 
gerakan salafiah yang berkembang luas di dunia Islam. Salah satu karya 
fenomenalnya untuk mengabadikan nama majalah Al-Manar yakni Tafsir 
Al-0ur'an "Al-Manar'”. Karya fenomenal lainnya dalam bidang politik 
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adalah “Al-Khalifah aw Al-Imarah". Secara spesifik pokok-pokok pikiran 
dalam bidang politik dapat dijelaskan sebagai berikut." 
« Ashabiyah atau Kesatuan Umat Islam 

Tema yang digunakan tentang adanya kesatuan umat Islam adalah 
Patriotisme-Nasionalisme. Istilah lain dari patriotisme adalah Pan 
Islamisme. Paham kelompok atau patriotisme merupakan modal 
dasar bagi persatuan muslim yang dapat diwujudkan dalam bentuk 
pemerintahan khilafah atau khalifah. 

“ Teori Khilafah atau Khalifah 8 

Pemikiran tentang khilafah, Ridha berbeda dengan gurunya 
(Abduh) dan Afgani. Jika Afgani dan Abduh menekankan ijtihad 
untuk merekonstruksi teori-teori kepemimpinan dan politik Islam 
dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman termasuk mengakui 
sistem politik demokrasi, maka Ridha secara konservatif mengakui 
konsep khalifah sebagai wajib syar'i, karena Islam adalah agama untuk 
kedaulatan politik dan pemerintahan. Kepemimpinan khilafah adalah 
kepemimpinan yang menegakkan urusan agama meliputi dunia. 

Rasyid Ridha mendukung pendapat Al-Mawardi, bahwa imamah 
merupakan naib Nabi dalam mengurus masalah keagamaan dan 
keduniaan. Sebagai tokoh pembaharu Islam dan pemikir Islam 
kontemporer, Rasyid Ridha ingin merefleksikan kembali teori-teori 
klasik tentang pemerintahan Islam yang sekian lama telah mapan 
dalam historiografi dunia Islam."?' Dengan demikian, kewajiban yang 
ditekankan secara syar'i dengan sendirinya telah menafikan teori atau 
konsep politik lain, seperti bentuk pemerintahan nasinalis republik 
ataupun demokrasi. 

« Syarat Menjadi Khalifah dan Mekanisme Pemilihan 

Di dalam menetapkan syarat seseorang menjadi khalifah, Ridha 
merujuk pada pemikiran klasik. Syarat yang diajukan meliputi (1). 
Memiliki ilmu pengetahuan yang memadai dan mencapai derajat 
mijtahid. Agar seseorang sampai pada derajat mujtahid diperlukan 
sarana pendidikan tinggi keagamaan yang mengajarkan berbagai ilmu 
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keislaman. (2). Pemilihan dapat melalui lembaga Ahlul halli wal agdi, 
di mana lembaga tersebut diisi oleh para lulusan lembaga pendidikan 
tinggi keagamaa yang telah dibentuk secara khusus untuk mendidik para 
mujtahid. (3). Pemilihan dapat dilaksanakan juga melalui muktamar 
akbar Islam." 


4. PEMIKIRAN SALAFIYYAH: AFGANI, ABDUH DAN RIDHA 

Salafi atau salafiyyah adalah suatu aliran atau paham keagamaan 
yang berpendirian bahwa umat Islam harus kembali mengamalkan 
ajaran Islam secara murni seperti yang dahuhu diamalkan oleh generasi 
pertama Islam atau yang disebut dengan salafiyyah (pendahulu). Secara 
etimologi, kata salafiyyah, salafiyyun, sallafiyyin, salafy, atau salafi, 
berkaitan dengan kata salaf, dalam bahasa Arab berarti “terdahulu, telah 
lalu, telah selesai, kaum di masa lalu”. Secara terminologi, makna salaf 
ash-Shalih, yaitu para pendahulu umat Islam yang saleh. Ada tiga generasi 
atau golongan yang dimaksud sebagai kaum salaf: (1). Sahabat Nabi, 
(2). Generasi pengikut sahabat atau tabiin, dan (3). Generasi pengikut 
tabiin atau tabiit-tabiin." 

Pada abad ke-7 Hijriyah, ajaran salafiyyah dikembangkan oleh para 
ulama pengikut mazhab Ahmad Ibn Hanbali, dengan tujuan berpegang 
pada agidah ulama Salaf. Paham Salafiyyah dikampanyekan secara luas 
oleh Ibnu Taimiyyah. Pada abad ke-12, ajaran ini berkembang secara 
luas di jazirah Arab dengan tokohnya Muhammad Ibnu Abdul Wahab, 
dengan pengikutnya dinamakan kaum Wahabi. Salafiyyah dinisbatkan 
kepada para tokohnya: Imam Ahmad bin Hanbal (164-241/780-855), 
Ibnu Taimiyyah (1263-1328) dan muridnya Ibnu Gayyim al-Jauziyah 
(1292-1350), Muhammad bin Abdul Wahhab (1703-1787), Sayyid 
Ahmad Khan (1817-1898), dalam perkembangan berikutnya Salafiyyah 
dikembangkan dan dinisbatkan kepada para pembaharu Islam, yaitu 
Sayyid Jamaluddin Al-Afgani (1838-1897), Muhammad Abduh (1849- 
1905), Muhammad Rasyid Ridha (1856-1935). 

Dalam terminologi politik ajaran salafy dinisbatkan kepada 
Jamaluddin Al-Afgani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Ada 
tiga ajaran salafiyah yang menjadi ciri pemikiran Afgani. (1). Umat 
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Islam hanya dapat membangun kembali kejayaan Islam dengan cara 
mempraktekkan Islam secara murni, mengikuti pola hidup sahabat Nabi, 
atau para khulafaurrasyidin. (2). Menentang kolonialisme dan dominasi 
Barat dalam aspek ekonomi, politik, dan kebudayaan. (3). Diperlukan 
transformasi ilmu dan teknologi dari Barat, karena pada hakikatnya 
adalah mengambil kembali apa yang dahulu dimiliki dan dikuasai oleh 
umat Islam dan disumbangkan kepada Barat.“ 

Diakui bahwa ketiga tokoh pembaharu kebangkitan Islam (Pan 
Islamisme) tersebut di atas memiliki ikatan emosional sebagai guru dan 
murid, dan sama-sama menganut paham salafiyah, akan tetapi secara 
teoritik berbeda pandangan dalam mereorientasi dan merekonstruksi 
pemikiran dan gerakan pembaharuan. Afgani, misalnya lebih berperan 
sebagai seorang agitator dan konseptor strategi perjuangan umat. 
Abduh dan Ridha, merupakan tokoh pembaharu agama, dan terlibat 
secara praktis dalam dunia politik (politik praktis) dan mengembangkan 
pemikiran sistem politik. Jika Afgani dan Abduh masih mentoleransi 
sistem politik sekularis seperti demokrasi dan nasionalisme yang 
dapat diadopsi sebagai bagian dari sistem politik Islam, maka Ridha 
menolaknya dengan mengusung konsep khalifah secara murni. 

Pan Islamisme merupakan istilah yang digunakan oleh pemikir asing 
untuk menyebut kebangkitan gerakan pemikiran yakni Jami'ah Islamiyah 
yang dikembangkan oleh Afgani, Abduh dan Ridha. Jami'ah Islamiyah 
merupakan lembaga yang didirikan untuk tujuan mempersatukan umat 
Islam dalam suatu kesatuan politik syariah. Walaupun Jami'ah Islamiyah, 
merupakan ciri perjuangan dan identitas pemikiran ketiganya, akan 
tetapi konsepnya dapat dimaknai secara berbeda oleh ketiganya, 
terutama dalam mengimplementasikannya.” 

Afgani, memaknai Pan Islamisme dengan usaha memurnikan 
agidah dan syariah dari praktek syirik dan kurafat, serta pengembalian 
keutuhan umat Islam dalam suatu kesatuan ikatan politik kekuasaan. 
Jadi semacam suatu lembaga asosiasi yang meliputi seluruh umat Islam 
di seluruh dunia, baik yang berada dalam negara yang merdeka maupun 
mereka yang masih terjajah. Ikatan tersebut didasarkan atas kesatuan 
agidah Islam. Karena agidah merupakan alat pemersatu umat Islam 
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dalam perjuangan menentang kesewenangan di dalam negeri sendiri 
dan juga menentang kolonialisme serta dominasi Barat. Asosiasi politik 
yang dimaksud oleh Afgani, adalah ikatan politik tidak dalam terminologi 
dunia Islam secara global terhimpun dalam suatu wadah negara yang 
diperintah secara hirarki dan sentralistik (kesatuan teritorial dan 
kekuasaan), melainkan eksistensi dan kemandirian masing-masing 
negara tetap diakui dan dihormati serta kedudukan dan apapun gelar 
yang disandang oleh tiap kepala negara memiliki derajat yang sama." 
Mungkin ikatan politik yang dimaksud adalah suatu kesatuan ideologi 
secara akidah dan syariah sebagai suatu sistem politik. 

Abduh dalam memaknai Pan Islamisme dengan menyatakan bahwa 
untuk mempertahankan dan menjaga keutuhan umat Islam dari 
dominasi Barat, dapat dibenarkan adanya toleransi terhadap khalifah 
yang bersifat otoriter: Memang otoritarianisme tidak dikehendaki, 
tetapi apabila melakukan kesalahan masih ada harapan untuk 
diperbaiki. Ini agar menghindari tindakan konfrontasi dalam skala 
yang lebih besar jika tindakan otoriter penguasa dibalas oleh rakyat 
dengan sebuah pemberontakan. Misalnya kekhalifahan Turki Utsmany 
sungguhpun dinilai bobrok, masih dapat diperbaiki dan direformasi, 
sehingga memiliki kekuatan moral dan spiritual bagi pembinaan 
solidaritas Islam bagi penggalakan semangat dunia Islam untuk terus 
bergerak maju. Sekiranya kekhalifahan Turki Utsmany sebagai pusat 
dan kiblat dunia Islam dapat bertindak otoriter, dan para rajaatau sultan 
lainnya memberontak kepadanya, sementara Turki Utsmany memiliki 
kekuatan milter yang masih tangguh, maka akan terjadi bentrok fisik 
yang berkepanjangan dan melelahkan, sehingga memperlemah dunia 
Islam dalam menghadapi kolonialisme dan dominasi negara-negara 
Barat.” 

Ridha memaknai Pan Islamisme adalah membangun kekuasaan 
kekhalifahan sebagai bentuk ideal dalam mempersatukan umat Islam. 
Pemerintahan khilafah adalah pemerintahan yang menjadi pusat 
bagi dunia Islam secara hirarki. Dengan demikian, Ridha tidak setuju 
dengan gerakan Pan Arabisme atau nasionalisme Arab, karena dapat 
melemahkan persatuan Islam. Ridha mendukung pemerintahan Utsmany 
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sebagai suatu bentuk kekuasaan khilafah atas dunia Islam, sungguhpun 
dalam praktek politiknya bersifat despotik, absolut dan kesewenangan.'" 


5. AL-MAUDUDI 


Nama lengkapnya adalah Sayyid Abul Ala Al-Maududi. Lahir di 
Aurangabad (Hyderabad, Deccan India Tengah) pada tanggal 25 September 
1903, dan wafat di New York Amerika Serikat pada tanggal 23 September 
1979. Namanya sempat menjadi bahan perdebatan, karena arti dari "Abul 
A'lla" adalah ayah (dari) “Yang Maha Tinggi". Sementara term “Yang Maha 
Tinggi" itu salah satu atribut Tuhan. Maududi memberikan pembelaan 
atas namanya itu dengan menyatakan bahwa di dalam Al-Gur'an “al- 
A'la" dan "al-A'launa”, merupakan kata jamak dari al-Ala, yang diberikan 
kepada manusia juga yakni kepada Nabi Musa, dan orang-orang beriman. 
Kisah tentang nama Maududi diperoleh dari seorang sufi. Ayah Maududi, 
Ahmad Hasan mennyatakan bahwa tiga tahun sebelum Maududi lahir, dia 
berkunjung ke salah seorang tokoh Sufi yang memberitahukan bahwa 
Allah akan menganugerahinya seorang anak laki-laki yang akan dihormati 
manusia dan memperoleh kedudukan yang tinggi. Sang Sufi itu berpesan, 
kelak anak itu diberi nama Abu al-A'la”" 

Pada usia 17 tahun, Maududi menjadi redaktur harian Taj, Jabalpur, 
dan kemudian redaktur Al-Jami'at- Delhi, salah satu surat kabar Muslim 
India abad 19/20 yang paling populer. Atas ajakan Muhammad Igbal, 
Maududi pindah ke Punjab dan memimpin lembaga riset Islam “Dar 
Al-Islam". Pernah menjabat Dekan Fakultas Teologi di Islamic College 
Lahore, selama dua tahun. Ketika India pecah menjadi dua yakni India 
dan Pakistan, Maududi mendirikan organisasi gerakan renaisans 
"Jami'atul Islam” dan menjadi ketua. Organisasi ini mencanangkan 
gerakan konstitusi Islam, dan jalan kehidupan Islam, akan tetapi mulai 
pada tahun 1948 dia ditahan dan keluar masuk dipenjara. Tahan 
1964, Maududi ditangkap dan dijebloskan kembali dalam penjara dan 
organisasi Jami'atul Islam dibubarkan oleh rezim Ayub Khan.” 

Karya-karyanya berupa buku banyak sekali. Adapun beberapa karya 
yang terkait dengan Negara sebagai berikut: Tahun 1929, pada usia 26 

7 Ibid, hlm. 130 

" Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara, hlm.157-158. 


72 Abul A'la Al-Maududi, Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam, (terjemahan), 
Bandung, Mizan, 1990, hlm. 6 
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tahun menerbitkan karyanya yang monumental yakni “Al-Jihad fi Al- 
Islam" atau Perang Suci Dalam Islam. Buku lainnya, adalah “The Islamic 
Law and Constitution" atau Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, 
“al-Khilafah Wal Mulk" atau Khalifah dan Kerajaan. Adapun pokok-pokok 
pikiran dalam Negara sebagai berikut: 

« Problem Ideologi 

Maududi melihat kenyataan Ideologi sebagai sebuah problem ketika 
diperhadapkan pada peradaban Islam dengan Barat di satu sisi, dan 
reaksi kaum modernis yang melihat kemajuan Barat sebagai model 
yang harus diadopsi oleh dunia Islam. Menyikapi hal itu, Maududi 
menyampaikan gagasan tentang prinsip ideologi bagi sebuah Negara 
Islam yakni “Sasaran utama pendirian Negara Islam adalah terciptanya 
suatu negara yang di dalamnya ideologi Islam dapat diterapkan secara 
utuh.” Pendidikan, hukum, administrasi, dan perdagangan serta semua 
sektor kehidupan nasional lainnya harus dirombak dengan berpedoman 
pada prinsip-prinsip Islami. 

Meskipun kontak antara peradaban Islam dengan Barat dimulai pada 
abad ketujuhbelas, kontak ini baru memasuki tahap paling gawat pada 
abad kesembilanbelas dan duapuluh. Dalam kurun tersebut, supremasi 
politik dunia Muslim berada dalam tantangan di balik lindungan 
imperialisme, pendidikan dan teknologi Barat menyusupi dunia Islam. 
Kini gagasan baru mulai muncul, teknik baru mulai dianut. 

Di lain pihak, kaum modern hanyut dalam arus waktu. Para modernis 
berpendapat bahwa jalan utama untuk mencapai kejayaan adalah 
meniru Barat. Kebangkitan kembali Muslim hanya dapat tercapai dengan 
menganut cara hidup, hukum, pendidikan dan kebudayaan Barat. Seakan- 
akan kaum modernis tidak melihat adanya kontradiksi antara Islam dan 
Barat modem. Asumsi mereka bahwa peradaban Barat akan membuat 
kaum Muslim muncul sebagai suatu kaum yang progresif. Kaum modernis 
telah mewarisi wewenang kekuasaan dari para penguasa Inggris, tetapi 
orang-orang ini seutuhnya gagal untuk memahami bahasa rakyat. Hal 
ini melahirkan skisma ideologis, dan peranan Maududi dalam sejarah 
konstitusional dan politik Pakistan, terletak pada keberhasilannya 
menjembatani kesenjangan antara kedua kutub ini dan dalam 
memberikan perumusan baru kepada pemikiran Islam klasik untuk 
disesuaikan dengan tuntutan masyarakat modern. Sifat pendekatan 
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kelompok konservatif yang diwakili oleh para ulama kolot tidaklah 
realistik. Pendekatan ini gagal memahami kenyataan bahwa hidup ini 
terus berubah. Sejarah bergerak maju dan masyarakat terus-menerus 
dibentuk menjadi masyarakat baru. Sudah sepatutnya perubahan ini 
dicermati agar ajaran Islam dapat diterapkan kepada kondisi-kondisi 
baru ini. Adalah sia-sia mencoba memberi rem atas perubahan. Yang 
lebih sia-sia lagi adalah mengabaikan perubahan tersebut sama sekali 
dan tidak melakukan apa pun untuk menghadapi tuntutan-tuntutannya. 
Pendekatan yang gagal menanggulangi permasalahan zaman tersebut 
dipastikan akan gagal pula. Justru pendekatan ini telah menyeret 
agama keluar dari ikatan hidup dan memerangkapnya pada sekat- 
sekat cakrawala kehidupan pribadi secara ketat. Dan manakala agama 
dijauhkan dari kehidupan manusia, maka kehidupan pribadi sekali pun 
tetap tidak dapat menjadi pelestari atau penopang agama. 


Kenyataannya, pendekatan yang disebut-sebut liberal ini bukanlah 
merupakan suatu gerakan reformasi, tetapi sesungguhnya malah 
merupakan suatu penyimpangan dari Islam. Profesor Joseph Schacht, harus 
mengakui bahwa apa yang dituju oleh kaum “progresif” ini bukanlah Islam, 
melainkan antitesis Islam. Dalam esainya yang terbaru beliau menulis: 


“Metode yang digunakan oleh para legislator modernis berbau 
eklektisme liar, “Penalaran independen yang mereka klaim 
jauh melampaui batas dari yang dipraktekkan dalam masa 
pembentukan hukum Islam: semua pendapat yang dianut pada 
saat-saat tertentu di masa lalu nampaknya telah diambil di luar 
konteksnya dan digunakan sebagai argumentasi. Di satu pihak, 
para legislator modernis cenderung menolak sifat religius ayat- 
ayat sentral (penting) tentang hukum suci: di lain pihak, mereka 
terampil sekali menggunakan penafsiran-penafsiran sembarangan 
dan ngawur atas Al-Guran dan hadis asal sejalan dengan tujuan 
mereka. Secara material mereka merupakan inovator tangguh 
yang ingin menjadi modern dengan pengurbanan apa pun, secara 
formal mereka mencoba menghindari kesan bahwa mereka ikut 
campur dalam materi-materi Syari'ah. Cita-cita dan argumentasi 
mereka bersumber dari Barat, tetapi mereka tidak mau menolak 
Syari'ah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Turki.” 


7 Ibid, hlm. 42 
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Maududi mengatakan bahwa tidak semua modernis tidak jujur. Yang 
jujur di kalangan mereka juga banyak, tetapi mereka tidak menyadari 
bahwa pada dasarnya ideologi Islam berbeda dari sekularisme Barat. 
Keduanya muncul dari situasi yang berbeda. Pendekatan, pola pikir dan 
pranata keduanya berbeda. Meniru Barat, tanpa menyadari implikasinya 
di dunia Islam, akan melahirkan kericuhan dan kekacauan. Tidak 
adanya kesadaran atas kenyataan dasar inilah yang menyebabkan 
keyakinan para modernis sangat mirip dengan sekularisme Barat. Inilah 
yang menimbulkan akibat 'bahwa gagasan kaum medernis telah gagal 
menuntun pemikiran kehidupan rakyat." 


Dunia Muslim dewasa ini pada hakikatnya berbeda dengan 
masa Renaisans ataupun reformasi di Eropa. Sejarah, adat istiadat, 
pranata sosial-politik dan latar belakang budaya Islam dan Barat 
modern sangatlah berbeda. Dalam keadaan semacam ini, bagaimana 
mungkin pranata-pranata Barat sekuler dapat bekerja di dunia 
Muslim? Masyarakat Muslim inginkan adalah Islam, bukan Barat atau 
Westernisrne. Pengalaman mereka dengan Barat sangat pahit. Barat 
telah menghina mereka, menginjak-injak mereka, dan mencampakkan 
mereka ke bawah telapak kaki budaya Barat.” Mereka telah menyak- 
sikan imperialisme dan kezaliman Barat dengan mata telanjang dan 
tidak menginginkan apa pun lagi dari Barat di bidang nilai, keyakinan 
maupun kebudayaan. 

“ Teori Politik Islam 


Maududi mengawali gagasannya tentang "Teori Politik Islam” dengan 
mengajukan beberapa pertanyaan mendasar yaitu “Bagaimana Islam 
melakukan pendekatan atas masalah politik? Apa yang menjadi filsafat 
politiknya? Apa landasan-landasan? Apa karakteristik pokok Negara 
Islam? Apa prinsip-prinsip dasarnya atau sasaran-sasaran akhirnya?" 
Pertanyaan ini muncul dalam pemikiran Muslim India pada awal-awal 


" Ibid, hlm. 43:”Salah satu kesulitan utama bagi politikus (Islam) adalah bahwa 
pendidikan Baratnya telah menciptakan perintang antara dia dengan rakyat jelata. 
Dan rintangan paling besar adalah saling pengertian mengenai pemahaman agama 
Pakistan menyodorkan dua penafsiran yang sangat berbeda mengenai Islam, masing- 
masing didaulat sebagai dasar ideologi yang tepat untuk negara ini. Di satu kutub, 
Islamnya kaum politikus dan pemerintah sangat mirip dengan sekularisme Barat...” 
(Prof. Krich Callard, Pakistan: A Politicked Study. London. 1957, h. 280). 

?" Ibid, Lihat Arnold Tovisbor, The World and the West, London, Reith Lectures, 
1953, hlm. 1 
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kebangkitan politiknya. Pada tahun-tahun pertama awal tahun 1940-an, 
pandangan kaum Muslim mulai terbuka lebar. Mereka tidak memiliki 
nasib yang jelas. Emosi mereka semuanya demi Islam tetapi mereka 
tidak memiliki gagasan yang jelas mengenai tatanan politik Islam. 
Meminjam kata-kata Tennyson, mereka laksana: “Bayi yang menangis di 
malam.Bayi yang menangis di tengah hari. Dan tanpa berucap apa pun, 
Kecuali menangis"? Pertanyaan dan kondisi Muslim India mendorong 
Maududi untuk menjawabnya dengan menulis sebuah makalah dengan 
judul “Teori Politik Islam", yang dibacakan dalam suatu pertemuan Inter- 
Collegiate Muslim Brotherhood, di Lahore, Oktober 1939. Garis-garis 
besar “Teori Politik Islam", sebagai berikut: 

a. Dasar-Dasar Islam 

Kesadaran awal yang perlu dipahami bahwa Islam bukanlah 
sekumpulan gagasan yang tidak saling berkaitan atau cara-cara perilaku 
yang tidak saling melekat bertautan. Islam merupakan tatanan yang 
sempurna, bulat, yang mendasarkan diri pada himpunan postulat- 
postulat jelas dan pasti. Semua hukum dan peraturan-peraturan yang 
telah diletakkan Islam di berbagai sektor kehidupan manusia pada 
hakikatnya merupakan renungan, pengembangan dan pencerminan 
prinsip-prinsip pertamanya. Semua rancangan kehidupan Islam juga 
mengalir dari postulat-postulat pokoknya. Oleh karena itu, aspek mana 
pun dari ideologi Islam yang ingin dikaji, pertama kali yang harus 
dilakukannya adalah melihat akarnya serta prinsip-prinsip dasarnya. 

b. Misi Para Nabi 

Misi seorang Nabi adalah untuk mengajarkan Islam, menanamkan 
ajaran-ajaran Allah dan menegakkan tuntunan Ilahi di dunia. Hal ini 
merupakan misi semua Nabi yang telah diturunkan Allah ganti-berganti 
semenjak manusia pertama turun ke bumi sampai turunnya Nabi Besar 
Muhammad SAW. Pada hakikatnya, misi semua Nabi adalah sama 
dan satu yaitu mengajarkan Islam. Dan Rasulullah Muhammad SAW. 
adalah Nabi penutup di antara rangkaian Nabi-Nabi. Dengannyalah 
lembaga kenabian ditutup dan kepadanyalah diwahyukan aturan akhir 
untuk tuntunan umat manusia secara lengkap dan utuh. Semua Nabi 
menyampaikan kepada umatnya tuntunan yang telah diwahyukan 
kepadanya dan menuntunmanusia untuk mengakui kedaulatan mutlak 


?e Ibid, hlm.143 
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Tuhan serta untuk berserah diri kepada-Nya. Sekilas, tampaknya misi 
ini sangat sederhana dan enteng, tetapi jika kita sedikit saja mendalami 
masalah ini dan mengkaji arti sepenuhnya beserta implikasi-implikasi 
logis, maka segera disadari bahwa masalahnya tidaklah sesederhana 
yang kita duga semula. Karena, di dalamnya terdapat suatu revolusi 
doktrin yang menggerakkan perlawanan yang begitu pahit dan memicu 
rasa permusuhan di kalangan kaum musyrik. Yang paling mengganggu 
kita dalam sejarah panjang Nabi-Nabi adalah pencanangan doktrin 
“Tidak ada ilah lain kecuali Allah". Ini menyebabkan semua kekuatan 
jahat akan serentak menentang mereka. Sebagai dasar pijakan, Maududi 
mengutip beberapa ayat Gur'an, antara lain surat Al-Mu'minun ayat 84- 
89, surat Al-Ankabut ayat 61-63. 


Sa AA Tap ana 
te HE V3 1 yag 
aa 


Penahan ai pena 
P3 BUS WM yan 


“Katakanlah: “Kepunyaan siapakah bumi dan segala sesuatu yang 
ada di dalamnya, jika kamu benar-benar orang yang mengetahui?" 
Mereka akan menjawab: “Kepunyaan Allah.” Katakanlah: “Maka 
apakah kamu tidak akan mengingatkan-Nya?” Katakanlah: “Siapa 
penguasa tujuh langit dan singgasana yang besar?" Mereka akan 
menjawab: “Kepunyaan Allah. Katakanlah: “Maka apakah kamu 
tidakakan berbakti kepada-Nya?” (Katakanlah): “Di tangan 
siapakah perlindungan atas segala sesuatu. Dia melindungi yang 
patut dilindungi serta tidak melindungi apa pun yang menentang- 
Nya, jika kamu benar-benar orang yang mengetahui?” Mereka 
akan menjawab: “Di tangan Allah." Katakanlah: “Maka bagaimana 
mungkin kamu dapat tertipu?" (&.5. 23:84-89). 
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Ka “ saka 


SAI A53 Ga wa Tao KA Dela oh 
SAS lan Di ( og 3 13 


“5 Sg 


Si Hd Adi 


“Dan Sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: “Siapakah 

yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan 
bulan?” tentu mereka akan menjawab: “Allah', Maka betapakah 
mereka (dapat) dipalingkan (dari jalan yang benar).Allah 
melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara 
hamba-hamba-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan baginya. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.Dan 
Sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka: “Siapakah 
yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air 
itu bumi sesudah matinya?” tentu mereka akan menjawab: "Allah", 
Katakanlah: “Segala puji bagi Allah', tetapi kebanyakan mereka 
tidak memahamilnya)" (@.S. 29: 61-63). 


Dinyatakan oleh Maududi bahwa inilah reformasi radikal yang 
telah ditegakkan dari masa ke masa oleh para Rasul dalam kehidupan 
umat manusia. Para Nabi dan Rasul dengan misinya itu berusaha 
menumbangkan supremasi manusia atas manusia, menghapus 
perbudakan tuhan-tuhan palsu dari tirani manusia atas manusia, dan 
dari penindasan si lemah oleh si kuat. Tujuannya adalah mengajak 
kembali orang-orang yang telah melampaui batas dan melindungi orang- 
orang yang tertindas ke derajat yang semestinya. Inilah proklamasi yang 
membebaskan jiwa manusia dari keterkungkungan dan membebaskan 
akal dan materi manusia dari perbudakan. Proklamasi ini memberikan 
piagam kebebasan dan kemerdekaan yang sebenarnya” Al-Guran 
merujuk keberhasilan Rasul Islam ini dengan menyatakan: 


7 Ibid, hlm. 144-155 
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EN taste Jan HI LAI  y3 


5 


Sant negri Ika di PNG apa La 

Pr Ai ai GNI er dpan IL 6 
Gong, bh Anna 

TB AT 2 alg 22101 A3 


“Katakanlah: Fatal manusia Sesungguhnya aku adalah utusan Allah 
kepadamu semua, Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan 
bumi: tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang 
menghidupkan dan mematikan, Maka berimanlah kamu kepada 
Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah 
dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah 
Dia, supaya kamu mendapat petunjuk" (0.5. 7: 158) 


Cc. Prinsip Teori Politik Islam 

Prinsip utama teori politik Islam adalah Tauhid sebagai landasan 
sistem sosial dan moral yang ditanamkan oleh para Rasul. Jadi kedaulatan 
ada di tangan Allah. Maududi mengutip Our'an surat Ali Imran ayat 154. 
“Mereka bertanya: "Apakah kami juga memiliki beberapa kewenangan?" 
Katakanlah: “Semua kewenangan hanya milik Tuhan semata.” Maududi 
memaknai kewenangan di ayat ini sebagai “kekuasaan”. 

d. Hakikat dan Karakteristik Negara Islam 

Suatu Negara Islam dalam segala aspek, berlandaskan hukum yang 
telah diturunkan Allah kepada manusia melalui Rasulullah SAW. Nama 
yang sesuai untuk politik Islam ini adalah “Kerajaan Tuhan" atau 
Kingdom of God yang di dalam bahasa politik disebut sebagai “Theokrasi". 
Theokrasi Islam merupakan sesuatu yang sama sekali berbeda dari 
teokrasi Kristen di Eropa. Jika theokrasi Kristen memberikan wewenang 
kepada kelompok pendeta secara mutlak untuk melakukan dominasi 
tak terhingga dan menegakkan hukum-hukumnya sendiri atas nama 
Tuhan, maka teokrasi yang dibangun Islam tidaklah dikuasai oleh 
kelompok keagamaan mana pun kecuali seluruh masyarakat Islam dari 
segala kelompok untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai Gur'an 
dan Hadits. Maududi menyebut sistem pemerintahan ini dengan “Theo 
Demokrasi”, yaitu suatu sistem pemerintahan demokrasi ilahi, di bawah 
naungannya kaum Muslim telah diberi kedaulatan rakyat yang terbatas 
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dalam pengawasan Tuhan.” Jadi karakteristik utama Negara Islam 
adalah: Pertama: Kedaulatan Tuhan bersifat mutlak, dan hanya Tuhan 
yang berdaulat, dan manusia hanya sebagai subyek. Tidak seorang pun 
masyarakat dapat menggugatnya. Kedua: Tuhan merupakan pemberi 
hukum sejati, dan memiliki wewenang mutlak atas legislasi. Tidak dapat 
dibenarkan suatu konsensus berdasarkan permufakatan manusia untuk 
merubah hukum Tuhan. Ketiga: Suatu Negara Islam dalam segala hal 
haruslah didirikan atas dasar hukum yang telah diturunkan Allah kepada 
manusia melalui Rasulullah SAW. Penyelenggaraan Negara semacam 
ini akan diberi hak untuk ditaati dalam kemampuannya sebagai suatu 
agen politik untuk menegakkan hukum-hukum Tuhan, sepanjang dia 
bertindak sesuai kemampuannya. Jika dia mangkir dari hukum Tuhan, 
maka perintahnya tidak lagi mengikat kaum Muslimin. 

e. Tujuan Negara Islam 

Tujuan negara tidak hanya mencegah rakyat untuk saling memeras, 
atau untuk melindungi kebebasan mereka dan melindungi seluruh 
bangsanya dari invasi asing. Melainkan tujuan Negara sesungguhnya 
adalah untuk mengembangkan sistem keadilan sosial, ekuilibrium yang 
telah ditegaskan Allah dalam Kitab Suci Al-Gur'an. Tujuan Negara Islam 
berlandaskan Al-9uran dan Sunnah, seperti dinayatakan dalam Al-Guran 
surat Al-Hadid ayat 25, Allah berfirman: 

£ a15 


Lea lak IL ag asi 


Sal ag Indi pi Jarak 2 Ga pal 


AA Aa Bi PE aa Haa 


Pai AA ka 
22 GP Mo) 
“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan 
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan 
bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia 
dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang 
padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi 
manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya 


7" Ibid, hlm. 158-159. 
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Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul- 
rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah 
Maha kuat lagi Maha Perkasa". (0.5. 57: 25) 


Maududi dalam menjelaskan makna ayat di atas, menyatakan bahwa 
makna "Al-Hadid" atau besi adalam merupakan lambang kekuasaan 
politik. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa misi para Rasul adalah 
menciptakan kondisi yang di dalamnya masa rakyat akan dapat dijamin 
keadilan sosialnya sesuai norma-norma yang telah dicanangkan Al- 
@uran yang memberikan perintah yang jelas untuk mencapai kehidupan 
benar. Selain itu juga di dalam Al-Gur'an surat Ali Imran ayat 110, dan 
surat Al-Hajj ayat 41, memberikan landasan tertib sosial yaitu politik 
amar ma'ruf dan nahi munkar. Allah telah berfirman: 


Tan Soal at pes Peta FS 


ay 


LI Ya Tan ih AL 233 (AI 


Aoki Kei Te AN “3 Bat aoi 


“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, 
dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah 
itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan 
kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik" (O.S. 3: 110) 


1. 

3 Seal L bar 
“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di 
muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan 
zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan 
yang mungkar: dan kepada Allah-lah kembali segala urusan" (0.5. 
22:41) 


f Negara Islam adalah Negara Ideologis 


Karakteristik lain dari Negara Islam adalah negara ideologis. 
Bahwa negara Islam berlandaskan suatu ideologi dan bertujuan untuk 
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menegakkan ideologi tersebut. Negara merupakan instrumen reformasi 
dan harus berperan sebagai instrumen reformasi. Ketentuan dari Negara 
Islam inilah yang menyebabkan negara tersebut wajib diselenggarakan 
oleh orang-orang yang meyakini ideologi Islam serta “Hukum Ilahi" 
yang dijunjung tinggi. Penyelenggaraan suatu Negara Islam haruslah 
orang-orang yang seluruh kehidupannya dibaktikan untuk menaati 
dan menegakkan Hukum ini, yang tidak hanya setuju dengan program 
reformasinya dan sepenuhnya yakin atas program itu, melainkan 
menghayati maknanya dan memahami semua rinciannya. 

Dalam kaitan ini, Islam tidaklah mengakui sepenuhnya perbedaan 
geografis, bahasa maupun warna kulit. Islam menegakkan aturan-aturan 
tuntunannya kepada semua manusia. Siapa pun yang mengakui program 
ini tanpa mempedulikan rasnya, bangsa maupun negaranya dapat 
bergabung dengan masyarakat yang menyelenggarakan Negara Islam. 
Orang-orang yang tidak menerimanya tidaklah diberi hak istimewa 
untuk turut campur dalam pembentukan politik dasar negara ini. Mereka 
dapat tinggal dalam batas-batas negara itu sebagai warga negara non- 
Muslim. Hak-hak khusus telah diberikan kepada mereka dalam Hukum 
Islam. Kehidupan minoritas, kekayaan dan kehormatannya, sepenuhnya 
dilindungi dan jika dia mampu memberikan sumbangsih, sumbangsih 
ini akan dimanfaatkan sepenuhnya. Tetapi dia tidak akan diperkenankan 
untuk mempengaruhi kebijaksanaan pokok negara ideologis ini. Negara 
Islam didasarkan pada ideologi tertentu dan hanya masyarakat yang 
meyakini kebenaran ideologi semacam itulah yang diperkenankan 
sebagai pemimpin. 

Di sini juga kita melihat beberapa kemiripannya dengan negara 
komunis. Tetapi, perlakuan yang diberikan oleh negara komunis terhadap 
orang-orang yang menganut keyakinan yang berbeda dengan keyakinan 
Negara, tidak dapat dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan oleh 
Negara Islam bagi orang yang sama.Tidak seperti negara komunis, Islam 
tidak memaksakan prinsip-prinsip sosialnya kepada pihak-pihak lain 
dengan cara kekerasan. Tidak pula merampas harta kekayaan mereka 
atau menciptakan suasana teror dengan pemancungan massal rakyat 
serta pengiriman mereka ke kamp konsentrasi di Siberia. Islam tidak 
berniat membasmi minoritasnya tetapi justru melindungi mereka dan 
memberi mereka kemerdekaan hidup sejalan dengan budaya mereka 
sendiri. Perlakuan ramah dan adil yang diberikan Islam kepada kaum 
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non-Muslim dalam suatu Negara Islam (dzimmiy) dan perbedaan tegas 
yang ditarik antara keadaan dan ketidakadilan serta antara yang benar 
dan yang salah, akan meyakinkan semua orang yang tidak berprasangka 
terhadap Negara Islam.” 

# Prinsip-Prinsip Negara Islam 

Undang-Undang Dasar Islam dalam kenyataannya merupakan 
konstitusi yang tak tertulis. Ia tercantum dalam sumber-sumber tertentu 
yang khas, dan dari sinilah kita harus mengembangkan suatu undang- 
undang dasar tertulis yang selaras dengan tuntutan Negara. Walau pada 
kenyataannya banyak Negara sampai dengan sekarang tidak memiliki 
UUD tertulis, tetapi hal itu tidak mengahalangi kita dalam merumuskan 
suatu bentuk konstitusi Islam yang tertulis. Untuk itu perumusan dan 
kodifikasi konstitusi Islam harus didasarkan atas empat pilar atau 
sumber utama. 

a. Al-Guran. 

Al-Guran merupakan sumber pertamadan paling utama, berisi semua 
pedoman dan perintah fundamental dari Tuhan sendiri. Pedoman dan 
perintah ini melingkupi semua sisi keberadaan manusia. Di sini, tidak 
hanya akan ditemukan pedoman-pedoman mengenai tindakan individu, 
tapi juga prinsip-prinsip yang mengatur seluruh aspek kehidupan sosial 
dan budaya manusia. 

b. Al-Sunnah. 

Sumber kedua setelah Al-Guran adalah Sunnah. Al-Sunnah adalah 
bagaimana caranya Rasulullah SAW, menjabarkan ideologi Islam 
berdasarkan pedoman Al-Guran ke dalam bentuk praktisnya, dan 
mengembangkannya menjadi suatu tatanan sosial positif dan, pada 
akhirnya, menetapkannya menjadi suatu Negara Islam yang tangguh. 
Hal-hal ini hanya dapat kita ketahui dari Al-Sunnah, dan hanya dari Al- 
Sunnah saja. Al-Sunnah juga akan menuntun kita bagaimana caranya 
meyakinkan secara persis maksud dan makna pedoman Al-Guran. 
Dengan kata lain, Al-Sunnah merupakan pengamalan praktis dari esensi 
dan prinsip-prinsip Al-Guran yang dijabarkan ke berbagai masalah 
kehidupan. 


7 Ibid, hlm. 166-168 
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Cc. Berbagai Konvensi Khulafa Al-Rasyidun 

Konvensi merupakan sumber Konstitusi Islam ketiga. Yang dimaksud 
dengan Konvensi Khulafa Al-Rasyidun adalah cara empat Khalifah 
pertama yaitu Abu Bakar Ash-Shiddig, Umar bin Khattab, Utsman bin 
Affan dan Ali bin Abi Thalib, dalam mengelola Negara Islam setelah 
Rasulullah SAW, wafat. Bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh para 
khalifah dengan rujukan Gur'an dan Hadits, dan telah disepakati oleh 
semua sahabat, mengikat semua pihak untuk dilaksanakan sepanjang 
zaman. Dengan kata lain, penafsiran dan keputusan-keputusan tersebut 
harus diterima, karena konsensus pendapat para Sahabat mengenai 
semua masalah sama dengan suatu eksposisi otoritatif suatu undang- 
undang. Jika terdapat perbedaan pandangan di kalangan para Sahabat, 
hal ini merupakan bukti yang cukup tentang kenyataan bahwa ada dua 
atau lebih kemungkinan penafsiran dan salah satu dari kemungkinan 
penafsiran ini dapat dipilih dengan menggunakan akal sehat. Tetapi jika 
terjadi konsensus pendapat di antara mereka, hal ini menunjukkan bahwa 
hanya ada satu interpretasi atau keputusan yang benar dan otoritatif. 
Alasannya adalah bahwa karena para Sahabat ini merupakan pengikut 
langsung dari Rasulullah SAW, dan telah didik oleh beliau pribadi, maka 
sulit membayangkan mereka semua gagal memahami makna atau tujuan 
sebenarnya ajaran Rasulullah SAW, ataupun gagal mencapai kata mufakat 
dalam memberikan keputusan yang bertentangan dengan semangat 
Islam yang sebenarnya. 

d. Ketentuan Para Ahli Hukum (Fugaha) atau Fikih 

Keputusan para fugaha atau ahli figh dapat dijadikan sebagai sumber 
konvensi, walaupun sifatnya tidak konklusif tetapi dapat dijadikan 
pedoman terbaik untuk memahami dengan tepat semangat dan prinsip 
konstitusi Islam. 
« Doktrin Khilafah 

Khilafah rasyidiyah atau kehalifahan yang adil dan benar adalah 
sistem pemerintahanpada masa Nabi SAW, dan menjadi prinsip dasar 
pada pemerintahan empat khalifah. Dasar pijakan kekhalifahan Islam 
adalah perintah Gur'an surat An-Nur ayat 55, Allah berfirman sebagai 
berikut: 
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“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di 
antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia 
sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka 
bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum 
mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka 
agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar- 
benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam 
ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku 
dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. dan 
Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka 
itulah orang-orang yang fasik". 


Sistem khilafah pada masa Nabi SAW, adalah bersifat wahyu, 
utamanya dalam perkara pengangkatan kepala Negara, misalnya 
kedudukan Nabi SAW sebagai kepala Negara, telah menjadi bagian 
yang inheren dari tugas ke-Nabian dan ke-Rasulan Muhammad SAW. 
Sedangkan pada masa Sahabat, kususnya dalam pemahaman sunni, 
Sistem pengangkatan khalifah melalui dua cara, yaitu sistem bai'at dan 
musyawara." Sementara sistem pengangkatan khalifah atau dalam term 
Syi'ah yaitu Imamah, dengan cara pendelegasian wewenang dari Nabi 
SAW kepada para imam. 


" Abul A'la Al-Maududi, Khalifah dan Kerajaan, hlm. 103107,: Lihat juga, Abul A'la Al- 
Maududi Hukum Dan Konstitusi, hlm. 243 


BAB III 


TIPOLOGI PEMIKIRAN 
POLITIK ISLAM 


A. KLASIFIKASI ALIRAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM 

Klasifikasi aliran pemikiran politik Islam merupakan suatu sub kajian 
yang akan dibahas pada bagian ini, sebagai lanjutan atau pengembangan 
dari tema-tema atau pemikiran para tokoh yang telah dibahas 
sebelumnya. Hal ini merupakan sebuah rangkuman terhadap pemikiran 
politik Islam, baik yang sifatnya tematik ataupun yang dinukilkan dari 
pemikiran para filosof dan pemikir Islam. 

Khusus tentang pemetaan pemikiran para tokoh, didasarkan kepada 
pandangan atau pendapat para filosof dan ilmuan Muslim yang menjadi 
rujukan dalam tulisan ini, pada esensinya diilhami oleh studi ilmiah yang 
melahirkan mazhab pemikiran dan kodifikasi hukum Islam (figih) yang 
menandai era baru kemajuan di bidang pemikiran ilmu pengetahuan 
dan hukum Islam-siyasah syariah. 

Proyeksi empat mazhab utama yang mewakili paham Sunni yaitu: 
Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Sedangkan satu mazhab 
mewakili paham Syi'ah adalah mazhab Ja'fari, untuk mencari korelasi 
pemikiran antara hukum Islam dan figih siyasah yang pada hakikatnya 
merupakan perwujudan siyasah syariah. Kelima mazhab ini menjadi 
preferensi utama bagi pemikiran politik Islam klasik dan abad 
pertengahan, bahkan sampai sekarang dan seterusnya. 

Pemikiran politik Islam generasi awal atau klasik, dan generasi 
sesudahnya atau disebut dengan pemikiran politik generasi kontemporer, 
merupakan refleksi dari kelima mazhab di atas. Sungguhpun merujuk 
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pada lima mazhab tersebut, pendapat mereka saling mengoreksi bahkan 
tidak jarang terdapat perbedaan tajam, dan konfigurasi politik yang 
saling mendiskreditkan, terutama memasuki abad XIX dan XX. 

Di dalam beberapa kajian figih klasik yang menjadi rujukan bagi 
pemikiran politik Islam, dijumpai klasifikasi atau pembagian wilayah 
kekuasaan Islam ke dalam dua konsep teritorial religius, yaitu Ddr al- 
Islam dan Dar al-Harbi. Dar al-Islam adalah wilayah damai, suatu wilayah 
yang dihuni oleh umat Islam, di dalamnya diatur menurut hukum Islam. 
Sementara Dir al-Harbi adalah wilayah perang, suatu wilayah yang 
dihuni oleh nonmuslim.' 

Memasuki abad XIX dan XX, dunia Islam memulai babak baru dalam 
sejarah politik kenegaraan. Keragaman pemikiran di kalangan umat 
Islam, disebabkan oleh penetrasi Barat atas teks-teks politik Islam 
klasik, sehingga basis ideologi Islam tradisional atau sistem kenegaraan 
Islam, mengalami perubahan yang sangat cepat. Barat kemudian 
dengan cepat mengadopsi istilah-istilah yanmg bermuatan ideologis, 
yaitu ideologi sosialis-kapitalis seperti nasionalisme, demokrasi dan 
sekularisme, menjadi term politik alternatif untuk dikembangkan dalam 
sistem kenegaraan Islam. Sehingga terjadi keragaman dalam konsep 
dan praktek, yang sebenarnya bukan merupakan tuntutan zaman dan 
sejarah Islam. 

Transformasi ideologi sekularis dan penetrasi Barat ke dunia Islam, 
menjadikan aneka istilah dalam pergerakan dan pemikiran Islam, seperti 
Islam kontemporer, Islam moderat, Islam liberalis, Islam modernis, 
Islam postmodernis, Islam fundamentalis, Islam ekstrimis, dan bahkan 
yang terdahsyat adalah fitnah Islam terorisme yang dikhususkan untuk 
merusak Islam dari dalam. Istilah tersebut yang sering digunakan untuk 
membedakan setiap gerakan atau organisasi yang berafiliasi politik 
kenegaraan. Sedangkan pemikiran politik atas relasi negara dan Islam, 
baik dari kalangan Muslim maupun non Muslim dari tinjauan teologi 
politik, terpola ke dalam beberapa aliran atau tipologi pemikiran politik. 

Pada dasarnya, pengelompokan pemikiran ke dalam aliran-aliran 
politik Islam bervariasi. Pada umumnya aliran itu dapat diklasifikasikan 
menjadi dua atau tiga tipologi, seperti yang dinyatakan oleh Bachtiar 


! Sirajuddin, Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasjimy. Yogyakarta, 
Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 34 
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Effendy, bahwa sesunguhnya pengelompokan tipologi atau aliran 
pemikiran politik Islam digolongkan ke dalam dua kategori aliran 
pemikiran, yaitu “Islam legal formalistik dan Islam substansialistik'? 
Sementara Din Syamsuddin, mengelompokkan menjadi tiga, dengan 
menambah satu lagi yaitu aliran “Fundamentalis', selain dua yang telah 
disebutkan Effendy. Syarifuddin Jurdi menyebut kategorisasi menjadi 
dua aliran politik Islam yakni “politik Islam simbolis, dan Substansial". 
Muhammad Natsir, mengkategorikan menjadi dua yakni, dengan 
menggunakan istilah “Diniyah dan la diniyah", untuk membedakan aliran 
politik ke dalam dua ketegori yakni Islam dan sekularis. Jadi menurut 
Natsir, ideologi apapun namanya selain Islam, dimasukkan ke dalam 
golongan sekuler, termasuk Pancasila. Namun ada juga yang dapat 
mengklasifikasi secara tumpang tindih dengan rincian lebih dari tiga, 
seperti yang ditulis oleh M. Syafi'i Anwar. 

M. Syafi'i Anwar dalam tulisannya mengklasifikasi pemikiran politik 
Islam ke dalam beberapa tipologi pemikiran, yakni: “tipologi formalistik, 
substantivistik, transformatik, totalistik, idealistik dan realistik". Tipologi 
yang dikemukakan oleh Syafi'i Anwar, diakuinya baru pada tataran 
sebuah sketsa atau gambaran, yang masih dalam kerangka pengkajian 
awal. Hasil kajiannya, sangat mungkin terjadi kesamaan, tumpang tindih, 
pertentangan ataupun kohesi. 

Walaupun studi yang dilakukan Syafi'i Anwar, masih dalam lingkup 
kajian terhadap pemikiran Cendekiawan Muslim Indonesia, akan tetapi 
dasar rujukan merupakan formulasi refleksi dari konteks pemikiran 
yang berkembang di dunia Islam pada umumnya. Untuk memahami dan 
klasifikasi tipologi ataualiran pemikiran politik Islam yang dikembangkan 
dalam tulisan ini, akan dijelaskan kategori aliran tersebut di atas pada 
pokok bahasan aliran pemikiran ideologis, sekularis dan substantif. 


B. PEMIKIRAN IDEOLOGIS 

Di dalam beberapa kajian figih klasik yang sering dijadikan rujukan 
oleh pemikir Islam ideologis, sering mengkategorisasi wilayah atau 
pemerintahan ke dalam dua konsep teritorial religius, yang disebut 


3 Bachtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam 
di Indonesia, Jakarta, Paramadina, 1998, hlm. 16 

1 M. Syafi'i Anwar, Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik Tentang 
Cendekiawan Muslim Orde Baru, Jakarta, Paramadina, 1995, hlm. 143 
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dengan Dar al-Islam dan Dar al-Harb, menjadi rujukan dalam konsep 
pemikiran Islam ideologis. 

Di dalam pandangan Islam ideologis menyatakan bahwa Al-Gur'an 
mengandung aturan berbagai dimensi kehidupan umat manusia. 
Termasuk di dalamnya mengatur sistem pemerintahan dan pembentukan 
negara Islam. Islam bukan saja mengatur peribadatan pada Allah SWT 
semata, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia. Sehingga 
agama juga dapat diterjemahkan sebagai lembaga politik dan kenegaraan. 
Doktrin utama untuk kelompok yang menganut paham ini adalah “Inna 
al-Islam Din wa Daulah" (sesunguhnya Islam itu adalah agama dan 
negara). Biasanya kelompok ini disebut juga dengan legal formalistik 
karena ingin membentuk Negara Islam." Islam dipandang sebagai agama 
dalam pengertian sebuah tatanan hidup yang komprehensif, termasuk 
sistem politik dan kenegaraan. Negara Islam adalah sistem kenegaraan 
yang didasarkan pada Gur'an dan Sunnah serta keteladanan Nabi 
Muhammad SAW, dan Khulafaurrasyidun, sehingga tidak perlu meniru 
sistem politik kenegaraan Barat. 

Argumentasi yang dibangun oleh kelompok Islam ideologis seperti 
dinyatakan oleh Maududi, bahwa adanya Negara Islam, itu karena 
hakikat Islam itu sendiri. Hakikat Islam adalah agama yang paripurna, 
lengkap dengan petunjuk yang mengatur semua aspek kehidupan 
manusia.Ditegaskan juga oleh Sayyid Gutub, Hasan Al-Banna, dan Rasyid 
Ridha, bahwa Islam adalah agama yang telah sempurna, tuntunannya 
tidak hanya meliputi bidang ibadah dan moral, melainkan juga bidang 
politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, pertahanan keamanan." 
Argumen Islam ideologis ini tidak lepas dari kritik dan penolakan. 
Salah satu alasan penolakan itu karena hubungan Islam dan Negara, 
selalu dikonsepsikan seperti hubungan agama Kristen dan Negara, 
yaitu terjadi diferensiasi teori kenegaraan Barat dan Kristen. Ketika 
dunia Barat mengalami zaman renaissance, atau zaman kebangkitan dan 
kemajuan ilmu pengetahuan, agama Kristen dianggap sebagai bagian 
dari dogma keterkungkungan akal. Akal terbelenggu oleh kekuasaan 


“A. Maftuh Abegebriel dan A. Yani Abeveiro, Negara Tuhan, The Thematic Encyclopaedia, 
Yogyakarta, SR-In Publishing, 2004, hlm. 3-6. Lihat, Faisal Ismail, Ideologi Hegemoni dan 
Otoritas Agama Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila, Yogyakarta, Tiara Wacana, 
1999, hlm. 37. 


? Sirajuddin, Politik Ketatanegaraan Islam, hlm. 22-23 
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gereja, sehingga menghambat kemajuan. Atas dasar itu, maka agama 
dan Negara dipisahkan sebagai dua institusi yang berbeda. Sementara 
menurut Bernard Lewis, Islam adalah “Suatu kesatuan dan totalitas 
pandangan terhadap realitas". Pendapat Lewis ini jika diinterpretasi, 
maka kesimpulannya adalah dunia yang realita ini menjadi bagian 
dari suatu sistem hukum dan kausalitas yang telah konsepsikan untuk 
diatur menurut aturan sang pengkonsep yaitu Allah SWT, itulah Islam. 
Penganut aliran ini antara lain, Abul A'la al-Maududi, Sayyid Gutub, Yusuf 
@ardhawy, Hasan Al-Banna dan Muhammad Rasyid Ridha. 

Di Indonesia, interpretasi Islam legal formal sedikit memperoleh 
degradasi makna oleh beberapa penulis, seperti Din Syamsuddin, 
Bakhtiar Effendi dan M. Syafii Anwar. Mereka merekonstruksi istilah 
legal formal hanya dikaitkan dengan ekspresi simbolis dan idiom-idiom 
politik Islam, kemasyarakatan dan budaya Islam, serta eksperimentasi 
sistem ketatanegaraaan Islam.“ Jadi penggunaan kata Islam hanya 
semacam pencatutan nama sebagai simbol dari suatu ideologi politik, 
yang sesungguhnya tidak menjadi bagian dari integrasi Islam dan negara. 
Mungkin saja karena fenomena praktek politik Islam di Indonesia akhir- 
akhir ini yang sering kali mengadopsi Islam sebagai asas partai politik, 
namun pada keyataannya perilaku institusi partai politik Islam hanya 
sebagai simbol saja. 

Pemahaman semacam ini berbeda dengan hakikat sesungguhnya 
“Inna al-Islam Din wa Daulah", yang mendukung berdirinya Negara Islam 
secara formal. Aliran ini terkadang disebut juga dengan fundamentalisme, 
dan Maududi dinyatakan sebagai salah satu tokohnya.” 


C. PEMIKIRAN SEKULARIS 


Pemikiran sekularis" merupakan kebalikan atau lawan dari pemikiran 
ideologis. Pemikiran sekularis cenderung memisahkan agama dan 


" Lihat, M. Syafii Anwar, Pemikiran dan Aksi, hlm. 144: Din Syamsuddin, Islam dan 
Politik, hlm. 152.: Bakhtiar Effendy, Islam dan Negara, him. 333 


? Kamaruzzaman, Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamentalis, 
Magelang, Indonesiatera, 2001, hlm.99-101 

" Istilah sekuler berakar dari kata saeculum yang artinya masa, waktu, abad atau 
dunia. Lihat, Irsyad Zamjani, Sekularisasi Setengah Hati Politik Islam Indonesia Dalam 
Periode Formatif, Jakarta, Dian Rakyat, 2009, hlm. 12. Suatu istilah yang memiliki konotasi 
diametral dengan kosa kata religi atau agama (Pen). 
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negara. Agama dan negara adalah dua institusi yang berbeda visi dan 
misi”. Kelompok ini mengajukan argumentasi bahwa tidak ada ayat-ayat 
dalam Al-Gur'an dan Sunnah secara eksplisit mewajibkan orang Islam 
membentuk pemerintahan dan negara. Membentuk Negara Islam juga 
tidak termasuk dalam tugas Nabi SAW. Dalam berbagai literatur politik 
Islam, paham ini identik dengan penganut aliran sekuler atau Islam 
liberal. 

Prinsip umum dari pandangan sekularisme adalah memisahkan 
urusan agama dan urusan dunia, masing-masing berjalan sendiri- 
sendiri. Agama hanya mengatur urusan pribadi dengan Tuhan, urusan 
peribadatan untuk tujuan hidupnya di akhirat, sedangkan politik 
mengatur urusan sosial kemasyarakatan dan pemerintahan.'" 

Lebih ekstrim dikatakan, agama adalah urusan pribadi, dan negara 
tidak perlu ikut campur. Perlakuan negara yang menganut paham sekuler 
ini, telah melucuti keberadaan agama dari negara. Misalnya Turki di 
bawah pemerintahan Kemal Attaturk. Namun, untuk mewujudkan cita- 
Cita negara sekuler Turki, ternyata tidak berhasil terorganisir dengan 
baik. Justru dalam kenyataan politik dewasa ini, pemerintahan sekuler 
Turki melahirkan konfigurasi politik yang tidak produktif bagi kelanjutan 
Cita-cita negara sekuler Turki. Tokoh aliran ini adalah Kemal Attaturk 
dan Abd al-Razig, Thaha Husein, dan Gamaruddin Khan." 

Konteks pemahaman agama menurut aliran ini dikonsepsikan dalam 
pengertian dan pengaruh Barat, di mana agama tidak memiliki kaitan 
apa-apa dengan aturan atau sistem kenegaraan. Mereka beralasan 
bahwa Nabi SAW, hanya ditugaskan untuk berdakwah dan mewujudkan 
kebaikan, tidak ditugaskan untuk membentuk pemerintahan. 
Menurut Abd ar-Razig, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, adalah 
kepemimpinan keagamaan yang diperoleh sebagai tugas kerasulan. 
Setelah Nabi SAW wafat, selesai sudah kepemimpinannya. Sementara 
pemerintahan agama seperti sistem khilafah dan negara Islam, tidak 
dikenal dalam Islam." 


" Ibid, hlm. 7-10. Lihat, Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran 
dan Gerakan, Jakarta, Bulan Bintang, 1973, hlm. 142 
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Abd al-Razig menyampaikan alasan yang cukup argumentatif bahwa 
tidak ada dasar pijakan yang menyatakan bahwa mendirikan negara 
wajib atas pertimbangan syara! Untuk itulah maka Nabi SAW tidak 
mempunyai suatu perangkat pemerintahan yang merupakan petunjuk 
kepada umat Islam dalam membangun sistem pemerintahan. Alasan 
yang disampaikan al-Razig, bahwa jika mendirikan negara menjadi salah 
satu perintah agama, mengapa Nabi Muhammad SAW, tidak melakukan 
perubahan terhadap model pemerintahan, sistem adminstrasi maupun 
peradilan yang berlaku di kabilah-kabilah Arab. Nabi SAW, juga tidak 
mengatur rekruitmen hakim, pemecatan gubernur dan mengeluarkan 
peraturan yang mengatur sistem ekonomi." Terhadap argumen yang 
menganggap khalifah sebagai wajib syar'i dengan menjadikan surat An- 
Nisa ayat 59 sebagai dasar rujukan, maka Razig juga menjadikan ayat 
tersebut sebagai alasan penolakan atas argumen wajib syar'i. 


Na) ha ag 


LAI Ja Do Loka iga ie Ga el 
Z5 ol Jali d Pr) dis 233 Pen Tara 33 uk 


AGE A 


Ius GAS Ld SL op 


“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah 
(Al Guran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya". (GS. 4: 59). 


Argumen yang disampaikan al-Razig adalah dalam menafsirkan 
kata “ulil amri". Bahwa kata tersebut dipahami sebagai adanya suatu 
keharusan bagi kaum muslimin untuk memiliki sekelompok orang 
yang dapat dijadikan rujukan bagi persoalan yang dihadapi. Makna 
tafsir yang demikian ini lebih luas dari sekadar kata "ulil amri" 
ditafsirkan sebagai penguasa, khalifah, gadhi, panglima perang, atau 
ulama syara." 

1 Ibid, hlm. 30 


'“ Dedi Supriyadi, Perbandingan Figh Siyasah, hlm. 87. Lihat, Ali Abd Ar-Razig, Al-Islam 
wa Ushul Al-Hukum, Mesir, Mathba'ah, 1925, hlm. 14-15 
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Abd al-Razig sepertinya menutup diri dengan sistem yang telah 
dibangun oleh Nabi SAW, dan diakui banyak ilmuan politik sebagai sistem 
politik yang unggul pada masanya. Untuk menjawab argumen al-Razig, 
yang menyesatkan itu, A. Hasyimy menyampaikan rumusan tentang 
dasar-dasar kenegaraan yang dibuat oleh Nabi SAW, sbagai berikut: 

1. UUD yang lengkap dan sempurna dan tetap berlaku sepanjang zaman, 
adalah Al-Gur'an. 

2. Pemerintahan yang teratur, karena telah memiliki Dewan Sekretariat, 
angkatan perang, dan hubungan negara dalam konteks geopolitik di 
luar jazirah Arab. 

3. Angkatan perang bertugas memelihara dan melaksanakan UUD, yang 
anggotanya meliputi seluruh kaum muslimin. 

4. Sistem ekonomi dan keuangan didasarkan kepada hukum jual beli 
yang melarang praktik riba, adanya konsep zakat, sedekah, pajak 
hasil bumi, dan pajak non muslim. 

5. Penetapan pelaksanaan hukum baik perdata maupun pidana 
dilaksanakan sendiri oleh Nabi SAW. 

6. Wilayah jazirah Arab, sebagai suatu kesatuan geografi dan geopolitik 
dan telah memiliki Ibukota Negara yaitu Madinah. 

7. Hubungan sosial kemasyarakatan telah ditetapkan dalam Piagam 
Madinah, seperti persaudaraan muslim, persaudaraan kemanuasiaan, 
jaminan kehormatan jiwa dan harta, serta hak dan kewajiban." 
Penolakan atas integrasi agama dan politik, banyak disampaikan 

pemikir Islam. Di Indonesia tokoh aliran ini diwakili oleh Nurcholish 

Madjid yang memuji pemikiran Mohammad Roem sebagai pemikiran 

inklusif dan pluralis, tentang tidak ada negara Islam.!s 


D. PEMIKIRAN SUBSTANSIAL 

Kelompok ketiga, adalah kelompok yang menganut paradigma 
berfikir substantif. Menurut pandangan kelompok ini, agama dan negara 
diletakkan pada hubungan simbolik, yakni hubungan timbal balik dalam 
tataran etik dan moral. Negara membutuhkan bimbingan etika dan moral 


1" Ibid, hlm. 35, 39. 
“ Laksmi Pamuntjak, Surat-Surat Politik Nurcholish Madjid-Mohammad Roem, Jakarta, 
Imagraph, 2004, hlm. 57 
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dari agama, sedangkan agama memerlukan dukungan negara untuk 
menjamin kelestarian dan eksistensinya.” Husein Haikal, salah satu 
tokoh eksponen aliran ini menyatakan bahwa Islam tidak menetapkan 
sistem dan bentuk pemerintahan tertentu. Islam hanya meletakkan 
kaidah-kaidah bagi tingkah laku dan mu'amalah dalam kehidupan antar 
manusia, Dengan kaidah-kaidah itulah menjadi dasar untuk menetapkan 
sistem pemerintahan yang berkembang sepanjang sejarah.'" 

Pendapat Haikal, tentang hubungan Islam dan politik, yakni dapat 
mentoleransi adanya sistem pemerintahan berdasarkan Islam, hanya 
saja bukan sebagai suatu sistem yang baku karena ditentukan oleh 
prinsip-prinsip ajarannya saja, melainkan disesuaikan dengan situasi 
lingkungan, sejarah, budaya, serta tingkat perkembangan dan peradaban 
intelektual. Perwujudan negara yang dikonsepkan oleh Haikal, harus 
mengandung prinsip-prinsip yang diatur dalam Islam. Prinsip itu 
adalah (1). Tujuan negara yang akan dicapai adalah mewujudkan 
masyarakat religius dan bertauhid. (2). Menegakkan prinsip keadilan 
dan demokrasi. (3). Menegakkan persatuan, persaudaraan, persamaan, 
musyawarah dan keadilan." Prinsip-prinsip tersebut adalah bagian dari 
esensi ajaran Islam, kecuali demokrasi dalam konteks liberal, sehingga 
apa yang digagas Haikal adalah mengakui dan mengembangkan sistem 
pemerintahan Islam, dengan dapat mengadopsi prinsip kebaikan dalam 
sistem lain. 

Di Indosesia, tokoh aliran ini menjamur terutama di zaman Orde Baru 
atau angkatan tahun 66, dan banyak sekali mewarnai pemikiran politik 
Islam di Indonesia. Mereka selain bisa dinisbatkan pada pemikiran 
substantif, juga bisa dimasukkan dalam kelompok sekuler. Sebut saja, 
misalnya Muhammad Hatta, Mohammad Roem, Abdurrahman Wahid 
atau Gus Dur, Harun Nasution, Munawir Sjadzali, Amien Rais, Nurcholish 
Madjid, Ahmad Wahib dan lain-lain. Mewakili pemikiran para tokoh- 
tokoh Islam Indonesia, berikut ini akan dinukilkan pendapat Nurcholish 
Madjid, sebagai berikut: 


“Islam semakin diharapkan untuk tampil dengan pengisian 
nilai-nilai keindonesiaan menurut kerangka Pancasila, yang 


” Ibid, hlm, 10-11. 


W Sirajuddin, Politik Ketatanegaraan, hlm. 26 
1" Ibid, hlm. 26 
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telah menjadi kesepakatan luhur dan merupakan kerangka 
acuan bersama bangsa Indonesia. Lebih jauh, Islam juga 
semakin diharapkan dapat menawarkan dirinya sebagai sumber 
pengembangan dan pelestarian kelembagaan nilai-nilai itu 
melalui berbagai pranata keislaman dalam masyarakat. Maka 
dalam konteks tanah air ini, orang-orang muslim Indonesia 
dituntut untuk lebih mampu lagi menampilkan diri serta ajaran 
agamanya sebagai pembawa kebaikan untuk semua (rahmatan lil- 
'alamin) tanpa eklusivisme komunal"? 


Dinyatakan oleh Din Syamsuddin, bahwa Nurcholish Madjid 
mengembangkan hakikat Islam inklusif, yakni bentuk interrelasi dan 
interaksi yang inklusif harus ditegakkan oleh umat Islam Indonesia 
dalam hubungannya dengan pluralisme masyarakat Indonesia. Atas 
dasar itulah Nurcholish terkenal dengan slogannya “Islam yes, partai 
Islam no"?' Alur pemikiran yang dikembangkan oleh Nurcholish Madjid 
berbeda dengan Husein Haikal. Jika Husein Haikal mengakui adanya 
suatu sistem Islam, kemudian dari sistem tersebut dapat mengadopsi 
nilai-nilai yang dianggap baik dan bermanfaat misalnya demokrasi 
sebagai bagian yang inheren dan dapat dipraktekkan menjadi sebuah 
sistem Islam, maka hal ini berbanding terbalik dengan pendapat 
Nurcholish Madjid, yaitu ideologi politik profan seperti Pancasila yang 
dijadikan sebagai dasar negara dan sistem politik, dapat mebuka diri 
bagi penyerapan nilai-nilai Islam menjadi bagian dari sistem demokrasi 
ala Indonesia yaitu Pancasila. 

Kesimpulan yang diperoleh dari pemikiran para tokoh Islam 
Indonesia, seperti yang telah disebutkan di atas adalah sejak awal 
sejarah politik Islam, tidak terdapat suatu mekanisme yang jelas 
mengenai suksesi kepemimpinan dan peralihan kekuasaan. Mereka 
beralasan bahwa secara teoritik atau doktrinal maupun secara empiris 
atau refleksi sejarah, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Nabi 
Muhammad SAW, telah merumuskan suatu prosedur yang mutlak dan 
wajib diikuti dalam perkara pengelolaan negara.” 


“ M. Syafii Anwar, Pemikiran dan Aksi, hlm. 157 


2 Din Syamsuddin, Islam dan Politik, hlm. 159. Lihat: Bahtiar Eftendy, Islam dan Negara, 
hlm. 57-58, 
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RANGKUMAN 

Beberapa aspek yang dapat diidentifikasi sebagai akibat dari 
munculnya keragaman atau tipologi pemikiran politik Islam seperti 
telah dijelaskan di atas antara lain: 

Pertama: Faktorinternal, adanya perbedaan penafsiran terhadap ayat- 
ayat Al-Gur'an dan Sunnah Nabi SAW, khususnya pada awal peristiwa 
Sagifah yang menyebabkan lahirnya aliran Syi'ah dan Sunni sebagai dua 
kekuatan politik yang saling bersaing, yang direpresentasikan oleh dua 
kekuatan yaitu dinasti Abbasiah dan Umayyah. 

Kedua: Adanya faktor Modernisme dan Pembaharuan. Lahirnya 
gerakan pembaharuan dan modernisasi sebagai suatu paradigma baru 
antara kelompok yang ingin mempertahankan kemurnian Islam atau 
para pembaharu dan kelompok yang berorientasi pada kemajuan Barat 
atau yang identik dengan modernisme dan sekularisme. 

Ketiga: Adanya faktor eksternal. Keretakan hubungan Barat dan 
Islam, akibat interfensi, dominasi, dan kolonisasi wilayah kekuasaan 
Islam oleh Barat sehingga muncul gerakan anti Barat. Selain itu juga, 
ekspansi Barat secara kultural yang telah mempengaruhi komunitas 
Islam sebagai bagian dari upaya westernisasi. 


BAB IV 


PEMIKIRAN POLITIK ISLAM 
DI INDONESIA 


A. SEJARAH POLITIK ISLAM DI NUSANTARA 

Penyebaran agama Islam di kepulauan Nusantara dirintis oleh 
para pedagang Arab dan India dengan cara-cara yang persuasif dan 
damai. Sebaliknya, agama Kristen yang dibawa oleh Portugis masuk ke 
Nusantara dengan jalan kekerasan, karena dilatarbelakangi oleh rasa 
permusuhan terhadap Islam. Demikian juga dengan Belanda dan Spanyol, 
yang sama-sama memusuhi Islam dengan mengusung misi Perang Salib. 
Bagi Portugis, semua orang Islam adalah musuh yang harus diperangi. 
Misi utama dari bangsa Spanyol dan Portugis dalam menjelajah dunia 
adalah untuk memerangi agama Islam, dan menggantikan dengan agama 
Kristen. Ekspansi Portugis ini menjadi bagian yang tak terpisahkan 
dengan semangat Perang Salib.' Hanya saja penaklukan yang dibarengi 
dengan misi perang salib khususnya di Nusantara, membangkitkan 
antipati dan reaksi keras dari kerajaan-kerajaan Islam Nusantara dan 
seluruh umat Islam di Nusantara. Kebangkitan nasional merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dari Islam itu sendiri. 

Islam bukan hanya suatu ikatan biasa, tetapi menjadi simbol 
kelompok-dalam “in group" untuk melawan imperialisme dan 
kolonialisme. Merurut W.F. Wertheim seperti dikutip oleh Kahin, 
menyatakan bahwa “Seseorang memang dapat menunjang paradoks 
bahwa perluasan Islam di kepulauan Indonesia adalah akibat ulah orang- 


1 H, Agib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta, LP3ES, 1996, hlm. 17. 
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orang Barat"? Datangnya bangsa Portugis di wilayah ini, ikut mendorong 
sejumlah besar bangsawan Indonesia untuk memeluk Islam sebagai 
suatu pergerakan politik untuk melawan penetrasi Kristen. 

Sejarah Nasional Bangsa Indonesia dipengaruhi oleh tiga faktor 
kekuatan, yakni faktor kolonialisme, faktor umat Islam (kerajaan Islam) 
dan Majapahit Hinduis. Sebelum pendudukan bangsa penjajah (Portugis, 
Spanyol, Belanda, Jepang, dan Sekutu) di Indonesia, kekuasaan Islam 
telah eksis di Bumi Nusantara. Sejarah Pergerakan umat Islam diawali 
sejak awal abad 14 M, jauh sebelum Portugis dan Belanda datang ke 
Indonesia (1596) 

Sejarah pergerakan politik nasional Indonesia, berawal dari 
terbentuknya berbagai kerajaan Islam Nusantara. Menurut Endang 
Saifuddin Anshari, pasca mundurnya Majapahit dan berkembang Malaka 
(1389-1520), lahirlah institusi politik Islam berupa Kerajaan Islam, 
berawal dari Kerajaan Islam Perlak dan Kerajaan Islam Samudera Pasai. 
Pemerintahan Sultan Alauddin Syah (1477-1488), kesultanan Demak 
(1500-1546), Sultan Baabullah di Ternate (1570-1587), kerajaan Aceh 
di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda yang menguasai seluruh 
Sumatera dan sebagian Malaya (1607-1641), Sultan Agung Mataram 
yang menguasai seluruh Jawa dan Madura (1613-1645)“ 

Islam mulai berkembang menjadi kekuatan Nasional sejak runtuhnya 
Hinduisme. Seperti dikutip dari harian Republika dan Slamet Muljana 
disebutkan bahwa kekuasaan Islam dengan Kerajaan Perlak sebagai 
kerajaan Islam pertama, sudah ada sejak 1161 atau 1186 M. Kerajaan 
Perlak atau Peureulak dipimpin oleh seorang Sultan keturunan Arab 
Guraisy yang bernama Sayid Abdul Aziz. Dikatakan bahwa asal usul 
Sultan tersebut dari hasil asimilasi Arab-pribumi. Ayahnya seorang 
berkebangsaan Arab keturunan Ouraisy yang datang sebagai pedagang, 
dan kawin dengan putri pribumi dari keturunan mohrat/meurah/ 
marah artinya “raja”. Dari perkawinan itu, memperoleh seorang putera 
bernama Sayid Abdul Aziz, kemudian menjadi Sultan Perlak pertama 


? George Me Turnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, Jakarta, UNS dan 
Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 50-51. 

? H. Endang Saifuddin Anshari, Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran Tentang Paradigma 
dan Sistem Islam, Jakarta, Gema Insani Press, 2004, hlm 198.: Lihat, Ahmad Syafi'i Mufid, 
Dialog Agama dan Kebangsaan, Jakarta, Zikrul Hakim, 2001, hlm. 4. 

“ Ibid, hlm. 198-199. 
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yang bergelar sultan Alauddin Syah. 

Setelah berdiri kerajaan Islam pertama di Perlak, kemudian disusul 
oleh Kerajaan Samudera Pasai tahun 1297 M. Kedua kerajaan inilah yang 
dapat dikatakan sebagai institusi politik Islam atau pemerintahan Islam 
pertama, yang menjadi cikal bakal terbentuknya kerajaan-kerajaan 
Islam lainnya di seluruh wilayah Nusantara, dan menjadi pijakan 
dasar terbentuknya Nasionalisme Indonesia Modern (Negara Republik 
Indonesia). Kenyataan ini diakui oleh Marco Polo dan Ibnu Battuta. 

Bahkan dalam cacatan perjalanan Marco Polo yang berjudul Travel of 
Marco Polo menyatakan bahwa di bumi Nusantara, sejak 1292 telah ada 
komunitas Muslim di Pasai Sumatera utara, tepatnya di Aceh. Komunitas 
Muslim tersebut berada dalam kekuasaan Kerajaan Hindu Malaya 
dan menjadi penasehat Kerajaan. Pada 1297 M, telah dikonversi dari 
penguasa Hindu Malaya ke dalam agama Islam, yang kemudian menjadi 
kerajaan Islam besar dengan nama Kerajaan Samudera Pasai. 

Keberadaan Kerajaan Samudera Pasai telah diakui oleh Ibnu Battuta, 
seorang pengeliling Muslim pertama. Dalam perjalanan mengelilingi dunia 
Islam pada tahun (1345), dan ketika sampai di Sumatera menyatakan 
bahwa sudah ada Kerajaan Islam yakni Kerajaan Samudera Pasai, dipimpin 
oleh Sultan Merah Silu, atau yang dikenal dengan Sultan Malik As-Saleh. 
Dalam catatan Ibnu Battuta, dia menyatakan bahwa Kerajaan Samudera 
Pasai justru berdiri lebih awal dari Imperium Usmany di Turki(13850 
M). Bahkan Battuta menyatakan bahwa Kerajaan Samudera Pasai telah 
menjelma menjadi pusat studi Islam terbesar di Asia Tenggara, dan 
menjadi salah satu ikon pusat perdagangan internasional." 

Dari kedua Kerajaan tertua di Indonesia, yakni Kerajaan Perlak 
dan Kerajaan Samudera Pasai, Islam mulai menyebar dan mendirikan 
institusi pemerintahan Islam di seluruh Kepulauan Nusantara, meliputi 
Jawa, Kalimantan, Sulawesi Maluku dan Irian (Papua). Jadi secara 


8 Slamet Muljana, Runtuhnya Kerajaan Hindu-jawa dan Timbulnya Negara-Negara 
Islam di Nusantara, Yogyakarta, LkiS, 2007, hlm. 130. 
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geopolitik, konversi Nusantara menjadi Indonesia, meliputi Sumatera, 
Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian (Papua) adalah suatu 
bentuk manifestasi Islam kepada lahirnya Negara Indonesia. 

Sebelum Islam berkembang di tanah Jawa dan menjadi sebuah 
imperium, di tanah Jawa berdiri kekuasaan kerajaan besar dan terkenal 
yaitu Majapahit yang tersohor sampai ke Tiongkok. Kekuasaan Majapahit 
bertahan salama 233 tahun (tahun 1294-1527), dengan rincian: 184 
tahun sebagai kerajaan yang merdeka, dan 49 tahun sebagai Negara 
bawahan. Adapun daftar nama-nama Raja Majapahit sebahgai berikut: (1). 
Kertarajasa Jayawardhana (Sanggramawijaya: Raden Wijaya), berkuasa 
tahun 1294-1309. (2). Jayanegara (Kala Gemet: Wirandagopala), berkuasa 
tahun 1309-1328. (3). Tribhuwanatunggadewi (Jayawisnuwardhani), 
berkuasa tahun1328 - (4). Rajasanegara (Hayam Wuruk), berkuasa tahun 
-1389. (5). Wikramawardhana (Hyang Wisesa: suami Kusumawardhani), 
berkuasa tahun 1389-1427. (6). Suhita, berkuasa tahun 1427-1447. 
(7). Bhre Daha (pemerintahan selingan), berkuasa tahun 1437 - . (8). 
Sri Kertawijaya, berkuasa tahun 1447-1451. (9). Bhre Pamotan (Sang 
Sinagara), berkuasa tahun 1451-1453. Masa kekosongan jabatan selama 
3 tahun. (10). Hyang Purwawisesa, berkuasa 1456-1466. (11). Bhre 
Pandan Alas, berkuasa tahun 1466-1468. (12). Singawardhana, berkuasa 
tahun 1468-1474. (13). Kertabhumi, berkuasa tahun 1474-1478. (14). 
Njoo Lay Wa, berkuasa tahun 1478-1486. (15). Girindrawardhana (Dyah 
Ranawijaya: Prabu Nata), berkuasa tahun 1486-1527. 

Di Tanah Jawa inilah, Islam mulai berkembang menjadi sebuah 
imperium yang kemudian menyingkirkan kekuasaan Hindu Majapahit. 
Imperium itu adalah Kerajaan Demak. Demak adalah kerajaan Islam yang 
paling penting di wilayah pantai utara Jawa pada abad XVI.'" Kerajaan 
Demak adalah institusi kekuasaan Islam pertama di Jawa. Raden Patah 
atau Raden Fatah, merupakan Raja pertama yang memerintah antara 
tahun 1500-1518. Di masa Pemerintahannya, Raden Patah mengirim 
ekspedisi angkatan perang yang dipimpin anaknya sendiri, Pati Unus 
untuk menyerang penjajah Portugis di Malaka.'' Setelah Raden Patah 


" Slamet Muljana, Runtuhnya Kerajaan Hindu. 32-33. 

" MC. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 
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meninggal, digantikan oleh Pati Unus. Di antara kerajaan Islam di Jawa 
yang menguasai Jawa secara keseluruhan, dan mengambil alih kekuasaan 
kebesaran Majapahit dan sebagai benteng menentang imperialisme 
dan kolonialisme adalah, Kesultanan Demak (1500-1550), Kesultanan 
Banten (1524-1813), Kesultanan Cirebon (1552-1677), Kesultanan 
Pajang (1568-1618), dan Kesultanan Mataram (1596-1755). 

Sebagai pusat penyebaran Islam, Demak menjadi tempat berkumpul 
para wali seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus dan Sunan 
Bonang Para wali tersebut memiliki peranan yang penting pada masa 
perkembangan kerajaan Demak bahkan para wali tersebut menjadi 
penasehat bagi raja Demak. Dengan demikian terjalin hubungan yang 
erat antara raja/bangsawan - para wali/ulama dengan rakyat. Kebesaran 
Kerajaan Demak mungkin tidak dapat disejajarkan dengan imperium 
Ottoman di Turki, namun setidaknya menjadi sebuah kekuatan yang punya 
pengaruh terbesar atas dan menjadi basis ekspansi berdirinya kekuasaan 
Kesultanan di di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku sampai Irian. 

Di Sulawesi, berdiri beberapa Kerajaan Islam, baik di Sulawesi Selatan 
maupun Sulawesi tenggara. Kerajaan dimaksud adalah Kesultanan Gowa 
(1593-1669), Kesultanan Bone (abad 17), Kerajaan Banggai (abad 16), 
dan Kesultanan Buton (1332-1911). Kedudukan Kerajaan Islam di 
Sulawesi memberi pengaruh besar terhadap perkembangan Islam di 
kepulauan Wilayah Timur Nusantara. 

Di Sulawesi Selatan, ada beberapa Kerajaan Islam antara lain, 
Kerajaan Gowa atau Kerajaan Makassar dan Kerajaan Bone atau 
Kerajaan Bugis. Raja Makasar pertama yang memeluk agama Islam 
adalah Karaeng Matoaya (Raja Gowa) yang bergelar Sultan Alaudin, dan 
dibantu oleh Daeng Manrabia (Raja Tallo) sebagai Mangkubumi bergelar 
Sultan Abdullah. Memerintah Makassar antara tahun 1593 - 1639. Pada 
masa pemerintahan Raja Malikul Said (1639 - 1653), Kerajaan Makasar 
berkembang menjadi kerajaan maritim yang pesat. Kerajaan Makassar 
mencapai puncak keemasanya pada masa pemerintahan Sultan 
Hasanuddin (1653-1669). Pada masa pemerintahannya, Makassar 
memperluas wilayah kekuasaannya dengan menguasai daerah- 
daerah subur serta daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan 
perdagangan Makassar. Perluasan daerah kekuasaan Makassar sampai 
sampai ke wilayah timur, meliputi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah 
dan Tengara serta Maluku dan Irian. 
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Sultan Hasanuddin terkenal sebagai raja yang sangat anti kepada 
dominasi penjajah. Oleh karena itu ia menentang kehadiran dan monopoli 
yang dipaksakan oleh VOC yang telah berkuasa di Ambon. Untuk itu 
hubungan antara Batavia (pusat kekuasaan VOC di Hindia Timur) dan 
Ambon terhalangi oleh adanya kerajaan Makassar. Dengan kondisi 
tersebut maka timbul pertentangan antara Sultan Hasanuddin dengan 
VOC. Di dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin 
sendiri pasukannya menentang Belanda, dan berhasil memporak- 
porandakan pasukan Belanda. Akibatnya kedudukan Belanda semakin 
terdesak. Atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut sehingga Belanda 
memberi julukan padanya sebagai Ayam Jantan dari Timur. 


Belanda menggunakan berbagai cara untuk melokalisir meluasnya 
pengaruh Sultan Hasanuddin. Pada awalnya, Belanda menggunakan 
pendekatan persuasif tapi licik, yakni mengadakan perundingan dengan 
Sultan Hasanuddin agar tidak berekspansi ke Nusantara khususnya di 
Maluku, namun cara itu ditolak oleh Hasanuddin dan tetap memberikan 
bantuan kepada rakyat Maluku untuk melawan Belanda, seperti ditulis 
oleh I.O Nanulaitta berikut ini: 


“Sewaktu perundingan di dalam tahun 1659, V.0.C. hendak 
memaksakanSultan Hasanuddinsupajamelarangpelaut?Makassar 
mengadakan pelajaran ke pulau-pulau jang dikuasai kompeni. 
Hasanuddin mendjawab bahwa larangan itu bertentangan dengan 
Undang? Allah, jang mentjiptakan dunia, agar tiap? manusia dapat 
mengetjap hasilnja, ataukah tuan? beranggapan bahwa pulau? 
jang begitu djauh terletak dari bangsa (negeri) tuan? disediakan 
oleh Allah bagi kepentingan perdagangan tuan??. Mengertilah 
kita bahwa djawaban atas tantangan monopoli V.0.C. Konflik 
Makassar-Belanda harus terdjadi. Konflik bersendjata berachir 
dengan perdjanjian Bongaja tahun 1667/1669. Belanda berhasil 
menguasai pintu masuk keluar Maluku jaitu Makassar. Monopoli 
sekarang disempurnakan. Suatu pukulan hebat bagi dunia 
perdagangan bebas di Indonesia" 


Belanda dengan liciknya, seakan ingin berupaya untuk mengakhiri 
peperangan terbuka dengan Makassar, namun secara tersamar 


# LO Nanulaitta, Timbulnja Militerisme Ambon Sebagai Suatu Persoalan Politik Sosial 
Eknomis, Jakarta, Bhrata, 1966, hlm. 54-55. 
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melakukan politik adu-domba antara Makasar dengan kerajaan Bone 
(daerah kekuasaan Makasar). Raja Bone yaitu Aru Palaka yang merasa 
dijajah oleh Makassar meminta bantuan kepada Belanda untuk 
melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Makassar. Akibatnya Aru 
Palaka bersekutu dengan Belanda menentang Kerajaan Makassar. 
Kebesaran Kerajaan Makassar makin melemah dan pengaruhnya diambil 
alih oleh Kerajaan Bone di bawah kontrol Belanda. Walaupun demikian 
Kerajaan Bone pada akhirnya memberontak juga terhadap Belanda." 

Selain Kerajaan Makassar dan Bone di Sulawesi Selatan yang memiliki 
ciri Keislaman kuat, Kerajaan Buton di Selawesi Tenggara, merupakan 
kerajaan Islam dengan sistem pemerintahan yang berpegang teguh 
pada syariat Islam. Di dalam tata kehidupan sosial masyarakat, agama 
merupakan prinsip hidup tertinggi. Ini tampak pada falsafah hidup 
masyarakat Buton, yang berbunyi: “Yinda Yindamo Arata somanamo 
Karo" (Harta rela dikorbankan demi keselamatan diri), “Yinda Yindamo 
Karo somanamo Lipu" (Diri rela dikorbankan demi keselamatan negeri), 
“Yinda Yindamo Lipu somanamo Sara" (Negeri rela dikorbankan demi 
keselamatan pemerintah), “Yinda Yindamo Sara somanamo Agama" 
(Pemerintah rela dikorbankan demi keselamatan agama). 

Di Kalimantan, tersebar Kerajaan Islam, baik kecil maupun besar 
meliputi hampir seluruh daratan Kalimantan. Hal ini tampak dari 
banyaknya Kerajaan Islam yakni, Kesultanan Pasir (1516), Kesultanan 
Banjar (1526-1905), Kesultanan Kotawaringin dengan Kerajaan Pagatan 
(1750), Kesultanan Sambas (1671), Kesultanan Kutai Kartanegara 
(1400), Kesultanan Sambaliung (1810), Kesultanan Gunung Tabur 
(1820), Kesultanan Pontianak (1771), dan Kesultanan Bulungan (731). 
Keberadaan Kerajaan tersebut mampu menjadikan Kalimantan sebagai 
bagian dari kekuatan Islam. Dari seluruh Kerajaan Islam yang ada di 
Kalimantan, Kerajaan Banjar yang besar dan dominan, pengaruhnya 
meliputi seluruh daratan Kalimantan. 

Kerajaan Banjar terbentuk pada tahun 1526-1905, terletak di 
Kalimantan Selatan. Kerajaan Banjar merupakan derivasi dari Negara 
Daha Hindu. Raja pertama Kerajaan Banjar adalah Sultan Samudera 
dengan gelar Sunan Batu Habang, cucu dari Maharaja Sukarama dari 

" www.wikipedia.org dikutip tanggal 6 September 2013. 

“ Ibid, 
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Kerajaan Hindu Negara Daha. Sultan Samudera masuk Islam dengan 
gelar Suryanullah atau Suriansyah. Islamisasi Kerajaan Banjar dilakukan 
oleh Kerajaan Demak.'" 

Mencermati pengaruh Kerajaan Banjar, Belanda dengan politik devide 
et impera atau politik pecah belah, menyokong Kerajaan Banjar untuk 
berperang dengan dan menaklukkan Kesultanan Pasir. Politik Belanda ini 
berhasil memperlemah kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Kerajaan 
Banjar pada akhirnya berhadapan juga dengan kekuatan Belanda.'" 

Kerajaan Islam di Maluku dan Irian, seperti Kesultanan Ternate, 
Kesultanan Tidore, Kesultanan Jailolo, Kesultanan Bacan, Kerajaan 
Tanah Hitu di Ambon, Kerajaan Misol dan Kerajaan Patipi di Irian 
menjadi bukti sejarah kekuasaan Islam terbentang dari Sabang sampai 
Merauke. Di Maluku dan Irian, keberadaan Kerajaan Islam vis a vis 
Portugis dan Belanda, memiliki spektrum politik yang juah lebih luas dan 
kompleks. Faktor utama yang dominan atas kompleksitas yang dihadapi 
Kerajaan Islam di Maluku, dikarenakan keberhasilan Belanda dalam 
misi kristenisasi sebagian penduduk kepulauan Ambon, pada akhirnya 
dijadikan basis dan benteng pertahanan Belanda dalam melancarkan 
perang terhadap umat Islam. 

Kerajaan Ternate memegang peranan sentral di Maluku dan Irian, 
bahkan di Nusantara. Dalam catatan Nanulaitta, kekuasaan Kerajaan 
Ternate merupakan the big four dari empat kerajaan besar yakni Aceh, 
Mataram, Makassar dan Ternate. Kesultanan Ternate mencapai zaman 
keemasan pada masa kekuasaan Sultan Hairun dan anaknya Sultan 
Baabullah.” Dalam memberantas dominasi Portugis dan Belanda di 
Ambon, Sultan Hairun sering mengirim tentara kerajaan untuk membantu 
saudara Muslimnya di Ambon. Dalam suatu pertempuran di Ambon 
pada tahun 1571, Sultan Baabullah mengirim satuan armada tempur 
berkekuatan 5 buah kora-kora besar (sejenis perahu layar) dengan 
jumlah pasukan terdiri dari 500 orang, di bawah pimpinan pamannya 
Kalakinko membantu rakyat di Jazirah Hitu menyerang Portugis,'" 


'$ Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, Raja Jakarta, Grafindo 
Persada, 1012, hlm. 27 
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Salah satu misi penjajah yang menjadikan militansi umat Islam 
terhadap Belanda dan Portugis adalah misionaris, seperti dinyatakan 
oleh LO Nanulaitta, bahwa politik penjajah (Belanda dan Portugis) 
mencari untung dicampur aduk dengan penyebaran agama Kristen. 
Misionaris penjajah telah memindahkan cita-cita perang salib dari Eropa 
ke Asia, menimbulkan permusuhan dengan umat Islam. Sesungguhnya 
tindakan penjajah adalah untuk menyebar agama Kristen." 

Untuk memperkuat dominasi Portugis dan Belanda atas Kerajaan- 
kerajaan Islam di Maluku yang terkenal dengan rempah-rempah sebagai 
sumber devisa negara, Portugis dan Belanda melakukan transformasi 
misionaris dengan merubah struktur masyarakat Maluku yang Islamis ke 
Kristen, dan memperkuat agitasi kolonialisme terhadap Kerajaan Islam 
sebagai musuh abadi. Politik misionaris secara hirarki, terstruktur dan 
masif dilakukan melalui jalur pendidikan dan militer. Sekolah-sekolah 
didirikan untuk memperluas agama Kristen, dan rekruitmen militer 
(angkatan laut dan polisi) diambil dari negeri-negeri kristen.” 

Keberadaan Kerajaan Islam di Nusantara, dan perang yang dipimpin oleh 
para ulama seperti perang Diponegoro, Perang Paderi, Perang Fatahillah, 
merupakan kata kunci atau menjadi cikal bakal terbentuknya nasionalisme 
atau Indonesia Raya. Gelombang perubahan yang dipimpin para kiai dan 
ulama adalah suatu paradigma yang tidak mungkin dibantah. Sebagaimana 
dikatakan oleh Musyrifah Sunanto, bahwa keterlibatan kiai dan ulama 
dalam politik hampir sama tuanya dengan peradaban Islam. Untuk konteks 
Indonesia, peran ulama dalam bidang politik pada zaman kerajaan-kerajaan 
Islam cukup strategis. Pada awalnya mereka bertindak sebagai penasehat 
raja, juga menjadi tumpuan umat dalam menggerakkan perjuangan. 

Terjadinya perang Jawa atau perang Diponegoro (1825-1830) dan 
diteruskan oleh Kiai Mojo (1873-1904), menjadi pelajaran politik bahwa 
penggalangan atas nama Islam telah memupuk rasa cinta tanah air dan 
anti kolonialisme. Perang Sabil dan fatwa jihad yang dicanangkan ulama 
menjadi landasan dalam membentuk umat yang kuat dalam melawan 
kolonialisme, sampai tegaknya kedaulatan bangsa Indonesia. 


2 Ibid., hlm. 117. 120. 
“' Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban, hlm. 29 
“ Ibid, hlm. 30 
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Pada saat kekuasaan Kerajaan-kerajaan Islam tumbang oleh agitasi 
penjajah Portugis, Belanda dan Jepang, peran kerajaan-kerajaan Islam 
dan umat Islam diambil alih oleh ulama. Para ulama tampil memobilisasi 
umat untuk berdiri tegak menyerang penjajah. Seruan jihad atau perang 
suci dan fatwa syahid dengan latar belakang mempertahankan agidah 
menjadi kekuatan untuk meneguhkan umat dalam melawan kaum 
penjajah. Selain faktor kolonialisme dengan misi Kristenisasi yang 
mendorong terbentuknya kekutan Islam, ada juga faktor penting lainnya 
yang membentuk kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia yang 
dilatarbelakangi oleh Pan Islamisme atau internasionalisme Islam yang 
diyakini ikut membentuk nasionalisme Indonesia. Seperti dinyatakan 
oleh H.A.R Gibb dalam Agib Suminto, bahwa ketakutan Belanda atas Pan 
Islamisme adalah disebabkan oleh masalah Aceh, karena sampai dengan 
menjelang abad XX, segala usaha Belanda dalam mengatasi peperangan 
dengan Aceh belum juga berhasil. Belanda menganngap bahwa perang 
Aceh adalah perang paling pahit dan paling lama, ternyata kemampuan 
bertahannya ditunjang oleh Islam. Ini merupakan suatu penegasan 
bahwa kekuatan Islam di Nusantara merupakan faktor penting bagi 
bangkitnya nasionalisme Indonesia dalam melawan bangsa penjajah. 


B. POLITIK ISLAM PADA MASA REVOLUSI INDONESIA 
1. Revolusi Pada Masa Penjajahan 

Di dalam pembahasan politik Islam selama pergolakan pada masa 
Revolusi Indonesia dipetakan menjadi dua fase, yaitu Fase sebelum 
merdeka dan sesudah merdeka, atau fase penjajahan dan fase agresi 
sekutu serta pemberontakan di dalam negeri. Penjelasan tentang fase 
pertama menggunakan sub tema revolusi pada masa penjajahan. 

Masa Penjajahan sebelum Indonesia merdeka merupakan revolusi 
jilid kesatu. Revolusi jilid pertama adalah revolusi menentang bangsa 
penjajah (Portugis, Belanda, dan Jepang). Akar dari Revolusi jilid pertama 
dimulai dari dan oleh intervensi imperialisme atas kekuasaan Kerajaan 
Islam di seluruh Nusantara. Dan dari sinilah berkembang semangat 
revolusi nasional sampai terbetuknya negara Republik Indonesia 
merdeka. Pada tahun 1500-an M, Belanda mengadakan ekspansi ke 
Asia, dan menguasai Indonesia. Bermula dari misi politik dagang dan 
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misionaris, berkembang menjadi politik imperialisme. Kekuasaan 
Islam di Nusantara mulai diintervensi. Satu demi satu Kerajaan Islam 
Nusantara dikuasai, dan Nusantara secara keseluruhan jatuh pada 
kekuasaan Belanda. Kepulauan Nusantara dinyatakan sebagai daerah 
jajahan Belanda. Pasca kejatuhan Kerajaan Islam di seluruh Nusantara, 
Belanda mulai menjalankan politik kontrol atas umat Islam selama masa 
penjajahannya yang mencapai lebih dari 300 tahun. 


Pada awal abad ke-19 dan ke-20 disinyalir sebagai puncak keemasan 
imperialisme bangsa Eropa, sekaligus menjadi tonggak kebangkitan 
nation state di Benua Asia dan Afrika. Kebangkitan nationstate di kalangan 
dunia Islam disebut dengan Pan Islamisme. Pan Islamisme yang berakar 
di dunia Arab yang digerakkan oleh pemikir Muslim seperti Sayyid 
Jamaluddin Al-Afgani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Muhammad 
Igbal dan pemikir Islam lainnya, telah membuka jalan kepada dunia 
Islam termasuk Indonesia untuk bangkit menentang politik imperialisme 
Barat. Di Indonesia, gelora perlawanan terhadap penjajah Portugis dan 
Belanda mulai bangkit sejak abad ke-18. Berbagai fakta sejarah yang 
telah diungkap oleh sejarahwan berikut ini merupakan kata kunci 
lahirnya nasionalime Indonesia. Berkenaan dengan berkembangnya 
kekuasaan kesultanan Islam di wilayah Nusantara (Jawa, Sumatera, 
Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dan Irian), Belanda mulai melegalkan 
politik imperialisme kekuasaanya dengan pertama-tama membentuk 
organisasi dagang yakni VOC?, (tepatnya pada tanggal 20 Maret 1620). 
Dipicu oleh gerakan VOC yang berkembang dalam sistem monopoli 
dagang dan adanya gerakan politik ekspansi teritorial dengan kekuatan 
militer,? pergerakan Kerajaan Islam di Nusantara bersama-sama dengan 
komponen umat mulai bangkit menentang politik Belanda. 


“ LO, Nanulaitta, Timbulnja Militerisme, hlm 28. Di dalam tulisan Nanulaitta, VOC 
(Verenigde Oostindische Compagnie), menjelaskan bahwa faktor terpenting dari gerakan 
organisasi ini adalah, kedaulatan dan monopoli VOC sebagai suatu badan dagang Nederland, 
mewakili pemerintah Republik di Asia. Mereka berhak a.I. membuat perjanjian-perjanjian 
dengan Raja-raja, Sultan-sultan, Kepala-kepala, mempunyai tentara dan membuat benteng, 
membuat mata uang sendiri, dan hak untuk mengadili dan menyebarkan Agama. Lihat, 
George Mc Turnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, (penerjemah: Nin Bakdi 
Soemanto), Universitas Sebelas Maret, 1995, hlm 3. Lihat: Zainal Abidin R, Partai Politik 
Islam, hlm. 63 


2 WE. Wertheim, Masyarakat Indonesia Dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial, 
(penerjemah, Misbah Zulfa), Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999, hlm. 38 
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Keinginan keras Belanda agar tetap berkuasa di Indonesia, 
mengharuskan pemerintah Hindia Belanda untuk menemukan politik 
Islam yang tepat, karena sebagian besar penduduk kawasan ini 
beragama Islam. Dalam perang menaklukkan bangsa Indonesia selama 
sekian lama, Belanda menemukan perlawanan keras justru dari pihak 
raja-raja Islam sehingga tidaklah mengherankan bila kemudian Islam 
dipandangnya sebagai ancaman yang harus diwaspadai dan dikekang, 
sehingga perlu ditempatkan di bawah pengawasan yang ketat. Politik 
Islam Hindia Belanda secara lengkap dan terinci dapat dijumpai dalam 
tulisan H. Agib Suminto, seperti dalam penjelasan berikut.” 

Kedatangan Snouck Hurgronje pada akhir abad ke-19 berhasil 
memberikan pemikiran alternatif sebagai jalan keluar dalam mengatasi 
umat Islam. Analisanya tentang Islam, mendorongnya untuk bersikap 
netral terhadap ibadah tetapi dalam hal politik bertindak tegas 
terhadap setiap kemungkinan perlawanan orang-orang Islam fanatik. 
Politik kembar antara toleransi dan kewaspadaan ini dimaksudkan 
untuk membangun dasar bagi ketenteraman kehidupan beragama dan 
meletakkan ketetapan bersama antara pihak yang bersaing atau modus 
vivendi antara pemerintah kolonial dengan umat Islam. Namun politik 
Islam Snouck Hurgronje yang didasarkan atas analisa pemisahan antara 
agama dan politik tersebut, tampaknya hanya sesuai dengan kondisi 
peralihan abad ke-20, sebab perkembangan selanjutnya ternyata 
menyimpang dari garis politik Snouck Hurgronje. Ketenteraman 
yang dicapai tidak bisa bertahan lama, justru setelah umat Islam di 
kawasan ini mulai bangkit. Dorongan kebangkitan Islam dari luar negeri 
(Pan Islamisme) berpadu dengan perubahan sosial akibat lajunya 
modernisasi di bawah pemerintahan kolonial. Proses modernisasi umat 
Islam ini berhasil mendorong penghayatan agamanya, sehingga mampu 
memahami Islam sebagai agama yang sempurna dan sebagai pandangan 
hidup. 

Sebagian wawasan dan saran Snouck Hurgronje sesudah dua 
dasawarsa pertama abad ke-20 tidak lagi sesuai dengan situasi 
kondisi, karena umat Islam, dalam membela agamanya, ternyata tidak 
mengabaikan kegiatan politik. Sementara itu pada tahun 1920-an 
terjadilah pelbagai pergolakan, sehingga arah politik kolonial pun 


38 Lihat, H. Agib Suminto, Politik Islam, hlm. 7-208. 
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mengalami perubahan, lebih tergantung pada aliran hukum adat.” 
Para pemimpin Islam menyadari bahwa politik adat ini bertentangan 
dengan dasar-dasar yang digariskan oleh Snouck Hurgronje. Semuanya 
ini menunjukkan bahwa pada tahun-tahun terakhir masa kekuasaan 
Belanda, tidak seluruh konsep Snouck Hurgronje bisa diterapkan. Politik 
Islam dalam arti sebenarnya telah menghilang dari agenda pemerintahan 
kolonial Belanda. Namun demikian perlu dicatat bahwa pemerintah 
Belanda telah berhasil mengendalikan kaum muslimin yang menjadi 
wilayah jajahannya, sehingga kekuatan Belanda tetap terjaga dari upaya 
kebangkitan dan perlawanan umat Islam. 


Dalam hubungannya dengan politik asosiasi, sementara pihak 
kolonial menginginkan agar pendidikan Barat merupakan jembatan 
terjadinya asosiasi di kalangan pribumi dalam rangka menyiapkan 
orang-orang pribumi sebagai partner dan pegawainya. Namun di 
kalangan pribumi sendiri ternyata bahwa pendidikan Barat justru banyak 
melahirkan intelegensia berjiwa nasionalis. Memang beberapa pribadi 
berhasil memenuhi harapan asosiasi, tetapi seluruh penggerak gerakan 
nasionalis sekuler bisa dikatakan dibesarkan oleh pendidikan Barat.” Di 
samping itu tidak semua pribumi yang ditempa dalam pendidikan dan 
lingkungan Barat itu, otomatis melupakan Indonesianya.” Juga tidak 


? Lihat H.A. Salim, Adat Contra Islam dalam Djedjak Langkah H. Agoes Salim, (Jakarta, 
1954) hal. 188-189: Lihat, Moh. Natsir, Pencaturan Adat dan Agama" dalam Capita Selecta, 
1, Jakarta, 1978, hal. 149-150: Laporan M. Junus Anies dalam Kongres Muhammadiyah ke- 
22, dalam Pemandangan Alam Islam dan Muhammadiyah 1932-1933, (Yogyakarta, 1933), 
hal. 29-31. Lihat, Agib Suminto, Politik Islam, hlm. 15-19 


” Misalnya PA. Ahmad Djajadiningrat "anak sulung” Snouck Hurgronje. Ia merasa 
demikian bangga ketika dalam kesempatan mengikuti Konferensi Buruh Internasional di 
Jenewa tahun 1936, diperkenalkan oleh ketua delegasi Belanda sebagai “saudara setanah 
air, (PAA. Djajadiningrat, Herinneringen, Amsterdam, 1936, hal. 350). R.M. Notosoeroto 
demikian gigih dalam usahanya untuk mempererat ikatan Indonesia Belanda, dan sangat 
berjasa dalam pembentukan lembaga Stichting Nederlandsch-Indonesisch Verbond di negeri 
Belanda pada awal tahun 1930. (Lihat Notosoeroto, Nederland-Indonesie, Naar een nieuwe 
Samenleving, 's-Gravenhage, 1931). Abdoel Kadir Widjojoatmodjo yang pernah menjabat 
sebagai Wakil Konsul Belanda di Jeddah, ketika terjadi perundingan Renville antara 
Indonesia dan Belanda, tampil sebagai anggota bahkan ketua delegasi Belanda, Lihat, Agib 
Suminto, Politik Islam, hlm. 200 

2 Pribadi Sultan Hamengku Buwono IX bisa dikemukakan sebagai contoh di sini. 
Sejak masa sekolah Taman Kanak-Kanak, ia tinggal di keluarga Belanda, begitu pula 
ketika sekolah di HBS dan kemudian di sekolah Gymnasium di Haarlem pun, tinggal pada 
keluarga Belanda. Hanya ketika jadi mahasiswa di Leiden, tidak. Namanya populer di 
kalangan mahasiswa Belanda sebagai kiper Henk. Dalam pidato pengangkatannya sebagai 
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sedikit jumlah intelegensia hasil didikan Barat yang berjuang melalui 
gerakan nasionalis Islami, bahu-membahu dengan alumni pesantren dan 
lulusan Timur Tengah. Asosiasi pendidikan, di samping tidak sepenuhnya 
mencapai sasaran, ternyata juga menimbulkan akibat sampingan, yakni 
mempertajam pedang lawan, memperkuat barisan nasionalis, baik 
sekuler maupun Islam. 


Dalam pada itu anggapan bahwa tarekat itu berbahaya, agaknya 
merupakan pola pikiran yang melatarbelakangi penanganan peristiwa 
Garut. Masalah pembelian padi disulap menjadi masalah jimat dan 
gerakan revolusioner Afdeeling B. Laporan panitia peneliti mengesankan 
seolah-olah bukan masalah pembelian padi yang menjadi sebab utama 
timbulnya peristiwa, sementara Haji Hasan digolongkan sebagai 
pemberontak sehingga halal darahnya untuk dibunuh. Namun suatu 
hal yang patut di catat di sini adalah pengakuan Jaksa Agung bahwa 
sebenarnya hanya sedikit anggota Sarekat Islam (SI) yang terlibat 
Afdeeling B. Tidakkah ini berarti bahwa yang tersangkut gerakan 
Afdeeling B sebenarnya bukanlah Sarekat Islam selaku organisasi, 
melainkan beberapa pribadi yang kebetulan menjadi anggota Sarekat 
Islam. Namun betapapun peristiwa ini telah berlalu dan Sarekat Islam 
telah menjadi korban karenanya. 


Dalam pada itu kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda dalam 
mengelola masalah haji, juga memberikan kebebasan, bahkan dilihat 
dari satu segi bisa dikatakan membantu. Hal ini sesuai dengan prinsip 
yang disarankan oleh Snouck Hurgronje. Satu hal yang patut dicatat 
dalam hal ini adalah saran Snouck Hurgronje agar pemerintah kolonial 
melarang ibadah haji pada tahun 1915, dengan alasan karena pada 
waktu itu Turki, bersama Jerman sedang mencanangkan perang suci." 


sultan pada tahun 1940 ia menyatakan bahwa jalan pikiran Barat harus dipadukan dengan 
Jalan pikiran Timur, sambil harus dijaga agar jiwa Timur tidak kehilangan ketimurannya. 
Meskipun mengalami lingkungan pendidikan yang serba barat, namun ia menyatakan: 
“Saya ini Jawa dan bagaimanapun saya tetap Jawa" Lihat: Harian Pelita, 14 Mei 1980: GPHB. 
H. Prabuningrat, “Ketika terjadi serangan umum 1 Maret 1949”, dalam Atmakusumah (ed), 
Tahta untuk rakyat, Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX, (Jakarta, 1982), h. 
167-171. Lihat, Agib Suminto, Politik Islam, hlm. 201 


3 Lihat Snouck Hurgronje, Panislamietische actie, dalam E. Gobee & C, Adriaanse, 
'Ambtelijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje, II, 1959, hlm. 1687. Snouck Hurgronje, The 
Holy War made in Germany 1915, dalam Verspreide Geschriften, II, (Leipzig, 1923), Lihat, 
Agib Suminto, Politik Islam, hlm. 202 
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Tetapi pemerintah Hindia Belanda tidak pernah melarang ibadah haji 
bagi warganya, juga tidak pada tahun 1915 tersebut. Situasi perang 
dunia pada waktu itu memang secara langsung menghalangi kehadiran 
kapal laut ke Jeddah. Namun demikian, saran Snouck Hurgronje untuk 
melarang ibadah haji beserta alasannya tersebut bisa dicatat, bahwa 
baginya mempertahankan jajahan merupakan tujuan utama. Sedangkan 
memberi kebebasan dan bantuan terhadap pelaksanaan ibadah haji 
yang disarankannya selama itu, di sini terlihat, hanyalah sebagai sasaran 
antara untuk mencapai tujuan utama tersebut. 

Sampai pertengahan dasawarsa ketiga abad ini, ketakutan pemerintah 
Hindia Belanda terhadap bayangan Pan Islamisme belum sepenuhnya 
menghilang. Perkembangan di dalam maupun di luar negeri cukup 
menjadi alasan. Apalagi dalam sumpah Sarekat Islam (SI) di beberapa 
tempat sering disebut-sebut tentang bendera Turki. Kongres Al-Islam 
pertama di Cirebon tahun 1922 (31 Oktober-2 November), mengirimkan 
ucapan selamat kepada Mustafa Kemal Pasha di Turki, sementara dalam 
beberapa kali kongres Al-Islam sering terlihat jelas adanya semangat 
Pan Islam. Dalam rapat tahunannya pada tahun 1923, Muhammadiyah 
menyatakan rasa syukur atas pengangkatan Abdul Majid bin Abdul Aziz 
sebagai khalifah. Dalam pada itu Konsul Jenderal Turki di Batavia juga 
sering berusaha menggalakkan semangat Pan Islamisme, meskipun 
selalu dibatasi dengan ketat." 

Perkembangan Islam di luar negeri, khususnya di negara-negara Arab 
dan Timur Tengah memperkuatalasan pemerintah Hindia Belanda untuk 
selalu waspada terhadap Pan Islamisme, sehingga tidak mengherankan 
bila perkembangan Islam di Turki, Arab maupun Mesir selalu diikutinya 
dengan saksama melalui perwakilannya di sana. Belanda menyadari 
betul bahwa hubungan Islam di Nusantara dan Pan Islamisme yang telah 
menyeruak di dunia Islam, khususnya di Timur Tengah dan negara- 
negara Arab, sudah pasti sebagai ancaman terhadap eksistensinya di 
Nusantara. 


" Pada akhir abad yang lalu, Konsul Turki di Batavia membagi-bagikan al-Gur'an atas 
nama Sultan Turki. Di Istanbul juga dicetak Tafsir al-Gur'an berbahasa Melayu karangan 
Abdur Rauf Sinkili, yang pada halaman depannya tertera “dicetak oleh Sultan Turki, raja 
seluruh orang Islam", (Lihat E. Gobee & Adriaanse, h. 1618). Sultan Turki juga memberikan 
beasiswa kepada empat orang anak keturunan Arab di Batavia untuk bersekolah di Turki. 
Cibid, h. 1619). Lihat, Agib Suminto, Politik Islam, hlm. 203 
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Ketika di Turki dibentuk suatu lembaga dakwah bernama “Darul 
Hikmat al-Islami" pada tahun 1918, dengan cepat pula pihak Belanda 
mengambil kesimpulan bahwa lembaga ini akan mengancam 
kekuasaannya, justru bertugas menyebarkan dan membela agama 
Islam.” Meskipun jabatan khalifah telah dihapuskan oleh Turki pada 
tahun 1924, ternyata sampai tahun-tahun berikutnya, baik di Makkah 
maupun di Kairo masih digalang usaha untuk menegakkannya kembali. 
Sementara itu situasi mahasiswa Indonesia di Kairo pada pertengahan 
tahun 1920-an berada dalam gejolak politik anti kolonial. Pada waktu itu 
jumlah mereka mendekati 200-an orang, dan tidak hanya membina diri 
dalam ilmu tapi juga berlatih dalam bidang politik. Pengaruh tinggal di 
Mesir bagi mereka, benar-benar merupakan sumber keprihatinan abadi 
bagi penguasa di tanah air, terutama Indonesia." 


Dalam pada itu di dalam negeri timbul pemberontakan komunis 
(1926), sementara jumlah jemaah haji Indonesia tahun 1926/1927 
melonjak sekian kali lipat dibanding dengan tahun sebelumnya, bahkan 
merupakan jemaah terbesar dibanding dengan jemaah negara-negara 
lain. Semuanya ini menjadi latar belakang lahirnya Ordonansi Haji tahun 
1927 (Stb. no. 286) yang berusaha memperketat pengawasan terhadap 
jemaah haji. Meledaknya jumlah jemaah haji tersebut bisa dikaitkan 


1 Lembaga ini didirikan pada tanggal 15 Maret 1918 oleh pemerintah Turki. Dibagi 
dalam tiga seksi: Tauhid, Figh dan Akhlak. Juga mempunyai bagian penelitian yang bertugas 
meneliti perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam, terutama sejak Islam abad 
terakhir. Dalam kesimpulan laporannya, Duta Besar Belanda di Turki menyatakan bahwa 
dengan pembentukan lembaga ini pemerintah Turki bermaksud menggalakkan dakwah 
Islam di kalangan bangsa-bangsa muslim. "Secara tidak langsung berarti membentuk 
gerakan yang akan menentang pemerintah Kristen setempat. Lihat “Panislamietische 
Woelingen', dalam Arsip Departemen Luar Negeri Belanda, A190, 533, Den Haag. Lihat, Agib 
Suminto, Politik Islam, hlm. 204: 


" Lihat, Agib Suminto, Politik Islam, hlm. William R. Roff, Indonesia and Malay Students 
in Cairo in the 1920's', dalam Indonesia, no. 9 April 1970, h. 74. Pada masa itu mahasiswa 
Indonesia Malaysia berjumlah sekitar 200 s/d 300-an, dua pertiganya adalah anak-anak 
Indonesia, (Harry J. Benda, “South East Asian Islam in the Twentieth Century', dalam M. 
Holt, Ann K.S, Lambron, bernard Lewis, hlm. 183). Berdasarkan catatan Konsul Belanda 
di Kairo, jumlah mereka pada tahun 1925 sekitar 150 orang. (Mailrapport 1134/25), Pada 
tahun 1922 mereka membentuk organisasi bernama Jamaah Al-Khairiyah. Pada tahun itu 
juga Mesir memperoleh kemerdekaannya dan pada tahun 1924 Ibnu Saud memperoleh 
kemenangan di Arab. Pada tahun 1925 organisasi ini menerbitkan majalah Seruan Azhar 
yang semula menitikberatkan isinya pada masalah pendidikan agama dan kemajuan, tapi 
kemudian menjadi semakin radikal dan semakin antikolonial. (William r Roff, hlm. 73 dan 
77).204 
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dengan daya tarik kemenangan Ibnu Saud di Makkah dan kemungkinan 
larinya agitator politik pribumi ke luar negeri dengan menggunakan 
dalih melakukan ibadah haji. Juga bisa dihubungkan dengan faktor 
membaiknya ekonomi Indonesia pada waktu itu." 


Dengan ordonansi haji ini pemerintah kolonial berusaha 
menghindarkan kemungkinan masuknya ide Pan Islamisme dari luar, 
di samping mencegah kemungkinan menyebar keluarnya agitasi anti 
Belanda ke Makkah. Tetapi sejauh mana keberhasilan ordonansi ini? 
Dilihat dari segi usaha membatasi jumlah jemaah, bisa dikatakan sama 
sekali tidak berhasil, sebab jumlah jemaah haji tahun 1928 masih 
43.028 orang, yang berarti nomor dua terbanyak selama masa kolonial 
Belanda” Dilihat dari segi tujuan menghindarkan masuknya ide 
Pan Islam, keberhasilan ordonansi ini pun cukup meragukan. Adalah 
mustahil untuk mengisolasi umat Islam di kepulauan ini dari saudaranya 
di tempat lain, karena dasar-dasar persaudaraan sudah diletakkan dalam 
al-Gur'an dan Hadits mereka. Begitu pula keberhasilan ordonansi dalam 
menghindarkan agitasi anti Belanda, masih perlu dipertanyakan. . 


Selama hampir dua dasawarsa pertama abad ini, Kantoor voor 
Inlandsche zaken masih mampu memainkan peranan sangat penting, 
dalam dunia pemerintahan kolonial Belanda, bahkan bisa dikatakan 
pada masa itu mengalami zaman keemasan. Namun pada tahun-tahun 
terakhir, peranan kantor ini tidak lebih dari sekedar Klachtenbureau, 
yakni sekedar tempat menerima pengaduan, sedangkan pegawai- 
pegawainya kurang cukup memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 


“ Satu hal yang kurang diperhitungkan dalam menilai masalah haji ini adalah kondisi 
ekonomi para calon haji itu sendiri. Sebagian besar jemaah haji Indonesia terdiri dari para 
petani, Faktor yang menentukan keberangkatan mereka bukan semata-mata keinginan 
tapi terutama kemampuan. Untuk mencapai batas "mampu", pada umumnya mereka 
harus menabung selama sekian lama. Mereka yang sudah sampai ke batas mampu, pada 
tahun 1925 dan 1926 masih harus menunda keinginannya berhubung terjadinya perang 
di Makkah. Setelah perang usai, pada tahun 1927 dan 1928 jumlah jemaah haji Indonesia 
nampak menonjol, justru mereka yang terpaksa menunda keinginannya pada musim haji 
tahun 1925 dan 1926, baru melaksanakan ibadah hajinya pada tahun-tahun itu. (Lihat 
lampiran V). Lihat, Agib Suminto, Politik Islam, hlm. 205 

”$ Usaha pengetatan masih terus dilakukan pada tahun 1932. (Stb. no. 554). Namun 
menurunnya jumlah jemaah sejak tahun 1932 itu, erat kaitannya dengan situasi depresi 
ekonomi pada tahun-tahun itu, bukan semata-mata karena keberhasilan ordonansi dalam 
memperketat jumlah jemaah haji. Lihat, Agib Suminto, Politik Islam, hlm. 205 
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pengaduan tersebut.” Sementara itu posisi adviseur maupun eksistensi 
kantornya pada saat-saat terakhir bahkan sering diperdebatkan, baik di 
dalam maupun di luar Volksraad. Hubungan pribadi kantor ini dengan 
pihak pribumi tersaingi oleh bermunculannya pelbagai organisasi, aneka 
lembaga pers dan lahirnya Volksraad. Ini berarti bahwa bagi pemerintah 
cukup sarana untuk menerangkan kebijaksanaannya sekaligus mencapai 
pendapat umum, lebih baik daripada hubungan pribadi melalui beberapa 
orang. 

Sejak timbulnya peristiwa Garut tahun 1919 pada zaman Hazeu, 
mulai timbul reaksi keras dan kritik tajam terhadap kantor ini, justru 
dari kalangan pegawai Belanda sendiri. Sampai-sampai kantor ini dinilai 
sebagai departemen kecil yang selalu ingin campur, sedangkan Adviseur 
voor Inlandsche zaken dituduh sebagai pemecah belah antara pemerintah 
dengan pegawainya. Apalagi setelah kepergian Hazeu ke negeri Belanda 
pada tahun 1920, tugas kantor ini yang kemudian dipimpin oleh R.A. 
Kern menjadi semakin berat karena situasi medan menjadi semakin 
anti pribumi. Antara tahun 1921-1926 tercatat sebagai periode lemah 
bagi kantor ini. Pimpinannya berpindah-pindah tangan, dari Kern ke 
Gobee kemudian ke Kern lagi. Hubungan akrab dengan dunia pribumi 
tidak lagi seperti semula, dan penghargaan dari kalangan pegawai tinggi 
pun tidak seperti dahulu. Peristiwa Garut nampak merupakan titik balik 
bagi kantor ini, sehingga peranannya pada masa-masa belakangan tidak 
sehebat masa-masa pertama. Tetapi penyebabnya bukan hanya terletak 
pada kantor itu sendiri, melainkan terutama justru terletak pada faktor 
beratnya medan yang dihadapi, yang bukan semata-mata terletak 
pada masyarakat pribumi, tapi terutama pada tantangan keras yang 
dilancarkan oleh masyarakat Belanda sendiri. 

Dalam pada itu Bousguet sebagai orang luar melancarkan kritik 
bahwa Kantoor voor Inlandsche zaken dalam menunaikan tugas 
mengurus masalah pribumi terlalu menitikberatkan pada masalah 
Islam. Menurut Bousguet, Adviseur voor Inlandsche zaken tidak perlu ahli 
Islam istimewa, tapi harus merupakan tokoh berpandangan luas yang 
dibantu oleh pelbagai ahli. Dikatakannya, pandangan bahwa pemecahan 
masalah pribumi hanya melalui sudut Islam, adalah merupakan akibat 


“ Lihat Taufik Abdullah, School and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra 
1927-1933, New York, 1971, hlm. 206 
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dari piciknya pandangan.” Tetapi kritik ini ditolak oleh Gobee yang 
menyatakan bahwa pengetahuan mendalam tentang Islam bagi seorang 
adviseur, justru sangat penting, karena masalah semacam perselisihan 
tentang pembangunan masjid misalnya, sering mensyaratkan 
pengetahuan Islam yang mendalam.” Meskipun tidak seahli Snouck 
Hurgronje, para adviseur pengganti dan penerusnya tidak boleh buta 
terhadap hukum Islam, karena masalah Islam justru merupakan 
bidang garapan utama bagi kantornya. Itulah sebabnya para Adviseur 
voor Inlandsche zaken harus sudah belajar masalah Timur di Leiden, di 
samping harus sudah bisa berbahasa Arab dan Indonesia. 

Dari polemik tersebut, nampaknya pendapat Bousguet memang bisa 
dipertanyakan. Kalaulah dalam pengetahuan Islam seorang adviseur 
dianggap cukup bertanya kepada tim ahli, bukankah dalam masalah 
di luar “serba Arab" dia pun bisa bertanya kepada tim ahli? Seiring 
dengan pengakuannya bahwa sembilan dari sepuluh orang Indonesia 
adalah muslim, maka pendekatan cara Islam tidak bisa diremehkan 
justru menyangkut 90 persen penduduk tersebut. Terlepas dari segala 
kekurangannya, politik Islam yang digariskan Snouck Hurgronje 
akhirnya diakui berhasil menjinakkan mayoritas penduduk pribumi 
Islam. 

Bousguet mengkritik Kantoor voor Inlandsche zaken yang 
dinilainya terlalu menganakemaskan golongan reformasi Islam, dan 
sebaliknya menganaktirikan golongan nasionalis. Sikap semacam ini 
dinilainya sangat berbahaya, di samping tidak bisa dimengerti. Dalam 
penglihatannya golongan nasionalis maupun reformis sama-sama 
anti-Belanda, sehingga dalam pandangan Bousguet tidaklah logis 
menggalakkan sekolah Muhammadiyah tapi menghambat sekolah 
Taman Siswa. Kebangkitan kesadaran Islam dipandangnya merupakan 
bahaya besar bagi dominasi bangsa Eropa terhadap rakyat muslim. 
'Andaikata sikap tersebut didasarkan pada anggapan bahwa golongan 
reformis kurang anti-Belanda dibanding dengan golongan nasionalis, dia 
menilai anggapan ini sebagai buta di samping berbahaya. 


3 GH. Bousguet, A French View of the Netherlands Indies, (penerjemah: Philip El 
Lillenthal), London-New York, 1940, hlm. 15. 

" E, Gobee, “La Politigue Musulmane et Coloniale des Pays-Bas par gH. Bousguet', 
dalam Koloniaal Tijdschrift, 28, 1989, hlm. 354. 
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Mohammad Natsir dalam menanggapi masalah mengapa pemerintah 
Hindia Belanda dinilai terlalu bermuka manis kepada kaum muda dan 
pengaruh Arab modern, menyatakan karena bahaya Pan Islamisme 
sudah tidak demikian mengkhawatirkan.” 


Anggapan Bousguet bahwa pemerintah kolonial Belanda terlalu 
simpati kepada gerakan Islam itu, ternyata dibantah oleh pihak Belanda 
maupun kalangan pribumi sendiri. Di tengah aneka kritik terhadap 
Kantoor voor Inlandsche zaken, terdengar suara yang mengusulkan agar 
kantor ini dihapuskan. Namun di pihak lain terdengar pula suara yang 
ingin mempertahankannya atas dasar kenyataan, bahwa tidak ada satu 
pun instansi lain yang mampu mengambil alih seluruh tugas kantor ini. 
Di samping itu timbul pula suara yang menghendaki agar kantor tersebut 
secara organisasi dan bukan hanya secara administratif dimasukkan ke 
departemen tertentu. Tetapi sampai akhir masa penjajahan Belanda 
tahun 1942, ternyata Kantoor voor Inlandsche zaken tetap berhasil 
mempertahankan eksistensi dan statusnya sebagaimana semula. 


Dari kalangan pribumi sering timbul kesan bahwa Kantoor voor 
Inlandsche zaken adalah merupakan kantor mata-mata Belanda. Kesan 
ini kadang-kadang muncul menjadi tuduhan, meskipun dalam tuduhan 
tersebut kantor ini tidak disamakan dengan badan intelijen PID.“ 
Dan tuduhan tersebut bukannya tanpa alasan, sebab kantor ini selalu 
menghadiri dan melaporkan setiap pertemuan pribumi, di samping 
selalu memata-matai gerak-gerik pribumi di dalam maupun di luar 


" Menurut Moh. Natsir, usaha menegakkan kembali Pan Islam di Makkah maupun 
di Kairo tidak berhasil, Sementara bangsa-bangsa Islam sibuk dengan urusan masing- 
masing. Tentang kesimpulan Bousguet bahwa pemerintah kolonial bersikap pro Islam 
dan antinasionalis, ia pun membantah keras sebab fakta berbicara bahwa pemerintah 
kolonial memberikan kebebasan (oonbelasting kepada Taman Siswa, sebaliknya tidak 
demikian halnya dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang kondisinya sama. Memang 
guru-guru Taman Siswa pernah dikenakan onderwijsverbod, tapi berapa banyak mubaligh 
Muhammadiyah yang sudah ditangkap dan dihukum? (Moh. Natsir, Oleh-oleh dari Algiers", 
dalam Capita Selecta, 1, 1973, hlm. 194-199). Lihat, Agib Suminto, Politik Islam, hlm. 208 


““ PID (Politieke Inlichtingen Dienst) atau Dinas Penerangan Politik ini didirikan ketika 
Perang Dunia I dengan beslit 6 Mei 1916 no, 1x, kemudian dibubarkan dengan beslit 20 
Maret 1919 no. 1x. Dalam hal lini Margono menyatakan bahwa Kantoor voor Inlandsche 
zaken selalu merupakan barometer politik pemerintah Hindia Belanda, berbeda dengan 
PID yang pada tahun-tahun terakhir lebih dikenal dengan sebutan Indische Gestapo di 
kalangan masyarakat pribumi. Lihat Margono Djojohadikusumo, Herinneringen uit 3 
tijdperken, (Amsterdam, 1970), hlm. 67. Lihat, Agib Suminto, Politik Islam, hlm. 209 
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negeri. Kantor ini mengemban tugas untuk memberikan penerangan 
kepada pemerintah tentang aliran dan perubahan dalam masyarakat 
pribumi, sehingga menempatkan kedudukannya pada posisi badan 
intelijen." 

Satu hal yang perlu dicatat dalam kaitan ini adalah bahwa Kantoor voor 
Inlandsche zaken tidak pernah dipimpin oleh seorang muslim," meskipun 
di kalangan penduduk sering disebut dengan Kantor Agama, dan hampir 
seluruh masalah agama yang ditanganinya adalah mengenai Islam. 
Itulah sebabnya menjelang berakhirnya masa jabatan Kern tahun 1926, 
terdengar suara dari pihak Islam pribumi agar Hoesein Djajadiningrat 
diangkat menjadi Adviseur voor Inlandsche zaken, mengingat faktor 
pribumi dan Islamnya serta ilmu yang dimilikinya." Tetapi pemerintah 
kolonial ternyata berkeberatan memenuhinya, meskipun sarjana Leiden 
ini sudah lima tahun berperan sebagai Wakil Adviseur voor Inlandsche 
zaken." Menjelang berakhirnya jabatan Gobee, pada tahun 1937, 
terdengar lagi suara yang mengharapkan agar pemerintah bersedia 
mengangkat orang Indonesia sebagai penggantinya, di mana H. Agus 
Salim ditampilkan sebagai calon. Namun ternyata kemudian Gobee 


“ Dalam fungsinya sebagai dinas intelijen, Kantor voor Inlandsche zaken yang 
merupakan mikrofon halus untuk menerima dan meneruskan suara dalam masyarakat 
itu, harus selalu dalam kondisi baik. Dengan kata lain kantor yang berfungsi memberikan 
penjelasan kepada pemerintah tentang aliran dan perubahan dalam masyarakat pribumi 
itu, secara kuantitatif dan kualitatif harus mempunyai pegawai yang baik. Dengan 
demikian pemerintah selalu mendapatkan penerangan yang cepat dan baik pula. (Lihat 
Ant. J. Lievegoed, "Het Sentiment in de Koloniale Politiek', dalam Indisch Geneootschap, 20 
Januari 1928, h. 12). Lihat, Agib Suminto, Politik Islam, hlm. 209 


“8 Hanya sekali seorang muslim pribumi menduduki jabatan Wakil Adviseur voor 
Inlandsche zaken, yaitu Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat. Itu pun sejak menjabat tahun 
1921 sampai dengan 1924, tetap berpredikat sementara. (Lihat Regeerings Almanak voor 
Nederlandsch-Indie, 1921-1924), dalam Agib Suminto, Politik Islam, hlm. 209 


# "Andaikata beliau diangkat sebagai adviseur, pasti masyarakat bergembira. Karena 
dari tokoh semacam beliau bisa diharapkan terjadinya kemajuan umat Islam". (Bintang 
Islam, 10 April 1926, IPO, 1, 1926) h. 130). Lihat, Agib Suminto, Politik Islam, hlm. 210 

“ Menurut Bintang Islam semua orang tahu bahwa Hoesein Djajadiningrat lebih 
spesialis dalam bidang agama dari bangsa apa pun, tapi toh tidak terpilih untuk menduduki 
jabatan tersebut. Dikatakan bahwa masalahnya berkaitan dengan politik negara dan 
kenyataan bahwa Hoesein Djajadiningrat hanya seorang pribumi. Lihat, Agib Suminto, 
Politik Islam, hlm. 210 


“$ Harian Sinar Deli mengusulkan pencalonan ini sekaligus menyerukan diadakannya 


aksi menuntut agar jabatan Adviseur voor Inlandsche zaken diisi oleh orang Islam Indonesia. 
Dikatakan, andaikata pribumi diangkat sebagai adviseur, maka pemerintah semakin dekat 
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digantikan oleh Dr. G.F. Pijper, bukan oleh muslim pribumi. 


Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah bahwa fungsi Kantoor 
voor Inlandsche zaken justru untuk menjamin kedudukan pemerintah 
Hindia Belanda. Melalui saran-sarannya yang tepat diharapkan agar 
masyarakat Indonesia bisa dikendalikan secara halus oleh pemerintah 
kolonial. Hanya saja karena dinas intelijen ini selalu berada dalam 
tangan pribadi-pribadi terpilih yang pada umumnya moderat 
dan simpatik, maka peranannya sering tampak seperti membela 
kedudukan pribumi dan kepentingan Islam di negeri ini. Namun hal 
ini tidak berarti bahwa Kantoor voor Inlandsche zaken merupakan 
pembela bagi umat Islam, karena tujuan sesungguhnya adalan bukan 
untuk kepentingan Islam. 


Memang sebagaimana kantor pemerintah yang lain, Kantoor voor 
Inlandsche zaken dimaksudkan untuk memperbesar wibawa pemerintah 
terhadap rakyatnya, bukan merupakan badan perwakilan dan bukan 
pula merupakan pembela bagi umat Islam. Bahkan kadang-kadang bisa 
menjelma menjadi lawan Islam, kalau suatu saat pemerintah kolonial 
menghendaki demikian." Dengan kata lain bisa disimpulkan, bahwa 
Kantoor voor Inlandsche zaken sebagai aparat pelaksana politik Islam 
pemerintah Hindia Belanda, kehadirannya justru demi kepentingan 
penguasa kolonial. Sama sekali bukan untuk kepentingan umat Islam 
atau pribumi di negeri ini. 


dengan pribumi, orang Indonesia semakin terlibat dalam perundingan penting di pusat 
pemerintahan dan semakin banyak kemungkinan mempercayai keterangan pemerintah, 
(Lihat Sinar Deli, 16 November 1937, IPO, 1937, II, h. 788-789). Pencalonan ini didukung 
oleh Pedoman Masyarakat yang mengatakan bahwa dalam masalah ini H. Agus Salim 
merupakan orang yang paling tepat. (Lihat Pedoman Masyarakat, 17 November 1937, 
IPO, II, 1937, h. 803). Sementara itu Harian Cahaya Timur berpendapat bahwa jabatan ini 
harus diisi oleh Wakil Adviseur yang sudah dididik sebagai kader untuk jabatan tersebut. 
Pencalonan H. Agus Salim dinilainya kurang tepat, dilihat dari segi penempatan para 
Wakil Adviseur yang ada, yakni Dr. G.F Pijper dan Dr L. de Vries. Disarankannya agar orang 
Indonesia ditempatkan di kantor ini sebagai Wakil Adviseur, untuk dididik dan dibimbing 
(Lihat Caya Timur, 22 November 1937, IPO, II, 1937, h. 790-791). Dalam pada itu Suara 
Katolik berpendapat bahwa seorang Adviseur voor Inlandsche zaken tidak seorang muslim. 
Meskipun sebagian besar rakyat beragama Islam, dikatakan bahwa tugas seorang Adviseur 
voor Inlandsche zaken bukan hanya mengurus masalah Islam tapi masalah pribumi. (Lihat 
Suara Katolik, 3 Desember 1937, IPO, 11, 1937, hlm. 824), dalam Agib Suminto, Politik Islam, 
hlm.210 


“ Lihat pernyataan H. Agus Salim dalam Daya Upaya, 4 Desember 1937, IPO, 11, 1937, 
hlm. 822. Lihat, Agib Suminto, Politik Islam, hlm. 
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Setelah ajaran Snouck Hurgroje yang dikenal dengan tri konsep, yakni 
adanya pemisahan Islam dalam arti ibadah, sosial kemasyarakatan dan 
Islam Politik, Belanda merekonstruksi ajaran Islam dalam wajah multi 
dimensi. Dalam bidang politik, pemerintah Belanda bersikap represif 
terhadap umat Islam. Tujuannya, selain mengontrol pergerakan umat 
Islam, mencegah umat Islam kepada fanatisme dan pan Islamisme, yang 
mengarah pada penyatuan kekuasaan politik.” Menurut Agib Suminto, 
secara faktual mayoritas umat Islam di Nusantara merupakan fakta 
sejarah yang dihadapi Belanda. Fakta lain menurut Suminto adalah 
timbulnya perang melawan Belanda, yakni perang Paderi (1821-1827), 
perang Diponegoro (1825-1830), perang Aceh (1873-1903)." 

Endang Saifuddin Anshari bahkan lebih memperjelas fakta di atas 
sambil mengkritik pernyataan Clifford Geertz yang mengasumsikan 
perang Paderi, Perang Diponegoro Perang di Laut Jawa, Perang di 
Aceh, hanya sebagai suatu bentuk pemberontakan Santri atau santri 
insurrection terhadap imperialisme Belanda. Jadi dalam hal ini, Geertz 
membuat blacklist atau bahkan dengan sengaja secara politis melokalisir 
perang Paderi, Perang Diponegoro, Perang di Laut Jawa, Perang di Aceh, 
dengan justifikasi sejarah bahwa sesungguhnya pemberontakan tersebut 
hanya merupakan tindakan sektarian-primordial yang dilakukan oleh 
segelintir orang-orang Islam santri yang antipati terhadap monopoli 
Belanda dalam perdagangan dan atau gerakan salibis, sehingga tidak 
memiliki legitimasi perjuangan nasional. 

Menurut Anshari, perang pertama kali di Sumatera Barat (1821- 
1828) oleh Geertz hanya disebut pemberontakan santri, sesungguhnya 
adalah Perang Paderi. Perang ini berakhir tahun1837. Perang yang kedua, 
di Jawa Tengah (1826-1830). Geertz hanya menyebut pemberontakan 
santri yang terjadi akibat timbulnya gerakan Mahdi yang melancarkan 
perang sabil terhadap imperealis Belanda dan pembantu-pembantunya. 
Sesungguhnya perang ini dikenal dengan nama perang Diponegoro, 
dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang ketiga, di Barat Laut Jawa 
(1840 dan 1880). Geertz tidak menjelaskan nama daerah dan tokoh 
pemberontak, namun demikian ini dilakukan oleh umat Islam Banten 


“ Lihat Harun Nasution dkk, Ensiklopedi Islam Indonesia, Jilid 3 0-Z, Jakarta, Djambatan, 
2002, hlm 90S. Lihat: Zainal Aibidin R,: Partai Politik Islam, hlm. 64 


“" Agib Suminto, Politik, hlm. 9. 
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yang menghancurkan rumah orang-orang Eropa dan Pamong Praja. 
Perang keempat, di Aceh (1837-1903). Geertz juga tidak menyebut tokoh 
atau pemimpin pemberontak, akan tetapi hanya menyebutkan bahwa 
pemberontakan ini berhasil menghancurkan imperialisme Belanda yang 
berkuasa di Aceh selama tiga puluh tahun.” 


Merujuk pada tulisan Inu Kencana Syaffie, disebutkan bahwa gerakan 
perlawanan penjajah dimulai sejak (1591-1645) oleh Sultan Agung 
Anyorokusumo, Sultan Hasanuddin (1631-1670), Sultan Agung Tirtayasa 
(1631-1683), Sultan Mahmud Badaruddin II (1776-1852), Sultan Thoha 
Syarifuddin (1816-1905)." Bahkan penyerangan terhadap penjajah 
Portugis di Malaka oleh Kesultanan Kerajaan Demak yang dipimpin 
Pati Unus dapat dijustifikasi sebagai awal dari revolusi Nusantara yang 
berkesinambungan dan tidak terputus mata rantainya dengan revolusi 
bangsa Indonesia secara keseluruhan. 


Untuk mendukung justifikasi pemberontakan Kerajaan Islam di 
Nusantara terhadap penjajah dan kedudukan Islam sebagai lambang 
pemersatu Bangsa, berikut dikutip berbagai pandangan yang 
menguatkan pembenaran itu. Bahtiar Effendy, mengutip pendapat Fred 
R. Von der Mehden dalam bukunya “Islam and the Rise of Nationalism in 
Indonesia” menyatakan: 


“Islam merupakansarana yangpaling jelas baik untuk membangun 
rasa persatuan nasional maupun untuk membedakan masyarakat 
Indonesia dari kaum penjajah Belanda. Pulau-pulau yang 
mencakup Hindia Belanda tidak pernah ada sebagai sebuah 
kesatuan linguistik, kultural atau historis. Daerah-daerah terakhir 
yang jatuh ke dalam kekuasaan Belanda tidak pernah tunduk 
sepenuhnya hingga awal abad ke-20. Oleh sebab itu, karena terdiri 
dari berbagai tradisi, historis, linguistik, kultural dan bentuk 
geografis yang berbeda, maka satu-satunya ikatan universal yang 
tersedia, di luar kekuasaan kolonial, adalah Islam"', 


49 Endang Saifuddin Anshari, Wawasan Islam, hlm. 200, 

50 Inu Kencana Syafiie, dan Azhari, SSTP, Sistem Politik Indonesia, Bandung, Refika 
Aditama, 2002, hlm. 31. 

51 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam 
di Indonesia, Jakarta, Paramadina, 1998, hlm, 63, 
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Gerakan perlawanan umat Islam yang dipimpim Kerajaan Islam dan 
para kiai di Nusantara terhadap imperialisme Portugis, Belanda dan 
Jepang, merupakan awal terbentuknya identitas nasionalisme bangsa 
Inidonesia. Karena Islam dan Indonesia adalah satu mata rantai lahirnya 
kemerdekaan bangsa Indonesia. Hurgronje sebagaimana dikutip 
Kahin, menyatakan bahwaAgama Islam tidak begitu saja menyerapkan 
nurani suatu ciri kebangsaan secara pasif. Islam menjadi penyedia 
bagi perkembangan nasionalisme yang matang, dan juga nasionalisme 
modern. Suatu saluran yang sampai sekarang masih sangat penting. 
Karakterunikagama Islam yang dimiliki oleh hampir 90 persen penduduk 
Indonesia beragama Islam, dapat mengilhami lahirnya berbagai gerakan 
seperti Pan Islamisme di tanah air. 


Menurut Nurcholish Madjid,” dan Kuntowijoyo,” bahwa di antara 
kepemilikan nasional yang paling menonjol adalah Islam. Islam telah 
menjadikan diri sebagai simbol kebangkitan bangsa dalam menentang 
penjajah. Diakui bahwa Islam menjadi identitas penduduk Indonesia 
dalam melawan Belanda. Islam pun telah menjelma sebagai ideologi 
perjuangan, oleh karena itu Islam di Indonesia jika dilihat secara 
historis selalu bersinggungan dengan kekuasaan. Islam tidak steril 
dari politik. Bahkan pada saat Pemerintah Belanda melalui ajaran 
Hurgronje??, berusaha untuk memisahkan Islam dengan politik. Ajaran 
Hurgronje adalah membagi Islam menjadi “Islam Ibadah" dan “Islam 
Politik". Tujuannya untuk membatasi ruang gerak umat Islam agar tidak 
berkembang menjadi institusi politik. Islam menjadi penyedia definisi 


« 


"' George Mc Turnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi, hlm. 59 


“' Nurcholish Madjid, Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan: Bandung, Mizan, 1987, 
him. 198 


“ Kuntowijoyo, Agama, Negara dan Formasi Sosial, Prisma, no.8, 1985, hlm. 40. 


"$ Nama Lengkap Hurgronje adalah Cristian Snouck Hurgronje, (Prof.Dr). Lahir 8 
Februari 1857 di Oosterhout Belanda. Pendidikan, Universitas Leiden (1875) Fakultas 
'Theologi, kemudian pindah ke Fakultas Sastra jurusan Arab. Memperoleh gelar doktor 
dalam bidang sastra Semit (1880). Salah satu artikelnya di Majalah Indische Gids, 
menyatakan bahwa Islam berbahaya bagi Belanda. Islam tidak bisa dianggap remeh, baik 
sebagai agama maupun kekuatan politik. Umat Islam dapat diberi kebebasan di bidang 
agama dalam arti sempit, memperoleh akses dibidang sosisal kemasyarakatan, tetapi 
menindak tegas setiap faktor yang bisa menimbulkan pemberontakan di bidang politik. 
Lihat, H. Agib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta, LP3ES, Cet III, 1996, hlm, 115, 
121-122. 
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politik bagi identitas nasional? Menurut Kuntowijoyo, Islam adalah 
kesatuan yang sadar diri sepanjang sejarah bangsa. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gerakan politik Islam 
pada masa penjajahan (Portugis, Belanda dan Jepang) adalah derivasi 
dari kekuasaan kesultanan Islam di seluruh Nusantara. Adalah karena 
kekuasaan Islam-lah terjadi perlawanan terhadap Belanda dan Portugis, 
sehingga terbentuk nasionalisme atau rasa kesatuan kebangsaan. 
Sebagaimana telah diketahui bahwa sebelum bangsa penjajah datang, 
Islam telah eksis di masyarakat Nusantara, baik dalam kontek komunitas 
Muslim, mapun dalam legalisasi institusi kekuasaan. 

Ada beberapa permasalahan pokok yang menjadi tesis timbulnya 
gerakan perlawanan umat Islam dan Kerajaan-kerajaan Islam di 
Nusantara kepada penjajah sehingga terbentuk jaringan kesatuan 
kenusantaraan atau kebangsaan Indonesia (wawasan Nusantara) 
menuju Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Tesis dimaksud antara 
lain: 

Pertama: Watak dari ajaran Islam adalah kemerdekaan atau agama 
pembebasan. Agama yang dapat membebaskan manusia dari unsur 
perbudakan, sehingga Islam dalam term politik adalah agama merdeka. 
Merdeka dari infiltrasi penjajah dan merdeka dalam bentuk institusi 
kelembagaan politik yakni negara. 

Kedua: Islam sebagai suatu institusi kekuasaan politik berupa 
Kerajaan Islam yang menyebar luas di Nusantara, merupakan fakta 
sejarah bahwa negara kesatuan Republik Indonesia merupakan derivasi 
dari kekuasaan kesultanan Islam di seluruh wilayah Nusantara. 

Ketiga: Kekuasaan Kerajaan Islam di Nusantara bukan hanya sebagai 
wadah atau media terbentuk kebangkitan nasional dan atau nasionalime 
Indonesia modern, melainkan merupakan entry point peletak dasar 
terbentuknya negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan Justus M. Van 
Kroef sebagaimana dikutip oleh Kahin,” yang menyatakan bahwa perang 
Diponegoro merupakan the Pregenitor of Indonesian Nasionalism (cikal 
bakal nasionalisme Indonesia). 


“ Faisal Baasir, Etika Politik Pandangan Seorang Politisi Muslim, Jakarta, Pustaka Sinar 
Harapan, 2003, hlm 204. 

“ George McTurnan Kahin, Nationalims and Revolution in Indonesia, Ithaca, NY, Cornell 
University Press, 1966, hlm. 11. 
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Dari ketiga tesis di atas, penelusururan sejarah kebangkitan nasional 
sebagai cikal bakal kemerdekaan Republik Indonesia yang selalu merujuk 
pada gerakan Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908, harusnya diratifikasi 
untuk memperoleh keabsahan sejarah terhadap fakta-fakta di atas. 
Mengapa demikian, karena gerakan Budi Utomo, merupakan gerakan 
primordial lokal dari Surabaya. Dari perspektif historis, perlawanan 
umat Islam terhadap penjajah melaui institusi Kekuasaan Kerajaan Islam 
di Nusantara lebih mengakar dan representatif karena bersifat ideologis 
daripada hanya sebuah gerakan sporadis. 

Perjuangan tanpa ideologi tidak akan bermakna dan rapuh, seperti 
yang dinyatakan oleh Reo M. Chirstenson and Alan S. Engel bahwa esensi 
ideologi merupakan suatu sistem keyakinan dan menjadi pilihan hidup 
dalam masyarakat?" Suatu perjuangan yang memiliki makna sebagai 
pilihan pilihan hidup, di sini tidak terbatas pada cita-cita merdeka - 
hidup atau mati, melainkan menjadi suatu ajaran pokok yang dengannya 
orang atau suatu bangsa dapat merealisasikan hajat hidupnya. 

Gerakan Budi Utomo masih jauh dari suatu gerakan nasional sebagai 
pilihan hidup karena tidak memiliki basis ideologi. Kalaupun ada 
asumsi bahwa perjuangan Budi Utomo merupakan gerakan perlawanan 
menentang penjajah dengan ideologi nasional, skalanya jauh lebih kecil. 
Dengan demikian, sekiranya ada tesis yang membantah keberadaan 
Kerajaan Islam di Nusantara danatau peran para ulamasebagai the period 
of prenationalism, maka masih ada institusi Islam lain yakni Sarekat 
Dagang Islam yang dapat dijadikan sebagai periode pranasionalisme 
Indonesia. 

Permintaan umat Islam kepada pemerintah untuk meninjau kembali 
gerakan Budi Utomo yang ditetapkan sebagai hari Kebangkitan Nasional 
telah disuarakan. Melalui forum Kongres Mubalig Indonesia tahun 1956 
di Medan dan Rapat Umum Masyumi di Padang tahun 1956, menyatakan 
bahwa pemerintah menetapkan tanggal 20 Mei 1908 sebagai hari 
kebangkitan Nasional, seharusnya dipertanyakan, karena jika merujuk 
pada Budi Utomo sebagai suatu organisasi yang lahir pada revolusi 
nasional, maka institusi atau organisasi yang pantas dijadikan tonggak 
sejarah kebangkitan nasioanl adalah Sarekat Dagang Islam (SDI) yang 


“' Reo M. Chirstenson and Alan S. Engel, /deologies and Modern Politics, New York, 
Dodd, Mead & Company, 1971, p 5. 
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didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada tanggal 16 Oktober 1905.” 

Patut kiranya Sarekat Dagang Islam dapat dijadikan sebagai simbol 
kebangkitan nasional, walaupun disinyalir oleh Masdar Hilmy bahwa 
Sarekat Dagang Islam (SDI) merupakan organisasi yang dibentuk 
membawa tiga misi utama meliputi misi dagang dan ekonomi, seperti 
dinyatakan bahwa SDI: 


“(1) to challenge the domination of the Chinese in commerce: (2) 
to show off native potential in business would be able to avoid the 
humiliation they had experienced in the past: and (3) to respond 
to the Cristianization promoted by missionaries and to stand up 
against exploititation by Dutch colonialists”" 


Kepatutan SDI sebagai simbol kebangkitan nasional adalah bahwa 
selain memiliki akar sejarah dengan umat Islam di seluruh Nusantara, 
SDI tidak tersekat oleh faktor budaya, geografi dan teritorial. Ditinjau 
dari aspek ideologi, SDI lebih cocok, karena setiap gerakan yang 
berlandaskan agama terlebih Islam, bersifat mengikat dan memiliki self 
consciousness secara universal. Keberadaan SDI, juga lebih awal berdiri 
mendahului berdirinya Budi Utomo. 

Sarekat Dagang Islam memiliki hirarki politik secara historis dengan 
keberadaan Kerajaan Islam di Nusantara, yang kemudian menjadi 
dasar terbentuknya kekuatan dan intitusi politik Islam. Evolusi institusi 
politik yang terjadi secara formil dari SDI, kemudian berkembang secara 
berturut-turut menjadi Sarekat Islam (SI tahun 1911), Partai Sarekat 
Islam (PSI tahun 1923), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII tahun 
1930), dan menjadi bagian dari refleksi institusi politik Islam dalam 
pentas nasional Indonesia. Dalam perkembangan SDI mengintegrasikan 
pandangan politik, agama, peri kemanusiaan (ekonomi)."' Hal ini 
merupakan suatu rangkaian sejarah perlawanan terhadap infiltrasi 
asing, yang dengan sendirinya menimbulkan nasionalisme sebagai suatu 
antitesis dari kekuasaan kolonialisme. 


“# Sudarno Shobron, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Dalam Pentas Politik 
Nasional: Surakarta, Muhammadiyah Prees, 2003, hlm. 64. 


“ Masdar Hilmy, Islamism and Democracy in Indonesia Piety and Pragmatism, Singapura, 
Institute of Southeast Asian Studies, 2010, hlm. 70 


“' Syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik, hlm. 153 
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2. Revolusi Pasca Merdeka 


Revolusi sesudah merdeka merupakan revolusi tahap kedua. Revolusi 
tahap kedua dapat dimaknai sebagai revolusi yang terjadi akibat agresi 
militerisme Belanda/NICA-Sekutu, setelah Indonesia merdeka 1945 dan 
pemberontakan di dalam negeri. Penjelasan terhadap Revolusi jilid dua 
sebagai berikut: 

a. Agresi Militer NICA-Sekutu 

Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia tidak serta merta 
diakui oleh dunia internasional terutama negara-negara Barat, dan lebih 
khusus lagi Belanda. Di dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 1 menyatakan 
bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk 
Republik dan wilayah kekuasaannya ialah seluruh bekas wilayah Hindia 
Belanda dahulu"? Secara geopolitik, Belanda tidak mengakui batas 
wilayah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 di atas, karena masih 
menguasai sebagian besar wilayah Indonesia Timur. Dengan dukungan 
Sekutu, Belanda menginvasi Indonesia. 

NICA (Netherlands Indies Civil Administration), dan Sekutu 
menyerbu Indonesia tanggal 29 September 1945 dipimpin Admiral 
Peterson W.R. Antara 1945-1949, Belanda telah menduduki sebagian 
besar wilayah Indonesia. Di wilayah Indonesia Timur sepenuhnya 
dikuasai Belanda. Pada tanggal 15 Juli 1946, di Ujung Pandang diadakan 
upacara penyerahan tanggung jawab atas wilayah meliputi Kalimantan, 
Timur Besar, Bangka, Belitong, dari pimpinan angkatan perang sekutu 
kepada HJ. Van Mook, wakil pemerintah Hindia Belanda.” 

Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda bersama KNIL (Koninklijk 
Nederlandsch-Inndisgh Leger), menguasai Yogyakarta dan menangkap 
pemimpin Revolusi. Soekarno, Hatta, Sjahrir, Mr. Assaat (ketua Badan 
Pekerja dan Parlemen), Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo (Sekretaris Utama 
Presiden), H. Agus Salim (Menteri Luar Negeri), Mr. Ali Sastroamidjojo 
(Menteri Pendidikan) dan Komodor Udara Suriadarma, ditawan ke 
Pulau Bangka. Sebelum ditawan, Soekarno dan Hatta mengadakan 
sidang Kabinet, tanggal 19 Desember 1948 jam 10.00. Keputusan yang 
diambil dalam sidang adalah Soekarno dan Hatta menyerahkan mandat 


' Irfan Idris, Islam & Konstitusionalisme Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang- 
undang Dasar Indonesia Modern, Yogyakarta: antonilyb, 2009, hlm.77 
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kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan 
Darurat Republik. Mandat tersebut dilaksanakan oleh Syafruddin dengan 
memindahkan Ibu Kota Republik di Sumatera. Di antara pejabat sipil 
dan militer yang dikirim ke Sumatera adalah Kolonel Hidayat, Kolonel 
Kawilarang, Mayor Oetarjo, Kolonel Soejono, Kolonel Subiakto, Menteri 
Keuangan Syafruddin Prawiranegara dan Menteri Sosial Hamdani." 

Dalam versi lain, bahwa masalah mandat Pemerintahan Darurat 
Republik Indonesia (PDRI), hanyalah atif Syafruddin Prawiranegara 
dan Kolonel Hidayat. Inisiatif ini diambil setelah meraka mendengar 
berita bahwa Ibu Kota Republik Indonesia (Yogyakarta), telah jatuh 
ke tangan musuh (sekutu), sehingga pada tanggal 22 Desember 1948 
diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia. 
(PDRI). Terhadap silang pendapat ini, sumber yang representatif adalah 
pendapat yang meyatakan bahwa Soekarno dan Hatta secara resmi 
memberikan mandat kepada Syafruddin. Asumsi ini didasrkan pada 
sebuah testamen yang ditulis oleh Tan Malaka, seorang Marxis sayap kiri 
(baca: Coup d'etat Tan Malaka 1946), yang menyatakan bahwa Soekarno 
dan Hatta, telah menyerahkan semua kekuasaan hanya kepada dia 
seorang bila mereka tidak menjalankan tugas sebagai pemimpin, serta 
dapat memalsu tanda tangan keduanya." 

Dalam situasi revolusi, Indonesia terus berupaya mempertahankan 
kemerdekaan agar tetap diakui oleh masyarakat dan Dunia Internasional 
(PBB). Strategi Pemerintah Republik adalah perang gerilya dan 
perundingan dengan payung PBB, dan melobi dukungan negara-negara 
Asia dan Timur Tengah. Taktik dan strategi perang gerilya pada akhirnya 
memaksakan Belanda untuk mengadakan berbagai perundingan 
berbagai perundingan. Di sini sangat terlihat peran tokoh-tokoh Islam 
yang menjadi pimpinan perundingan. KH. Agus Salim memimpin 
delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, bahkan 
Nama Muhammad Roem diabadikan menjadi nama dari salah satu 
perundingan Belanda-RI, yang dikenal dengan nama perundingan Roem- 
Royen. 


““ Engelen (dkk), Lahirnya Satu Bangsa Dan Negara, Jakarta, Ul-Press, 1997, hlm. 285- 
286 
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Di antara perundingan antara Belanda dan Indonesia yang kita kenal, 
adalah Linggajati, Renville, dan Roem-Royen. Belanda menerapkan politik 
devide et impera atau politik pecah belah dengan sistem pemerintahan 
federal, dengan membagi wilayah Indonesia menjadi beberapa negara 
bagian (RIS), hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag tanggal 23 
Agustus-2 November 1949. Akhirnya Belanda mengakui Kedaulatan 
Penuh Republik Indonesia dalam bentuk Negara Serikat yakni Republik 
Indonesia Serikat (RIS), tidak termasuk Irian Barat. Negara bentukan 
Belanda ini terdiri dari Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia 
Timur, Negara Pasundan (termasuk Jakarta), Negara Jawa Timur, Negara 
Madura, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, dan satuan 
Kenegaraan Otonom, seperti Jawa Tengah, Bangka Belitung, kepulauan 
Riau, Kalimantan Barat, Dayak, Banjar, Kalimantan Tengah, dan 
Kalimantan Timur.” 


Menyikapi agresi sekutu dan Belanda, para ulama NU berkumpul 
di Surabaya tanggal 22 Oktober 1945 mengeluarkan sebuah resolusi 
yakni “Djihad fi Sabilillah” melawan Belanda dan Sekutu. Kiai Hasyim 
Asy'ari secara langsung membantu pembiayaan pasukan Hizbullah 
dan sabilillah”. Jadi, lagi-lagi para tokoh Islam menunjukkan kepada 
bangsa ini bahwa mereka tidak menunggu maklumat dari pimpinan 
Republik Indonesia atau kelompok manapun untuk mempertahankan 
negara dari penjajahan. Satu tahun bahkan tahun kedua kemerdekaan 
Republik Indonesia, baru Soekarno menyampaikan seruan, penegasan 
resmi melawan tentara Belanda dan Sekutu. Seruan tersebut, tercermin 
dari pidato Soekarno dalam memperingati ulang tahun kemerdekaan 
pertama dan kedua, menyatakan: 


“Alangkah hebatnja kesulitan-kesulitan jang kita hadapi! 
Kesulitan-kesulitan itu tidak berkurang bahkan bertambah, 
sesudah kita merebut kekuasaan dari tangan Djepang. Serikat 
telah mendaratkan beribu-ribu serdadu bersendjata di antara 
mana serdadu Belanda, ...Dengan kehendak jang membulat 
mendjadi satu tekad jang membadja mendjadi satu, seluruh 


“ George Mc Turnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi, hlm. 421-550. Lihat: Inu 
Kencana Syafii dan Azhari, Sistem Politik, hlm.36. Lihat: Engelen (dkk), Lahirnya Satu 
Bangsa, hlm.175 
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bangsa kita,-kaja, miskin, tua, muda, laki, perempuan, terpeladjar, 
buta huruf-seluruh bangsa kita bangkit, bergerak, berdjoang 
untuk membenarkan, mewujudkan proklamasi 17 Agustus itu”, 


Secara politis, isi pidato Soekarno menyerukan agar rakyat tetap 
bersatu padu berjuang mempertahankan kemerdekaan yang telah 
diproklamirkan. Soekarno cukup paham akan berbagai perbedaan 
pendapat di kalangan tokoh umat, yang berimplikasi pada retaknya 
persatuan dan keutuhan bangsa. Seruan ini hanya mampu menyatukan 
rakyat menghadapi agresi Baelanda, tapi tidak mampu menyatukan 
perbedaan-perbedaan di semua tingkat elemen revolusioner berupa 
gejolak politik internal bangsa.” 

b. Pemberontakan di Dalam Negeri 

Pemberontakandidalamnegeriyangdimaksudadalah pemberontakan 
yang dilakukan oleh anasir bangsa. Kompleksitas masalah cukup pelik 
dan hampir meruntuhkan bangunan negara yang baru dimerdekakan 
ini. Pemerintah berhadapan dengan kekuatan internasional (Belanda/ 
NICA dan Sekutu), konflik politik di dalam negeri bersifat ideologis 
dan kedaerahan turut menambah beban bagi Republik Indonesia. 
Terdapat tiga jenis revolusi dari dalam negeri sendiri yang menentang 
pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno-Hatta. Dua 
di antaranya bersifat ideologis, yakni DI/TII dan PKI dan lainnya bersifat 
pragmatis kedaerahan. Ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pertama: Revolusi Ideologis DI/TII. Konflik terbesar dalam Sosio- 
politik dan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia sepanjang sejarah 
perjuangan umat Islam, baik sebelum dan sesudah Indonesia merdeka, 
bahkan masih terus berjanjut adalah konflik ideologi. Implikasi konflik 
ideologi tersebut berakibat benturan bersenjata oleh DI/TII. Setelah 
Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, 
maka pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosoewirjo memproklamirkan 
berdirinya negara Islam Indonesia, dengan membacakan “Teks 
Proklamasi NII””' Gerakan DI/TII ini berpusat di beberapa daerah, 


“Ir Soekarno, Di bawah Bendera Revolusi, Djilid Kedua, Cet Kedua, Jakarta, 1965, hlm, 
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antara lain: Darul Islam Jawa Tengah, Darul Islam Sulawesi Selatan, Darul 
Islam Kalimantan Selatan dan Darul Islam Aceh. Tokoh sentral gerakan 
DI/TII adalah Kartosoewirjo”' berpusat di Jawa Barat. 


Pemikiran dan aktivitas politik Kartosoewirjo dimulai dari Surabaya, 
Meskipun kuliah di kedokteran, tetapi selalu aktif dalam gerakan politik 
dan perjuangan kemerdekaan. Berbagai paham dan ideologi selalu 
mewarnai perbedaan pandangan. Sedikit sekali para aktivis yang ingin 
mengembangkan pemikiran ideologi Islam. Umumnya mereka lebih 
berorientasi pada pendidikan konsep pemikiran Barat. Ketika Soekarno 
membentuk partai politik PNI, (Partai Nasional Indonesia) pada bulan 
Mei 1928, Kartosoewirjo tidak ikut bergabung. Perjuangan politik 
Kartosoewirjo sudah jelas, yakni nasionalis Islam. Pemikiran dan ideologi 
Islam menjadi sumber inspirasi perjuangan. Namanya mulai tercatat 
dalam jajaran elite politik partai Islam yakni mulai berkecimpung dalam 
partai politik Islam sesperti PSI, dan kemudian menjadi salah satu 
pimpinan dalam PSII tahun 1930. Setelah terjadi kemelut dalam PSII 
antara tahun 1932-1936, Kartosoewirjo mendirikan Komite Pembela 
Kebenaran PSII.?? 


ilaha illah wa asjhadoe anna Moehammadar Rasoeloellah. Kami, Oemmat Islam Bangsa 
Indonesia Menjataka: Berdirinja NEGARA ISLAM INDONESIA" Maka Hoekoem jang 
berlakaoe atas Negara Islam Indonesia itoe, ialah: HOEKOEM ISLAM. Allahoe Akbar! 
Allahoe Akbar! Allahoe Akbar!, Atas nama Oemmat Islam Bangsa Indonesia. IMAM NEGARA 
ISLAM INDONESIA ttd. (S.M. Kartosoewirjo). MADINAH-INDONESIA 12 Sjawal 1368 H/ 7 
Agoestoes 1949 M (Dikutip dari buku Pemikiran Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. 
Kartosoewirjo, hlm vii). 


? Nama lengkapnya Sekarmaji Maridjan Kartosoewirjo. Lahir di Cepu 7 Januari 1905. 
Pada usia delapan tahun, masuk Sekolah ISTK (Inlandesche School der Tweede Klase) 
atau Sekolah “kelas dua" untuk kaum Bumiputra di Pamotan. Setelah tamat, melanjutkan 
pada HIS (Hollandsch Inlandsche School) di Rembang. Tahun 1919 bersama orang tuanya 
pindah ke Bojonegoro dan melanjutkan pendidikan pada ELS (Europeesche Lagere 
School). Di tempat inilah Kartosoewirjo mendapatkan pendidikan agama dari tokoh Islam 
Muhammadiyah bernama Notodihardjo. Setelah tamat dari ELS, tahun 1923 melanjutkan 
pendidikan pada Sekolah Kedokteran Belanda NIAS (Nederlandschh Indische Arstsen 
School) untuk Pribumi. Selama tiga tahun di NIAS, kemudian tahun 1926 melanjutkan 
kulaih utama khusus persoalan medis. Di Surabaya, beliau tinggal bersama Soekarno, 
Semaun di rumah H.OS. Tjokroaminoto. Di Surabaya, Kartosoewirjo berkenalan dengan 
para aktivis organisasi pergerakan nasionalisme Indonesia. Di rumah Tjokroaminoto, 
juga H. Agus Salim, Kartosoewirjo, banyak belajar Islam politik Islam terutama cita-cita 
terbentuknya negara Islam Indonesia. Lihat: Zainal Abidin R, Partai Politik Islam, hlm. 134- 
137. 
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Pergulatan pemikiran antara kalangan nasionalis sekuler, Islam, dan 
kelompok marxis komunis, hingga masa revolusi Belanda dan Jepang, 
makin membentuk komitmen Kartosoewirjo untuk mendirikan negara 
Islam. Pemikirannya dalam politik Islam tergolong radikal dan konsisten. 
Tidak mengenal kompromi politik terhadap paham ideologi negara 
sekuler (Pancasila). Berikut ini beberapa artikel yang pernah diterbitkan 
oleh koran Fajar Asia, di mana Kartosoewirjo sendiri sebagai redaktur 
dan wakil pimpinan,menulis sebagai berikut: 


“Kebangsaan kita dianggap aneh oleh Darmo Kondo. Djanganlah 
kira kalaulah kita kaoem kebangsaan jang berdasarkan kepada 
Islam dan keislaman tidak berangan-angan ke Indonesia 
merdeka. Tjita-tjita itoe boekan monopolinja collega dalam 
Darmo Kondo. Dan lagi djangan kira, bila kita orang Islam tidak 
senantiasa beroesaha dan ichtiar sedapat-dapatnja oentoek 
mentjapai tjita-tjita kita, soepaja kita dapat menguasai tanah 
air kita sendiri. Tjoema perbedaan antara collega dalam Darmo 
Kondo dan kita ialah, bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia 
bagi nasionalisme jang dinjatakan oleh redaksi Darmo Kondo itoe 
adalah poentjaknja jang setinggi-tingginja, sedang kemerdekaan 
negeri toempa darah kita ini bagi kita hanjalah satoe sjarat, 
soeatoe jembatan jang haroes kita laloei, oentoek mentjapai tjita- 
tjita kita jang lebih tinggi dan lebih moelia, ialah kemerdekaan dan 
berlakoenja agama Islam di tanah air kita Indonesia ini dalam arti 
kata jang seoloeas-loeasnja dan sebenarnja. Djadi jang bagi kita 
hanja satoe-sjarat (midel) itoe, bagi redaksi Darmo Kondo adalah 
maksoed dan toejoean (doel) jang tinggi"? 


Kritik keras di atas ditujukan kepada kaum nasionalis Indonesia 
yang berpaham sekuler. Reaksi kaum nasionalis sekuler menimbulkan 
antipati terhadap Kartosoewirjo. Akan tetapi gagasan dan cita-cita 
tentang berdirinya Darul Islam terus diperjuangkan. Gagasan tentang 
Darul Islam dirumuskan sebagai berikut: 


“masyarakat kebangsaan Indonesia mengarahkan langkah dan 
sepak terjangnja ke djoeroesan Indonesia Raja, agar soepaja 
dapat berbakti kepada negeri toempah darahnja, berbakti kepada 
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Iboe-Indonesia. Sebaliknja, kaoem Moeslimin jang hidoep dalam 
masjarakat Islam atau Daroel-Islam, "tidaklah mereka ingin 
berbakti kepada Indonesia atau siapapoen djoega, melainkan 
mereka hanja ingin berbakti kepada Allah jang Maha Esa belaka". 
Maksoed toejoennja poen boekan Indonesia Raja, melainkan 
Daroel-Islam jang sempoerna-sempoernanja di mana tiap-tiap 
Moeslim dan Moeslimah dapat melakoekan hoekoem-hoekeom 
Allah (Islam), dengan seloeas-seloeasnja, baik jang berhoeboengan 
dengan sjahsiah maoepoen idjtima'iyah””" 


Kartosoewirjo hijrah ke Jawa Barat, tepatnya di daerah Priyangan 
dan masih tetap aktif di Masyumi. Secara geopolitik, Jawa Barat adalah 
pusat kekuatan militer pada zaman Belanda maupun Jepang. Pada 
bulan Juni 1946, Masyumi Daerah Priyangan mengadakan konferensi 
untuk menyusun pengurus baru. Dalam konferensi tersebut, 
Kartosoewirjo menunjuk K.H. Mochtar sebagai ketua dan dia sendiri 
sebagai wakil. Akan tetapi kemudian keluar dari Masyumi, untuk fokus 
pada perjuangannya dan mengganti nama Masyumi cabang Garut 
dengan DPOI. (Dewan Pertahanan Oemat Islam), dan MPOI (Madjlis 
Pertahanan Oemat Islam) yang nantinya sebagai cikal bakal perjuangan 
berdirinya Darul Islam.” 

Perjuangan mewujudkan Darul Islam, mengakibatkan Kartosoewirjo 
keluar dari arena politik nasional Republik Indonesia. Argumen yang 
mendukung pemikiran ideologi “Negara Islam Indonesia", yakni: 
pertama, menolak secara tegas seluruh bentuk kompromi baik bersifat 
politik maupun teritorial antara Belanda dan pemerintah Republik 
Indonesia, terutama perjanjian Renville. Keduaj tidak lagi sejalan dengan 
tokoh politik Islam. Sebagai tindak lanjut dari DPOI dan MPOI, diadakan 
konferensi di Cisayong. Tujuan konferensi yakni: membekukan Masyumi 
di Jawa Barat dan seluruh cabang-cabangnya, dan membentuk basis 
pemerintahan Islam di Jawa Barat serta membentuk Tentara Islam 
Indonesia (TII). Hasil Konferensi yakni dibentuk Madjelis Umat Islam 
sebagai wadah sementara pemerintahan, diketuai oleh Kartosoewirjo. 
Beberapa hari kemudian tepatnya Februari 1948 dilanjutkan dengan 
pertemuan untuk memobilisasi pasukan perang TIl, BARIS (Barisan 

7 Ibid, hlm 49. 
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Rakyat Islam), PADI (Pahlawan Darul Islam). 

Pada bulan Maret 1948 diadakan konferensi di Cipeudeuy Banturujek 
Cirebon, dihadiri semua pimpinan cabang Masyumi Jawa Barat meliputi 
Banten, Jakarta, Bogor, Cirebon. Hasil konferensi memutuskan untuk 
menggabungkan tentara Hizbullah dan Sabilillah menjadi TII. Keputusan 
lain adalah mengangkat Kartosoewirjo sebagai Imam. Tanggal 1-5 
Mei 1948, diadakan konferensi untuk menyusun kabinet di bawah 
pimpinan Kartosoewirjo. Madjelis Imamah (kabinet) terdiri dari lima 
kementerian. (1). Menteri penerangan Toha Arsyad. (2). Menteri 
Keuangan S. Partawidjaja. (3). Menteri Kehakiman K.H. Gozali Tusi. (4). 
Menteri Pertahanan dirangkap Kartosoewirjo. (5). Menteri Dalam Negeri 
dirangkap S. Partawidjaja.” 

Sejak penetapan kabinet, secara berturut-turut Kartosoewirjo 
atas nama Negara Islam Indonesia (NII), mengeluarkan maklumat, 
sehubungan dengan agresi Belanda. 

Maklumat pertama (I) pada tanggal 25 Agustus 1948. Dari 
Pemerintahan Islam Indonesia. Isi maklumat, menghadapi Belanda, 
setiap umat Islam wajib melakukan Djihad Fisabilillah. 

Maklumat kedua (II) pada tanggal 28 Oktober 1948 diumumkan 
perubahan susunan Dewan Imamah. Kedudukan Pemerintahan Negara 
Islam Indonesia dan Pusat Pimpinan Majelis Islam. Wakil konsul negara 
Islam dan Pimpinan Daerah. 

Maklumat ketiga (III). Instruksi Umum oleh Kartosoewirjo untuk 
mengadakan perang suci terhadap agresi militer Belanda setelah 
menghianati perjanjian Renville. 

Maklumat kelima (V). Berdirinya NII setelah pimpinan Republik 
Indonesia yakni Soekarno, Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda. 
Puncaknya adalah Proklamasi Negara Islam Indonesia tanggal 7 Agustus 
19498 

Semula gerakan Darul Islam di daerah hanya merupakan bentuk 
perlawanan terhada Belanda, Komunis, dan juga rasa tidak puas 
terhadap kebijakan pemerintah Indonesia, termasuk integrasi semua 
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unsur-unsur dari tentara-tentara rakyat ke dalam TNI. Sama seperti 
gerakan Kartosoewirjo, tetapi dalam perkembangannya, gerakan 
Darul Islam di tiap-tiap daerah mulai bergabung dengan Darul Islam 
Kartosoewirjo, baik secara rahasia maupun terang-terangan dan bersatu 
mendirikan Darul Islam Indonesia (NII). Gerakan Darul Islam pimpinan 
Kartosoewirjo merupakan gerakan Darul Islam meliputi Jawa Tengah, 
Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. 


Darul Islam Jawa Tengah, dipimpin oleh Amir Fatah Wijayakusuma.” 
Amir Fatah dengan payung Darul Islam cukup berhasil dalam melakukan 
operasi militer untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa 
Indonesia dan harga diri umat Islam. Setelah pemerintah Republik 
Indonesia menyetujui perundingan Den Haag untuk membentuk 
Republik Indonesia Serikat Federal, maka Amir Fatah memutuskan 
hubungan dengan pemerintah Republik Indonesia. Fatah berasumsi 
bahwa perjuangan di Jawa Tengan telah terbagi dalam tiga kelompok. 
Kelompok Islam, kelompok Komunis dan kelompok Federal. Untuk 
itu segera didirikan Negara Islam. Maka pada akhir bulan April 1949, 
diproklamasikanlah Negara Islam Jawa Tengah di Desa Pengasaran. 
Amir Fatah diangkat sebagai panglima tertinggi. Dalam hirarki Darul 
Islam Jawa Tengah dengan Jawa Barat, pusat gerakan tetap ada di Jawa 
Barat." 


Darul Islam Sulawesi Selatan, dipimpin oleh Kahar Muzakkar"' 
Sehingga secara hirarkis, Darul Islam Sulawesi Selatan telah menyatakan 
diri bergabung dengan Darul Islam Kartosoewirjo. Berdirinya Darul 
Islam Sulawesi Selatan, disebabkan akumulasi masalah. Faktor pemicu 
awal, adalah demobilisasi tentara, yang tidak mengikutsertakan para 
pejuang gerilyawan. 


7" Amir Fatah Wijayakusuma lahir di Kroya Banyumas, Dalam karir politik dan 

pergerakan, pernah menjabat ketua Dewan Pembelaan Masyumi Pusat. Kepala Staf 

Devisi 17 Agustus, (gabungan pasukan yang menentang Persetujuan Linggajati). Setelah 

memproklamirkan Negara Islam Jawa Tengah, Fatah diangat menjadi Panglima Tertinggi. 
1" Ibid, 124-133. 


" Kahar Muzakkar lahir di Desa Lanipa dekat Palopo, Distrik Ponrang, Kabupaten 
Luwu, di pantai barat teluk Bone. Tidak disangsikan lagi, bahwa Kahar Muzakkar adalah 
tokoh pergerakan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bersama-sama 
dengan para tentara lainnya, kiprah perjuangan Kahar Muzakkar menumpas semua bentuk 
agresi Belanda dan Sekutu di Jawa. Kiprahnya di bidang militer menjadi modal dalam 
menggerakkan perjuangan Darul Islam di Sulawesi Selatan. 
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Kahar Muzakkar merupakan tokoh sentral Darul Islam Sulawesi 
Selatan. Sebelum pindah ke Sulawesi Selatan, dia mendapat Mandat 
dari Panglima Tertinggi Jenderal Sudirman, tanggal 24 Maret 1946. 
Tugasnya, membentuk tentara Republik Indonesia Persiapan. Segera 
Kahar Muzakkar mengirim beberapa ekspedisi militer dari Jawa dengan 
jumlah prajurit mencapai 1200 orang. Dalam perkembangannya, 
tugas Kahar bukan saja terbatas di Sulawesi Selatan, melainkan 
meliputi Kalimantan, Maluku dan Nusa Tenggara. Baru pada 22 Juni 
1950, Kahar Muzakkar tiba di Ujung Pandang. Setelah mengadakan 
konsolidasi dengan para gerilyawan, mengadakan perundingan dengan 
Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) yang dipimpin oleh Kolonel 
Kawilarang. Tujuannya adalah diakuinya keprajuritan Kahar Muzakkar. 
Dan membentuk kesatuan brigade sendiri-sendiri. Dan Kahar Muzakkar 
memimpin sendiri brigadenya. Usul ini ditolak oleh Kawilarang. 
Kemudian Kahar Muzakkar dalam melanjutkan perjuangannya masuk 
hutan dan bergerilya dan menyatakan bergabung dengan Darul Islam 
Kartosoewirjo"?. 

Secararesmi hubungan antara Kartosoewirjo dengan Kahar Muzakkar 
terjadi pada tanggal 20 Januari 1952. Kahar Muzakkar diangkat menjadi 
Panglima Divisi IV Tentara Islam Indonesia (TII). Pada tanggal 27 
Februari, Kartosoewirjo menginstruksikan melakukan upaya kongkrit 
kepada kaum Muslimin Sulawesi Selatan untuk mendirikan Negara 
Islam Indonesia. Dan baru pada tanggal 7 Agustus 1953, tepatnya empat 
tahun sesudah proklamasi Negara Islam Indonesia oleh Kartosoewirjo, 
Kahar Muzakkar mengumumkan bahwa wilayah mardhatillah Sulawesi 
dan daerah-daerah sekitarnya (Indonesia Timur, termasuk Irian Barat) 
dinyatakan sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia. Aktivitas 
pemerintahan Islam dijalankan Kahar Muzakkar dengan memungut 
pajak perjuangan, pajak ternak, pajak pendapatan atas nama Negara 
Islam. Kahar Muzakkar bahkan menjadi lebih terlibat dalam Negara 
Islam Indonesia. Tanggal 1 Januari 1955 diangkat sebagai Wakil Pertama 
Menteri Pertahanan Negara Islam Indonesia meliputi seluruh wilayah 
Republik Indonesia." 


" Ibid, hlm 133-138 
" Ibid, hlm 142-144 
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Darul Islam Kalimantan Selatan, dipimpin oleh Ibnu Hajar". Perjalanan 
pemberontakan Ibnu Hajar persis seperti Kahar Muzakkar. Sebagai 
tentara, Ibnu Hajar merasa tidak puas dalam kesatuannya. Kemudian 
keluar dan membentuk sebuah organisasi gerilya yang dipimpin sendiri, 
yaitu Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas (KRLyT). 

Tahun 1952, Ibnu Hajar mulai mengadakan kontak rahasia dengan 
Darul Islam di Jawa Barat. Tahun 1953, sebuah siaran radio Belanda 
menyatakan bahwa pedalaman Kalimantan merupakan sarang 
simpatisan Darul Islam. Bersamaan dengan maklumat Kahar Muzakkar 
tentang Darul Islam Sulawesi Selatan sebagai bagian dari NII pimpinan 
Kartosoewirjo, mulai banyak ditemukan pamflet di Hulusungai 
Kalimantan Selatan yang menyatakan, bahwa daerah KRLyT telah 
masuk dalam Darul Islam. Hubungan tidak resmi antara Kartosoewirjo 
dengan Ibnu Hajar terbentuk dengan diutusnya Partawidjaja, untuk 
membicarakan penggabungan secara de fakto Darul Islam Kalimantan 
ke dalam NII/TII. Tahun 1954 Ibnu Hajar resmi bergabung, dan diangkat 
sebagai menteri negara portfolio dan Panglima TII untuk Kalimantan?" 

Darul Islam Aceh, dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Beureueh 
dan didukung oleh sejumlah tokoh pemeritah setempat, seperti Hasan 
Aly (kepala Kejaksaan Aceh), Said Abubakar dan A.R. Hanafiah (pegawai 
Kantor Agama Aceh Timur), Amir Husain Al-Mujahid.”" 

Perjuangan Daud Beureueh mendirikan Darul Islam Aceh lebih 
bersifat ideologis. Perjuangan ideologis ini sebagai tindak lanjut dari 
perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajah Belanda dan terlebih agresi 
Belanda pada masa revolusi. Pada masa revolusi inilah Daud Beureueh 
berinisiatif mendirikan Darul Islam. Situasi ini diperkeruh dengan 
kebijakan tidak adil dari pemerintah pusat yang selalu mengutamakan 
kepentingan Jawa dan mendiskreditkan daerah luar jawa termasuk Aceh. 

Pada tahun 1952, pemerintah Indonesia mulai mengadakan negosiasi 
politik yang langsung dilakukan oleh Soekarno dan Hatta. Tujuan 
negosiasi politik untuk mengakhiri jihad menegakkan negara Islam di 


" Nama aslinya Haderi, lahir di Kandangan April 1920. Aktif menjadi perwira ALRI 
Divisi IV, dengan pangkat letnan dua. Dia dan pasukan yang dipimpinnya membelot dari 
Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1950. 


'" Ibid, hlm. 160-1174. 
"e Jbid, hlm 175. 
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Aceh. Kunjungan Soekarno dan Hatta ke Aceh pada Maret 1953. Apresiasi 
masyarakat Aceh kepada Soekarno, tampak pada slogan “kami cinta 
Presiden tapi kami lebih cinta Agama””, namun tidak demikian halnya 
dengan Hatta. Dalam perundingannya dengan Daud Beureueh, Hatta 
dianggap berhasil. Karena dapat meyakinkan Perdana Menteri Wilopo, 
untuk tidak menggunakan kekuatan perang dalam menyelesaikan 
masalah Aceh. Hatta dianggap berhasil meredakan ketegangan, namun 
bagi beberapa kalangan pemerintah pusat, dianggap tidak tegas dan 
mencampuri urusan pemerintah (Perdana Menteri). Asumsi pemerintah 
pusat, bahwa proklamasi NII adalah mendirikan negara dalam negara, 
dan atau telah menimbulkan kekacauan dalam hukum. Asumsi ini 
dijawab oleh Daud Beureueh, bahwa justru terjadi kekacauan hukum 
yang dilakukan oleh pemerintah, sehinga menimbulkan jihad suci 
menegakkan Negara Islam. Daud Beureueh diangkat oleh Kartosoewirjo 
sebagai Wakil Presiden Negara Islam Indonesia pada Januari 1955. 
Selain itu, juga terdapat beberapa tokoh Aceh yang juga menduduki 
jabatan dalam pemerintahan NII. Di antaranya, Amir Husain wakil kedua 
Menteri Pertahanan. Hasan Ali Menteri Urusan Luar Negeri, Tengku Nya" 
'Tjut (Nya' Cut) Menteri Pendidikan.” 

Kedua: Revolusi Ideologis PKI. PKI adalah organisasi politik dengan 
ideologi sosialis marxis. PKI berdiri pertama kali dengan nama ISDV 
(Indische Sosial Demokratische Vereniging) pada bulan Mei 1914 oleh 
Sneevelit, Bransterder, dan Bergsma dari Belanda. Tanggal 23 Mei 1920, 
ISDV secara resmi berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia 
(PKI). Tokoh utama PKI dipimpin oleh Semaun, Darsono, Alimin, Muso 
dan D.N. Aidit. Tan Malaka, tidak termasuk dalam kelompok ini, karena 
dia dianggap sebagai aliran komunis berhaluan kiri (Trotsky). PKI 
berkembang pesat dalam waktu yang relatif.” 

Sebagai sebuah organisasi yang berideologi marxis komunis, PKI 
membawa misi ideologis konstitusional. Misi konstitusi PKI bertujuan 
mendirikan negara Indonesia berdasarkan pada ideologi komunis. 
Setidaknya ada empat skenario penting yang dilakukan merefleksikan 


"7 Ibid, hlm. 177 
“ Ibid, hlm. 177-187. 


"" Suroto dan Dodi Rudiyanto, Partai-Partai Politik di Indonesia, Jakarta: Citra Mandala 
Pratama, him. 45. 


Pemikiran Politik Islam: Perspektif Tokoh Politik Islam 183 


gagasan atau perjuangan gerakan PKI dalam mengimplementasi 
pembentukan negara. Pertama: Pemberontakan Madiun pada tanggal 18 
September 1948. Kedua: Pemberontakan G.30.S/PKI pada tahun1965. 
Ketiga, Keikutsertaan pada Pemilu 1955. Keempat: Manifesto politik 
ideologi. 

Pemberontakan Madiun, bertujuan mendirikan suatu kedaulatan 
pemerintahan. Dengan dukungan Soviet, PKI meng-coup pemerintah 
Indonesia dan menjadikan Madiun sebagai Ibu Kota Negara. 
Pertarungan politik antara Muso versus Soekarno dalam mengapresiasi 
pemberontakan Madiun, tercermin dari pidato keduanya. Pada tanggal 
19 September jam 10 malam, Soekarno berpidato disiarkan oleh radio 
sebagai berikut: 


“Kemarin pagi, Partai Komunis Muso sudah melakukan kup di 
Madiun dan membentuk suatu pemerintahan Soviet di sana 
dengan pimpinan Musso. Mereka menganggap perebutan 
kekuasaan secara paksa ini sebagai suatu langkah pendahuluan 
untuk merebut kekuasaan seluruh pemerintah Republik 
Indonesia. Dari kenyataan ini, jelaslah bahwa insiden-insiden 
yang terjadi di Solo (Surakarta) dan Madiun bukanlah insiden- 
insiden yang terpisah, tetapi merupakan unsur-unsur pokok dari 
suatu pola aksi keseluruhan yang dirancang untuk menggulingkan 
pemerintah Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan akhir ini, 
kaum pemberontak sudah menggunakan kesatuan-kesatuan dari 
Brigade ke-29, yang dulunya menjadi pasukan tetap di bawah 
pimpinan Letkol. Dahlan. Dengan berbuat demikian, Dahlan telah 
mengkhianati negara dan telah melanggar sumpah keprajuritan. 
Oleh karena itu, dengan ini saya memecat Dahlan dari ketentaraan. 
Saudara-saudara, pertimbangkan dengan cermat makna 
kenyataan ini, Partai Komunis Muso sedang berusaha mesrebut 
Republik Indonesia yang kita cintai. 


Rakyatku tercinta, atas nama perjuangan kemerdekaan Indonesia, 
saya mengunjungi kalian pada saat yang sangat kritis, saat kalian 
dan saya sendiri sedang menghadapi ujian terbesar untuk 
memilih antara ikut Muso dan Partai Komunisnya yang akan 
mengganggu tercapainya suatu negara Indonesia yang merdeka, 
atau ikut Soekarno-Hatta yang dengan bantuan Allah SWT, akan 
menjadikan Republik Indonesia suatu negara Indonesia merdeka 
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yang tidak akan dijajah oleh bangsa lain manapun juga... 
Dukunglah pemerintah, baktikan dirimu sekuat tenaga untuk 
membantu organ-organ pemerintah dalam berjuang melawan 
pemberontak, dan mengembalikan pemerintah yang sah di 
wilayah yang sedang bergolak. Madiun harus kembali ke tangan 
kita secepat mungkin"? 


Bila menggunakan “content analysis" sebagai pisau analisis terhadap 
isi pidato Soekarno, khususnya pada kata-kata ...dengan bantuan Allah 
SWT, Soekarno menyadari betul tentang komitmen umat Islam dalam 
perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Kesadaran umat Islam ini, adalah 
bagian dari ajaran Islam, yang patut disikapi sebagai suatu kekuatan 
untuk mendukung setiap usaha yang dilancarkannya. Sentuhan religius 
merupakan alat kesadaran umat untuk membangkitkan konsep jihad, 
karena jihad merupakan ajaran suci dan api Islam. 


Pidato Soekarno ditanggapi oleh Muso dengan pidato balasan pada 
jam 11.30 malam. Muso menyampaikan pidato sebagai berikut, 


“Pada tanggal 18 September 1948, penduduk Madiun merebut 
kekuasaan segera dengan tangan mereka sendiri. Dengan 
demikian, penduduk Madiun sudah menjalankan tugas mereka 
dalam revolusi nasional yang semestinya harus dipimpin oleh 
rakyat dan bukan oleh golongan lain manapun. 

Revolusi kita sudah berlangsung selama tiga tahun di bawah 
pimpinan kelas borjuis nasional, yang selalu penuh keraguan dan 
sikapnya tidak jelas dalam menghadapi negara-negara imperialis 
pada umumnya dan Amerika khususnya. Inilah salah satu alasan 
kenapa kondisi politik dan kondisi ekonomi di dalam Republik 
terus berkembang lebih memburuk. Inilah sebabnya mengapa 
rakyat pada umumnya, dan pekerja pada khususnya, belum 
lagi mampu menemukan suatu perbedaan antara kondisi yang 
sekarang dan kondisi yang ada di bawah rejim Belanda dan kondisi 
di bawah rejim Jepang. Sebenarnya, mereka yang duduk dalam 
pemerintah telah memanfaatkan revolusi kita untuk memperkaya 
diri sendiri. Selama pendudukan Jepang, orang-orang tersebut 
menjadi Guislings, pengkhianat, pedagang Romusha (pekerja 
paksa) dan propagandis Heiho (badan-badan kerja). Lebih dari 


" George Mc Turnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi, hlm. 371. 
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dua juta wanita menjadi janda karena suami mereka dijadikan 
Romusha. Dan kini, orang-orang yang sama itu, sekali lagi akan 
menjual Indonesia dan rakyatnya kepada imperialis Amerika. 
Dengan memakai tuduhan-tuduhan dengan bukti-bukti palsu, 
Soekarno menuding FDR dan PKI Muso sebagai kaum pengacau. 
Apakah Soekarno sudah lupa bahwa di Solo (Surakarta), dia 
memanfaatkanpara pengkhianatpengikutTrotsky untuk menteror 
dan menculik semua orang komunis? Apakah Soekarno sudah lupa 
bahwa ia meningkatkan dan mendukung kejahatan-kejahatan 
Divisi Siliwangi dan kaum teroris tersebut? Apa maksud Soekarno, 
orang yang dulunya pedagang Romusha itu membebaskan Tan 
Malaka, seorang penjahat yang ingin menjatuhkan kedudukannya 
sebagai Presiden? Sudah jelas bahwa selama tiga tahun yang lalu, 
Soekarno-Hatta, kedua pedagang Romusha itu, pengkhiyanat 
jahanam, telah melaksanakan suatu kebijakan kapitulasi dengan 
Belanda dan Inggris, dan pada saat itu juga, mereka akan menjual 
Indonesia dan rakyat kepada imperialis Amerika. Dapatkah orang- 
orang seperti ini mengatakan bahwa mereka benar-benar berhak 
memerintah Republik kita? Rakyat Indonesia tidak buta! Mereka 
mengerti bahwa pedagang Romusha ini tidak cocok memerintah 
negara ini. Penduduk Madiun dan beberapa tempat lain sedang 
berusaha memutuskan hubungan dengan satelit-satelit imperialis 
tersebut... 

Bukan Soekarno atau Hatta yang menentang Belanda, Inggris dan 
sekarang Amerika, tetapi adalah rakyat Indonesia sendiri. Oleh 
karena itu, kejadian-kejadian di Madiun dan di tempat-tempat 
lain, adalah tanda bagi seluruh rakyat untuk merebut kekuasaan- 
kekuasaan negara kedalam tangan mereka sendiri. Inilah satu- 
satunya jaminan agar Republik akan menjadi benar-benar 
berdaulat, dan mampu menghadapi semua serangan dari dalam 
dan mampu membebaskan diri dari satelit-satelit imperialis 
tersebut. 

Rakyat Indonesia diminta oleh Soekarno untuk memilih “Soekarno 
atau Muso!" 

Rakyat seharusnya menjawab “Soekarno-Hatta budak Jepang dan 
Amerika! Pengkhianat harus mati!" 

Kami yakin rakyat akan berkata: "Muso selalu mengabdi rakyat 
Indonesia!" 
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Menurut suatu laporan radio Moskow yang tergerak oleh 
pengumuman Muso dan mendukung rejim Madiun, menyatakan: 
suatu pemerintahan rakyat sudah terbentuk di Madiun dan 
Komisi Rakyat sedang dibentuk dalam kota-kota penting lainnya. 
Ini adalah suatu pemberontakan rakyat melawan pemerintah 
9uislinge (pengkhianat) Fasis Jepang, yaitu Soekarno dan Hatta" 


Pidato Muso diarahkan langsung kejantung kekuasaan pemerintahan, 
dan yang dituju yakni Soekarno dan Hatta. Muso menyebut keduanya 
sebagai pedagang Romusha telah yang telah bertindak sebagai antek 
Jepang dan Amerika, dan penghianat negara. Muso, sadar dengan kata- 
katanya itu untuk sedapat mungkin meyakinkan rakyat Indonesia 
khususnya penduduk Madiun untuk mendukung gerakan revolusi PKI, 
Tidak sukses dalam pemberontakan Madiun, PKI tidak lantas terkubur. 
Gerakan PKI yang lebih sistematis dan revolusioner, adalah mengadakan 
coup terhadap para Jenderal, yang dikenal dengan peristiwa G.30.S/PKI. 
Sebelum meletus peristiwa ini, situasi bangsa makin riskan. Negara dalam 
keadaan genting, menurut istilah PKI, “Ibu Pertiwi dalam keadaan hamil 
tua" Upaya PKI meng-coup Soekarno dan Hatta melalui politik pencitraan 
negatif terhadap militer khususnya TNI AD, dan mengkondisikan situasi 
nasional dalam keadaan kacau. Politik pencitraan PKI antara lain: 

“ Menuding Angkatan Darat akan melakukan kup terhadap 
pemerintah, dan telah membentuk Junta Militer. PKI menuduh 
para Jenderal Angkatan Darat telah membentuk “Dewan Jenderal” 
yang bertugas mengambil alih kekuasaan dari presiden. Menurut 
tafsiran PKI atas dokumen Gilchrist (nama Duta Besar Inggris 
di Indonesia), bahwa isi dokumen yang memuat konfrontasi 
melawan Malasyia, namun hakikatnya adalah rencana serangan 
terbatas oleh Amerika dan Inggris atas Indonesia oleh out local 
army friends. Tafsiran PKI atas out local army friends adalah 
Dewan Jenderal. Sasaran utama dari Dewan Jenderal adalah 
menyingkirkan PKI dari pentas politik. Atas dasar inilah maka 
PKI membentuk Dewan Revolusi yang bertujuan menggagalkan 
rencana Dewan Jenderal. 


" Ibid, hlm. 372-373. 


"8 Khoiruddin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Yogyakarta, Pustaka 
Pelajar, 2004, hlm. 41. 


Pemikiran Politik Islam: Perspektif Tokoh Politik Islam 187 


« Huru-hara politik. Dalam huru-hara politik ini, PKI memecah 
konsentrasi rakyat dan pemerintah Indonesia dengan berbagai 
hasutan dan provokasi. Selain memiliki basis masa potensial, PKI 
berusaha merangkul para petani melaui gerakan land reform. Land 
reform, adalah usaha PKI untuk membebaskan dan membagi- 
bagikan tanah kepada para petani. Sasaran gerakan landreform 
bertujuan untuk mendiskreditkan pemerintah dan Islam. Karena 
musuh utama dan potensial adalah Islam dan Angkatan Darat. 
PKI secara terang-terangan menyerang umat Islam, dengan 
menyebut para pemilik tanah muslim sebagai “setan Desa” atau 
“borjuis” Revolusi PKI menyulut tindakan masif umat Islam 
untuk berjihad melawan PKI. Tanggal 8 Oktober, markas besar 
PKI di Jakarta dibakar oleh pemuda Muslim, dan teriakan ganyang 
PKI membahana di seantero Jawa. 

Ketiga: Revolusi Pemberontakan Pragmatis Kedaerahan. Yang 
dimaksud dengan revolusi pemberontakan pragmatis kedaerahan 
adalah revolusi yang didasarkan atas kepentingan pragmatis, karena 
rasa ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam 
aspek ekonomi dan kesejahteraan. Pemberontakan dari daerah yakni 
PRRI, PERMESTA dan RMS, merupakan pemberontakan yang tidak 
didasarkan atas suatu perjuangan ideologi. 

Perdjuangan Semesta atau Perdjuangan Rakjat Semesta 
disingkat Permesta, dicetuskan pertama kali oleh Letkol Ventje 
Sumual pada tanggal 2 Maret 1957 di Makassar.” Deklarasi Piagam 
Permesta hampir meliputi seluruh wilayah Indonesia Timur, dan 
memperoleh dukungan dari tokoh-tokoh Indonesia Timur. Pada saat 
itu situasi Indonesia dalam keadaan genting, karena hampir seluruh 
pemerintahan di daerah diambil oleh militer. Permesta adalah gerakan 
yang menentang kebijakan pemerintah pusat dan berimplikasi 
kepada pembentukan negara sendiri. Dalam perjuangan Permesta 
yang tadinya diproklamirkan di Makassar, akan tetapi home base-nya 
di Manado Sulawesi Utara. Gerakan ini walau menentang pemerintah 
pusat, namun tidak sepaham dengan PKI dan ikut menumpas gerakan 
PKI. 


" Andree Feilard, NU vis avis Negera, hlm. 71 
" www.wikipedia.org dikutip tanggal 6 September 2013 


188 Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si 


Keadaan makin genting ketika diadakan rapat di gedung Universitas 
Permesta di Sario Manado, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh politik, 
masyarakat dan cendikiawan. Komando Daerah Militer Sulawesi Utara 
dan Tengah, Kapten Wim Najoan memberikan gambaran tentang 
perkembangan di Sumatera, bahwa akan dibentuk gerakan yang punya 
tujuan sama yakni PRRI. Dalam rapat tersebut Permesta di Sulteng 
menyatakan solider dan mendukung PRRI. 

Pernayataan yang dikeluarkan oleh Permesta sebagai bentuk 
pemisahan diri dengan pemerintah pusatadalah bahwa Permesta dengan 
ini meyatakan secara resmi memutuskan hubungan dengan Pemerintah 
RI Kabinet Djuanda. Maklumat yang disampaikan dalam rapat tersebut, 
disambut oleh peserta rapat berdiri dan menyambutnya dengan pekik: 
“Hidup PRRI! Hidup Permesta! Hidup Somba!" Dalam rapat disusun 
teks pemutusan hubungan dengan pemerintah pusat oleh 3 orang yakni 
Mayor Eddy Gagola, Kapten Wim Najoan dan kawan-kawan. Sebelum 
dibacakan Piagam pemutusan hubungan dengan Pemerintah Pusat, 
Mayor Dolf Runturambi bertanya kepada hadirin, “Bagaimana, saudara 
saudara setuju?” Serentak dijawab: “Setuju! Setuju!” Setelah rapat 
tersebut, Kolonel D.J. Somba selaku pimpinan Kodam Sulawesi Utara dan 
Tengah mengadakan rapat di lapangan sario Manado. Ia membacakan 
teks pemutusan hubungan dangan Pemerintah Pusat yang isinya: “Rakyat 
Sulawesi Utara dan Tengah Termasuk Militer Solider Pada Keputusan 
PRRI dan Memutuskan Hubungan Dengan Pemerintah RI””5 

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia disingkat PRRI 
merupakan salah satu gerakan pemberontakan terhadap pemerintah 
pusat. Deklarasi PRRI tanggal 15 Februari 1958, dengan keluarnya 
ultimatum dari Dewan Perjuangan dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad 
Husein di Padang Sumatera Barat. Gerakan ini mendapat dukungan dari 
Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah di mana pada tanggal 17 Februari 
1958 kedua wilayah tersebut menyatakan mendukung PRRI.” 

Konflik yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan keinginan 
akan adanya otonomi daerah yang lebih luas. Selain itu ultimatum yang 


"8 Ibid, wikipedia mengutip dari sumber: Poesponegoro. Marwati Djoened, 
Notosusanto. Nugroho, (1992), Sejarah nasional Indonesia: Jaman Jepang dan zaman 
Republik Indonesia, PT Balai Pustaka, Jakarta. 

" Ibid, wikipedia mengutip dari sumber: Lukman Hakiem, (2008), M. Natsir di 
panggung sejarah republik, Penerbit Republika 
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dideklarasikan itu bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun 
pemberontakan, tetapi lebih kepada konstitusi dijalankan.” Pada masa 
bersamaan, kondisi pemerintahan di Indonesia belum stabil pasca agresi 
Belanda. Hal inijuga mempengaruhi hubungan pemerintah pusat dengan 
daerah yang menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan. 

Akar dari permasalahan terbentuknya PRRI berawal dari 
dikeluarkannya Peraturan Daerah nomor 50 tahun 1950 tentang 
pembentukan wilayah otonom oleh provinsi Sumatera Tengah yang 
mencakup wilayah provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Jambi." 
Namun apa yang menjadi pertentangan ini, dianggap sebagai sebuah 
pemberontakan oleh pemerintah pusat yang menganggap ultimatum itu 
merupakan proklamasi pemerintahan tandingan dan kemudian dipukul 
habis dengan pengerahan pasukan militer terbesar yang pernah tercatat 
di dalam sejarah militer Indonesia. 

PRRI pada awalnya merupakan gerakan penuntutan otonomi 
luas, namun berkembang menjadi pembentukan negara. Layaknya 
sebuah negara, PRRI menyusun struktur pemerintahannya dengan 
membentuk Kabinet. Susunan Kabinet Pemerintahan Revolusioner 
Republik Indonesia (PRRI) terdiri dari: Mr. Sjafruddin Prawiranegara 
sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan, Mr. Assaat 
Dt. Mudo Menteri Dalam Negeri, sebelumnya Dahlan Djambek sempat 
memegang jabatan Menteri Dalam Negeri sebelum Mr. Assaat sampai 
di Padang, Maluddin Simbolon Menteri Luar Negeri, Prof. Dr. Soemitro 
Djojohadikoesoemo Menteri Perhubungan dan Pelayaran, Muhammad 
Sjafei Menteri PPK dan Kesehatan, J.FF Warouw sebagai Menteri 
Pembangunan, Saladin Sarumpaeti Menteri Pertanian dan Perburuhan, 
Muchtar Lintang Menteri Agama, Saleh Lahade Menteri Penerangan, 
Ayah Gani Usman Menteri Sosial, Dahlan Djambek Menteri Pos dan 
Telekomunikasi setelah Mr. Assaat sampai di Padang.” 

Pengaruh dari peristiwa itu menyebabkan timbulnya eksodus besar- 
besaran dari Minangkabau ke daerah lain."”” Para pengungsi memperoleh 


" Ibid., 


W Ibid, wikipedia mengutip dari sumber: Asnan, Gusti, (2007), Memikir ulang 
regionalisme: Sumatera Barat tahun 1950-an, Yayasan Obor Indonesia. 


" Ibid., 
1 (hid, wikipedia mengitip dari sumber: Syamdani, PRRI, pemberontakan atau bukan, 
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tekanan psikologis yang sangat luar biasa, karena memperoleh stigma 
sebagai warga pemberontak. Padahal Minangkabau termasuk kawasan 
yang gigih menentang kolonialis Belanda, dan banyak melahirkan 
pejuang serta pemimpin nasional. Rakyat Minangkabau selain 
memeperoleh tindakan kekerasan akibat stigma tersebut, kekalahan 
itu juga mengguncang harga diri, harkat dan martabat mereka begitu 
terhina karena dihinggapi mentalitas orang kalah.'”' 

Menyikapi revolusi regional DI/TII di hampir seluruh Jawa, Sumatera 
dan Sulawesi Selatan, PKI di Madiun, pemberontakan PRRI/Permesta di 
Sulawesi Utara, pemberontakan RMS di Maluku, Nazaruddin Sjamsuddin 
mengutip pendapat Herbert Feith dan Hans O. Schmitt menyatakan: 
Nasionalisme dan Patriotisme Indonesia hanya mampu mengusir 
kekuatan asing, tetapi tidak mampu untuk mematri integrasi politik. 
Menurut Feith, karena benturan antara ideologi Pancasila dan Islam atau 
gagasan dari dua budaya politik “aristokrasi Jawa dan kewiraswastaan 
Islam", belum terintegrasi. Sementara menurut Schmitt, bahwa konflik 
politik yang terjadi terletak pada faktor perbedaan kepentingan ekonomi 
antara Jawa dan Luar Jawa,'? 


C. ISLAM DAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA 

Islam dan Pancasila dalam term politik Indonesia merupakan dua 
institusi politik dengan latar belakang yang berbeda. Tidak jarang 
keduanya dipertentangkan, walaupun tidak sedikit yang berusaha untuk 
mengkompromikannya. Setidaknya perbedaan mendasar keduanya 
terletak pada sumber. Ideologi politik Islam bersumber pada wahyu, 
sementara Pancasila bersumber pada akal. 

Perjuangan menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia 
merupakan cita-cita bersama seluruh komponen bangsa tanpa kecuali. 
Visi dan misi kemerdekaan menjadi pilihan hidup sehingga betapapun 
beratnya melawan penjajah (Portugis, Belanda dan Jepang) yang begitu 
superior, tidak mengurangi semangat kebersamaan, nasionalisme dan 


Jakarta, Media Pressindo, 2009. 

19 Ibid, wikipedia mengitip dari sumber: Komaruddin Hidayat, Putut Widjanarko, 
Reinventing Indonesia: menemukan kembali masa depan bangsa. Jakarta: PT Mizan Publika, 
2008. 

'@ Nazaruddin Sjamsuddin, Integrasi Politik Di Indonesia, Jakarta, Gramedia, 1989, hlm. 
10-25. 
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kebangsaan. Dalam semangat revolusi menuju merdeka, tidak ada konflik 
Of interest dan paham primordialisme antara sesama anak bangsa. Akan 
tetapi secara ideologi kenegaraan, pemikiran the founding father berbeda 
dalam menginterpretasi dan mengimplementasi falsafah berbangsa dan 
bernegara. 

Setelah berhasil menaklukkan bangsa penjajah (Portugis, Belanda 
dan Jepang), maklumat proklamasi diproklamirkan oleh Soekarno 
pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasca maklumat kemerdekaan, 
permasalahan perbedaan pemikiran dan ideologi mulai muncul dan 
menjadi mazhab yang mendikotomikan para pejuang bangsa ke 
dalam dua aliran, yakni Islamis dan Nasionalis sekuler." Ekses dari 
dikotomi pemikiran antara Islamis dan Nasionalis Sekuler pada awal 
berdirinya negara dapat terus menyulut konflik ideologi sepanjang 
sejarah bangsa. 

Konflik ideologi dan politik di kalangan Islamis dan sekularis 
Indonesia, merupakan sejarah panjang sejak era 1920-an, sampai batas 
waktu yang tidak dapat dipastikan. Sejarah akan mereproduksi secara 
terus menerus wajah Indonesia dalam perdebatan tentang ideologi, 
dasar negara dan UUD 1945 hasil Panitia sembilan (PPKI) yakni Piagam 
Jakarta. Peristiwa siklus sejarah tentang perdebatan dimaksud dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 

Pertama: Islam Sebagai Ideologi Negara. Menurut Yusuf Gardhawi, 
Politik atau siyasah Islamiyah, adalah sebuah institusi politik yang 
bertolak dari syariah, konsepnya adalah syariah, tujuannya adalah 
syariah dan implementasinya adalah syariah." 

Pandangan Oardhawi seperti telah disebutkan di atas hanya digunkan 
untuk menjustifikasi pandangan politik kalangan Islamis Indonesia pada 
awal kemerdekaan yang menginginkan Islam sebagai dasar negara 
Indonesia. Hal ini tercermin dari dua momentum perdebatan tentang 
dasar negara, yaitu perundingan panitia sembilan atau PPKI pasca 
gagalnya sidang BPUPKI tahun 1945, dan pada saat sidang Majelis 
Konstituante pasca pemilu 1955. 


1" Rifyal Ka'bah, Politik dan Hukum Dalam Al-Gur'an: Jakarta, Khairul Bayan, 2005, hlm. 
106. 


1 Yusuf @ardhawi, Legalitas Politik Dinamika Perspektif Nash dan Asy-Syariah, 
Bandung, Pustaka Setia, 2008, hlm. 51. 
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Di tengah perjuangan kelompok Islamis untuk menjadikan Islam 
sebagai Ideologi Negara, Pancasila yang semula terus menerus 
diperdebatkan sebagai dasar negara memperoleh legitimasi kelompok 
Islam pada dua peristiwa penting, yakni hasil kerja PPKI yang melahirkan 
Piagam Jakarta, dan perdebatan pada Majelis Konstituante hasil pemilu 
1955, yang melahirkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 

Pancasila pada kedua momentum tersebut dapat diterima dengan 
alasan apabila sesuai dengan tafsir dan tujuan ajaran Islam. Namun 
demikian bukan berarti bahwa ideologi Islam telah digantikan oleh 
Pancasila. Sebagai suatu ideologi, Pancasila yang dirumuskan dalam 
kerangka pemahaman Islam hanya memiliki hubungan simbiosis. 
Asumsi demikian jika menggunakan hubungan demokrasi dan Islam, 
maka sejalan dengan pandangan Amien Rais tentang demokrasi dan 
Islam. 

Dalam konteks demokrasi dan Islam, jika dianalogikan antara 
Pancasila dan Islam, maka Amien Rais, menyatakan | believe in 
democracy 100 percent. Because, democracy runs parallel with basic 
Islamic teaching." Pernyataan tersebut tidak mendelegitimasi politik 
siyasah Islamiyah, melainkan memperlihatkan hubungan simbiosis 
demokrasi dan Islam, sebagaimana kedudukan Pancasila dalam politik 
siyasah Islamiyah. 

Polemikideologi Islam yang terus diperjuangkan sebagai dasar negara 
pada sidang BPUPKI dan PPKI serta pada Majelis Konstituante, dan 
bahkan sepanjang sejarah Indonesia tidak akan pernah menghilangkan 
substansi Islam dan politik. Penerimaan Pancasila oleh kalangan 
Islamis, bersifat kondisional, alasan politis karena faktor geopolitik dan 
kebhinekaan. Selain itu, secara legalitas dan historis, Pancasila hasil 
rumusan kedua dalam UUD 1945 yang dilaksanakan sekarang bukan 
merupakan ideologi negara secara final dan mengikat. 

Pemberlakuan UUD 1945 hanyalah bentuk kompromi politik dan 
sementara, mengingat situasi negara dalam keadaan bahaya akibat 
terjadinya revolusi di dalam negeri dan polemik pemikiran ideologi 
negara antara kelompok Islam dan Nasionalis sekuler, sehingga 
perdebatan tentang dasar negara dikesampingkan. Sifat kesementaraan 


'# Lihat, Arif Afandi, (pen) Islam Demokrasi Atas Bawah Polemik Strategi Perjuangan 
Umat Model Gus Dur dan Amin Rais, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 124. 
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pemberlakuan UUD 1945, jika ditinjau dari aspek konstitusi hukum dan 
perundang-undangan sejauh tidak sesuai dengan perintah Dekrit, yakni 
“Jiwa Piagam Jakarta” sebagai bagian integral dalam pemberlakuan UUD 
1945, maka secara konstitusional kedudukan Pancasila sebaai dasar 
negara menjadi naif dan lemah. 

Natsir dan Soepomo memberi komentar atas Dekrit Presiden 
sebagai berikut: Menurut Soepomo, konsideran dan diktumnya dapat 
dipandang sebagai cita-cita luhur dan dasar moral dari agama Islam." 
Sementara menurut Natsir, dekrit yang mencantumkan Piagam Jakarta 
menjiwai UUD 1945, itu artinya Pancasila hasil perumusan panitia 9 
atau PPKI, dapat diterima sepanjang penafsirannya tidak bertentangan 
dengan asas-asas Islam, yakni tauhid.'” Pancasila mengandung tujuan 
Islam tetapi bukan berarti Pancasila identik atau meliputi ajaran Islam. 
Perumusan lima cita kebijakan, agar tidak diisi dengan ajaran yang 
menentang Al-Guran. 

Perdebatan Islam sebagai dasar negara antara kelompok Islamis 
dan Nasionalis sekuler merupakan perang ideologi mulai mereda 
seiring dengan penafian peran politik kelompok Islamis dan statemen 
Natsir, dengan semboyan “Politik Dakwah". Di samping muncul berbagai 
polarisasi pemikiran politik tentang kedudukan Islam dan negara oleh 
generasi pasca Natsir atau generasi 60-an, sebagaimana beberapa 
pandangan berikut. 

Dalam terminologi “Negara Islam", kelompok intelektual terkemuka 
di Indonesia seperti Muhammad Roem, Harun Nasution, Amien Rais, 
Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Munawir Sadzali, Ahmad 
Wahib, secara eksplisit menolak ide negara Islam (Islamic State). Ini 
semacam dekontruksi pemikiran dalam politik Islam yang intinya 
pembaruan pemikiran sebagai suatu koreksi atau penafsiran ulang 
terhadap siyasah Islamiyah dalam konteks siyasah syariah. Mereka 
menghendaki Islam akomodatif dan modernis. 

Bahwa masyarakat Madinah yang dibangun adalah bahwa Nabi 
Muhammad SAW, dalam membangun tatanan masyarakat Islam 
(Islamic Society) di Madinah dengan berlandaskan konsep syariah, 


1 Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta, hlm. 277 


19 Muhammad Natsir, Capita Selekta 2, Cet. Kedua, Jakarta, PT. Abadi dan Yayasan 
Capita Selekta, 2008, hlm. 203-211. 
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dan tidak dalam kerangka institusi formal yang secara khusus. Dengan 
demikian, dapat saja intitusi formal (negara) itu dapat dibangun dengan 
mengaplikasikan syariat dalam kehidupan bermasyarakat. Abdurahman 
Wahid beralasan bahwa dalam Our'an, tidak ada doktrin yang jelas 
tentang konsep negara. Nabi, hanya memperlihatkan watak moral bukan 
watak politik. Nabi juga tidak merumuskan secara definitif mekanisme 
penggantian jabatan. (kepala negara/kepala pemerintahan). Menurut 
Munawir Sadzali, Islam tidak mempunyai pilihan terhadap sistem politik 
apapun, melainkan suatu ajaran agama yang berkaitan dengan negara." 
Apapun pandangan dalam konteks dekonstruksi politik siyasah, 
kelompok Islamis yang melahirkan Piagam Jakarta memiliki orientasi 
ideologis yang terus dipertahankan sampai dengan Sidang Konstituante. 

Haidar Nashir, menyatakan dekrit telah menyisakan agenda politik 
yang membuka kembali harapan kelompokIslam untuk memperjuangkan 
formalisasi syariat Islam. Faktornya karena dekrit mencantumkan UUD 
1945 dijiwai oleh Piagam Jakarta, menjadi alasan bahwa sejak dekrit, 
UUD 1945 dan Piagam Jakarta merupakan suatu rangkaian kesatuan 
konstitusi yang tidak dapat lepas dipisahkan.'” 

Kedua: Pancasila Sebagai Ideologi Negara. Kedudukan Pancasila 
sebagai dasar negara melalui perdebatan alot dan panjang. Sejarah telah 
mencatat bahwa dari hasil perdebatan tentang dasar negara Indonesia 
antara kelompok Islamis dan Nasionalis sekuler, menjadikan Pancasila 
mengalami perubahan dan reinterpretasi sebagai jalan kompromi antar 
kelompok Islam dan Nasionalis sekuler: Jika didasarkan atas perubahan 
dan reinterpretasi yang dialami oleh Pancasila, maka ada lima macam 
rumusan resmi Pancasila dalam sejarah Indonesia. Kelima rumusan resmi 
dimaksud adalah yang dirumuskan oleh badan-badan resmi, dan bukan 
Pancasila usulan perorangan, yang dapat dipaparkan sebagai berikut: 

1). Rumusan pertama terdapat pada Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 

1945, yang berbunyi sebagai berikut: 


“PEMBUKAAN: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak 
segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia 


"# Lihat, Munawir Sjadzali, Islam Realita Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa, 
Jakarta, UIP, 1993, hlm 40: Lihat, Listiono Santoso, Teologi Politik Gus Dur, Yogyakarta, Ar- 
Ruzz Media, 2004, hlm, 227, 242. 


1” Haedar Nashir, Gerakan Islam Syariat, hlm. 243. 
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harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan 
dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan 
Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan 
selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu 
gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil 
dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan 
dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan 
kebangsaanyang bebas, maka Rakyat Indonesia menyatakan dengan 
ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk 
suatu Pemerintah Negara Indonesia Merdeka yang melindungi 
segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu 
Hukum Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu 
susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan Rakyat, 
dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban 
menjalankan Syaria'at Islam bagi pemeluk pemeluknya, menurut 
dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, 
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu 
keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia"''" 


. Rumusan kedua terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 


1945 yang berbunyi sebagai berikut: 

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala 
bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus 
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan 
peri keadilan. 

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah 
sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa 
mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang 
kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, adil dan 
makmur. 

Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan 
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan 


" Lihat, Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta, hlm. 31-32 
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kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan 
dengan ini kemerdekaannya. 

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah 
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka 
disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam 
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat dengan berdasar kepada : 

Ketuhanan Yang Maha Esa 

Kemanusiaan yang adil dan beradab, 

Persatuan Indonesia, dan 

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." 


. Rumusan ketiga terdapat pada Negara Indonesia Serikat (RIS). 


Sebuah Piagam persetujuan pasca agresi Belanda pertama dan 
kedua, tanggal 21 Juli 1947 dan 18 Desember 1948, yang membagi 
Indonesia menjadi RI dan Federal melaui konferensi Meja Bundar di 
Den Haag tanggal 23 Agustus-2 November 1949. Piagam persetujuan 
ditandatangani pada 29 Oktober dan diberlakukan pada 27 Desember 
1949. Rumusan Pancasila berbunyi sebagai berikut: 

MUKADDIMAH 
Kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya 
bersatu padu dalam perjuangan-kemerdekaan, dengan senantiasa 
berhati teguh berniat menduduki hak hidup sebagai bangsa yang 
merdeka-berdaulat. 
Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampai pada tingkatan 
sejarah yang berbahagia dan luhur. 
Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu 
piagam negara yang berbentuk republik-federasi, berdasarkan 
pengakuan 


1 Ibid, hlm. 135-135 
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Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, 

Perikemanusiaan, 

Kebangsaan, 

Kerakyatan, dan 

Keadilan Sosial 

Untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan 
kemerdekaan dalam masyarakat dan negara-hukum Indonesia 
Merdeka yang berdaulat sempurna."'? 


4 


. Rumusan keempat terdapat pada Undang-Undang Dasar Sementara. 
UUDS merupakan kesepakatan antara RI dan Federal atas mosi 
tidak percaya yang dajukan oleh Muhammad Natsir kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Federal (Parlemen Republik Indonesia Serikat). 
Mosi Muhammad Natsir atau yang dikenal dengan nama Mosi Integral 
Natsir, dilatarbelakangi oleh demonstrasi massa yang menuntut 
agar negara-negara bagian bentukan Belanda, menggabungkan 
diri dengan RI, juga sebagai akibat dari hasil KMB dengan Belanda 
yang belum selesai. Mosi ditandatangani oleh M. Natsir, Subadio 
Sastrosatomo, Hamid Algadri Sakirman, Ki Werdojo, A.M. Tambunan, 
N. Hardjosubroto, B. Sahetapy Engel, Tjokronegoro, M. Tauchid, Amelz 
dan Siradjuddin Abbas. Mereka mewakili aliran politik terbesar 
dalam DPR" Adapun sebahagian isi teks mosi disampaikan oleh 
Natsir dalam pidatonya sebagai berikut: 


“Saudara Ketua, ijinkanlah saya sekarang berbicara terlepas 
atau tidak terlepas dari pada soal unitarisme atau federalisme, 
akan tetapi dalam hubungan yang lebih besar mengenai mosi 
ini. Sebagai kehendak mengemukakan sedikit pemandangan 
mengenai dasar dari pada kejadian-kejadian yang kita hadapi 
sekarang, dari mulai kedaulatan diserahkan kepada kita, baik 
kiranya kalau kita terlebih dahulu melihat posisinya mosi ini di 
dalam hubungan yang lebih besar... 

Memperhatikan : Suara-suara rakyat dari berbagai daerah, dan 
mosi-mosi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai saluran dari suara- 
suara rakyat itu, untuk melebur daerah-daerah buatan Belanda 
dan menggabungkannya kedalam Republik Indonesia... 


18 Ibid, hlm. 136 
13 Ibid, hlm. 137 
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Memutuskan : Menganjurkan kepada pemerintah supaya 
mengambil inisiatif untuk mencari penyelesaian atau sekurang- 
kurangnya menyusun suatu konsepsi penyelesaian bagi soal-soal 
yang hangat yang tumbuh sebagai akibat perkembangan politik 
diwaktu yang akhir-akhir ini dengan cara integral dan program 
tertentu"? 


Adapun Rumusan keempat yang tertuang dalam Undang-Undang 
Dasar Sementara (UUDS) sebagai berikut: 


MUKADDIMAH 


Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah haksegala bangsa dan 
oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, 
karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan 
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah 
sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa 
mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang 
kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat 
adil dan makmur. 

Dengan berkat dan rahmat Tuhan tercapailah tingkatan sejarah 
yang berbahagia dan luhur. 

Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu 
piagam Negara yang berbentuk republik-kesatuan berdasarkan 
pengakuan 

Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, 

Peri-kemanusiaan, 

Kebangsaa, 

Kerakyatan, dan 

Keadilan Sosial 

untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan dan perdamaian 
dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara-hukum 
Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna" !'s 


5 


Rumusan kelima merupakan sejarah perdebatan dalam Majelis 
Konstituante pada pemilu 1955. Perdebatan dasar negara antara 


14 Muhammad Natsir, Capita Selekta 2, Cet. Kedua, Jakarta, PT. Abadi dan Yayasan 
Capita Selekta, 2008, hlm. 3-9. 


15 Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta, hlm. 138-139. 
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kelompok Islamis yang menginginkan Islam sebagai dasar negara 
dan kelompok nasionalis sekuler yang mempertahankan Pancasila 
sebagai dasar negara. Akibatnya Majelis tidak menemukan jalan 
keluar sehingga lahirlah dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi dekrit antara 
lain membubarkan Majelis Konstituante dan kembali kepada UUD 
1945 "yang dijiwai oleh Piagam Jakarta”. 


Adapun rumusan kelima berdasarkan pada dekrit Presiden 5 Juli 
1959 seperti termaktub pada UUD 1945 yang sila-silanya diberi 
catatan tambahan sebagai bagian dari isi dekrit sebagai berikut: 
Ke-Tuhanan Yang Maha 

Kemanusiaan yang adil dan beradab 

Persatuan Indonesia 

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwakilan 

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, 

(yang dijiwai oleh Piagam Jakarta 22 Juni 1945)." 


Teks lengkap tentang Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dapat lihat pada 
halaman lampiran. Dekrit yang mencantumkan kata-kata “yang dijiwai 
oleh Piagam Jakarta 22 Juni 1945" adalah sebagai jalan tengah dalam 
menyelesaikan perdebatan antara kelompok nasionalis dan Islam di 
Majelis Konstituante. Dengan demikian, dekrit merupakan suatu bentuk 
legitimasi hukum yang diakui keabsahannya, dan diterima oleh seluruh 
masyarakat, termasuk kelompok Islam dan sekuler, sehingga Piagam 
Jakarta tetap mempunyai legitimasi hukum yang absah. Jika dilihat 
dari substansi dekrit, maka terdapat dua hal penting, itu pemulihan 
status Piagam Jakarta dan pengakuan negara atas politik Piagam 
Jakarta. Endang Syaifuddin Ansyhari sebagaimana dikuti Haedar Nashir, 
menyatakan sebagai berikut: 

"Apa sebab rumusan “Piagam Jakarta", yang diperdebatkan dengan 

susah payah, dengan memeras otak dan tenaga berhari-hari oleh 

tokoh-tokoh terkemuka dari bangsa kita, kemudian di dalam 
rapat "Panitia Persiapan Kemerdekaan" pada tangal 18 Agustus 

1945 di dalam beberapa menit saja dapat diubah? Apa, apa., apa 

sebabnya? 

Tidak dapat dihindarkan pertanyaan: “Kekuatan apakan yang 


" Jbid, hlm. 209 
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mendorong dari belakang hingga perubahan itu terjadi?" Penulis 
tidak tahu apakah pertanyaan ini masih dapat dijawab dengan 
jujur dan tepat. Apakah sebabnya Ir. Soekarno, yangselamasidang- 
sidang “Badan Penyelidik" dengan mati-matian mempertahankan 
“Piagam Jakarta”, kemudian justru mempelopori usaha untuk 
mengubahnya? Penulis tidak tahu" 
Pernyataan yang sama dipertanyakan juga oleh K.H.M. Isa Anshary, 
pada saat diadakan sidang Majelis Konstituante tahun 1957. Dengan 
tegas Anshary menyatakan sebagai berikut: 


“Kejadian yang mencolok mata itu, dirasakan oleh umat Islam 
sebagai suatu “permainan sulap" yang masih diliputi oleh kabut 
rahasia....sebagai permainan politik pat-pat gulipat terhadap 
golongannya: akan tetapi mereka diam tidak mengadakan 
tantangan dan perlawanan, karena jiwa toleransi mereka"! 


Permainan “Sulap politik” untuk menghapus Piagam Jakarta, 
dilakukan oleh Muhammad Hatta, yang dapat mengandung misteri 
sejarah dan bahkan sejarah hitam dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia. Hatta yang dikenal demokratis, tidak transparan dan hanya 
beralasan bahwa adanya keberatan dari kelompok Kristen Indonesia 
Timur. Pertanyaan misterius adalah “mengapa Hatta tidak melibatkan 
ALA. Maramis atau K.H. Wachid Hasyim dan Agus Salim, penanda tangan 
Piagam Jakarta”, dalam perubahan tersebut. 


D. PEMIKIRAN IDEOLOGI KENEGARAAN 
1. Pemikiran Sukarno 


Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Islam dan Pancasila, 
bahwa Ideologi negara berupa Pancasila yang resmi diberlakukan 
sekarang ditengarai merupakan refleksi dari pemikiran Pancasila 
Sukarno, dan Muhammad Yamin. Namun demikian untuk membedakan 
tesis pemikiran politik kenegaraan Muhammad Natsir vis a vis Sukarno, 
berikut ini akan dijelaskan gagasan pemikiran dan argumentasi masing- 
masing sebagai berikut: 


1" Haedar Nashir, Gerakan Islam Syariat, hlm. 230-231 
"1 Jbid, hlm. 231, 
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Pemikiran Soekarno." Jika ditelusuri pemikiran Soekarno tentang 
politik kenegaraan, maka akan dikaji melalui tiga pilar politik ideologi, 
yaitu “Pancasila, Marhaenisme dan Nasakom"', sebagai ciri atau identitas 
politiknya.Pancasila Sukarno, adalah suatu bentuk rumusan dasar negara 
yang berbeda dengan Pancasila yang digunakan secara resmi sebagai 
dasar negara seperti sekarang, sebagaimana telah dijelaskan di atas. 
Pancasila Soekarno berbunyi, “Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme 
atau peri-kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan sosial, 
dan Ketuhanan" 


Menurut Sukarno, lima sila tersebut merupakan penjelmaan 
kepribadian bangsa Indonesia. Lima sila itu digali dari kepercayaan dan 
keyakinan leluhur penduduk Indonesia yang sejak lama telah ada. Jadi 
lima sila tersebut merupakan manifestasi atau penjelmaan dari Tri Sila, 
yakni Ketuhanan-Sosionasionalisme-Sosiodemokrasi, di mana Trisila itu 
berasal dari Eka Sila, yakni Gotong Royong. 


Pancasila versi Sukarno di atas disampaikan dalam pidatonya 
pada tanggal 1 Juni 1945, sehingga ditetapkan menjadi hari lahir 
Pancasila. Namun demikian, masih terdapat kontroversi tentang 
siapa sesungguhnya di antara Soekarno dan Muhammad Yamin yang 
menjadi pemikir dan pencetus Pancasila. Kontroversi ini terjadi oleh 
karena sebelum pidato Soekarno 1 Juni 1945, Yamin terlebih dahulu 
menyampaikan gagasan lima pokok dasar negara di depan sidang 
BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1954. Teks dasar negara tersebut berbunyi: 
Peri-Kebangsaan, Peri-Kemanusiaan, Peri-Ketuhanan, Peri-Kerakyatan 
dan Kesejahteraan Rakyat? 


Menurut Muhammad Roem, tidak ada perbedaan fundamental antara 
kelima asas versi Yamin dan Soekarno. Bahkan B. J. Boland mencatat 
bahwa kesamaan keduanya menimbulkan asumsi dan atau kesimpulan 
yakni "The Pancasila was in fact a creation of Yamin's and not Soekarno" 


1" Jika menggunakan tesis Clifford Geertz tentang pengelompokan Islam Jawa 
yakni Santri, Priyai dan Abangan untuk memposisikan Soekarno, maka sosok Soekarno 
dikelompokkan dalam Islam Priyai-aristokrat-abangan. Elaborasi ketiganya melahirkan 
pemikiran bersifat sinkretisme yang berakar pada kebudayaan Jawa. 


18 Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta, hlm. 17. 

3 Sukarno, Di bawah Bendera Revolusi, Djilid Kedua, Cet. II, Jakarta, 1965, hlm. 383 

"3 Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta, hlm. 18 

18 Jbid, hlm, 19: Lihat, B.J. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia, The 
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Secara substantif bisa saja gagasan lima pokok dasar negara mungkin 
saja lahir dari pemikiran Muhammad Yamin, dan Soekarno hanya 
menamakan dengan Pancasila dengan sedikit improvisasi. 

Terlepas dari siapa di antara Muhammad Yamin atau Sukarno yang 
pertama-tama mengusulkan lima sila sebagai dasar negara Indonesia, 
yang jelas Sukarno di awal kemerdekaan telah menegaskan perlu adanya 
alat pemersatu bangsa yang digali dari dalam bangsa sendiri menjadi 
identitas dan kepribadian bangsa Indonesia, yang dinamakan Pancasila 
seperti pernyataan berikut: 

“Setelah Indonesia merdeka, dibutuhkan: pertama “harus satu 

dasar jang dapat mempersatukan” Kedua, satu dasar jang 

memberi arah bagi peri-kehidupan negara kita itu”? 

“Kita dalam mengadakan negara itu harus dapat meletakkan 

negara itu atas suatu medja jang statis jang dapat mempersatukan 

segenap elemen didalam bangsa itu, tetapi djuga harus mempunjai 
tuntunan dinamis kearah mana kita gerakkan rakjat, bangsa dan 
negara ini"? 

Tafsir Pancasila sebagaimana dikemukakan oleh Sukarno, khususnya 
tentang asas Ke-Tuhanan menjadi polemik yang terus diperdebatkan 
dari dimensi teologisnya. Menurut Sukarno, secara sosiologis, tingkatan 
pemikiran manusia merupakan proses evolusi dari hal yang bersifat 
nomaden ke agraris dan selanjtnya menuju industrialis. Sila ke-Tuhanan 
merupakan refleksi pemikiran manusia yang dipraktekkan dari suatu 
fase ke fase berikut, mengikuti tingkat pemikiran seperti pernyataan 
berikut." 

Fase pertama: Tuhan manusia, adalah sesuatu yang dianggap sebagai 
begrip yaitu pemahaman terhadap alam yang memiliki kekuatan sebagai 
Tuhan yang disembah, misalnya Tuhan air sungai, Tuhan angin, di India 
mereka menyembah sungai Gangga. 

Fase Kedua: Manusia menggantungkan hidupnya pada binatang, 
sehingga menganggap binatang sebagai sesuatu yang suci dan disembah 


Hague, Martinus Nijhoff, 1971, hl. 17 


1“ Bung Karno, Pantjasila Dasar filsafat Negara, Djakarta, Jajasan EMPU TANTULAR, 
1960, hlm. 39 


135 Ibid, hlm. 42 
18 Ibid, hlm. 55-60. 
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atau dikeramatkan, misalnya di Mesir Kuno, menyembah sapi yang 
bernama “Apis'", dan juga di India. 

Fase ketiga: adalah fase agraris, di mana manusia telah mengenal 
cocok tanam. Pada fase agraris, pemahaman manusia bergantung 
pada sesuatu yang dapat mempengaruhi dan menguasai shasil-hasil 
pertanian, mislnya hujan, sehingga ada personifikasi Tuhan dengan 
nama Dewi Sri, Dewi Laksmi. 

Fase keempat: adalah fase di mana Tuhan dipersepsikan menurut 
akal dan bersifat gaib, tidak dapat dilihat, dan diraba. Jadi hanya sesuatu 
yang dapat diyakini keberadaannya. Pada tingkat keempat akal menjadi 
dominan sehingga mulai muncul dominasi akal dalam menentukan arah 
hidup manusia. Tuhan makin jauh dari eksistensi manusia, sehingga 
ditempatkan dalam alam gaib. 

Fase kelima: merupakan fase terakhir yakni fase industrialisasi. Pada 
tingkat kelima, manusia merasa dirinya sebagai Tuhan. Manusia dapat 
menciptakan apa saja sesuai keinginan, misalnya hujan, petir, pesawat, 
kapal. Pada fase industrialiasi, Tuhan tidak ada. Manusia sudah tidak 
bergantung lagi pada evolusi adanya Tuhan. 

Dalam menafsirkan sila Ke-Tuhanan, Sukarno bukan saja melukiskan 
begrip atau pemahaman manusia tentang Tuhan, melainkan menyatakan 
bahwa secara historis bangsa Indonesia tetap meyakini adanya “Tuhan 
Jang Maha Esa", dan dapat diterima oleh semua golongan agama di 
Indonesia. Jika agama dikucilkan, maka telah membuang elemen yang 
dapat mempersatukan batin bangsa Indonesia.'” 

Tafsir Sukarno inilah yang banyak mengundang perdebatan, sehingga 
Muhammad Natsir mengritik paham ke-Tuhanan Soekarno sebagai 
paham sekularis. Sungguhpun demikian Sukarno beranggapan bahwa 
Pancasila lebih memenuhi kebutuhan manusia dan lebih menyelamatkan 
manusia, daripada “Declaration of Independence" Amerika dan "Manifesto 
Komunis", oleh karena Declaration of Independence, hanya memuat "life, 
liberty, and the pursuit of happiness”, yakni hak hidup, hak kebebasan, dan 
hak mengejar kebahagiaan tanpa memperdulikan "reality of happiness" 
atau kenyataan kebahagiaan. Sementara Manifesto Komunis, menyerukan 
“kalau kaum proletar di seluruh dunia untuk menghancurkan kapitalisme 


17 Ibid, hlm. 59-60. 
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menuju tatanan dunia baru. Bangsa Indonesia tidak bisa berpegang pada 
Declaration of Independence" Amerika dan “Manifesto Komunis. Karena 
Declaration of Independence tidak mengandung keadilan sosial atau 
sosialisme, dan Manifesto Komunis masih harus disublimir dengan “Ke- 
Tuhanan Jang Maha Esa"? 

Ideologi Marhaenisme. Pemikiran Sukarno berikutnya adalah 
Marhaenisme. Marhaenisme adalah paham ideologi politik yang digagas 
oleh Sukarno yang memperoleh inspirasi dari seorang petani. Istilah 
Marhaen oleh Sukarno diadopsi dari seorang petani bernama Marhaen 
pada tahun 1920-an. Dalam versi yang berbeda, Marhaen adalah suatu 
terminologi dari nama seorang petani asal Bandung-Jawa Barat yang 
bernama "Aen”'2 

Dikisahkan bahwa Sukarno menemui dan berdialog dengan petani 
tersebut, selanjutnya disebut dengan panggilan Mang Aen. Dari dialog, 
Sukarno memperoleh pencerahan dari apa yang ditampakkan oleh 
sang petani yang lugu, sederhana, namun memiliki kemandirian dan 
semangat kerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. 
Walaupun demikian hasil usahanya teridentifikasi sebagai suatu bentuk 
kegiatan yang mencerminkan karakter petani miskin yang berhadapan 
dengan kaum borjuis. 

Faktor inilah yang melahirkan dialektika pemikiran yang kemudian 
memicu berbagai pertanyaan dalam benak Sukarno tentang bagaimana 
menjadikan karakter si petani tersebut menjadi esensinya dari sebuah 
ideologi perjuangan yang terimplementasi kedalam paham Sosio- 
Nasionalisme, Sosio-Demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa versi 
Sukarno, yang kemudian menjadi ajaran politik dinasti Soekarno-isme." 

Puncak dari pemikiran Sukarno sebagai bentuk kegalauan politik 
akibat konflik politik, ideologi dan dasar negara khususnya antara Islam, 
Nasionalis dan Komunis adalah dengan dicetuskannya paham ideologi 
politik yang tujuannya dapat mengakomudasi dan meminimalisir perang 
ideologi tersebut adalah Nasakom."' 


“# Sukarno, Di bawah Bendera, hlm. 433. 
“9 www.wikipedia.org dikutip tanggal 18 Oktober 2013 


0 Lihat: Hamka Hag, Mengabdi Bangsa Bersama Presiden Megawati, Bamusi Press, 
Jakarta, 2012, hlm. 271 


"3 NASAKOM adalah akronim dari Nasionalisme, Agama dan Komunisme. Ketiga 
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Ideologi Nasakom, adalah ideologi politik yang menggabungkan 
paham agama, nasionalis-sekularistik, dan paham bebas Tuhan atau 
Marxis Komunis. Paham Nasakom mendapat reaksi keras dan penolakan 
dari tokoh-tokoh agama yang memandang subyektif terhadap paham 
komunis. Sukarno tentu saja mengadakan pembelaan atas sikap apriori 
paham komunis. Pembelaan Sukarno atas Nasakom sebagaimana 
pernyataan berikut: 


“Orang-orang jang djiwanya negatif mendjadilah menderita 
penjakit "takut kalau-kalau disebut kiri", “takut kalau-kalau 
disebut Komunis. Kiri-phobi dan komunisto-phobi membuat 
mereka menjadi konservatif dan reaksioner dalam soal-soal 
politik dan soal-soal pembangunan sosial-ekonomi” 


Menurut Sukarno, Komunis merupakan bagian dari sejarah 
perjuangan dan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 
1926, dinyatakan tahun gawat-gawatnya menentang Belanda, salah 
satu tulisannya yang dimuat dalam majalah “Suluh Indonesia Muda", 
menganjurkan dan membuktikan bahwa telah terjadi persatuan antara 
Islam, Nasionalisme, dan Marxisme. Sukarno setuju dengan pendapat 
“Kijai Hadji Muslich" tokoh alim ulama Islam terkemuka yang menyetujui 
persatuan Islam-Nasional-Komunis, oleh karena persatuan tersebut 
memang diperlukan, memang mungkin, memang dapat." 


Manifestasi dari trilogi ideologi pemikiran Soekarno berupa 
Pancasila, Marhaen, dan Nasakom telah terangkum dalam manifesto 
politiknya yaitu, Pancasila dan USDEK"“ Selanjutnya Sukarno manifesto 
politiknya itu sebagai berikut: 


na AE 
ideologi ini yang telah menghubungkan rakyat secara vertikal dari tingkat akar rumput 
(grass root) ke pusat, pada masing-masing golongan. Soekarno menilai, ada bahaya 
laten yang mengancam kedaulatan negara melalui fanatisme ideologi. Untuk itu perlu 
diintegrasikan atau penyatuan ideologi-ideologi yang ada, sehingga lahirlah teorinya yang 
disebut dengan Nasakom. Lihat, Imam Tholkha, Anatomi Konflik Politik di Indonesia Belajar 
dari Ketegangan Politik di Madukuro (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 150: Lihat: 
Zainal Abidin R, Partai Politik Islam, hlm. 6 


"8 Sukarno, Dibawah Bendera, hlm. 406 
19 (bid, hlm. 414 


1 USDEK adalah akronim dari Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme-Indonesia, 
Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin dan Kepribadian Indonesia. USDEK merupakan 
penjabaran dari paham marhaenisme mewakili ekonomi terpimpin dan sosialisme. 
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“Manifesto politik adalah pemantjaran daripada Pantja Sila! 
USDEK adalah pemantjaran daripada Pantja Sila. Manifesto politik, 
USDEK dan Pantja Sila adalah terdjalin satu sama lain, - Manifesto 
politik, USDEK dan Pantja Sila ta' dapat dipisahkan satu sama lain. 
Djika saja harus mengambil giyas agama,-sekedar giyas!-, maka 
saja katakan: Pantja Sila adalah sematjam Gur'annja, dan Manifesto 
Politik dan USDEK adalah sematjam Hadis-shahihnja. (Awas! saja 
tidak mengatakan bahwa Pantja Sila adalah Gur'an, dan bahwa 
Manifesto politik-USDEK adalah Hadis!). @ur'an dan Hadis-shahih 
merupakan kesatuan, maka Pantja Sila dan Manifesto Politik dan 
USDEK pun merupakan satu kesatuan!."s 


Peng-giasan di atas diibaratkan seperti esensi Islam yang terdiri dari 
Our'an dan Hadits, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedudukan 
Hadits adalah sebagai penjelasan atas Our'an. Begitupula kedudukan 
Pancasila, hanya dapat dijelaskan dengan manifesto politik dan 
intisarinya adalah USDEK. Sekiranya ada orang yang mempertanyakan 
apakah Pancasila saja tidak cukup, itu sama saja dengan mempertanyakan 
apakah Our'an saja tidak cukup." 

Mencermati pemikiran Sukarno tentang konsep ideologi politik, 
yakni Pancasila, Marhaen dan Nasakom, tidak salah sekiranya Sukarno 
disebut sebagai nasionalis sekuler sejati. Asumsi demikian merujuk 
pada pendapat Sukarno sendiri yang terkadang menyebut Nasakom 
(Nasionalis, Agama dan Komunis), dengan kata lain “golongan-golongan 
berke-Tuhanan-identik dengan Islamis, lepas dari paham Nasionalis, 
dan Komunis.” Sukarno menyebut golongan berke-Tuhanan adalah 
kelompok Islam ideologis, suatu sebutan yang keberadaan dirinya 
sebagai orang yang tidak berideologi Islam. 

Pemikiran Sukarno tentang Pancasila, Marhaen dan Nasakom, 
dinilai sebagai suatu konsep ideologi yang amat kontroversi, karena 
menggabungkan atau mencampuradukkan berbagai gagasan dan 
pemikiran, pengalaman hidup, dan world of the mind. Dalam buku 
autobiografinya “Penyambung Lidah Rakyat”, sebagaimana dikutip oleh 
Nurani Soyomukti dalam bukunya “Soekarno dan Nasakom', Sukarno 


“8 Jbid, hlm. 403 
ve Ibid, hlm. 403. 
17 Ibid, hlm. 415. 
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menghadirkan ideologi Nasakom sebagaimana pernyataan berikut: 
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“Aliran politikku tidak sama dengan aliran orang lain. Tapi 
di samping itu latar belakangku tidak bersamaan dengan 
siapa pun juga. Nenekku memberikan kebudayaan Jawa dan 
Mistik. Dari Bapak, datang teosofisme dan Islamisme. Dari ibu 
Hinduisme dan Buddhisme. Sarinah memberiku Humanisme. 
Dari Pak Cokro datang Sosialisme. Dari kawan-kawannya datang 


nasionalisme. 


Aku menambah renungan-renungan dari Karl Marxisme dan 
Thomas Jeffersonisme. Aku belajar ekonomi dari Sun Yat Sen. 
Aku belajar kebaikan dari Gandhi. Aku sanggup mensistesis 
pendidikan secara modern dengan kebudayaan animistik 
purbakala dan mengambil ibarat dari hasilnya menjadi pesan- 
pesan pengharapan yang hidup dan dapat dihirup sesuai dengan 
pengertian dari rakyat kampung. Hasil dari semua ini dinamakan 


orang-dalam istilah biasa-Sukarnoisme”" 


Bahwa mendirikan negara di atas dasar paham Nasionalisme, 
menjadikan Sukarno menggunakan berbagai teori dan pemikiran 
untuk melegitimasi bentuk ide negara nasional. Sekiranya 
jika Pancasila tidak diamalkan dan hanya sebagai buah bibir, 
menandakan bahwa “makin lama makin kita merasa kehilangan 
ideologi nasional, atau satu konsepsi Nasional, jang djelas, tegas, 


terperintji.” 


Misi utama pemikiran Sukarno adalah mempertahankan negara 
kesatuan RI yang telah diproklamasikan meliputi Sabang sampai 
Merauke dengan konsep negara nasional dengan tidak memberi ruang 
pada ideologi Islam. Sungguhpun untuk mempertahankan keyakinan 
tersebut, Sukarno dapat melakukan tindakan apa saja, seperti 
delegitimasi berbagai paham keagamaan termasuk Islam sekalipun, 
pembubaran Konstituante, pembubaran partai politik seperti Masyumi 
dan PSI, memerangi kelompok separatis seperti DI-TII, PRRI, PERMESTA, 
dan RMS yang disebutnya sebagai pihak subversif dan pengacau. 
Semuanya dilakukan hanya untuk menjaga konsistensi pemikiran dalam 


membangun negara nasional yang berlandaskan paham sekularis. 


"8 Nurani Soyomukti, Soekarno dan Nasakom, Yogyakarta, Garasi, 2012, hlm. 166. 


"9 Ibid, hlm. 403 
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Sukarno mengutip pendapat Mahmud Essad Bey, bahwa sekiranya 
agama dipakai buat memerintah, ia selalu dipakai sebagai alat 
penghukum di tangan raja-raja, orang zalim dan orang-orang bertangan 
besi. 4 

Sukarno suka dan gemar mengutip pendapat siapa saja untuk 
melegitimasi penafian ideologi Islam sebagai dasar negara. Sukarno 
terlalu menyederhanakan ideologi Islam dalam konteks praktek politik 
tirani para penguasa. Padahal Islam sangat melarang suatu perbuatan 
mungkar, sehingga tidak pada tempatnya analogi negara dan Islam hanya 
merujuk pada perilaku orang atau penguasa. 

Dalam aspek pemikiran dan keberagamaan, Sukarno merupakan 
sosok yang kontroversial. Tidak sedikit kritikus yang menuduh sebagai 
tokoh sekuler, pro komunis, sinkretism, ataupun Islamis religius. Kritik 
baik positif maupun negatif sebagai berikut. 

Syaikh Muhammad Syaltut, Rektor Universitas Al-Azhar Kairo-Mesir, 
menyatakan bahwa penggali Pancasila (Sukarno) merupakan “Gaida 
adzima min Guwada harkat al-harir fii al-balad al-Islam" 

BJ Boland, dalam bukunya The Struggle of Islam in Modern Indonesia, 
seperti dikutip oleh Soyomukti, menyatakan bahwa “Bung Karno adalah 
seorang sinkretis, tetap saja Islamnya adalah Islam sinkretis. Islam 
dicampuradukkan dengan ajaran-ajaran dan pemikiran lainnya"'" Jika 
ditelusuri latar pemikiran Sukarno, dapat disimpulkan bahwa Sukarno 
mewarisi Sinkretime-kejawen-Hinduisme, Sosialis-Marxis, Nasionalis 
sekularis dan Islamis. 

2. Pemikiran Muhammad Natsir 

Gagasan atau pemikiran politik kenegaraan Natsir dapat ditelusuri 
dari beberapa topik berikut, yakni "Agama dan Negara", "Islam dan 
Demokrasi", “Agama dan Politik", “Al-Gur'an dan Negara”, dan Ideologi 
Islam". Topik-topik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Agama dan Negara, Setiap agama, Islam maupun Kristen punya 
ideologi dan filsafat hidup. Ideologi Islam dalam pandangan Natsir, 


“8 Muhammad Natsir, Capita Selekta I, Cet. Keempat, Jakarta, Yayasan Bulan Bintang 
Abadi, 2008, hlm. 543 


“1 Ibid, hlm. 201 
18 Jbid, hlm. 201 
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merujuk pada Our'an surat Adz-Dzariyat ayat 56. (Tidaklah Aku jadikan 
Jin dan mansia, melainkan untuk mengabdi kepada-Ku)." Ayat tersebut 
dapat dimaknai bahwa tujuan hidup seorang Muslim di dunia adalah 
untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di 
akhirat.'# Untuk memperoleh keduanya diperlukan aturan, hukum atau 
regulasi. 

Islam tidak dapat dimaknai dengan peribadatan yang sifatnya dari 
aspek ke-akhiratan saja. Islam adalah agama yang meliputi semua 
kaedah-kaedah, hudud-hudud dalam muamalah, sosial kemasyarakatan. 
Kaedah tesebut pada garis besarnya telah diatur dalam Gur'an dan 
Hadits. Kedua pokok ajaran Islam yakni Gur'an dan Hadits tidak mungkin 
hanya berupa pajangan, karena mengandung perintah dan larangan. 
Untuk itu diperlukan suatu institusi yang memiliki otoritas yang dapat 
melaksanakannya, dan instusi dimaksud adalah negara." 

Hanya Negara yang memikili otoritas melaksanakan hukum Islam. 
Mustahil jika pelaksanaan hukum-hukum Islam diserahkan pada 
organisasi keagamaan atau sejenisnya. Pertanyaan prinsip terkait 
dengan Negara negara dalam konteks Islam, adalah “bagaimana bentuk 
negara", apakah negara Islam atau negara sekuler. Pertanyaan demikian 
diperoleh dari kritik Natsir kepada Kemal Attaturk yang membangun 
Turki dengan mengadopsi sistem pemerintahan Swiss sebagai dasar 
negara sekuler Turki. 

Islam dan Ideologi: Mengawali pembahasan tentang “Islam dan 
ideologi", Natsir mengutip pendapat orientalis H.A.R. Gibb sebagai 
berikut: 


“Islam is much more than a religious system. It is a complete 
civilization" “Islam itu adalah lebih dari sistem" peribadatan. Ia 
itu adalah satu kebudayaan yang lengkap sempurna!” 


' Departemen Agama RI, Al-Gur'an dan Terjemahnya, Semarang, Karya Toha Putra, 
1995, hlm. 


14 Muhammad Natsir, Capita Selekta I, Cet. Keempat, Jakarta, Yayasan Bulan Bintang 
Abadi, 2008, hlm. 532. 


vs Jbid, hlm. 533 


18 Muhammad Natsir, Capita Selekta II, Cet. Kedua, PT. Abadi dan Yayasan Capita 
Selecta, 2008, hlm. 221 
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Natsir menyatakan bahwa Islam adalah satu levens filosofie, satu 
ideologi, satu sistem kehidupan yang mengatur manusia di dunia dan 
akhirat. Sebagai Muslim, berpolitik adalah bagian dari hidupnya. Ideologi 
Islam adalah sebuah ideologi yang bukan sekuler, bukan teokrasi, tetapi 
“teistik demokrasi. Islam tidak dipahami dalam konteks demokrasi 
sebagaimana demokrasi itu sendiri. Islam adalah suatu begrip sendiri, 
Islam itu .... ya Islam." Untuk itu,dalam menegakkan Islam tidak dapat 
dipisahkan dengan negara. Natsir tetap pada pendirian politik yakni 
memperjuangan Islam sebagai dasar negara, seperti tampak pada 
penyataan berikut: 


“Tak ada faedahnya bagi kita menghabiskan waktu dengan rasa 
gusar kesal, bilamana berjumpa dengan perlawanan paham atau 
ideologi. Maka dengan kepala dingin dan jiwa yang besar, seorang 
muslim sewaktu-waktu harus pandai menempatkan dirinya pada 
pendirian yang tentu, dengan mengambil sikap : Gul i'malu 'ala 
makanatikum inni 'amil, “berjuanglah kamu atas tempat dan dasar 
keyakinanmu, sesungguhnya aku pun adalah seorang pejuang 
pula”. (O.S. Al-An'am ayat 135). 


x 
Aa NN ai (EA MEA ita RU RNGGAN Ian la 
By Jala | sh Je Ijlasl aan J3 
SP OAT ena an na 
Bb 0 JA Kas AI LL pa Lok 
aa) 

“Katakanlah: “Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu 
Sesungguhnya aku pun berbuat (pula), kelak kamu akan 
mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil 


yang baik di dunia ini: Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu 
tidak akan mendapatkan keberuntungan”. 


Maksud dari tafsir ayat di atas adalah bahwa Artinya: tetaplah dalam 
kekafiranmu sebagaimana aku tetap dalam keislamanku.Maksudnya: 
Allah menjadikan dunia sebagai tempat mencari (hasil) yang baik yaitu 
kebahagiaan di akhirat. 


W Muhammad Natsir, Capita Selekta /, hlm. 552 
1 Jbid, hlm. 223. 
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Sikap dan pandangan Natsir di atas mengundang banyak argumen 
yang mempertanyakan hubungan Islam dan negara. Misalnya ada yang 
yang menyangsikan “bagaimana Islam dapat mengatur negara dengan 
sejumlah kompleksitas permasalahan. Menanggapi keraguan di atas, 
Natsir menyatakan bahwa Islam telah meletakkan prinsip-prinsip dasar 
negara. Hal-hal yang bersifat teknis dan berubah-ubah dapat disesuaikan 
dengan tuntutan dan perkembangan zaman. 


3. Polemik Natsir-Soekarno 


Natsir visa vis Soekarno, merupakan dua sosok pemikir kemerdekaan 
yang berbeda pandangan tentang ideologi negara bangsa. Perbedaan 
tersebut tidak jarang menjadikan keduanya saling berhadap-hadapan 
bukan saja dalam konteks pemikiran dan politik praktis akan tetapi juga 
dalam bentuk intimidasi secara fisik yang berakibat Natsir dijebloskan 
ke penjara." 

Puncak dari perseteruan politik antara Natsir dan Sukarno yang 
dampaknya pada Islam politik adalah pembubaran Masyumi dan PSI 
serta memenjarakan tokoh-tokoh Islam. Sukarno beranggapan bahwa 
Masyumi telah menjelma sebagai ideologi yang membahayakan negara.” 


Untuk membedakan tesis identitas pemikiran antara Natsir dan 
Sukarno, berikut ini dikutip argumen Muhammad Natsir yentang Islam 
sebagai ideologi dan Pancasila yang sekuler. Natsir pada pidato Majelis 
Konstituante menyatakan beberapa argumen'"', terkait penggunaan 
Islam sebagai asas dan ideologi, sekaligus mengkritik paham Pancasila. 


Pertama, Islam sebagai dasar negara. Ada tiga dasar yang telah 
dikemukakan oleh komisi I untuk diajukan sebagai dasar negara, 


1# Perbedaan politik antara Soekarno dan Muhammad Natsir, tergolong radikal. 
Ahmad Syafi'i Ma'arif menggunakan istilah "rivalitas politik" untuk menjustifikasi adanya 
konflik antara Soekarno dan Natsir. Salah satu langkah politik Soekarno dalam sistem 
pemerintahan yang bersifat otoritarian berakibat Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, 
Boerhanuddin Harahap dipenjara, adalah demokrasi terpimpin, di dalamnya terhimpun 
kekuasaan mutlak meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lihat Syafi'i Maarif, Islam dan 
Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Yogyakarta, IAIN Sunan 
Kalijaga Prees, 1988, hlm. 77: Lihat: Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900- 
1942, Jakarta, LP3ES, 1988, hlm. 375-377 


1“ Sukarno, Dibawah Bendera, hlm. 411 


18! Mohammad Natsir, Islam Sebagai Dasar Negara Pidato di Depan Sidang Majelis 
Konstituante Untuk Menentukan Dasar Negara RI (1957-1959), editor: Kholid O. Santosa, 
Bandung, Sega Arsi, 2004, hlm. 25-57. 
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yaitu Pancasila, Islam dan Sosial-ekonomi. Kewajiban Natsir dan 
teman-temannya dari Masyumi, untuk menyampaikan pendirian pada 
sidang pleno yang terhormat, dengan cara lebih luas dan mendalam 
dari sebelumnya. Menurut Natsir, sejarah manusia pada umumnya 
memberikan analisis yang final tentang ideologi negara, yakni hanya ada 
dua alternatif yang menjadi landasan negara. 


Kedua paham itu adalah sekularisme (la-diniyah) atau paham agama 
(diniyah). Bagaimana dengan kedudukan Pancasila dalam konteks la- 
diniyah dan diniyah? Natsir mengkatagorikan Pancasila ke dalam paham 
la-diniyah (sekularisme). Asumsi Natsir didasarkan pada gagasan 
Sukarno pada saat menerangkan sila pertama Pancasila “Ketuhanan 
Yang Maha Esa". Di hadapan gerakan pembela Pancasila di istana negara, 
tanggal 17 Juni 1954, Soekarno menyatakan: 


“Ketuhanan (Ketuhanan di sini saya pakai dalam arti religiusiteit), 
itu memang sudah hidup dalam kalbunya bangsa Indonesia sejak 
berpuluh-puluh, beratus-ratus dan beribu-ribu tahun lamanya. 
Aku menggali dalam buminya rakyat Indonesia, dan pertama-tama 
hal yang aku lihat adalah religiusiteit. Apa sebab? Ialah karena 
bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang hidup di atas tarafnya 
agraria, taraf pertanian. Semua bangsa hidup di atas taraf agraria, 
tentu religius (Saya belum memakai perkataan Ketuhanan Yang 
Maha Esa), tetapi baru saja memakai perkataan religiusiteit, atau 
kepercayaan kepada suatu hal yang gaib yang menguasai hidup 
kita semua ...orang yang masih bercocok tanam, bertani, merasa 
bahwa segenap ikhtiarnya untuk mencari makan, ini sama sekali 
tergantung dari pada suatu hal yang gaib ...Bangsa yang demikian, 
yang masih hidup di atas taraf agraris, tidak boleh tidak mesti 
religius. Sebaliknya, bangsa yang sudah hidup di dalam alam 
industrialisme, banyak sekali yang meninggalkan religiusiteit itu 
..apa sebab? Sebab ia berhadapan dengan banyak sekali dengan 
kepastian-kepastian. Perlu listrik, tidak perlu, “oh gaib, oh gaib", 
tinggal tekan knop saja, terang menyala...1'? 


Natsir mengomentari pendapat Soekarno yang menyatakan bahwa 
tidak pada tempatnya menilai perkataan yang demikian itu atas galbu 
seorang mukmin yang beriman kepada Allah SWT, apakah kebetulan 


152 Jbid, hlm. 37 
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seorang agraris atau industrialis. Natsir hanya ingin menunjukkan 
pidatonya hanya bagian dari koreksi paham sekuler, berkaitan dengan 
pembahasan sekularisme. Bagaimana paham tentang wujud ketuhanan, 
telah direlatifkan menurut perkembangan hidup masyarakat dari satu 
taraf ke taraf lain"? 

Natsir sampai pada kesimpulan bahwa menurut paham sekuler, 
jika seseorang yang masih dalam taraf kehidupan agraris memerlukan 
Tuhan, tetapi kalau sudah menjadi industrialis, Tuhan tidak diperlukan 
lagi. Lantas di manakah gerangan, ditempatkannya wahyu sebagai 
sumber kepercayaan dan keimanan terhadap Tuhan. Bagi seorang 
sekularis, masalah Ketuhanan Yang Maha Esa tidak ada hubungannya 
dengan wahyu: baginya, soal Ketuhanan adalah ciptaan manusia yang 
terus berevolusi dan berganti-ganti sesuai dengan tingkat pemikiran. 

Kedua, Pancasila yang sekulertanpaagama. Di Indonesia, pahamhidup 
yang menggerakkan jiwa rakyat Indonesia adalah agama. Islam adalah 
satu agama yang hidup dalam sebagian besar rakyat Indonesia. Tanpa 
mencari-cari format ideologi, Islam semestinya menjadi asas negara. 
Pancasila yang merupakan ide Soekarno, jelas pemikiran sekularis. Sila 
Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan merupakan point of reference dari 
sila-sila yang lain. Di samping tidak memiliki makna yang jelas atau 
menganut paham relativisme. Dapat dimaknai menurut selera orang 
yang mengisinya, dan dianggap sebagai jalan tengah atau "titik temu" 
(gemene-deler), meminjam istilah Nurcholish Madjid kalimatun sawa dari 
sejumlah rekayasa. Soekarno sebagai pencetus dan sekaligus pelopor 
paham Pancasila menyatakan, Pancasila adalah lima dasar ataupun 
ideen, yang dianggap tersebar di antara golongan-golongan (termasuk 
komunis/NASAKOM'") yang terdapat di Indonesia. Mengkritisi paham 
tentang Pancasila, Natsir berargumen sebagai berikut: 


Karena Pancasila itu netral dan tidak akan meninggalkan posisi 
kenetralannya, maka ia tidak mau menerima salah satu substansi 
yang positif. Ia akan berdiri sendiri sebagai “pure concept". Sebagai 
“pure concept" yang berdiri sendiri, ia tidak merupakan suatu 


»" Ibid, hlm. 38 

1 Ideologi Nasakom, adalah pemikiran Sukarno yang mengintegrasikan paham 
Nasionalis, Agama, dan Komunis Marxis. Lihat: A. Dahlan Ranuwiharja (dkk), Bung Karno 
dan Wacana Islam (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), hlm. 1-23. 
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realitas di alam positif. Sehingga Pancasila tidak berwujud apa- 
apa. Inilah satu tragedi Pancasila yang sekuler (la-diniyah) dan 
netral. Jika demikian, bagaimana Pancasila itu dapat dijadikan 
sebagai dasar negara. Itulah sebabnya, ...Pancasila sebagai 
falsafah negara itu bagi kami adalah kabur dan tak bisa berkata 
apa-apa kepada jiwa umat Islam yang sudah mempunyai dan 
sudah memiliki satu ideologi yang jelas, terang dan lengkap, dan 
hidup dalam kalbu rakyat Indonesia sebagai tuntunan hidup dan 
sumber kekuatan lahir dan batin, yakni Islam. Dari ideologi Islam 
ke Pancasila bagi umat Islam adalah ibarat melompat dari bumi 
tempat berpijak, ke ruang hampa, vacuum, tak berhawa, Betul 
demikianlah ibaratnya." 


"8 Mohammad Natsir, Islam Sebagai, hlm. 57-57 
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Tesis "Islam dan Politik", merupakan suatu kesatuan ajaran yang menjadi tugas utama Nabi Muhammad 
SAW. Tesis tersebut menuntut adanya suatu kesadaran bahwa Isiam mewajibkan pada umatnya untuk tidak 
sekedar berpolitik, melainkan untuk mendirikan negara. Pertanyaannya adalah, apa dan bagaimana prinsip 
pemerintahan atau negara menurut Islam. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, akan diajukan beberapa 
argumentasi: 

Pertama, Konteks politik Islam mewajibkan adanya suatu institusi berupa negara. Karena substansi ajaran 
Islam adalah bersifat mengatur manusia. Prinsip utama pemerintahan Islam adalah kepemimpinan dan ideologi. 
Merujuk kepada ciri masyarakat yang dibangun aleh Nabi Muhammad SAW, adalah masyarakat Tauhid. Artinya 
kepemimpinan yang dibangun Nabi SAW tidak didasarkan atas pilihan-pilihan suara rakyat, melainkan atas 
Goktrin Ilahiyah (Piagam Madinah), di mana Piagam tersebut disusun oleh dan atas nama Muhammad SAW, 
untuk suatu masyarakat yang pluralis. 

Kedua, Adanya aspek kepemimpinan sebagai prinsip utama dari konsep ummah atau umat. Prinsip 
kepemimpinan pasca Nabi SAW, adalah menjadikan Tauhid sebagai prinsip utama yang diwajibkan sebagai 
fardhu a'in. Adapun bentuk legitimasi terhadap pengangkatan seorang pemimpin adalah mencontoh Nabi SAW, 
(an ljma Sahabat berdasarkan Ouraan dan Sunnah yakni konsep kekhalitahan menurut Sunni dan konsep Imamah 
menurut Syi'ah. 

Ketiga, Kedaulatan Negara terletak pada Islam sebagai doktrin ajaran yang mengatur masyarakatnya. 
Dengan kata lain Islam merupakan konstitusi negara atau ideologi negara. Implementasi dari hukum dan 
perundang-undangan adalah Ouran dan Sunnah (Syariat Islam). 

Keempat, Sistem pemerintahan Islam adalah suatu bentuk totalitas kehidupan masyarakat atau negara 
(holistik atau dalam bahasa Islam disebut kaffah) yang tersusun atas dasar prinsip Agidah dan Syariat. Dengan 
demikian, jika politik dipahami sebagai suatu perwujudan institusi negara, maka substansi Islam adalah suatu 
perwujudan institusi kelembagaan berupa negara juga. 

Kelima, Islam agidah dan syariah, mengandung hukum-hukum yang membutuhkan kehadiran lembaga atau 
institusi penegakan hukum, yang tugasnya melaksakan aturan hukum, yang tidak mungkin dilakukan oleh 
Ormas-ormas keagamaan, atau institusi sosial seperti NU, Muhammadiyah dan sejenis. Hukum-hukum Islam 
hanya dapat dieksekusi oleh kekuasaan yaitu institusi Negara. 

Namun dalam konteks Pemikiran Politik Islam atau Theologi politik, seringkali memunculkan pandangan 
yang berbeda dan bersifat ekstrim, dan menjurus pada perbedaan dan dikotomi.Pertama: kelompok yang 
berpendirian bahwa polltik atau siyasah merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Kedua: kelompok yang 
menolak politik bukan bagian dari ajaran Islam, dan menyatakan bahwa "Islam adalah Islam, Politik adalah 
bolitik". Pandangan kelompok pertama melahirkan gagasan Islam adalah “Islam Din Ad-daulah". Sementara 
kelompok kedua yang memisahkan Islam dan politik, melahirkan pemikiran tentang "Negara Sekuler" 

Walau demikian, ada juga pandangan lain yang berusaha mencari jalan tengah dengan mengkompromikan 
kedua pandangan itu yakni antara agama dan politik saling melengkapi. Paham atau aliran demikian itu biasanya 
diidentifikasi sebagai paham substantif atau paham keadilan. Paradigma yang dikembangkan adalah agama 
sengaja dirasionalisasi dalam konteks praktis sesuai perkembangan zaman. 
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